GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR %t TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja
Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Dinas
Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan pada Dinas Kesehatan Provinsi

Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038); Z¢




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5S679);

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

; 58
2.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4¢



10.

1

12.

13.

14.

15.

16.
17,

18.

19.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang
selanjutnya disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan berupa aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas
dan fungsi Pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat daerah.
Pelayanan Internal adalah pelayanan yang diberikan oleh sebuah unit
organisasi atau orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke unit-
unit atau pegawai lain di dalam sebuah organisasi.

Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang ditujukan kepada masyarakat atau kepada
Instansi Pemerintah lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Format SOP AP adalah bentuk penuangan SOP AP berupa tulisan dan
diagram alir.

Verifikasi SOP AP adalah proses memeriksa kebenaran dan kesesuaian
SOP AP.

Tahap Kegiatan adalah langkah-langkah yang sistematis dalam
melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
Diagram Alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur
atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau
bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.
Unsur Dokumentasi adalah unsur dari Dokumen SOP AP yang berisi hal-
hal yang terkait dengan proses pendokumentasian SOP AP sebagai
sebuah dokumen.

Unsur Prosedur adalah bagian inti dari dokumen SOP AP.
Hasil Akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang
dilaksanakan berupa barang dan jasa.

Penyempurnaan SOP AP adalah serangkaian kegiatan dalam rangka
meningkatkan kualitas SOP AP yaitu melengkapi, membuat,

menambah /mengurangi, menyusun, dan mengevaluasi SOP AP.

Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP AP dalam
pekerjaannya. 4/&



Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengidentifikasi,

merumuskan, mengatur, memonitor, mengevaluasi serta mengembangkan

SOP AP dalam penyelenggaraan Pemerintahan baik penyelenggaraan internal

maupun eksternal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

a.

b.

R

mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;

. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya;

. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam

memberikan pelayanan;

menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi waktu
maupun prosedur; dan

menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan

meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

a.
b.

C.

nama/judul SOP AP;
pemantauan, evaluasi, pengembangan dan pengawasan;

pembiayaan. €&



BAB II
NAMA/JUDUL SOP AP
Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan SOP AP Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
(2) Jenis SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

Penanganan Surat Masuk;

2. Penanganan Surat Keluar;

3. Penerbitan Nota Dinas;

4. Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Pelaksana;

5. Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Eselon 2, 3 dan 4;

6. Penerbitan Surat Keterangan Selesai Masa Bakti Bagi Dokter/Dokter
Gigi dan Bidan;

7. Penatalaksanaan Absensi Sidik Jari di Dinas Kesehatan Provinsi NTT;

Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai;
9. Penerbitan Nota Dinas Mutasi PNS;
10. Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala;
11. Pengusulan Kenaikan Pangkat;
12. Pembuatan surat usulan Cuti PNS;
13. Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja Karena Sakit;
14. Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja/Terlambat Masuk Kantor/Pulang
Awal;
15. Pengusulan Pensiun PNS;
16. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) program di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
17. Pengusulan SK Tugas Belajar/Izin Belajar;
18. Penyelenggaraan Pertemuan/Sosialisasi/ Workshop/Advokasi;
19. Pengusulan Karis/Karsu;
20. Penyusunan Laporan
21. Penyusunan Laporan Tahunan;
22. Manajemen Data dan Informasi Kesehatan;
| 23. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
24. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
25. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA);
26. Penyusunan Program Kegiatan APBN (RKAKL);
27. Penyusunan Program Kegiatan DAK (Fisik dan Non Fisik);

28. Penyusunan Rencana Kerja (Renja);

29. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja); {{0/




30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
435.
46.
47.
48.
49,

50.
S1.

52.

33.

54.

S3.

56.

57.

58.

59.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di Dinas Kesehatan;
Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD);

Penyusunan Profil Kesehatan;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) di Sub Bagian PDE;

Pengelolaan Website;

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKPJ);

Penerbitan SPM UP/GU/TU/LS;

Penerbitan SPP dan SPM Gaji Pegawai;

Penyusunan Laporan Keuangan;

Pengajuan SPP LS dan SPM Barang dan Jasa;

Penerimaan Retribusi Daerah;

Pengajuan SPP DAN SPM UP, GU, TU dan LS APBN;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) di Sub Bagian Keuangan;

Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

Verifikasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (Dokumen SPJ);
Penerbitan SPP dan SPM TPP;

Pembuatan Surat Penerimaan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat;
Penempatan Dokter Spesialis Selesai Pendidikan PPDS/PPDGS;

Seleksi Tenaga Kesehatan Tidak Tetap Daerah/PTT;

Pengusulan Tenaga Kesehatan Tidak Tetap Daerah/PTT  untuk
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Pengusulan Puskesmas Penempatan NS Team base dan Individu;
Penerbitan Surat Pemberitahuan Mengikuti Desk Tenaga Kesehatan
Nusantara Sehat;

Pembuatan surat usulan kebutuhan dokter spesialis;

Pengusulan Wahana Pendayagunaan Dokter Spesialis (PDS);
Pembuatan Surat Pemberitahuan Visitasi Wahana Pendayagunaan
Dokter Spesialis (PDS);

Pembuatan Surat Pemberitahuan Pemulangan dan Penerimaan Peserta
Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI);

Pembuatan Surat usulan Pembukaan Wahana Program Internsip Dokter
Indonesia (PIDI);

Pembuatan surat usulan nama pendamping PIDI yang akan mengikuti
pelatihan;

Pembuatan Surat Pemberitahuan Visitasi Wahana Program Internsip
Dokter Indonesia;

Kegiatan Serah Terima Peserta Program Interensip Dokter Indonesia; _;_49



60.
61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Tl

72,

73.

74.

75.

76.

77,

78.
79.

80.

81.

82.

83.
84.

Penyusunan Dokumen Profil SDM Kesehatan Provinsi NTT;

Penerbitan Surat Rekomendasi Pendidikan Lanjut Tenaga Kesehatan;
Workshop Perhitungan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat
Provinsi;

Manajemen Data dan Informasi Program Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) program Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan SDM kesehatan
Tingkat Provinsi;

Penyusunan Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi;

Penerbitan Surat Rekomendasi Lolos Butuh Apoteker;

Penerbitan Surat Penugasan Dokter Spesialis;

Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kefarmasian;
Penerbitan Surat Bukti Lapor Apoteker;

Surat Rekomendasi Lolos Butuh Apoteker;

Manajemen Data dan Informasi Program Legalitas Tenaga Kesehatan
dan Institusi Diklat SDM Kesehatan;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) program Legalitas Tenaga Kesehatan dan Institusi Diklat
SDM Kesehatan;

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
Pengusulan Peserta Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);

Penerbitan Surat Rekomendasi Akreditasi Pelatihan;

Pengusulan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kedokteran dan
Dokter Muda;

Pengesahan Ijasah dan Transkrip Nilai Tenaga Kesehatan (DO0-D3);
Manajemen Data dan Informasi Program Pengembangan SDM
Kesehatan;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) program Pengembangan SDM Kesehatan;

Pengusulan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi
Spesialis (PPDS/PPDGS);

Pengusulan Peserta Program Pendidikan Tugas Belajar (Tubel) SDM
Kesehatan;

Penerbitan Surat Rekomendasi Registrasi Puskesmas Baru;

Manajemen Data dan Informasi Program Pelayanan Kesehatan Primer &
Tradisional; @



85.

86.

87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.

94,

95.

96.

o7.

98.
99,

100.
101.
102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.
111.

Rekomendasi Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Berprestasi;

Pelaksanaan Visitasi Registrasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP);

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) program Pelayanan Kesehatan Primer & Tradisional;
Penerbitan Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit Kelas B;

Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B;
Penerbitan Rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B;
Visitasi Rumah Sakit Kelas C dan D;

Manajemen Data dan Informasi Program Pelayanan Kesehatan Rujukan;
Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) program Pelayanan Kesehatan Rujukan;

Validasi Data Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK)
RS Kelas B;

Pelayanan Dokter Spesialis dalam rangka Pelayanan Kesehatan
Rujukan ke RSUD Kabupaten Non Rujukan Regional;

Validasi Data Aplikasi Rumah Sakit Online;

Penerbitan Rekomendasi Ijin Pedagang Besar Farmasi Cabang;
Penerbitan Rekomendasi I[jin Pedagang Besar Farmasi Pusat;

Penerbitan Rekomendasi Ijin Penyalur Alat Kesehatan (Alkes) Cabang;
Penerbitan Rekomendasi Ijin Penyalur Alat Kesehatan (Alkes) Pusat;
Manajemen Data dan Informasi Program Kefarmasian & Alat Kesehatan;
Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR} dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan,

Distribusi Obat Buffer;

Penerbitan Rekomendasi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
Distribusi Obat Program, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan,

Penerbitan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) obat, vaksin
dan perbekalan kesehatan;

Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik Program Pencegahan &
Pengendalian Penyakit Menular;

Manajemen Data dan Informasi Program Pencegahan & Pengendalian
Penyakit Menular;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
Penetapan Eliminasi Penularan Penyakit Menular;

Penyelidikan Epidemiologi (PE) Pada Saat Kejadian Luar Biasa (KLB)
Skala Besar; @«



112.
113.
114.

115.
116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124,

125.
126.

127.

128.

129.

130.
131.
132.

Respon terhadap Sinyal Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB;
Investigasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) Program Surveilens dan Imunisasi;

Manajemen Data dan Informasi Program Surveilens dan Imunisasi;
Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik Program Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa;

Manajemen Data dan Informasi Program Pencegahan & Pengendalian
Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular & Kesehatan Jiwa;

Penerbitan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) Obat Program
Kesehatan Jiwa;

Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan &
Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa;

Distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) Pada Remaja Putri di Sekolah
dan Perguruan Tinggi;

Penerbitan  Surat  perintah  Mengeluarkan Barang (SPMB)
obat/bahan/perbekalan kesehatan program Kesehatan Keluarga, gizi
dan KB; '

Manajemen Data dan Informasi Program Kesehatan Keluarga, Gizi dan
KB;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) Program Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB;

Perencanaan Kebutuhan Obat KIA dan Gizi;

Pemenuhan permintaan pengkaji eksternal Audit Maternal Perinatal
(AMP);

Penerbitan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) Buku, Reagen
dan Peralatan Kesling, Kesker dan Kesjaor;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olahraga;

Manajemen Data dan Informasi Program Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olahraga;

Pendistribusian Buku Kesling Kesjaor;

Pendistribusian Reagen dan Peralatan Kesling, Kesker dan Kesjaor;
Promosi Kesehatan Melalaui Media Cetak; f&



133.

134.

135.
136.

137.

138.
139.
140.
141.

142.

143.
144.
145.
146.

147.

148.

149.
150.
151.

152.

Manajemen Data dan Informasi Program Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR} dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) Program Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat;

Promosi Kesehatan Melalaui Media Elektronik;

Penyusunan Laporan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) Program Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;

Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk;

Pelaksanaan Supervisi Pendaftaran Penduduk;

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pendaftaran Penduduk;
Manajemen Data dan Informasi Program = Fasilitasi Pendaftaran
Penduduk;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) Program Fasilitasi Pencatatan Sipil;

Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil;

Pelaksanaan Supervisi Pencatatan Sipil;

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pencatatan Sipil;

Pengangkatan Pemuka Agama Sebagai Pembantu Pegawai Pencatatan
Perkawinan;

Manajemen Data dan Informasi Program Fasilitasi Pencatatan Sipil;
Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) Program  Pengelolaan Informasi  Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

Penyajian Data dan Informasi Kependudukan dan Pencatataan Sipil;
Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi NTT;
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP
Elektronik Oleh Lembaga Pengguna;

Manajemen Data dan Informasi Program Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

(3) Nama SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini. 4



BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6
(1) Kepala Dinas Kesehatan/Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala

Sub Bagian wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan
internal terhadap pelaksanaan SOP AP,

(2) Kepala Dinas Kesehatan/Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala
Sub Bagian dapat melakukan pengembangan SOP AP sesuai ketentuan/
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas akan pelaksanaan SOP AP,
dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun oleh unit organisasi penyelenggara kegiatan.

(2) Evaluasi SOP AP dapat dilakukan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi atau lembaga independen yang diminta bantuannya oleh Dinas
Kesehatan Provinsi NTT .

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Z£



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupan%zr
pada tanggal 2% oklo 2019

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMURﬂ'

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Y,

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2% olwober 2019

SEXRETARIS DAERAH
@ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, £

/
\BENE S POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR %¢



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 2% oleober 2019
l’ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR‘

jVIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 otklober 2019

SEKRETARIS DAERAH
@ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,/Z
.

\ BE S POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR @6




BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 2% Oklober 2019
bGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMURK

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

y.

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2¢ telober 2019

SEKRETARIS DAERAH
@ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR#

/-"

\BENE S POLO MAING
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR %6



LEMBAR KONTROL PROSES KOREKSI DAN
PENANDATANGANAN SURAT KELUAR

O Asisten Il

Diteruskan kepada

O Sekretaris Daerah

Asal Surat Biro Hukum Setda Provinsi NTT
Tanggal 2y sep bews ber 2019
Pengajuan
= rt‘ c\-o
| Perihal . Shogaur Wo%r o Aiaiclns  fene vhbse prpz
sae NUST G Trrour
Dras  eahshe Podars Bl
KEPALA BIRO | Diteruskan kepada . Asisten [/ II/ I
HUKUM Diteruskan Tgl/Jam
Pengelola/Paraf
0O Asisten I Diieritna Tgl/Jamn Dikemnbalikan uniuk diperbaiki

Tanggal/Jam

) Diserahkan kembali
) Diteruskan Tgl/Jam
O Asisten III Tanggal/Jam
Pengelola/Paraf
SEKRETARIS Diterima Tgl/Jam Dikembalikan untuk diperbaiki
DAERAH Diteruskan kepada Tanggal/Jam
O Gubernur
| O Wakil Gubernur Diserahkan kembali
- Tanggal/Jam
| Diteruskan Tgl/Jam
Pengelola /Paraf
WAKIL Diterima Tgl/Jam Dikembalikan untuk diperbaiki
GUBERNUR Diteruskan kepada Tanggal/Jam
O Gubernur
~ | Diserahkan kembali
Diteruskan Tgl/Jam | : 29(9/19 : 1§ :%
Tanggal/Jam
Pengelola/Paraf
36-9"7
GUBERNUR Diterima Tgl/Jam Crgedg - Dikembalikan untuk diperbaiki
Pengelola/Paraf Tanggal/Jam

Diserahkan kembali
Tanggal/Jam




LEMBAR KONTROL PROSES KOREKSI DAN

I PENANDATANGANAN SURAT KELUAR
Asal Surat Biro Hukum Setda Provinsi NTT
Tanggal Se
Pengajuan = et S5
Perihal : Standar opg,ms‘ronal ?m':eAur- Admintsktrast  Pemerin bal
Dwnas kesdhmban fou. MY
KEPALA BIRO | Diteruskan kepada | : Asisten (T} I/ Il
HUKUM Diteruskan Tgl/Jam |: 24 Sepevber 224 / 1342
Pengelola/Paraf :
. . - ™ [9 . n P
Asisten 1 Diterima Tgl/Jam : Zg ?,d W Xy | Dikembalikan untuk diperbaiki
Diteruskan kepada - Tanggal/Jam :
O Asisten Il | [ Gekretaris Dacrah
.| Diserahkan kembali
Diteruskan Tgl/Jam |:9%-09~) & [lo- 00
O Asisten III Tanggal/Jam :
Pengelola/Paraf Jﬁb- ndtr
SEKRETARIS | Diterima Tgl/Jam :05-9 .19 / 10*1S | pikembalikan untuk diperbaiki
DAERAH Diteruskan kepada Tanggal/Jam :
O Gubernur
Tanggal/Jam :
Diteruskan Tgl/Jam
Pengelola/Paraf
WAKIL Diterima Tgl/Jam Dikembalikan untuk diperbaiki
GUBERNUR Diteruskan kepada Tanggal/Jam :
"1 O Gubernur
¥ Diserahkan kembali
Diteruskan Tgl/Jam Sanmeslidecy 1
Pengelola/Paraf
GUBERNUR Diterima Tgl/Jam Dikembalikan untuk diperbaiki
Pengelola/Paraf Tanggal/Jam
Diserahkan kembali
Tanggal/Jam : 26-9-19. Is./8

]




Asal Surat

Tanggal
Pengajuan

Perihal

LEMBAR KONTROL PROSES KOREKSI DAN
PENANDATANGANAN SURAT KELUAR

Biro Hukum Setda Provinsi NTT

2% oeleber 2019

thetze O?mﬁm‘

D) PR e e s PYW("'”‘- A

(wr.eQw' Ao b Wﬂciﬁpﬂ—gn P’b?z

KEPALA BIRO
HUKUM

| Diteruskan kepada
Diteruskan Tgl/Jam
Pengelola/Paraf

: Asisten [/ II/ III

{am LY . ]
iJ Asisien I

Diteruna Tgl/Jawn

Diteruskan kepada

Dikemnbalikan uniuk diperbaiki
Tanggal/Jam

O Asisten II O Sekretaris Daerah
. Diserahkan kembali
) Diteruskan Tgl/Jam
O Asisten III Tanggal/Jam
Pengelola/Paraf
SEKRETARIS Diterima Tgl/Jam : O 3 Dikembalikan untuk diperbaiki
| DAERAH Diteruskan kepada | : o Tanggal/Jam
| O Gubernur
. . Tanggal/Jam
| Diteruskan Tgl/Jam
|
| Pengelola/Paraf
WAKIL | Diterima Tgl/Jam Dikembalikan untuk diperbaiki
GUBERNUR Diteruskan kepada Tanggal/Jam
| O Gubernur
i[ Diserahkan kembali
Diteruskan Tgl/Jam
Tanggal/Jam
Pengelola/Paraf
i
GUBERNUR Diterima Tgl/Jam Dikembalikan untuk diperbaiki

Pengelola/Paraf

Tanggal/Jam

Diserahkan kembali
Tanggal/Jam




LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : ¢6 TAHUN 2019
TANGGAL 1 2% oeleber 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP 01 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif A

Disahkan oleh

1

Judul SOP AP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

3 Peraturan Gubernur Nusa Fenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

1 Memahami Tupoksi Unit Kerjanya.

2 Menguasai Tata Naskah Dinas
3 Pendidikan Minimal SMA

Keterkaitan :

ralatan/Periengkapan :

1 SOP AP Penanganan Surat Keluar

1 Buku Agenda Surat Masuk
2 Lembar Disposisi

3eringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika administrasi surat masuk tidak dilakukan dengan tertib maka akan mempersulit
pengendalian dan pelacakan surat masuk

Buku Agenda Surat Masuk




Menerima surat masuk, mengagendakan
surat dalam buku agenda surat masuk,
memasang lembar disposisi dan
meneruskan kepada Kepala Dinas

Surat Masuk

10 menit

Surat masuk
dan lembar
disposisi

2|Menelaah dan Mendisposisi surat masuk ke Surat masuk dan 5 menit |Disposisi surat
Sekretaris Dinas lembar disposisi masuk

3|Menelaah dan Mendisposisi surat masuk Disposisi surat 5 menit |Disposisi surat
kepada para Kepala Bidang dan Kasubag masuk masuk
untuk ditindaklanjuti.

4|Mencatat dalam buku agenda dan Disposisi surat 15 menit |Disposisi surat
menyampaikan kepada para Kepala Bidang masuk masuk

dan Kasubag.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP 02 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP Penanganan Surat Keluar

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

2
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Menguasai Tata Naskah Dinas

2 Mampu mengoperasikan Microsoft Office

3 Pendidikan minimal D3

Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 Buku Nomor Surat
2 Komputer/laptop
3 ATK
4 Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika Penanganan surat keluar tidak dilaksanakan dengan baik maka akan menyulitkan
pengontrolan dan pengendalian administrasi surat keluar

* Sekretaris menandatangani surat keluar jika kepala dinas berhalangan.

* Setiap surat keluar dari dinas kesehatan wajib dicatat pada buku agenda surat keluar




Menerima surat keluar dari tiap
bidang teknis dan UPTD, meneruskan
kepada kasubag kepegawaian dan
umum

Konsep surat keluar

10 menit

Konsep surat keluar,
disposisi atau
petunjuk

Memeriksa konsep surat keluar, jika Konsep surat keluar, | 15 menit |Konsep surat keluar,

setuju menyampaikan ke Sekretaris Ya disposisi atau disposisi atau

Dinas. Jika tidak setuju petunjuk petunjuk

mengembalikan ke Pengadministrasi

umum. Untuk diperbaiki.

Memeriksa konsep surat keluar, jika Konsep surat keluar, 15 menit |Konsep surat keluar |Sekretaris
setuju memberi paraf dan Ya disposisi atau yang telah diparaf menandatangani
menyampaikan ke Kepala Dinas. Jika e petunjuk oleh Sekdis surat keluar jika
tidak setuju mengembalikan ke Tidal kepala dinas
kasubag kepegawaian dan umum berhalangan
untuk diperbaiki

Memeriksa konsep surat keluar, jika Konsep surat keluar 15 menit  |Surat Keluar

setuju menandatangani, Jika tidak . yang telah diparaf

setuju mengembalikan ke Sekretaris " Tidak oleh Sekdis

Dinas untuk diperbaiki

Meneruskan surat keluar ke kasubag Surat Keluar 5 menit |Surat Keluar

kepegawaian dan umum untuk

diproses lebih lanjut

Meneruskan surat keluar ke Surat Keluar 5 menit |Surat Keluar

pengadministrasi umum untuk

diproses lebih lanjut

Memberi nomor surat dan Surat Keluar 15 menit  |Surat Keluar dan

mengagendakannya dalam buku
agenda surat keluar bidang terkait
serta menyerahkan kepada pejabat
pelaksana bidang terkait

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINS]I NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP 03 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

 Tanggal Efektif

Disahkan oleh

¥

Judul SOP AP Penerbitan Nota Dinas

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010

1 Pendidikan minimal D3

2 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajament Pegawai Negeri Sipill 2 Memahami tata naskah dinas
3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3. Telephon/Faximile/email
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila penerbitan nota dinas tidak dilaksanakan dengan tertib, maka akan berdampak
pada kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Kesehatan

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di sub.bagian kepegawaian dan umum




Mnskan Pejabat elaksana untuk

Nota dinas, TOR / Surat

5 menit

Nota dinas, TOR/ |

dinas,mendistribusikan dan
mendokumentasikan

membuat konsep nota dinas Undangan / disposisi Surat Undangan /
pimpinan disposisi pimpinan
Membuat konsep nota dinas dan Nota dinas, TOR / Surat 15 menit |Konsep Nota Dinas
menyampaikan ke Kasubag Undangan / disposisi
pimpinan
Memeriksa konsep nota dinas. Jika Konsep Nota Dinas 5 menit Konsep Nota Dinas
setuju memberi paraf dan
menyampaikan kepada Sekretaris dinas, Tidak
jika tidak setuju mengembalikan kepada
Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki
Memeriksa konsep nota dinas. Jika Konsep Nota Dinas 5 menit Konsep Nota Dinas |Sekretaris
setuju memberi paraf dan menandatangani
menyampaikan kepada kepala dinas, = nota dinas jika
jika tidak setuju mengembalikan kepada Tidak kepala dinas
kasubag untuk diperbaiki berhalangan
Memeriksa konsep nota dinas. Jika Konsep surat tugas 5 menit Nota Dinas
setuju menandatangani, jika tidak setuju
mengembalikan kepada Sekretaris untuk
diperbaiki
Meneruskan nota dinas ke kasubag Nota Dinas 5 menit Nota Dinas
kepegawaian dan umum untuk diproses
lebih lanjut.
Meneruskan nota dinas ke pejabat Nota Dinas 5 menit Nota Dinas
pelaksana untuk diproses lebih lanjut.
Memberi nomor nota Nota Dinas 10 menit  [Nota Dinas, bukti Nomor nota dinas

dokumentasi

diisi setelah
disetujui




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP 04 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi P
 Tanggal Efektif A
Disahkan oleh
ii 600731 198812 1 001
Judul SOP AP Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Pelaksana

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajament Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.,

1 Pendidikan minimal D3
2 Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

2. Komputer

3. Telephon/Faximile/email
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penerbitan surat tugas bagi pejabat pelaksana tidak dilaksanakan dengan tertib, maka
akan berdampak pada kualitas pelaksanaan kegiatan saat perjalanan dinas serta perjalanan
dinas tidak terkontrol dengan baik.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di sub bagian kepegawaian dan un




Menerima nota dinas dengan
lampiran TOR / surat
undangan dari bidang teknis
dan menyampaikan kepada
Kepala Sub Bagian
Kepegawaian & Umun.

Nota dinas, TOR /
Surat Undangan /
disposisi pimpinan

5 menit

Nota ins,TR ! .

Surat Undangan /
disposisi pimpinan

TOR yang diajukan
sesuai naska dinas
dan telah diparaf
dan ditandatangani
oleh Pejabat yang
berwenang di
sekretariat/bidang

Menugaskan Pejabat
Pelaksana untuk membuat
konsep surat tugas.

Nota dinas, TOR /
Surat Undangan /
disposisi pimpinan

5 menit

Nota dinas, TOR /
Surat Undangan /
disposisi pimpinan

Membuat konsep surat tugas
dan menyampaikan ke

Kasubag

Memeriksa konsep surat
tugas. Jika setuju memberi
paraf dan menyampaikan
kepada Sekretaris dinas, jika
tidak setuju mengembalikan
kepada Pejabat Pelaksana
untuk diperbaiki

Nota dinas, TOR /
Surat Undangan /
disposisi pimpinan

15 menit

Konsep surat
tugas

Ya

Tidak

Konsep surat tugas

10 menit

Konsep surat
tugas

Memeriksa konsep surat
tugas. Jika setuju memberi
paraf dan menyampaikan
kepada Kepala Dinas, jika
tidak setuju mengembalikan
kepada kasubag untuk

1

Tidak i

)

Ya

Konsep surat tugas

5 menit

Konsep surat
tugas

Sekretaris
menandatangani
surat tugas jika
kepala dinas
berhalangan

Memeriksa konsep surat
tugas. Jika setuju
menandatangani, jika tidak
setuju mengembalikan kepada
Sekdis untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

Konsep surat tugas

5 menit

Surat tugas

Meneruskan surat tugas ke
kasubag kepegawaian dan
umum untuk diproses lebih
lanjut.

Surat tugas

5 menit

Surat tugas




pengadministrasi umum untuk
diproses lebih lanjut

Menekan urat gke -

Surat tugas '

5 eni‘t

Suratga .

Memberi nomor surat
tugas, mendistribusikan dan
mendokumentasikan

Surat tugas

10 menit

Surat tugas
pejabat
pelaksana, bukti
dokumentasi

Nomor surat tugas
diisi setelah disetujui




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP 05 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggﬁevisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

1

Judul SOP AP Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Eselon 2, 3 dan 4

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

1 Pendidikan minimal D3

2 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajament Pegawai Negeri Sipil 2 Memahami tata naska dinas
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3. Telephon/Faximile/email
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penerbitan surat tugas bagi pejabat pelaksana tidak dilaksanakan dengan tertib,
maka akan berdampak pada kualitas pelaksanaan kegiatan saat perjalanan dinas serta
perjalanan dinas tidak terkontrol dengan baik.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di sub.bagian kepegawaian dan umum

10




Menerima nota dinas
persetujuan
perjalanan dinas yang
dikeluarkan oleh TU
pimpinan wakil
gubernur dan
menyampaikan ke
Kasubag.

Nota dinas, TOR /
Surat Undangan /
disposisi pimpinan

5 menit

Nota dinas, TOR /
Surat Undangan /
disposisi pimpinan

Dalam kondisi
tertentu, kepala
dinas/sekretaris
langsung
menandatangani
surat tugas
pejabat eselon 3
dan 4

Menugaskan Pejabat
Pelaksana untuk
membuat konsep
surat tugas

Nota dinas, TOR /
Surat Undangan /
disposisi pimpinan

5 menit

Nota dinas, TOR /
Surat Undangan /
disposisi pimpinan

Membuat konsep
surat tugas dan
menyampaikan ke
Kasubag

Nota dinas, TOR /
Surat Undangan /
disposisi pimpinan

15 menit

Konsep surat tugas

Memeriksa konsep
surat tugas. Jika
setuju memberi paraf
dan menyampaikan
kepada Sekretaris
dinas, jika tidak

setuju
mengembalikan

Ya

Tidak

Konsep surat tugas

10 menit

Konsep surat tugas

Memeriksa konsep
surat tugas. Jika
setuju memberi paraf
dan menyampaikan
kepada Kepala Dinas,
jika tidak setuju
mengembalikan
kepada kasubag

Tidak

Konsep surat tugas

5 menit

Konsep surat tugas
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Memeriksa konsep
surat tugas. Jika
setuju
menandatangani, jika
tidak setuju
mengembalikan
kepada Sekdis untuk
diperbaiki

Tidak

Ya

onsep surat tuas

5 menit

Surat tugas

Meneruskan surat
tugas ke kasubag
kepegawaian dan
umum untuk diproses
lebih lanjut

Surat tugas

5 menit

Surat tugas

Meneruskan surat
tugas ke
pengadministrasi
umum untuk diproses
lebih lanjut

Surat tugas

5 menit

Surat tugas

Memberi nomor surat
tugas,mendistribusika
ndan
mendokumentasikan

Surat tugas

10 menit

Surat tugas pejabat
eselon 2,3 dan 4,
bukti dokumentasi

Nomor surat
tugas diisi
setelah disetujui
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP . |06 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan |11 Se Ber 2019,
Tanggal Revisi : -Fo

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Penerbitan Surat Keterangan Selesai Masa Bakti
Judul SOP AP Bagi Dokter/Dokter Gigi dan Bidan

Dasar Hukum :
1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -

2025

Peraturan Mentero Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengangkatan dan

Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai PTT

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :

1 Minimal satu tahun bekerja di bagian kepegawaian
2 Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :
1 ATK

2 Komputer/laptop

3 Printer

|Peringatan :
Jika Penerbitan Surat Keterangan SMB tidak dilakukan maka tenaga medis tidak memiliki bukti legal
bahwa yang bersangkutan telah mengabdi di suatu wilayah

Pencatatan dan Pendataan :

Database Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Tentang Surat Keterangan SMB
yang telah diterbitkan
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Memerintah Pejabat Pelaksana untuk memverifikasi Berkas 10 menit |Berkas
berkas dan membuat konsep surat keterangan SMB permohonan dan permohonan dan
bagi dokter/dokter gigi dan bidan disposisi disposisi
Memverifikasi berkas dan membuat konsep surat Berkas 1 jam Konsep surat
keterangan SMB bagi dokter/dokter gigi dan bidan permohonan dan keterangan SMB
serta menyampaikan kepada Kasubag disposisi
Memeriksa konsep surat keterangan SMB, jika setuju Konsep surat 10 menit |Konsep surat
memberi paraf dan menyerahkan kepada Sekretaris y keterangan SMB keterangan SMB
Dinas. Jika tidak setuju mengembalikan kepada yang telah
Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki Ti diparaf oleh
idak
” Kasubag
Memeriksa konsep surat keterangan SMB, jika setuju Konsep surat 10 menit |Konsep surat
memberi paraf dan menyerahkan kepada Kepala keterangan SMB keterangan SMB
Dinas. Jika tidak setuju mengembalikan kepada yang telah diparaf yang telah
Kasubag untuk diperbaiki Tidak oleh Kasubag diparaf oleh
Sekdis
Memeriksa konsep surat keterangan SMB, jika setuju Konsep surat 10 menit  |Surat keterangan
memberi tanda tangan. Jika tidak setuju keterangan SMB SMB
mengembalikan kepada Sekdis untuk diperbaiki yang telah diparaf
Q

Mengagendakan dan menyerahkan surat keterangan Surat keterangan Surat keterangan
SMB kepada pemohon SMB SMB dan bukti

15 menit  |dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Disahkan oleh

Nomor SOP AP : |07 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan _ : 11 Sefwhe&m‘ 19

Tanggal Revisi (S [ il F’@;._-?::\

Tanggal Efektif !f@ £ T -

!

Judul SOP AP Penatalaksanaan Absensi Sidik Jari

Dasar Hukum :
1 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

|Kualifikasi pelaksana :

1 Pendidikan Minimal SMA

2 Memahami Operasional Mesin Finger Print
3 Menguasai Pengoperasian Ms. Office

Keterkaitan :
1 SOP AP Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai

e

Peralatan/Perlengkapan :
1 Mesin Finger Print

2 Komputer/laptop

3 Printer

4 ATK

[Peringatan :
Jika Penatalaksanaan Absensi Sidik Jari tidak dilaksanakan dengan tertib maka PNS akan dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pencatatan dan Pendataan :
Disimpan sebagai data elektronik berbasis internet pada aplikasi SIM Absensi
Online
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hadir manual untuk proses absensi PNS

Mniapa mesin finger print dan dftar I

| Mesin finger print,

daftar hadir manual

10 Men

Mesin finger print
dan daftar hadir
manual yang
siap digunakan

Absensi dibuka mulai pukul 06.00
WITA

Melakukan absensi sidik jari pada mesin Mesin finger print |30 menit {Hasil absensi sidik|Absen masuk kantor dimulai pukul
finger print dan memaraf daftar hadir dan daftar hadir 1 jam 30 |jari dan daftar 06.00 - 07.30 WITA dan absen pulang
manual manual yang siap |menit hadir manual yang|kantor dimulai pukul 16.00 - 16.30
digunakan telah diparaf WITA. Pada hari Jumat absen pulang
kantor dimulai pukul 16.30 - 17.00
WITA
Menerima dan memverifikasi keterangan Hasil absensi sidik |20 menit |Hasil absensi sidik|* Softcopy dan hardcopy surat tugas
ketidakhadiran pegawai dalam bentuk jari dan daftar hadir jari dan daftar dan surat keterangan tugas diterima
softcopy surat tugas,surat sakit, surat manual yang telah hadir manual yang|paling lambat satu hari sebelum PNS
izin dan surat keterangan lainnya dari diparaf telah diparaf, yang bersangkutan bertugas
PNS/pejabat atasan langsung melalui Keterangan * Softcopy dan hardcopy Surat Izin
email ketidakhadiran tidak masuk kantor/sakit dan surat izin
dinaskesehatanprovinsintt@gmail.com pegawai yang masuk terlambat/pulang awal diterima
dan hardcopy yang dikumpulkan di Sub telah diverifikasi |pada hari pertama PNS tidak masuk
bagian Kepegawaian. kantor paling lambat Pukul 12.00 WITA
Melakukan verifikasi keterangan Hasil absensi sidik |10 menit |Hasil absensi sidik|Selalu berkoordinasi dengan atasan

ketidakhadiran pegawai dan
menugaskan pejabat pelaksana untuk
menindaklanjuti.

Tidak

Ya

jari dan daftar hadir
manual yang telah
diparaf,

Keterangan
ketidakhadiran
pegawai yang telah
diverifikasi

jari dan daftar
hadir manual yang
telah diparaf,
Keterangan
ketidakhadiran
pegawai yang
telah diverifikasi

langsung PNS terkait keterangan
ketidakhadiran pegawai.
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Menuload soﬂcoy Jpg) keterangan
ketidakhadiran pegawai pada aplikasi
SIM Presensi online.

Hasil absensi sidik
jari dan daftar hadir
manual yang telah
diparaf,

Keterangan
ketidakhadiran
pegawai yang telah
diverifikasi

3Jam

Terlaksana |
absensi sidik jari
online

Kecepata melkka uploaddala |
pada aplikasi SIM Presensi tergantung
conecting jaringan internet.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP 08 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan We'@ﬁém&:\g

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP .
Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai

Dasar Hukum :
1 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

§ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3

Kualifikasi pelaksana :
1 Pendidikan Minimal SMA
2 Menguasai Pengoperasian Ms. Office

Keterkaitan :
1 SOP AP Penanganan Surat Keluar
2 SOP AP Penerbitan SPP dan SPM Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPF)

Peralatan/Periengkapan
1 Komputer/laptop
2 Printer
3 ATK

[Peringatan :
Jika penyusunan laporan kehadiran pegawai tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan
menghasilkan laporan yang tidak lengkap dan tidak valid

Pencatatan dan Pendataan :
Dismpan sebagai data elektronik dan arsip kehadiran PNS pada Sub bagian
kepegawaian dan umum
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Menugaskan Kasubag untuk Agenda Kerja 10 Menit |Disposisi
mempersiapkan konsep Laporan Kehadiran

Pegawai

Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Disposisi 10 Menit Disposisi
mengumpulkan data Kehadiran Pegawai,

menyusun konsep laporan kehadiran

pegawai dan melaporkan ke kasubag.

Mengumpulkan data Kehadiran Pegawai dan Disposisi 1 Hari Bahan laporan,
menyusun konsep laporan kehadiran konsep laporan,
pegawai kemudian menyampaikan ke disposisi

kasubag.

Memeriksa konsep Laporan Kehadiran Bahan laporan, 1jam |Bahan laporan,
Pegawai. Jika setuju memberi paraf dan konsep laporan, konsep laporan,
menyerahkan kepada Sekdis. Jika tidak Ya Tidak disposisi disposisi

setuju mengembalikan kepada Kasubag

untuk diperbaiki.

Memeriksa konsep Laporan Kehadiran Bahan laporan, 1 jam |Draf final laporan
Pegawai. Jika setuju memberi paraf dan konsep laporan, kehadiran pegawai
menyerahkan kepada Kadis. Jika tidak Tidak disposisi

setuju mengembalikan kepada Kasubag

untuk diperbaiki.

Memeriksa draft final Laporan Kehadiran Ya Draf final laporan 1jam |Lapeoran kehadiran
Pegawai. Jika setuju menandatangani dan kehadiran pegawai pegawai
menyerahkan kepada Sekdis. Jika tidak

setuju mengembalikan kepada Sekdis untuk

diperbaiki.

Menyerahkan Laporan Kehadiran Pegawai Laporan kehadiran 10 menit |Laporan kehadiran

kepada Kasubag untuk didokumentasikan

pegawai

pegawai

19




Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Laporan kehadiran 10 menit |Laporan kehadiran
menindaklanjuti Laporan Kehadiran Pegawai pegawai pegawai
Menggandakan, menyampaikan Laporan Laporan kehadiran |30 menit Laporan kehadiran

Kehadiran Pegawai kepada Gubernur c.q.
Kepala BKD serta tembusan kepada
Inspektorat Daerah dan mendokumentasikan
LKP.

pegawai

pegawai, bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP : 109 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan : 11%&1%@[2019
Tanggal Revisi : i ‘“\

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

|

Judul SOP AP " |Penerbitan Nota Dmas Mutasi PNS Dinas
Kesehatan Provinsi NTT

Dasar Hukum :
1 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025
3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :

1 Pendidikan Minimal SMA
2 Dapat mengoperasikan microsoft office

Keterkaitan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar

l"reralataniﬁerlengkapm 2
1 ATK
2 Komputer/iaptop
3 Printer

T’eringatan -
Jika Penerbitan Nota Dinas Mutasi PNS tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan menganggu
kelancaran pekerjaan dinas dan kinerja pegawai

Pencatatan dan Pendataan :
Disimpan sebagai arsip pada bagian kepegawaian
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Menelaah dan mendisposisi telaah staf dari Telaahan staf, Telaahan staf,
sekretariat/ bidang / UPTD terkait penyegaran atau disposisi disposisi
mutasi staf
Menugaskan Kasubag Kepegawaian & Umum Telaahan staf, |10 Menit |Telaahan staf,
untuk membuat konsep nota dinas mutasi PNS disposisi disposisi
Memerintah Pejabat Pelaksana untuk mengetik . Telaahan staf, |10 Menit |Telaahan staf,
konsep nota dinas mutasi PNS - disposisi disposisi
Mengetik konsep nota dinas mutasi PNS dan 3 Telaahan staf, |20 Menit |Konsep Nota
menyerahkan ke kasubag — disposisi Dinas Mutasi
3 PNS
Mengoreksi konsep nota dinas, memaraf dan ‘ Konsep Nota |15 Menit |Konsep Nota
menyerahkan ke Sekertaris Dinas. Ya Dinas Mutasi Dinas Mutasi
= PNS PNS yang telah
diparaf
Mengoreksi konsep nota dinas, memaraf dan Konsep Nota 10 Menit |Konsep Nota
menyerahkan kepada Kepala Dinas. W Tidal | Dinas Mutasi Dinas Mutasi
- PNS yang telah PNS yang telah
diparaf diparaf
Mengoreksi konsep nota dinas, menandatangani Konsep Nota |10 Menit |Nota Dinas
dan menyerahkan ke Sekertaris Dinas. Dinas Mutasi Mutasi PNS
PNS yang telah
diparaf
Menugaskan kasubag menindaklanjuti nota dinas Nota Dinas 5 Menit  |Nota Dinas
mutasi pegawai. Mutasi PNS Mutasi PNS
Memerintah pejabat pelaksana menindaklanjuti Nota Dinas 5 Menit  |Nota Dinas
nota dinas mutasi pegawai. Mutasi PNS Mutasi PNS
Membagikan nota dinas Mutasi PNS kepada Nota Dinas 20 Menit  [Nota Dinas
pegawai yang dimutasi dan mengarsipkan Mutasi PNS Mutasi PNS dan
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP : |10 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan ___ : 11 September 2019

Tanggal Revisi : P TN

Tanggal Efektif N e P\,

Disahkan oleh ; @7 Jun. a Dinag/Mesehatan Provinsii/

: R
Judul SOP AP * |Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala

Dasar Hukum :

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2 Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan
5 Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

Kualifikasi pelaksana :

1 Minimal SMA
2 Analis Kepegawaian

3 Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan : Peralatanlﬁerlengkapan :
1 SOP AP Penerbitan Nota Dinas 1. ATK
2 SOP AP Penaganan Surat Masuk 2. Komputer
3. Printer

o

Peringatan :

Jika Penerbitan SK kenaikan gaji berkala tidak dilaksanakan maka akan menghambat
kenaikan gaji PNS yang bersangkutan

Pencatatan dan Pendataan :
Database Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
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Mengumpulkan bahan, menelaah SK kenaikan gaji berkala |1 hari Draft SK

serta menyiapkan draft SK terakhir dan SK kenaikan kenaikan gaji
kenaikan gaji berkala sesuai pangkat terakhir berkala

aturan yang berlaku dan

menyampaikan ke Kasubag

Memeriksa draft SK kenaikan Draft SK kenaikan gaji |30 menit |Draft SK

gaji berkala, jika setuju Ya berkala kenaikan gaji
memeberi paraf dan meneruskan Tidak berkala yang

ke Sekretaris Dinas. Jika tidak telah diparaf oleh
setuju mengembalikan kepada Kasubag

Analis Kepegawaian untuk

diperbaiki

Memeriksa draft SK kenaikan Draft SK kenaikan gaji |30 menit |Draft SK

gaji berkala, jika setuju Ya berkala yang telah kenaikan gaji
memeberi paraf dan meneruskan . diparaf oleh Kasubag berkala yang

ke Kepala Dinas. Jika tidak Tinls telah diparaf
setuju mengembalikan kepada Sekretaris Dinas
Kasubag Kepegawaian dan

Umum untuk diperbaiki

Memeriksa draft SK kenaikan Draft SK kenaikan gaji |30 menit |SK kenaikan gaji
gaji berkala, jika setuju ‘ berkala yang telah berkala
memeberi tanda tangan. Jika ? diparaf Sekretaris Dinas

: ; : Tidak

tidak setuju mengembalikan

kepada Sekretaris Dinas untuk Ya

diperbaiki

Mengagendakan dan memberi SK kenaikan gaji berkala |15 menit |SK kenaikan gaji
stempel pada SK untuk berkala dan bukti
kemudian disampaikan kepada dokumentasi

pegawai yang bersangkutan
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP : |11 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan __ : 11 September 2019

Tanggal Revisi : P T

Tanggal Efektif ,;,"f" O ,,\‘:\\

Disahkan oleh - %ehatan Provinsi

\

Judul SOP AP

- |Pengusulan Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum :

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT

3

Kualifikasi pelaksana :
1 Menguasai Windows dan Microsoft Office

2 Minimal satu tahun bekerja di bagian kepegawaian
3 Pendidikan minimal DIil

Keterkaitan :
1 SOP AP Penanganan Surat Keluar
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk

Iaﬁralatanﬁ’erlengkapan 2
1 ATK

2 Komputer

3 Printer

Peringatan :
Jika pengusulan kenaikan pangkat tidak dilakukan maka akan menghambat kenaikan pangkat PNS

Pencatatan dan Pendataan :
Database Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
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Menugaskan Pejabat Pelaksana untuk
mengumpulkan dan menyiapkan bahan
usulan kenaikan pangkat PNS

Daftar pea: yang

akan mengalami
kenaikan pangkat

Disposisi Kasubag

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Disposisi Kasubag 30 menit Bahan dan Konsep
usulan kenaikan pangkat PNS serta surat usulan
membuat konsep surat usulan kenaikan kenaikan pangkat
pangkat, kemudian menyerahkan ke
Kasubag
Memeriksa konsep surat usulan kenaikan Bahan dan Konsep 30 menit  |Konsep Surat usulan
pangkat, jika setuju memberi paraf dan surat usulan kenaikan dan bahan kenaikan
Menyerahkan ke Sekretaris Dinas. Jika Tidak pangkat pangkat yang telah
tidak setuju mengembalikan kepada diparaf oleh Kasubag
Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki
Memeriksa konsep surat usulan kenaikan Konsep surat usulan |30 menit  |Konsep surat usulan
pangkat, jika setuju memberi paraf dan kenaikan pangkat kenaikan pangkat
meneruskan kepada Sekretaris Dinas. Jika : yang telah diparaf yang telah diparaf
tidak setuju mengembalikan ke Kasubag Tidak oleh Kepala Sub oleh Sekretaris Dinas
untuk diperbaiki Bagian kepegawaian

dan Umum
Memeriksa konsep surat usulan kenaikan Konsep surat usulan |30 menit  |Surat usulan
pangkat, jika setuju memberi tanda tangan. kenaikan pangkat kenaikan pangkat
Jika tidak setuju mengembalikan kepada yang telah diparaf
Sekretaris Dinas diperbaiki oleh Sekretaris Dinas
Mengirimkan berkas dan surat usulan B Surat usulan kenaikan |30 menit  |Surat usulan

kenaikan pangkat ke BKD Provinsi NTT

pangkat

kenaikan pangkat




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP

: 112 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

: |11 September 2019

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

:skus Mingqu, M.Kes

500731 198812 1 001

X

Judul SOP AP

Pembuatan Surat Usulan Cuti PNS

Dasar Hukum :

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT

Kualifikasi pelaksana :

1 Minimal satu tahun bekerja di bagian kepegawaian
2 Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan :
1 SOP AP Penanganan Surat Keluar

l-’a'alatanfﬁerlengkapan :
1 ATK

2 Komputer

3 Printer

Peringatan :
Jika surat usulan cuti PNS tdak ada maka BKD Provinsi NTT tidak dapat menerbitkan surat cuti
bagi PNS yang bersangkutan

Pencatatan dan Pendataan :
Database Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
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Memverifikasi permohonan cuti pegawai ybs

Isian Formul

1jam

Konsep surat usulan

dengan sisa cuti ybs, membuat konsep surat permohonan cuti cuti PNS

usulan cuti dan menyampaikan kepada

Kasubag Kepegawaian dan Umum

Memeriksa konsep surat usulan cuti PNS, Konsep surat usulan dan |30 menit |Konsep surat usulan

iika setuju memberi paraf dan menyerahkan
kepada Sekretaris Dinas. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Analis Kepegawaian
untuk diperbaiki

Ya

isian Formulir
permohonan cuti PNS

cuti PNS yang telah
ditandatangani oleh
Kasubag

Memeriksa konsep surat usulan cuti PNS,

Konsep surat usulan cuti

30 menit

Konsep surat usulan

jika setuju memberi paraf dan menyerahkan PNS yang telah cuti PNS yang telah
kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju ” ditandatangani oleh diparaf oleh sekretaris
mengembalikan kepada Kasubag untuk Tidak Ya Kasubag dan isian dinas
diperbaiki Formulir permohonan

cuti PNS
Memeriksa konsep surat usulan cuti PNS, Konsep surat usulan cuti |30 menit |Surat usulan cuti PNS
iika setuju memberi tanda tangan. Jika tidak PNS yang telah diparaf
setuju mengembalikan kepada sekretaris Tidak oleh sekretaris dinas
Dinas untuk diperbaiki
Mengagendakan dan mengirimkan surat Surat usulan cuti PNS 45 menit |Surat usulan cuti PNS

usulan cuti PNS ke BKD Provinsi NTT
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Tanggal Efektif

Nomor SOP AP 13 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan T nipgs 201
Tanggal Revisi I A e R
ﬁ';// e \
41 W

Disahkan oleh

Judul SOP AP

Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja Karena Sakit

Dasar Hukum :
1 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010 - 2025

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

S5 Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6 Surat dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/119/2019 Tanggal
27 Mei 2019 Perihal Penegasan Implementasi Aplikasi e-Absensi

Kualifikasi pelaksana :
1 Pendidikan Minimal SMA

2 Mampu mengoperasikan komputer dan internet

Keterkaitan :
1 SOP AP Penatalaksanaan Absensi Sidik Jari
2 SOP AP Laporan Kehadiran Pegawai

Peralatan/Perlengkapan :
1 Komputer/laptop
2 ATK
3 Jaringan internet

T’eringatan :
Jika Permohonan lzin tidak masuk kerja karena sakit tidak dilaksanakan maka akan
berpengaruh pada status kehadiran PNS yang bersangkutan

Pencatatan dan Pendataan :
Dismpan sebagai sebagai arsip pada bagian kepegawaian
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—

Membuat konsep surat izin tidak masuk
kerja karena sakit sesuai format

Format rat izin
tidak masuk kerja

Konse surat izin
tidak masuk kerja

Penajunurat izin tidak masuk
kerja karena sakit dilakukan pada

karena sakit karena sakit hari pertama sakit

2|Mengirimkan hardcopy surat izin ke Sub Konsep surat izin 30 menit  |Surat izin tidak Softcopy dikirim ke alamat email
Bagian Kepegawaian & Umum serta tidak masuk kerja masuk kerja dinaskesehata vinsintt@gmail.
soffcopy surat Izin melalui email karena sakit karena sakit com

3[Menerima surat izin sakit dan Surat izin tidak 20 menit |Surat izin tidak Jika izin lebih dari 2 hari maka
mengupload soffcopy surat izin ke masuk kerja karena masuk kerja wajib melampirkan surat
aplikasi absensi online serta sakit karena sakit keterangan dokter
mengarsipkan hardcopy surat izin

4|Mengarsipkan hardcopy surat izin sakit Surat izin tidak 20 menit  [Surat izin tidak Jika izin lebih dari 2 hari maka

masuk kerja karena
sakit

masuk kerja
karena sakit

wajib melampirkan surat
keterangan dokter
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

[Nomor SOP AP 14 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 Se 19
Tanggal Revisi AL SN
Tanggal Efektif N NTEN o
Disahkan oleh o Mn Kepald B sehatan Provinsi

# [ DINAS KESEHATAR g Jigir

% /

SN\_. d ikus Mingqu, M.Kes
En o e 0600731 198812 1 001

Judul SOP AP Permohiowam1Zin Tidak Masuk Kerja / Terlambat Masuk

Kantor / Pulang Awal

Dasar Hukum :

1 Undang -Undang Nomor 5§ Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur,
Surat dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Upx.012.1/119/2019 Tanggal
27 Mei 2019 Perihal Penegasan Implementasi Aplikasi e-Absensi

6

Kualifikasi pelaksana :
1 Pendidikan Minimal SMA

Keterkaitan :
1 SOP AP Penatalaksanaan Absensi Sidik Jari
2 SOP AP Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai

Peralatan/Perlengkapan :
1 Komputer/laptop
2 ATK

T’eringatan :

Jika Permohonan lzin Tidak Masuk Kerja / Terlambat Masuk Kantor / Pulang Awal
tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh pada status kehadiran PNS yang
bersangkutan

Pencatatan dan Pendataan :
Dismpan sebagai sebagai arsip pada bagian kepegawaian
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Membuat konsep surat izin
tidak masuk kerja / telambat
masuk kantor / pulang awal
sesuai format dan
menyampaikan ke atasan
langsung / pejabat lain yang
berwenang

Format surat izin
tidak masuk kerja
/ terlambat masuk
kantor / pulang
awal

15 Menit

Konsep surat izin
tidak masuk kerja
/ terlambat masuk
kantor / pulang
awal

Pengajuan surat izin tidak masuk kerja
dan terlambat masuk kantor paling
lambat sehari sebelum izin sedangkan
pengajuan izin pulang awal dapat
dilakukan pada hari saat akan pulang
awal (Jika hal yang mendesak maka
surat izin bisa dimasukan dalam hari
yang bersamaan)

Memeriksa konsep surat izin.
Jika setuju memberi tanda
tangan, jika tidak setuju
mengembalikan kepada PNS
yang bersangkutan

Tidak

Konsep surat izin
tidak masuk kerja
/ terlambat masuk
kantor / pulang
awal

15 menit

surat izin tidak
masuk kerja /
terlambat masuk
kantor / pulang
awal

Jika atasan langsung (kasubag/kasie)
tidak berada di tempat maka surat izin
ditandatangani oleh Pejabat yang
berada satu tingkat di atas pejabat
atasan langsung

Mengirimkan softcopy surat
|zin melalui email dan
Menyerahkan hardcopy surat
izin ke Petugas Absensi
pada Sub Bagian

Kepegawaian dan Umum

surat izin tidak
masuk kerja /
terlambat masuk
kantor / pulang
awal

20 menit

surat izin tidak
masuk kerja /
terlambat masuk
kantor / pulang
awal

Softcopy dikirim ke alamat email
dinaskesehatanprovinsintt@gmail.com

Menerima surat izin dan
mengupload softcopy surat
izin ke aplikasi absensi
online serta mengarsipkan
hardcopy surat izin

surat izin tidak
masuk kerja /
terlambat masuk
kantor / pulang
awal

20 menit

surat izin tidak
masuk kerja /
terlambat masuk
kantor / pulang
awal
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP : |15 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan : |11 Septemiber-2019

Tanggal Revisi ] o —Ro\\
Tanggal Efektif A /A N2\ A9
Disahkan oleh K D

Judul SOP AP . Pengmgun PNS

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan
5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

1 Minimal satu tahun bekerja pada bagian kepegawaian

2 Menguasai Windows dan Microsoft Office
3 Pendidikan minimal DIl

Keterkaitan :

5era|atan!Perlengkapan :

1 SOP AP Penanganan Surat Keluar

1 ATK
2 Komputer/laptop
3 Printer

'f’eringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika pengusulan pensiun PNS tidak dilaksanakan maka akan menghambat penerbitan SK
pensiun PNS

Database Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
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Meven‘ﬁsi status awi yng teh ]

berkas-berkas

jika setuju memberi paraf dan menyerahkan
kepada Sekretaris Dinas. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Analis Kepegawaian
untuk diperbaiki

Tidak

pensiunan PNS dan
Konsep surat usulan
pensiun PNS

2 hari
memasuki masa pensiun, membuat konsep surat persyaratan pensiun pensiunan PNS dan
usulan pensiun PNS dan menyampaikan kepada pegawai Konsep surat usulan
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pensiun PNS
Memeriksa konsep surat usulan pensiun PNS, Berkas persyaratan 20 menitBerkas dan Konsep

surat usulan pensiun
PNS yang telah
diparaf oleh Kasubag

Memeriksa konsep surat usulan pensiun PNS,
jika setuju memberi paraf dan menyerahkan
kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Kasubag untuk
diperbaiki

Berkas dan Konsep
surat usulan pensiun
PNS yang telah diparaf
oleh Kasubag

20 menif|Berkas dan konsep

surat usulan pensijun
PNS yang telah
diparaf oleh Sekretaris

Memeriksa konsep surat usulan pensiun PNS,
jika setuju memberi tanda tangan. Jika tidak
setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk
diperbaiki

Berkas dan konsep
surat usulan pensiun
PNS yang telah diparaf
oleh Sekretaris

20 menit| Surat usulan pensiun

PNS

Mengirimkan berkas dan surat usulan pensiun
PNS ke BKD Provinsi NTT

Surat usulan pensiun
PNS

2 jam

Surat usulan pensiun
PNS dan bukti
dokumentasi

Berkas pyratan '




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP 16 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi B T
Tanggal Efektif AR n 7
Disahkan oleh oy T
/ff&
&y
[+ %
e DN
— 9600731 1988121 0
Judul SOP AP Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
2025

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan SPM

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3 SOP AP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 3. Telephon/Faximile
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
tidak sesuai prosedur akan berdampak pada kualitas penyusunan rencana kerja di Dinas
Kesehatan Provinsi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

35



Megaskn Kasub untuk menyun
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB)

" Agend Kerja

| .. 0 menit

Disposisi/petunjuk

Bulan januari
tahun berjalan
dari tahun
rencana.

Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi/petunjuk 10 menit |Disposisi/petunjuk
mengumpulkan bahan penyusunan TOR -
dan RAB program.
Mengumpulkan/menghimpun bahan Disposisi/petunjuk 1 Hari |Bahan atau data
penyusunan TOR dan RAB dan dukung
menyampaikan kepada kepala Sub penyusunan TOR
Bagian Kepegawaian & Umum dan RAB
Menyusun konsep TOR dan RAB dan Bahan atau data 1 Minggu |Konsep TOR dan
menyampaikan kepada Sekretaris dukung penyusunan RAB
TOR dan RAB

Memeriksa konsep TOR dan RAB. Konsep TOR dan 2 Jam |Konsep TOR dan
Apabila setuju menyampaikan kepada Tidak |RAB RAB
Kasubag dan Pejabat Pelaksana untuk
rapat. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kasubag untuk memperbaiki.
Rapat membahas TOR dan RAB yang Konsep TOR dan 2 jam |Notulen hasil rapat
dipimpin oleh Sekretaris Dinas RAB, daftar hadir. dan Berita acara

rapat
Menugaskan kasubag untuk memperbaiki Notulen hasil rapat 2 hari |Notulen hasil rapat,

Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) program
sesuai hasil rapat.

|dan Berita acara
rapat

Berita acara rapat,
disposisi/petunjuk




nyun konsp pei OR
RAB sesuai notulen rapat, memaraf dan
menyampaikan kepada Sekretaris

Notulen hasi rapat,

berita acara rapat,
disposisi/petunjuk

Memeriksa konsep perbaikan TOR dan
RAB. Apabila setuju, menandatangani
dan menyampaikan kepada Kasubag.
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada
Kasubag untuk memperbaiki

Tidak

Draft TOR dan RAB

1 Jam

TOR dan RAB

10

Menyerahkan dokumen TOR dan RAB
kepada pejabat pelaksana untuk
didistribusikan dan didokumentasikan.

TOR dan RAB

10 menit

TOR dan RAB

"

Mendistribusikan dan
mendokumentasikan

TOR dan RAB

30 menit

TOR dan RAB,
bukti dokumentasi

37




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP : 117 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan __ : |11 September 2019
Tanggal Revisi : /%*\\\: aH Po
Tanggal Efektif : ok

F

Disahkan oleh

1

Judul SOP AP * IPengusulan SK Tugas Belajar / 1zin Belajar

[Dasar Hukum :

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :
1 Minimal satu tahun bekerja pada bagian kepegawaian
2 Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan :
1 SOP AP Penanganan Surat Keluar
2 SOP AP Pengusulan Peserta Program Pendidikan Tugas Belajar (Tubel) SDM Kesehatan

Peralatan/Perlengkapan :
1 ATK

2 Komputer/laptop

3 Printer

Peringatan :
Jika pengusulan SK Tugas Belajar / 1zin Belajar tidak dilakukan maka akan menghambat penerbitan

SK dari BKD Provinsi NTT

Pencatatan dan Pendataan :
Database Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
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Mengajukan surat permohonan PNS

Surat

15 menit

Surat

yang akan melanjutkan studi dan permohonan dan permohonan dan

berkas kelengkapan usulan Sk berkas usulan berkas usutan

Tubel/ibel kepada Kepala Dinas

melalui Sub Bagian Kepegawaian

dan Umum

Menerima surat permohonan dan Surat 15 menit |Surat

berkas usulan, serta mendisposisi permchonan dan permohonan,

surat permohonan dan berkas berkas usulan berkas usulan

usulan kepada Sekretaris Dinas dan lembar
disposisi

Memerintah Kasubag kepegum Disposisi Kepala |15 menit |Disposisi

untuk menindaklanjuti disposisi
Kepala Dinas

Dinas

Sekretaris Dinas

Memerintah Analis Kepegawaian Disposisi 15 menit |Disposisi

untuk merneriksa berkas usulan dan Sekretaris Dinas Kasubag
membuat surat pengantar ke BKD Kepegum
Provinsi NTT

Memeriksa berkas usulan dan Disposisi 2 jam Konsep surat
membuat konsep surat pengantar Kasubag pengantar

ke BKD Provinsi NTT serta Kepegum

menyampaikan kepada Kasubag

Kepegum

Memeriksa berkas usulan dan Konsep surat 30 menit [Konsep surat
konsep surat pengantar ke BKD pengantar dan pengantar yang
Provinsi NTT, jika setuju memberi berkas usulan telah diparaf oleh
paraf dan menyampaikan ke Tidak Kasubag

Sekretaris Dinas. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Analis
Kepegawaian untuk diperbaiki
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Memeriksa berkas usulan dan
konsep surat pengantar ke BKD
Provinsi NTT yang telah diparaf
oleh kasubag, jika setuju memberi
paraf. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kasubag
Kepegum untuk diperbaiki

Ya

Tidak

' Konsep surat

pengantar yang
telah diparaf oleh
Kasubag

30 menit

Konsep surat
pengantar yang
telah diparaf oleh
Sekretaris Dinas

Memeriksa berkas usulan dan Konsep surat 30 menit |Surat pengantar

konsep surat pengantar ke BKD pengantar yang usulan SK

Provinsi NTT yang telah diparaf telah diparaf oleh Tubel/lbel

oleh Sekdis, jika setuju memberi Sekretaris Dinas

tanda tangan. Jika tidak setuju

Sekdis untuk diperbaiki

Mengantar usulan SK Tubel/Ibel ke Surat pengantar |2 jam Surat pengantar

BKD Provinsi NTT usulan SK usulan SK
Tubel/ibel Tubel/1bel
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP 18 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif n

Disahkan oleh hs Kesehatan l*/

eRggara Timur

Judul SOP AP Penyelenggaraan

Pertemuan/SosialisasiWorkshop/Advokasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang No. 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025;

3. Pemendagri Nomor 42 tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri.

4, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pengelola Program

2. Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. Penanganan SOP AP Surat Masuk
2. Penanganan SOP AP Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer/Printer/LCD

3. Telephon/internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Jika pelaksanaan pertemuan/sosialisasi/workshop/advokasi tidak sesuai prosedur akan berdampak
pada kualiats pelaksanaan kegiatan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di bidang pelayanan kesehatan
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Menugaskan Kasubag / Kasie untu
melaksanakan
pertemuan/sosialisasi/workshop/advok
asi

Agenda Kerja

Memerintahkan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit |Disposisi

untuk menyiapkan bahan pelaksanaan

pertemuan/sosialisasi/workshop/advok

asi

Menyiapkan bahan pelaksanaan Disposisi 1 jam |Bahan pelaksanaan
pertemuan/sosialisasi/workshop/advok pertemuan/sosialisasi/
asi dan menyampaikan kepada workshop/advokasi
Kasubag/Kasie

Menyusun konsep kerangka acauan Bahan pelaksanaan 2jam |Konsep kerangka
pelaksanaan pertemuan/sosialisasi/w acuan pelaksanaan
pertemuan/sosialisasi/workshop/advok orkshop/advokasi kegiatan

asi dan menyampaikan ke Sekretaris / pertemuan/sosialisasi/
Kabid workshop/advokasi
Memeriksa konsep kerangka acuan Konsep kerangka 30 menit |Draf kerangka acuan
pelaksanaan acuan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan
pertemuan/sosialisasi/workshop/advok kegiatan pertemuan/sosialisasi/
asi dan menugaskan Kasubag/Kasie pertemuan/sosialisasi/w workshop/advokasi
untuk melaksanakan rapat persiapan orkshop/advokasi

penyelenggaraan.

Rapat persiapan penyelenggaraan Draf kerangka acuan 2 jam |Draf Kerangka acuan

pertemuan/sosialisasi/workshop/advok
asi.

pelaksanaan kegiatan
pertemuan/sosialisasi/w
orkshop/advokasi

pelaksanaan kegiatan
pertemuan/sosialisasi/
workshop/advokasi
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Menyempurnakan draf kerangka
acuan pelaksanaan
pertemuan/sosialisasi/workshop/advok
asi dan menyampaikan kepada

Ya

Draf Kerangka acuan
pelaksanaan Kegiatan
pertemuan/sosialisasifw
orkshop/advokasi,

Draf Kerangka acuan

pelaksanaan kegiatan
pertemuan/sosialisasi/
workshop/advokasi,

Sekretaris/Kabid notulen rapat notulen rapat
8 |Memeriksa hasil penyempurnaan draf Draf Kerangka acuan 1jam |[Kerangka acuan
kerangka acuan. Apabila setuju pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan
menyampaikan kepada Kasubag/kasie Tidak pertemuan/sosialisasi/w pertemuan/sosialisasi/
untuk melaksanakan kegiatan L orkshop/advokasi, workshop/advokasi,
pertemuan/sosialisasi/workshop/advok notulen rapat persiapan
asi. Apabila tidak setuju dikembalikan administrasi dan
kepada kasie untuk memperbaiki L tempat pertemuan
a
9 |Melaksanakan kegiatan Kerangka acuan 3 Hari |Terselenggaranya
pertemuan/sosialisasi/workshop/advok pelaksanaankegiatan kegiatan
asi dibuka oleh kadis/sekretaris. pertemuan/sosialisasi/w pertemuan/sosialisasi/
orkshop/advokasi, workshop/advokasi
persiapan administrasi
dan tempat pertemuan
10 [Menindaklanjuti hasil kegiatan Terselenggaranya 2Hari |Terselenggaranya
pertemuan/sosialisasi/workshop/advok kegiatan kegiatan
asi dan menyusun laporan hasil pertemuan/sosialisasi/w pertemuan/sosialisasi/
kegiatan dan mengarsipkan. orkshop/advokasi workshop/advokasi,
dokumentasi dan
laporan

penyelenggaraan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP 19 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 Septemher 2019
Tanggal Revisi .
Tanggal Efektif 1AH p
Disahkan oleh ala £3ehatan Provins
W Nps# Timur,
1 -
* DENAS 4 AI.L‘«NJ 4
B s
< inggu, M.Kes
1198812 1 001
Judul SOP AP Pengusulan Karis/Karsu

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajament Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal D3
2 Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. Komputer/laptop
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pengusulan Karis/Karsu di Dinas Kesehatan tidak dilaksanakan sesuai SOP AP maka Karis/Karsu
tidak dapat dikeluarkan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di sub bagian kepegay




Memerintah Kasubag
Kepegawaian & Umum
untuk mengusulkan
karis/Karsu bagi PNS yang
belum memiliki Karis/Karsu

5 menit

Disposisi Sekdis

Menugaskan Pengelola
Kepegawaian untuk
mengumpulkan bahan dan
membuat konsep surat
usulan Karis/karsu

Disposisi Sekdis

5 menit

Disposisi kasubag

Mengumpulkan bahan dan
membuat konsep surat
usulan Karis/karsu serta
menyampaikan ke Kasubag

Disposisi kasubag

2 minggu

Bahan usulan (Form
laporan perkawinan
pertama, form daftar
keluarga PNS, fc sah
akta perkawinan, fc sah
SK CPNS, fc sah SK
PNS, fc sah SK pangkat
terakhir, pas foto
suamifistri uk 2x3) dan
konsep surat usulan
Karis/Karsu.
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Memeriksa bahan dan
konsep surat usulan
Karis/Karus. Jika Setuju

Bahan usulan (Form
laporan perkawinan
pertama, form daftar

10 menit

Konsep surat usulan
yang telah diparaf oleh
kasubag

Setuju menandatangani
dan menyerahkan ke
Sekdis, jika tidak setuju
mengembalikan ke Sekdis
untuk diperbaiki

Ya

memberi paraf dan Tidak Tidak keluarga PNS, fc sah
menyampaikan ke sekdis, akta perkawinan, fc
jika tidak setuju sah SK CPNS, fc sah
mengembalikan ke Pejabat SK PNS, fc sah SK
Pelaksana untik diperbaiki pangkat terakhir, pas
foto suami/istri uk 2x3)
dan konsep surat
Ya usulan Karis/Karsu.
Memeriksa konsep surat Konsep surat usulan 5 menit |Draft surat usulan Sekretaris
usulan Karis/Karus. Jika yang telah diparaf oleh Karis/Karsu menandatangani
Setuju memberi paraf dan kasubag surat usulan jika
menyampaikan ke Kepala kepala dinas
Dinas, jika tidak setuju berhalangan
mengembalikan ke Ya
Kasubag Kepegawaian &
Umum untuk diperbaiki
Memeriksa konsep surat Draft surat usulan S menit  |[Surat usulan Karis/Karsu
usulan Karis/Karus. Jika Tidak Karis/Karsu




Menerima surat usulan
Karis/Karsu dan
menyerahkan ke Kasubag
untuk ditindaklanjuti

Surat usulan
Karis/Karsu

Surat usulan Karis/Karsu

Memerintah Pejabat
Pelaksana untuk
mengambil nomor surat
dan mengirimkan surat dan
bahan usulan Karis/Karsu
ke BKD Provinsi NTT

Surat usulan
Karis/Karsu

5 menit

Surat usulan Karis/Karsu

Mengambil nomor surat
dan mengantarkan surat
usulan beserta bahan
usulan ke BKD Provinsi
NTT

Surat usulan
Karis/Karsu

2 jam

Surat usulan Karis/Karsu
dan bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP AP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tang_gal Efektif

Disahkan oleh

ehatan Provinsi {/

Judul SOP AP Penyusunan Laporan

2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 1. Pendidikan minimal $1
2010-2025. 2. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila prosedur penyusunan laporantidak dipatuhi maka akan berdampak pada
|ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy
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“|Men uakaasu baasaa untuk

mempersiapkan konsep laporan.

Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk
mengumpulkan bahan dan menyusun
konsep laporan

Agenda Keria

10 met

[Disposisi

Disposisi

10 menit

Disposisi

Mengumpulkan bahan dan menyusun
konsep laporan serta menyampaikan
kepada Kasubag/kasie

Disposisi

1 minggu

Bahan laporan, konsep
laporan

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju,
memaraf dan menyampaikan kepada
sekdis/Kabid. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Pejabat
Pelaksana untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Bahan laporan, konsep
laporan

1 hari

Konsep laporan,
disposisi

Memeriksa konsep laporan . Jika setuju,
memaraf dan menyampaikan kepada
Kepala dinas. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kasubag / Kasie
untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Konsep laporan,
disposisi

1 jam

Draf laporan

Memeriksa draft laporan . Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan
kepada sekdis/kabid Jika tidak setuju
mengembalikan kepada sekdis/kabid
untuk diperbaiki.

Tidal

Draf laporan, disposisi.

1 jam

laporan

Menyerahkan laporan kepada
Kasubag/kasie

Laporan, disposisi

10 menit

Laporan, disposisi
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8 |Menyerahkan laporan kepada Pejabat Laporan, disposisi 10 menit |Laporan, disposisi
Pelaksana

9 [Mendistribusikan, mengarsipkan dan Laporan, disposisi 1 Jam [|laporan, bukti
Mendokumentasikan laporan . dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP AP 21 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi|

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

11P.19600731 198812 1 001

Judul SOP AP Penyusunan Laporan Tahunan

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 1. Pendidikan minimal S1
2010-2025. 2. Memahami tata naskah dinas
2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1 SOP AP Penanganan Surat Keluar
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk

1. ATK
2. Komputer
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy
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Menugaskan Kasubag PDE untuk
mempersiapkan konsep laporan tahunan.

Memerintahkan analis
perencanaan,evaluasi dan pelaporan
untuk mengumpulkan bahan penyusunan
laporan tahunan dari tiap bidang
teknis/UPTD dan menyusun konsep
laporan tahunan.

Agenda Kerja

10 menit

Disposisi

Disposisi

10 menit

Disposisi

Mengumpulkan bahan laporan, menyusun
konsep laporan tahunan dan
menyampaikan kepada Kasubag PDE.

Disposisi, nota dinas

1 minggu

Bahan laporan, konsep
laporan tahunan

Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika
setuju, memaraf dan menyampaikan
kepada sekretaris. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada analis
perencanaan,evaluasi dan pelaporan
untuk diperbaiki

Tidak

Bahan laporan, konsep
laporan tahunan

1 hari

Konsep laporan,
disposisi

Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika
setuju, memaraf dan menyampaikan
kepada kepala dinas. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kasubag PDE
untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Konsep laporan,
disposisi

1 jam

Draf laporan

Memeriksa draft laporan tahunan. Jika
setuju menandatangani dan menyerahkan
kepada sekretaris Jika tidak setuju
mengembalikan kepada sekretaris untuk
diperbaiki.

Tidak

Draf laporan, disposisi.

1 jam

Laporan tahunan

Menyerahkan laporan tahunan kepada
Kasubag PDE

Laporan, disposisi

10 menit

Laporan, disposisi
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enyerahkan laporan tahunan kepada
analis perencanaan, evaluasi dan
pelaporan.

' oran. disposis

a rn issisi "

Mendistribusikan dan
Mendokumentasikan Laporan tahunan.

Laporan, disposisi

1 Jam

Laporan tahunan dinas
kesehatan, bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP AP - 22 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi SZRH B
A% L=

Tanggal Efektif W A N &
Disahkan oleh 2Re '

Judul SOP AP Manajemen Data dan Informasi Kesehatan

[Dasar Hukum :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Integrasi

4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang
Strategi E-Kesehatan Nasional

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomer 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Kualifikasi pelaksana ;
1 Pendidikan minimal S1

2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan

3 Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :
1 SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :
1 Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2 Laporan bulanan program
3 Data indikator program
4 Perangkat Komputer

Peringatan :

Jika managament data dan informasi kesehatan tidak sesuai prosedur maka akan
berdampak pada kualitas informasi kesehatan.

Pencatatan dan Pendataan :
Database Sub Bagian PDE

53




eugaskan kasubag melakukan
pengumpulan/menghimpun data
kesehatan

' And kerj

10 menit

Disposisi "

Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit Disposisi
melakukan pengumpulan data
kesehatan.
Mengumpulkan data kesehatan Disposisi 3 Hari Data kesehatan dari
dari tiap bidang dan UPTD dan tiap bidang dan
menyampaikan ke kasubag. UPTD
Melakukan analisa data kesehatan Data kesehatan dari |2 hari Data kesehatan
dengan membandingkan dengan tiap bidang dan UPTD yang telah dianalisa
standar atau target, memaraf dan > :
menyampaikan kepada sekretaris. Tidak
Ya
Memeriksa hasil analisa data, Data kesehatan yang |2 Jam Data kesehatan
memaraf dan menyampaikan telah dianalisa yang telah dianalisa
kepada kepala dinas. Tidak Ya
Menelaah dan menandatangani Data kesehatan yang {30 menit Informasi
hasil analisa data kesehatan. telah dianalisa kesehatan
Tidak
Ya
Mengarsipkan dan Informasi kesehatan |1 Jam Informasi
mendistribusikan informasi kesehatan

kesehatan sesuai kebutuhan
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP AP 23 Tahun 2018

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP Penyusuni-rr Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah.
Pemerintah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1

2. Memahami sistematika penyusunan laporan
3. Memahami tata naskah dinas

4. ASN

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP penanganan surat masuk
2. SOP AP Penaganan surat keluar

1. ATK

2. Komputer, Printer

3. Jaringan Internet

4. Lembar Kerja, Rencana Kerja.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Jika Penyusunan LKIP dinas kesehatan tidak sesuai Prosedur , maka akan berdampak pada
keterlambatan penyampaian LKIP ke biro organisasi.

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy
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Menugaskan kasubag PDE menyusun
konsep LKIP Dinas kesehatan NTT

en Kerja

10 menit

ISStSI

| Disposisi

Menugaskan analis perencanaan, Disposisi 10 menit
evaluasi dan pelaporan untuk
mengumpulkan bahan dan menyusun
konsep LKIP dinas kesehatan.
Mengumpulkan bahan dan menyusun Disposisi, nota dinas, 1 minggu Bahan dan konsep
konsep LKIP serta menyampaikan ' dan instrumen |LKIP dinas
kepada kasubag. be o pengumpulan data |kesehatan
LKIP dinas kesehatan 5
Memeriksa konsep LKIP dinas Bahan dan konsep 1 hari |Konsep LKIP Dinas
kesehatan. Apabila setuju, memaraf LKIP dinas kesehatan |Kesehatan
dan menyampaikan kepada sekretaris. Tidak
Jika tidak setuju, dikembalikan kepada
analis perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk diperbaiki.
Memeriksa konsep LKIP dinas Konsep LKIP Dinas 2 Jam |Draf LKIP Dinas
kesehatan. Apabila setuju, memaraf Kesehatan IKesehatan NTT
dan menyampaikan kepada kepala i
dinas kesehatan. Jika tidak setuju, e
dikembalikan kepada kasubag untuk
diperbaiki. ,
Memeriksa draft LKIP dinas Draf LKIP Dinas 1 jam Dokumen LKIP Dinas

kesehatan. Apabila setuju,
menandatangani dan menyampaikan
kepada sekretaris. Jika tidak setuju,
dikembalikan kepada sekretaris untuk
diperbaiki.

Tidak

Kesehatan NTT

Kesehatan Provinsi
NTT




kasubag untuk diproses lebih lanjut.

' Mye an o LlP kepada

Den LK ina
Kesehatan Provinsi
NTT

|Kesehatan Provinsi
{NTT

Menyerahkan dokumen LKIP kepada Dokumen LKIP Dinas 10 menit Dokumen LKIP Dinas
analis perencanaan, evaluasi dan Kesehatan Provinsi Kesehatan Provinsi
pelaporan untuk diproses lebih lanjut. NTT NTT
Mendistribusikan dan Dokumen LKIP Dinas 2 jam Dokumen LKIP Dinas

mendokumentasikan dokumen LKIP
dinas kesehatan.

Kesehatan Provinsi
NTT

Kesehatan Provinsi
NTT, bukti
dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP AP 24 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Judul SOP AP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010
2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1
2. Fungsional Perencana

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP AP Penyusunan Kerangka Acuan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) 1. ATK
2. SOP AP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2. Komputer
3. Telephon/Faximile
4.  Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Rencana Kerja Anggaran tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DPA pada dinas kesehatan provinsi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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Menugaskan kepala sub
bagian PDE untuk menyusun

Agenda Kerja

10 menit

Disposisi/petunjuk

Bulan februari
tahun berjalan

RKA dinas kesehatan provinsi. dari tahun
rencana.

Menugaskan analis Disposisi 10 menit |Disposisi/petunjuk

perencanaan, evaluasi dan

pelaporan untuk

mengumpulkan bahan

penyusunan RKA dari tiap-tiap

bidang teknis/lUPTD dan

menyusun konsep RKA.

Mengumpulkan/menghimpun Disposisi/petunjuk, 2 minggu |Kerangka acuan

bahan dari tiap bidang nota dinas kegiatan dan RAB,

teknis/UPTD, menyusun data dukung dari

konsep RKA dan tiap bidang teknis

menyampaikan ke kasubag. dan konsep RKA.

Memeriksa konsep RKA dinas Nota dinas, 2Jam |Konsep RKA

kesehatan. Apabila setuju
memberi paraf dan
menyampaikan kepada
sekretaris. Apabila tidak setuju
mengembalikan kepada analis
untuk diperbaiki.

Tidak

Kerangka acuan
kegiatan dan RAB,

data dukung dari tiap

bidang teknis dan
konsep RKA.
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1 Jam

Memeriksa konsep RKA dinas Konsep RKA Konsep RKA

kesehatan. Apabila setuju

menyampaikan kepada

kasubag untuk melaksanakan

asistensi konsep RKA dari tiap Tidak

bidang teknis/lUPTD dan

apabila tidak setuju

mengembalikan kepada Y

kasubag untuk diperbaiki. -

Melaksanakan asistensi Nota dinas, konsep 2jam [Notulen dan Berita |2 jam untuk
konsep RKA bersama bidang RKA, jadwal acara asistensi setiap bidang
teknis dan menugaskan analis asistensi, dan daftar teknis
perencanaan, evaluasi dan hadir.

pelaporan untuk menyusun

draf RKA dinas kesehatan.

Menyusun draf RKA dinas Notulen dan Berita 2 hari  |Draf RKA dinas

kesehatan dan menyampaikan acara asistensi kesehatan

kepada kasubag.

Memeriksa draf RKA. Apabila Draf RKA dinas 2 Jam |Draf RKA dinas

setuju, memaraf dan kesehatan kesehatan

menyampaikan kepada
sekretaris. Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan
pelapcran untuk memperbaiki

Tidak




Memeriksa draf RKA. Apabila
setuju, memaraf dan
menyampaikan kepada kepala
dinas. Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada kasubag
untuk memperbaiki

Tidak

Ya

Draf RKA dinas
kesehatan

1 Jam

Draf RKA dinas
kesehatan

10

Memeriksa draf RKA. Apabila
setuju menandatangani dan
menyampaikan kepada
sekretaris. Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada
sekretaris untuk memperbaiki.

Ya

Draf RKA dinas
kesehatan

30 menit

RKA dinas
kesehatan

11

Menyerahkan dokumen RKA
dinas kesehatan kepada
kasubag PDE untuk
didistribusikan dan
didokumentasikan.

RKA dinas
kesehatan

10 menit

RKA dinas
kesehatan

12

Menyerahkan dokumen RKA
dinas kesehatan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk
didistribusikan dan
didokumentasikan.

RKA dinas
kesehatan

10 menit

RKA dinas
kesehatan
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Mendistribusikan an
mendokumentasikan

RKA dinas
kesehatan

1 Jam

Dokumen RKA
Dinas Kesehatan.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP AP 25 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif =
Disahkan oleh *
Judul SOP AP Penyirstman-Pefubahan Rencana Kerja

Anggaran (Perubahan RKA)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1
2. Fungsional Perencana

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penyusunan Kerangka Acuan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
2. SOP AP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

1. ATK
2. Komputer

3. Telephon/Faximile
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada
kualitas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan DPA pada dinas kesehatan provinsi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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Menugaskan kepala sub bagian PDE .
untuk menyusun Perubahan RKA dinas
kesehatan provinsi.

Agenda Kerja

10 menit

Disposisi/petunjuk

Bulan februari
tahun berjalan
dari tahun
rencana.

Menugaskan analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk
mengumpulkan bahan penyusunan
Perubahan RKA dari tiap-tiap bidang
teknis/UPTD dan menyusun konsep
Perubahan RKA.

Disposisi

10 menit

Disposisi / petunjuk

Mengumpulkan/menghimpun bahan dari
tiap bidang teknis/UPTD, menyusun
konsep Perubahan RKA dan
menyampaikan ke kasubag.

Disposisi/petunjuk,
nota dinas

2 minggu

Kerangka acuan
kegiatan dan RAB,
data dukung dari
tiap bidang teknis
dan konsep
Perubahan RKA.

Memeriksa konsep Perubahan RKA
dinas kesehatan. Apabila setuju memberi
paraf dan menyampaikan kepada
sekretaris. Apabila tidak setuju
mengembalikan kepada analis untuk
diperbaiki.

Nota dinas, Kerangka
acuan kegiatan dan
RAB, data dukung dari
tiap bidang teknis dan
konsep Perubahan
RKA.

2 Jam

Konsep Perubahan
RKA




Memeriksa konsep Perubahan RKA
dinas kesehatan. Apabila setuju
menyampaikan kepada kasubag untuk
melaksanakan asistensi konsep
Perubahan RKA dari tiap bidang
teknis/lUPTD dan apabila tidak setuju
mengembalikan kepada kasubag untuk
diperbaiki.

Tidak

Ya

Konsep Perubahan
RKA

1 Jam

dhsep Perubahan
RKA

Melaksanakan asistensi konsep Nota dinas, konsep 2 jam |Notulen dan Berita |2 jam untuk
Perubahan RKA bersama bidang teknis Perubahan RKA, acara asistensi setiap bidang
dan menugaskan analis perencanaan, jadwal asistensi, dan teknis
evaluasi dan pelaporan untuk menyusun daftar hadir.

draf Perubahan RKA dinas kesehatan.

Menyusun draf Perubahan RKA dinas Notulen dan Berita 2 hari |Draf Perubahan

kesehatan dan menyampaikan kepada acara asistensi RKA dinas

kasubag. kesehatan

Memeriksa draf Perubahan RKA. Apabila Draf Perubahan RKA 2 Jam |Draf Perubahan

setuju, memaraf dan menyampaikan dinas kesehatan RKA dinas

kepada sekretaris. Apabila tidak setuju kesehatan

dikembalikan kepada analis

perencanaan, evaluasi dan pelaporan

untuk memperbaiki

Memeriksa draf Perubahan RKA. Apabila Draf Perubahan RKA 1 Jam |Draf Perubahan

setuju, memaraf dan menyampaikan
kepada kepala dinas. Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada kasubag untuk
memperbaiki

dinas kesehatan

RKA dinas
kesehatan
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Memeriksa draf Perubahan RKA. Apbila

10 Draf Perubahan RKA | 30 menit {Perubahan RKA
setuju menandatangani dan dinas kesehatan dinas kesehatan
menyampaikan kepada sekretaris. Tidak
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada
sekretaris untuk memperbaiki.

11 |Menyerahkan dokumen Perubahan RKA Perubahan RKA dinas | 10 menit |Perubahan RKA
dinas kesehatan kepada kasubag PDE kesehatan dinas kesehatan
untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.

12 |Menyerahkan dokumen Perubahan RKA Perubahan RKA dinas | 10 menit |Perubahan RKA
dinas kesehatan kepada analis kesehatan dinas kesehatan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan
untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.

13 |Mendistribusikan dan Perubahan RKA dinas 1 Jam |Dokumen
mendokumentasikan kesehatan Perubahan RKA

Dinas Kesehatan.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP AP 26 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

o
Vo

5 Mingau, M.Kes

Judul SOP AP
us Dinas Kesehatan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomeor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1
2. Fungsional Perencana

KeteRencana Kerja Anggaranitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penyusunan Kerangka Acuan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
2. SOP AP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

1. ATK

2. Komputer

3. Telephon/Faximile
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Program Kegiatan APBN tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan Program Kegiatan APBN dan DIPA pada dinas kesehatan provinsi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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Menugaskan kepala sub bagtn PDE
untuk menyusun Program Kegiatan APBN

Agnda Kerja

' 1 meni .

DlSpOSiStIpfun juk

Bulan februari
tahun berjalan

dinas kesehatan provinsi. dari tahun
rencana.

Menugaskan analis perencanaan, evaluasi Disposisi 10 menit |Disposisi/petunjuk

dan pelaporan untuk mengumpulkan

bahan penyusunan Program Kegiatan

APBN dari tiap-tiap bidang teknis/UPTD

dan menyusun konsep Program Kegiatan

APBN.

Mengumpulkan/menghimpun bahan dari Disposisi/petunjuk, 2 minggu |Kerangka acuan

tiap bidang teknis/UPTD, menyusun nota dinas kegiatan dan RAB,

konsep Program Kegiatan APBN dan data dukung dari

menyampaikan ke kasubag. tiap bidang teknis
dan konsep
Program Kegiatan
APBN.

Memeriksa konsep Program Kegiatan Nota dinas, Kerangka 2 Jam |Konsep Program

APBN dinas kesehatan. Apabila setuju Ya acuan kegiatan dan Kegiatan APBN

memberi paraf dan menyampaikan kepada RAB, data dukung dari

sekretaris. Apabila tidak setuju tiap bidang teknis dan

mengembalikan kepada analis untuk konsep Program

diperbaiki. Kegiatan APBN.

Memeriksa konsep Program Kegiatan . Konsep Program 1Jam |Konsep Program

APBN dinas kesehatan. Apabila setuju Tidak Kegiatan APBN Kegiatan APBN

menyampaikan kepada kasubag untuk
melaksanakan asistensi konsep Program
Kegiatan APBN dari tiap bidang
teknis/UPTD dan apabila tidak setuju
mengembalikan kepada kasubag untuk
diperbaiki.
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elaksanakan asistensi konsep Program
Kegiatan APBN bersama bidang teknis
dan menugaskan analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk menyusun
draf Program Kegiatan APBN dinas
kesehatan.

Nota dinas, konsep
Program Kegiatan
APBN, jadwal
asistensi, dan daftar
hadir.

otuln n Benta
acara asistensi

]a untu
setiap bidang
teknis

7 |Menyusun draf Program Kegiatan APBN Notulen dan Berita 2 hari  |Draf Program
dinas kesehatan dan menyampaikan acara asistensi Kegiatan APBN
kepada kasubag. dinas kesehatan

8 |Memeriksa draf Program Kegiatan APBN. Draf Program Kegiatan| 2 Jam |Draf Program
Apabila setuju, memaraf dan APBN dinas kesehatan Kegiatan APBN
menyampaikan kepada sekretaris. Apabila dinas kesehatan
tidak setuju dikembalikan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan
untuk memperbaiki

9 |Memeriksa draf Program Kegiatan APBN. Draf Program Kegiatan 1Jam |Draf Program
Apabila setuju, memaraf dan APBN dinas kesehatan Kegiatan APEN
menyampaikan kepada kepala dinas. dinas kesehatan
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Tidak Y

o a
kasubag untuk memperbaiki

10 |Memeriksa draf Program Kegiatan APBN. Draf Program Kegiatan | 30 menit |Program Kegiatan
Apabila setuju menandatangani dan APBN dinas kesehatan APBN dinas
menyampaikan kepada sekretaris. Apabila Tidak kesehatan
tidak setuju dikembalikan kepada
sekretaris untuk memperbaiki.

11 Program Kegiatan 10 menit |Program Kegiatan

Menyerahkan dokumen Program Kegiatan
APBN dinas kesehatan kepada kasubag
PDE untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.

APBN dinas kesehatan

APBN dinas
kesehatan
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10 menit

12 [Menyerahkan dokumen Program Kegiatan Program Kegiatan Program Kegiatan
APBN dinas kesehatan kepada analis APBN dinas kesehatan APBN dinas
perencanaan, evaluasi dan pelaporan kesehatan
untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.

13 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan Program Kegiatan 1Jam |Dokumen Program

APBN dinas kesehatan

Kegiatan APBN
Dinas Kesehatan.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP 27 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi e
Tanggal Efektif e .
Disahkan oleh epala Din é\hatan Provinsi
a T Timur, T
DINAS KES N el
Z
< S
7 ke fkixMinaqu, M.Kes

31198812 1 001

Penyusunan Program Kegiatan DAK

Judul SOP it
(Fisik dan Non Fisik)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Presedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal 51
2. Fungsional Perencana

KeteRencana Kerja Anggaranitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP Penyusunan Kerangka Acuan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja {(Renja)

1. ATK
2. Komputer

3. Telephon/Faximile
4.  Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Program Kegiatan DAK (Fisik dan Non Fisik) tidak sesuai prosedur, maka akan

berdampak pada kualitas penyusunan Program Kegiatan DAK (Fisik dan Non Fisik) dan DPA pada dinas
I I " )

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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enugaskan kepala sub
bagian PDE untuk menyusun
Program Kegiatan DAK (Fisik
dan Non Fisik) dinas
kesehatan provinsi.

Agenda Kerja

10 menit

DlSpOSlsr!etjuk

Bulan februari
tahun berjalan
dari tahun

rencana.

Menugaskan analis
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk
mengumpulkan bahan
penyusunan Program
Kegiatan DAK (Fisik dan Non
Fisik} dari tiap-tiap bidang
teknis/UPTD dan menyusun
konsep Program Kegiatan
DAK (Fisik dan Non Fisik).

Disposisi

10 menit

Disposisi/petunjuk

Mengumpulkan/menghimpun
bahan dari tiap bidang
teknis/lUPTD, menyusun
konsep Program Kegiatan
DAK (Fisik dan Non Fisik)
dan menyampaikan ke
kasubag.

-

Disposisi/petunjuk, nota
dinas

2 minggu

Kerangka acuan
kegiatan dan RAB,
data dukung dari tiap
bidang teknis dan
konsep Program
Kegiatan DAK (Fisik
dan Non Fisik).

72




Memeriksa konsep Program Nota dinas, Kerangka 2 Jam |Konsep Program
Kegiatan DAK (Fisik dan Non acuan kegiatan dan Kegiatan DAK (Fisik
Fisik) dinas kesehatan. Tidak RAB, data dukung dari dan Non Fisik)
Apabila setuju memberi paraf s tiap bidang teknis dan

dan menyampaikan kepada Ya konsep Program

sekretaris. Apabila tidak Kegiatan DAK (Fisik

setuju mengembalikan dan Non Fisik).

kepada analis untuk

diperbaiki.

Memeriksa konsep Program Konsep Program 1Jam |Konsep Program
Kegiatan DAK (Fisik dan Non Kegiatan DAK (Fisik Kegiatan DAK (Fisik
Fisik) dinas kesehatan. dan Non Fisik) dan Non Fisik)
Apabila setuju .

menyampaikan kepada fidak

kasubag untuk

melaksanakan asistensi

konsep Program Kegiatan

DAK (Fisik dan Non Fisik)

dari tiap bidang teknis/UPTD

dan apabila tidak setuju Ya

mengembalikan kepada

kasubag untuk diperbaiki.

Melaksanakan asistensi Nota dinas, konsep 2 jam Notulen dan Berita 2 jam untuk

konsep Program Kegiatan
DAK (Fisik dan Non Fisik)
bersama bidang/UPTD dan
menugaskan analis
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk menyusun
draf Program Kegiatan DAK
(Fisik dan Non Fisik) dinas
kesehatan.

Program Kegiatan DAK
(Fisik dan Non Fisik),
jadwal asistensi, dan
daftar hadir.

acara asistensi

setiap bidang
teknis
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Menyusun draf Fifogram

2 Ihan

7 Notulen dan Berita Draf Program
Kegiatan DAK (Fisik dan Non acara asistensi Kegiatan DAK (Fisik
Fisik) dinas kesehatan dan dan Non Fisik) dinas
menyampaikan kepada kesehatan
kasubag.

8 |Memeriksa draf Program Draf Program Kegiatan 2 Jam  |Draf Program
Kegiatan DAK (Fisik dan Non DAK (Fisik dan Non Kegiatan DAK (Fisik
Fisik). Apabila setuju, Fisik) dinas kesehatan dan Non Fisik) dinas
memaraf dan menyampaikan . kesehatan
kepada sekretaris. Apabila Ya Tidak
tidak setuju dikembalikan
kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk
memperbaiki

9 |Memeriksa draf Program Draf Program Kegiatan 1Jam  |Draf Program
Kegiatan DAK (Fisik dan Non DAK (Fisik dan Non Kegiatan DAK (Fisik
Fisik). Apabila setuju, Fisik) dinas kesehatan dan Non Fisik) dinas
memaraf dan menyampaikan Tidak kesehatan
kepada kepala dinas. Apabila
tidak setuju dikembalikan
kepada kasubag untuk Ya
memperbaiki

10 |Memeriksa draf Program Draf Program Kegiatan | 30 menit |Program Kegiatan
Kegiatan DAK (Fisik dan Non DAK (Fisik dan Non DAK (Fisik dan Non
Fisik). Apabila setuju Tidak Fisik) dinas kesehatan Fisik) dinas kesehatan

menandatangani dan
menyampaikan kepada
sekretaris. Apabila tidak
setuju dikembalikan kepada
sekretaris untuk
memperbaiki.




11

Men.yéré'hkan dokumen

2

T
i 5

Pr éram Kegiatan DAK

10 menit

Prog':"am Kegiétan

mendokumentasikan

(Fisik dan Non Fisik)
dinas kesehatan

Program Kegiatan DAK (Fisik (Fisik dan Non Fisik) DAK (Fisik dan Non
dan Non Fisik) dinas dinas kesehatan Fisik) dinas kesehatan
kesehatan kepada kasubag
PDE untuk didistribusikan
dan didokumentasikan.
Menyerahkan dokumen Program Kegiatan DAK | 10 menit |Program Kegiatan
Program Kegiatan DAK (Fisik (Fisik dan Non Fisik) DAK (Fisik dan Non
dan Non Fisik) dinas dinas kesehatan Fisik) dinas kesehatan
kesehatan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk
didistribusikan dan
didokumentasikan.

13 |Mendistribusikan dan Program Kegiatan DAK 1Jam  |Dokumen Program

Kegiatan DAK (Fisik
dan Non Fisik) Dinas
Kesehatan.
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DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP AP 28 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 september 2019

Tanggal Revisi /_ A M ,;\

Tanggal Efektif yO o2 A

Disahkan oleh esehatan ‘(
r

Judul SOP AP Penyusunan Réncana Kerja (Renja)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1
2. Fungsional Perencana

KeteRencana Kerjaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP AP Penyusunan TOR dan RAB di Subag/Seksi 1. ATK
2. Komputer
3. Telephon/Faximile
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Rencana Kerja tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada kualitas penyusunan
Rencana Kerja dan DPA pada dinas kesehatan provinsi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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| Menugaskan kepla ub bagian .
PDE untuk menyusun Renja dinas

Agenda Kerja

10 menit

il
Disposisi/petunjuk

Bulan februari
tahun berjalan

kesehatan provinsi. dari tahun
rencana.

Menugaskan analis perencanaan, Disposisi 10 menit |Disposisi/

evaluasi dan pelaporan untuk petunjuk

mengumpulkan bahan

penyusunan Renja dari tiap-tiap

bidang teknis/lUPTD dan

menyusun konsep Renja.

Mengumpulkan/menghimpun Disposisi/petunjuk, 2 minggu |Kerangka acuan

bahan dari tiap bidang nota dinas kegiatan dan RAB,

teknis/UPTD, menyusun konsep data dukung dari

Renja dan menyampaikan ke tiap bidang teknis

kasubag. dan konsep Renja.

Memeriksa konsep Renja dinas Nota dinas, 2 Jam Konsep Renja

kesehatan. Apabila setuju Ya Kerangka acuan

memberi paraf dan . Tidak kegiatan dan RAB,

menyampaikan kepada sekretaris. data dukung dari

Apabila tidak setuju tiap bidang teknis

mengembalikan kepada analis dan konsep Renja.

untuk diperbaiki.

Memeriksa konsep Renja dinas - Konsep Renja 1 Jam Konsep Renja

kesehatan. Apabila setuju
menyampaikan kepada kasubag
untuk melaksanakan asistensi
konsep Renja dari tiap bidang
teknis/UPTD dan apabila tidak
setuju mengembalikan kepada
kasubag untuk diperbaiki.




Melaksanakan asistensi konsep
Renja bersama bidang teknis dan
menugaskan analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk
menyusun draf Renja dinas
kesehatan.

Renja, jadwal

asistensi, dan daftar

hadir.

Nota dinas, konsep

acara asistensi

Notulen dan Berita

2 jam untuk
setiap bidang
teknis

Menyusun draf Renja dinas
kesehatan dan menyampaikan
kepada kasubag.

Notulen dan Berita
acara asistensi

2 hari

Draf Renja dinas
kesehatan

5

Memeriksa draf Renja. Apabila
setuju, memaraf dan

menyampaikan kepada sekretaris.

Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk
memperbaiki

Ya|

Tidak

Draf Renja dinas
kesehatan

2 Jam

Draf Renja dinas
kesehatan

Memeriksa draf Renja. Apabila
setuju, memaraf dan
menyampaikan kepada kepala
dinas. Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada kasubag
untuk memperbaiki

Tidak

Ya

Draf Renja dinas
kesehatan

1 Jam

Draf Renja dinas
kesehatan

10

Memeriksa draf Renja. Apabila
setuju menandatangani dan

menyampaikan kepada sekretaris.

Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada sekretaris untuk
memperbaiki.

Tidak

Ya

b

Draf Renja dinas
kesehatan

30 menit

Renja dinas
kesehatan
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Menyerahan dokumen ana

o

Renja dinas 10 menit |Renja dinas
dinas kesehatan kepada kasubag kesehatan kesehatan
PDE untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.

12 |Menyerahkan dokumen Renja Renja dinas 10 menit |Renja dinas
dinas kesehatan kepada analis kesehatan kesehatan
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk didistribusikan
dan didokumentasikan.

13 |Mendistribusikan dan Renja dinas 1Jam |Dokumen Renja
mendokumentasikan kesehatan Dinas Kesehatan.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP AP 28 Tahun 2018
{Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi
|Tanggal Efektif
Disahkan oleh
YR
Judul SOP AP PenyWrubahan Rencana Kerja
{Renja)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomer 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal $1
2. Fungsional Perencana

KetePerubahan Renjaitan

Peralatan/perlengkapan :

1 SOP AP Penyusunan TOR dan RAB di Subag/Seksi

1. ATK

2. Komputer

3. Telephon/Faximile
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada
kualitas penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan DPA pada dinas kesehatan provinsi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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Menugaskan kepala sub bagian PDE
untuk menyusun Perubahan Renja
dinas kesehatan provinsi.

Agenda Kerja

10 menit

Disposisi/petunjuk

Bulan februari
tahun berjalan
dari tahun
rencana.

Menugaskan analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk
mengumpulkan bahan penyusunan
Perubahan Renja dari tiap-tiap bidang
teknis/UPTD dan menyusun konsep
Perubahan Renja.

Disposisi

10 menit

Disposisi/petunjuk

Mengumpulkan/menghimpun bahan
dari tiap bidang teknis/UPTD,
menyusun konsep Perubahan Renja
dan menyampaikan ke kasubag.

Disposisi/petunjuk, nota
dinas

2 minggu

Kerangka acuan
kegiatan dan RAB, data
dukung dari tiap bidang
teknis dan konsep
Perubahan Renja.

Memeriksa konsep Perubahan Renja Nota dinas, Kerangka 2 Jam |Konsep Perubahan
dinas kesehatan. Apabila setuju Ya acuan kegiatan dan Renja

memberi paraf dan menyampaikan RAB, data dukung dari

kepada sekretaris. Apabila tidak tiap bidang teknis dan

setuju mengembalikan kepada analis konsep Perubahan

untuk diperbaiki. Renja.

Memeriksa konsep Perubahan Renja Konsep Perubahan 1Jam {Konsep Perubahan

dinas kesehatan. Apabila setuju
menyampaikan kepada kasubag
untuk melaksanakan asistensi konsep
Perubahan Renja dari tiap bidang
teknis/UPTD dan apabila tidak setuju
mengembalikan kepada kasubag
untuk diperbaiki.

Renja

Renja




6. |Melaksanakan asistensi konsep Nota dinas, konsep 2 jam |Notulen dan Berita acara |2 jam untuk
Perubahan Renja bersama bidang Perubahan Renja, asistensi setiap bidang
teknis dan menugaskan analis jadwal asistensi, dan teknis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan daftar hadir.
untuk menyusun draf Perubahan
Renja dinas kesehatan.

7 |Menyusun draf Perubahan Renja Notulen dan Berita 2 hari |Draf Perubahan Renja
dinas kesehatan dan menyampaikan acara asistensi dinas kesehatan
kepada kasubag.

8 |Memeriksa draf Perubahan Renja. Draf Perubahan Renja | 2 Jam [Draf Perubahan Renja
Apabila setuju, memaraf dan dinas kesehatan dinas kesehatan
menyampaikan kepada sekretaris.

Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada analis perencanaan, evaluasi
dan pelaporan untuk memperbaiki

9 |Memeriksa draf Perubahan Renja. Draf Perubahan Renja 1 Jam [Draf Perubahan Renja
Apabila setuju, memaraf dan dinas kesehatan dinas kesehatan
menyampaikan kepada kepala dinas.

Apabila tidak setuju dikembalikan Ya
kepada kasubag untuk memperbaiki

10 |Memeriksa draf Perubahan Renja. Draf Perubahan Renja | 30 menit |Perubahan Renja dinas
Apabila setuju menandatangani dan dinas kesehatan kesehatan
menyampaikan kepada sekretaris. Tidak

Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada sekretaris untuk memperbaiki.




75E z
11

Menyerahkan dokumen Perubahan
Renja dinas kesehatan kepada
kasubag PDE untuk didistribusikan
dan didokumentasikan.

Perubahan Renja dinas
kesehatan

10 menit

Perubahan Renja dinas
kesehatan

12 |Menyerahkan dokumen Perubahan Perubahan Renja dinas| 10 menit {Perubahan Renja dinas
Renja dinas kesehatan kepada analis kesehatan kesehatan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan
untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.

13 |Mendistribusikan dan Perubahan Renja dinas| 1Jam |Dokumen Perubahan

mendokumentasikan

kesehatan

Renja Dinas Kesehatan.
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PEMERINTAH PROVINS]I NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP AP 30 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 Septemb_er 2019

Tanggal Revisi o

Tang_gal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP

{RENSTRA) di Dinas Kesehatan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1.
2.

3.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

o

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 20125

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal $1
2. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

KeteRencana Kerja Anggaranitan

Peralatan/perlengkapan :

1
2
%
4
5

SOP AP Penanganan Surat Masuk

SOP AP Penanganan Surat Keluar

SOP AP Manajamen Data dan Informasi Kesehatan
SOP AP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

SOP AP Penyusunan Rencana Kerja

1 ATK

2 Komputer

3. Telephon/Faximile/internet
4 Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Rencana Strategis tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan Rencana Kerja dinas kesehatan provinsi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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Menelaah SE Gubernur tentang Penyusunan
Renstra Perangkat Daerah dan mendisposisi
kepada Sekretaris.

Surat Edaran

10 menit

Surat Edaran dan
Disposisi

Menelaah Surat Edaran Gubernur dan
disposisi Kadis, selanjutnya mendisposisi
kepada Kasubag untuk menyusun konsep
Renstra Dinas Kesehatan.

|Surat Edaran dan
Disposisi

10 menit

Surat Edaran,
Disposisi dan
petunjuk

Menelaah konsep Surat Edaran Gubernur dan |Surat Edaran, 15 menit |Surat Edaran,
disposisi pimpinan selanjutnya menugaskan |Disposisi dan Disposisi dan
analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan petunjuk petunjuk
untuk mengumpulkan bahan dari |
bidang/UPTD dan menyusun konsep Renstra. !
Mengumpulkan dan mengolah data dari tiap |Surat Edaran, 1 Bulan |Bahan atau data |Terkait SOP AP
Bidang/UPTD, menyusun konsep Renstra dan | Disposisi, petunjuk pendukung, penerbitan nota
menyampaikan ke kasubag konsep Renstra |dinas
|
Menelaah Konsep Renstra dan Bahan atau data 3 Hari |Konsep Renstra
menyampaikan ke Sekretaris |pendukung, konsep Dinas Kesehatan
|Renstra
Menelaah Konsep Renstra dan Konsep Renstra 1 Hari |Konsep Renstra

menyampaikan ke kadis untuk dibahas dalam
rapat.

|Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan
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Mengadakan Rapat bersama seluruh

Konsep Renstra

Konsep Renstra

Terkait SOP AP

BAPPEDA, mendistribusi copy Renstra
kepada seluruh bidang/UPTD dan
mengarsipkan

dokumentasi

bidang/UPTD untuk membahas Konsep Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan, |Penyelenggaraan
Renstra Dinkes yang dipimpim Kadis dan Notulen Rapat Pertemuan/Sosiali
menugaskan Kasubag untuk sasi/Workshop/Ad
menyempurnakan sesuai hasil rapat vokasi
8 |Memperbaiki Konsep Renstra Dinkes sesuai | Konsep Renstra 3 Hari |Konsep Renstra
hasil rapat, dan menyampaikan kepada |Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan,
Sekretaris [Notulen Rapat Notulen Rapat
9 |Memeriksa konsep Renstra Dinkes. Apabila Konsep Renstra 2 Jam |Draf Renstra
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan
Kadis. Apabila tidak setuju, dikembalikan Notulen Rapat
kepada Kasubag untuk memperbaiki. Ya |
i
10 |[Memeriksa Draf Renstra Dinkes. Apabila | Draf Renstra Dinas 1 Jam |Renstra Dinas
setuju, menandatangani dan diproses lebih |Kesehatan Kesehatan
lanjut oleh analis perencanaan, evaluasi dan Tidak |
pelaporan, Apabila tidak setuju, dikembalikan |
kepada Sekretaris untuk memperbaiki Ya i
11 |Menggandakan, menyampaikan Renstra |Renstra Dinas 2Jam [Renstra Dinas SOP AP
Dinas Kesehatan kepada Gubernur up. Kepala Kesehatan Kesehatan, bukti [Penanganan

Surat Keluar
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP AP 31 Tahun 2019
| Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tang_g‘a_lhﬁevisi e
Tanggal Efektif ANTAY ”
Disahkan oleh ) § Kesehatan }/
ggara Timu
. drg

s,‘, IR

Judul SOP AP Penyusﬁﬁfﬁ'poran Pemerintah Daerah (LPPD)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025

3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal $1

2. Memahami sistematika penyusunan laporan
3. Memahami tata naskah dinas

4. ASN

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP penanganan surat masuk
2. SOP AP Penaganan surat keluar

1. ATK

2. Komputer, Printer

3. Jaringan Internet

4. Lembar Kerja, Rencana Kerja.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Jika Penyusunan LPPD dinas kesehatan tidak sesuai Prosedur , maka akan berdampak pada
keterlambatan penyampaian LPPD ke Biro Pemerintahan.

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy
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Menugaskan bag PE menyun
konsep LPPD dinas kesehatan NTT

enda Kerja

Disposisi

. |Menugaskan analis perencanaan, Disposisi 10 menit |Disposisi
levaluasi dan pelaporan untuk
ngumpulkan bahan dan menyusun
onsep LPPD dinas kesehatan.
ngumpulkan bahan dan menyusun Disposisi, nota dinas, | 1 minggu |Bahan dan konsep
onsep LPPD serta menyampaikan dan instrumen LPPD dinas
epada kasubag. pengumpulan data kesehatan
I LPPD dinas:
Memeriksa konsep LPPD dinas Bahan dan konsep f hari |Konsep LPPD Dinas
kesehatan. Apabila setuju, memaraf dan LPPD dinas: Kesehatan
menyampaikan kepada sekretaris. Jika kesehatan
tidak setuju, dikembalikan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan
untuk diperbaiki.
Memeriksa konsep LPPD dinas Konsep LPPD Dinas 2 Jam |Draf LPPD Dinas
Eesehatan. Apabila setuju, memaraf dan Kesehatan Kesehatan NTT
enyampaikan kepada kepala dinas Tidak
kesehatan. Jika tidak setuju, Ya
|dikembalikan kepada kasubag untuk
|diperbaiki.
[Memeriksa draft LPPD dinas kesehatan, Draf LPPD Dinas 1jam |Dokumen LPPD
| Apabila setuju, menandatangani dan Kesehatan NTT Dinas Kesehatan
menyampaikan kepada sekretaris. Jika Tidak Provinsi NTT
tidak setuju, dikembalikan kepada
ekretaris untuk diperbaiki.
Menyerahkan dokumen LPPD kepada Dokumen LPPD 10 menit |Dokumen LPPD
kasubag untuk diproses lebih lanjut. Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
f Provinsi NTT Provinsi NTT
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Menyerahkan dokumen LPPD kepada
analis perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk diproses lebih lanjut.

~|Dokumen LPPD

Dinas Kesehatan
Provinsi NTT

Dokumen LPPD
Dinas Kesehatan
Provinsi NTT

Mendistribusikan dan
mendokumentasikan dokumen LPPD
dinas kesehatan.

Dokumen LPPD
Dinas Kesehatan
Provinsi NTT

2 jam

Dokumen LPPD
Dinas Kesehatan
Provinsi NTT, bukti
dokumentasi.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP AP 32 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP PonW| Kesehatan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Intergrasi
5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi E-
Kesehatan Nasional
6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor HK.00.8J.SK.VI.1797/2004 tentang
Pedoman Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota
7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal S1.
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan

3. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Profil Kesehatan

4. Menguasai Windows dan Microsoft Office.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP AP Penerbitan Nota Dinas
2 SOP AP Manajemen Data dan Informasi Kesehatan

1 Internet

2 Juknis Profil Kesehatan

3 Perangkat Lunak (Komputer)
4 Printer

5 Renstra dinas kesehatan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Profil Kesehatan akan terhambat.

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy
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Menugaskan kasubag PDE menyusun Agenda Kerja 10 menit |Disposisi
profil kesehatan
Menugaskan analis perencanaan, Disposisi 10 menit |Disposisi
evaluasi dan pelaporan untuk
mengumpulkan bahan dan menyusun
konsep profil kesehatan
Mengumpulkan bahan dari sekretariat, Disposisi, nota 1 minggu [Bahan dan konsep
bidang dan UPTD kemudian menyusun dinas, dan profil kesehatan
konsep profil kesehatan serta instrumen
menyampaikan kepada kasubag. pengumpulan data
profil kesehatan

Memeriksa konsep profil kesehatan, Bahan dan konsep 1 hari Konsep profil
memaraf dan menyampaikan kepada profil kesehatan Kesehatan
sekretaris. Tidak
Memeriksa konsep profil kesehatan, Konsep profil 2Jam  |Draf profil Kesehatan
memaraf dan menyampaikan kepada Kesehatan
kepala dinas kesehatan. Ya
Memeriksa draft profil kesehatan dan Draf profil 1 jam Dokumen Profil
menandatangani. Kesehatan Kesehatan Provinsi

Tidak NTT
Menyerahkan dokumen profil kesehatan Dokumen Profil 10 menit |Dokumen Profil
kepada kasubag untuk diproses lebih Kesehatan Provinsi Kesehatan Provinsi
lanjut. NTT NTT
Menyerahkan dokumen profil kesehatan Dokumen Profil 10 menit |Dokumen Profil
kepada analis perencanaan, evaluasi Kesehatan Provinsi Kesehatan Provinsi
dan pelaporan untuk diproses lebih NTT NTT
lanjut.
Mendistribusikan dan Dokumen Profil 2 jam Dokumen Profil

mendokumentasikan dokumen profil
kesehatan

Kesehatan Provinsi
NTT

Kesehatan Provinsi
NTT, bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINS|I NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP AP 33 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi mmm—

Tanggal Efektif {rj:";t"vﬁ 20 Ao
Disahkan oleh i

7.7 748 Rapdia D}
s Provingj,\

.
DINAS KESEHATAR]
-
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[ad

v d{x
%
&
4
o
]
>

enggara Timur

—hP. 19600731 188812 1 001

Judul SOP AP Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Sub Bagian Program,

Data dan Evaluasi (PDE)

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan . i .
Nasional 1 Pendidikan minimal sarjana
2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi | 2 Mampu mengoperasikan komputer
2010 - 2025

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1 SOP AP Penanganan Surat Masuk
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar
3 SOP AP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

1. ATK
2. Komputer

3. Telephon/Faximile
4, Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
tidak sesuai prosedur akan berdampak pada kualitas penyusunan rencana kerja di Dinas
Kesehatan Provinsi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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nkan Kasubag untuk menyuun
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB)

“|Agenda Kerja

10 menit

Disposisi/petunjuk

Bulan januari
tahun berjalan
dari tahun
rencana.

Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi/petunjuk 10 menit |Disposisi/petunjuk
mengumpulkan bahan penyusunan TOR -_
dan RAB
Mengumpulkan/menghimpun bahan Disposisi/petunjuk 1 Hari |Bahan atau data
penyusunan TOR dan RAB dan dukung
menyampaikan kepada kepala Sub penyusunan TOR
Bagian PDE dan RAB
Menyusun konsep TOR dan RAB dan Bahan atau data 1 Minggu |Konsep TOR dan
menyampaikan kepada Sekretaris dukung penyusunan RAB
TOR dan RAB

Memeriksa konsep TOR dan RAB. Konsep TOR dan 2 Jam |Konsep TOR dan
Apabila setuju menyampaikan kepada Tidak RAB RAB
Kasubag dan Pejabat Pelaksana untuk
rapat. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kasubag untuk memperbaiki.
Rapat membahas TOR dan RAB yang Konsep TOR dan 2 jam |Notulen hasil rapat
dipimpin cleh Sekretaris Dinas RAB, daftar hadir. dan Berita acara

rapat
Menugaskan kasubag untuk memperbaiki Notulen hasil rapat 2 hari |Notulen hasil rapat,

Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) program
sesuai hasil rapat.

dan Berita acara
rapat

Berita acara rapat,
disposisi/petunjuk




Mnyusu konsep perbaikan TOR dan

Notulen hasil rapat,

' 2 Jam

Draft TOR dan

RAB sesuai notulen rapat, memaraf dan berita acara rapat, RAB
menyampaikan kepada Sekretaris dispasisi/petunjuk
Memeriksa konsep perbaikan TOR dan Draft TOR dan RAB 1Jam |TOR dan RAB
RAB, Apabila setuju, menandatangani
dan menyampaikan kepada Kasubag.
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Tidak
Kasubag untuk memperbaiki
Ya
Menyerahkan dokumen TOR dan RAB TOR dan RAB 10 menit |TOR dan RAB
kepada pejabat pelaksana untuk
didistribusikan dan didokumentasikan.
Mendistribusikan dan TOR dan RAB 30 menit |TOR dan RAB,

mendokumentasikan

bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP AP 34 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 1 Septgmge_zcm

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP

|Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Intergrasi

4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi £ -
Kesehatan Nasional

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.SJ.SK.VI.1797/2004 tentang
Pedoman Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan Minimal $1.
2 Menguasai Windows dan Microsoft Office.

|Keterkaitan :

Peralatan/Perien

1 SOP AP Manajemen Data dan Informasi Kesehatan
2 SOP AP Penerbitan Nota Dinas

1 Format Ketentuan Bel:ita Penulisan Website
2 Perangkat Lunak (Komputer)
3 Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP AP, maka kualitas informasi yang disebarkan lewat website
kurang berkualitas.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di subag PDE
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Mengumpulkan, menerima, Instrumen Draf informasi
menelaah redaksi artikel informasi pengumputan kesehatan
kesehatan dari tiap bidang dan informasi, nota
menyampaikan ke kasubag PDE dinas, SK Kepala

Dinas
Melakykan penelaahan dan Draf informasi 3 hari Draf informasi
editing informasi kesehatan. Jika b 4 v kesehatan kesehatan
setuju, menyampaikan ke Tidak ’ -
sekretaris. Jika tidak setuju, ¢
kembalikan untuk diperbaiki.
Melakykan penelaahan informasi Ya Draf informasi 2 Jam Draf informasi
kesehatan. Jika setuju, kesehatan kesehatan
menyampaikan ke kadis. Jika Tidak
tidak setuju, kembalikan untuk
diperbaiki.
Melakykan penelaahan informasi Draf informasi 1 Jam informasi kesehatan
meigasken web admin untik Tidal N i Bt
menyebarkan informasi kesehatan
lewat website Dinas Kesehatan..
Mengupload dalam website informasi kesehatan |1 Hari * linformasi kesehatan
Dinkes NTT yang disetujui yang di upload
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP AP 35 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Yy, E —
eV 3 P
Taig e , [} el

Judul SOP AP Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
(LKPJ)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah.

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025

3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S1

2 Memahami sistematika penyusunan laporan
3 Memahami tata naskah dinas

4 ASN

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP penanganan surat masuk
2. SOP AP Penanganan surat keluar

1. ATK

2. Komputer, Printer

3. Jaringan Internet

4. Lembar Kerja, Rencana Kerja.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Jika Penyusunan LKPJ dinas kesehatan tidak sesuai Prosedur , maka akan berdampak pada
keterlambatan penyampaian LKPJ ke Biro Pemerintahan.

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy
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Menugaskan kasubag PDE menyusun
konsep LKPJ dinas kesehatan NTT

“|Agenda Ke

10 me

Menugaskan analis perencanaan, evaluasi Disposisi 10 menit |Disposisi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
dan menyusun konsep LKPJ dinas
kesehatan.
Mengumpulkan bahan dan menyusun Disposisi, nota 1 minggu |Bahan dan konsep
konsep LKPJ serta menyampaikan kepada dinas, dan LKPJ dinas
kasubag. instrumen kesehatan
pengumpulan
data LKPJ dinas
kesehatan
Memeriksa konsep LKPJ dinas kesehatan. Bahan dan 1hari |Konsep LKPJ
Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan konsep LKPJ Dinas Kesehatan
kepada sekretaris. Jika tidak setuju, Tidak dinas kesehatan
dikembalikan kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk diperbaiki.
Memeriksa konsep LKPJ dinas kesehatan. Konsep LKPJ 2 Jam |Draf LKPJ Dinas
Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan Dinas Kesehatan Kesehatan NTT
kepada kepala dinas kesehatan. Jika tidak Tidak
setuju, dikembalikan kepada kasubag untuk Ya
diperbaiki.
Memeriksa draft LKPJ dinas kesehatan. Draf LKPJ Dinas 1jam |Dokumen LKPJ
Apabila setuju, menandatangani dan Kesehatan NTT Dinas Kesehatan
menyampaikan kepada sekretaris. Jika tidak Tidak Provinsi NTT

setuju, dikembalikan kepada sekretaris untuk
diperbaiki.
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Menyerahkan dokumen LKPJ kepada

Dokumen - PJ

Dokumen LKPJ

kasubag untuk diproses lebih lanjut. Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi NTT Provinsi NTT
Menyerahkan dokumen LKPJ kepada analis Dokumen LKPJ | 10 menit |Dokumen LKPJ
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
diproses lebih lanjut. Provinsi NTT Provinsi NTT
Mendistribusikan dan mendokumentasikan Dokumen LKPJ 2jam |Dokumen LKPJ
dokumen LKPJ dinas kesehatan. Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi NTT Provinsi NTT, bukti

dokumentasi.
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Nomor SOP AP : | 36 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan : | 11 September 2019
Tanggal Revisi ; P e
Tanggal Efektif : ' &
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP AP
|Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 1. PNS, jujur, teliti, bertanggung jawab
Keuangan Daerah 2. Pendidikan minimal SLTA
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
SOP AP Penyusunan Laporan Keuangan ATK
Komputer/laptop dan printer
Telepon/Faximile
DPA, TOR, RAB

5. BKU

|Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/TU/GUI/LS.
lkegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi.

N K




Membuat konsep SPM dan

SPP UP/GU/TUILS

konsep SPM

menyampaikan kepada Kasubag yang telah UP/GU/TULS
Keuangan ditandatangani kepala
dinas kesehatan
Meneliti dan memverifikasi konsep konsep SPM 15 menit |konsep SPM
SPM UP/GU/TU/LS. Apabila setuju, UP/GUITU/LS UP/GUITU/LS
memaraf dan menyampaikan ke Ya
sekretaris. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke bendahara untuk
diperbaiki.
Memeriksa konsep SPM konsep SPM 15 menit {Draf SPM
UP/GU/TU/LS. Apabila setuju, Ya UP/GU/TU/LS UP/GUITUILS
memaraf dan menyampaikan ke
kadis. Apabila tidak setuju Tidak
mengembalikan ke Kasubag untuk
diperbaiki
Memeriksa draf SPM UP/GU/TUILS. Draf SPM 10 menit |[SPM UP/GU/TU/LS
Apabila setuju, menandatangani dan UP/GU/TUILS
menyampaikan ke sekretaris. Apabila Tidak
tidak setuju mengembalikan ke
sekretaris untuk diperbaiki
Menerima dan menugaskan kasubag SPM UP/GU/TU/LS 10 menit {SPM UP/GU/TU/LS
keuangan untuk menindaklanjuti SPM
UP/GUITUILS
Menerima dan menugaskan SPM UP/GU/TULS 10 menit |SPM UP/GU/TU/LS
bendahara untuk menindaklanjuti
SPM UP/GU/TU/LS
Mendistribusikan SPM UP/GU/TU/LS SPM UP/GU/TU/LS 30 menit |SPM UP/GU/TU/LS

ke BPPKAD dan mendokumentasikan
SPM UP/GU/TU/LS Dinas

Kesehatan.

101




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP AP

TanualT’ombuahn
Tanggal Revisi i 7/

Tanggal Efektif

{Disahkan oleh

Judul SOP AP

'I:r)asar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara
2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
dan Kaidah-Kaidah Pengelola Keuangan Yang Sehat dalam Pemerintahan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025

4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun1977 Tentang Peraturan Gaji pegawai Negeri Sipil

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 3/PB/2014 Tentang Petunjuk
Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan
Kerja serta Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

8 Peraturan Gubemuw NTT Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Sistemn Akuntansi Pemerintah
Daerah

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

10 Surat Edaran Gubernur NTT MNo. 940.KU.2936.AK/2014 Tanggal 19 Desember 2014
Tentang Penerapan Akuntansi Bebasis Akrual pada Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi
NTT

1. PNS, jujur, teliti, bertanggung jawab
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan keuangan

3. Memiliki kemampuan membuat SPP dan SPM

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
SOP AP Penyusunan Laporan Keuangan 1. ATK
2. Komputer/laptop dan printer
3. Daftar Gaji

4. SK Kenaikan Pangkat, SK Berkala

'F"eringatan .

|Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan di

Dinas Kesehatan Provinsi.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP dan SPM
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Membuat konsep rincian daftar gaji Data Kepegawaian dan Konsep daftar gaji
pegawai dan menyampaikan ke form SPP LS Gaji, SK pegawai
kasubag Kenaikan Pangkat dan
SK Berkala
Menverifikasi konsep daftar gaji Tidak Konsep daftar gaji 1 Hari Daftar gaji pegawai
yang diajukan pegawai terverifikasi
|Mengajukan Daftar Gaji Pegawai Daftar gaji pegawai 1 Jam Daftar Gaji Final
yang telah terverifikasi ke BPPKAD Ya terverifikasi
Membuat SPP dan SPM Gaji sesuai Daftar Gaiji Final 1 hari Draf SPP dan SPM LS
dengan perubahan dari BPPKAD Gaji
dan menyampaikan ke kasubag
Memeriksa Kembali SPP dan SPM Draf SPP dan SPMLS |1 Jam Draf SPP dan SPM LS
Gaiji. Jika setuju, paraf. Jika tidak Gaiji Gaji Pegawai
setuju dikembalikan untuk diperbaiki | Tidak Ya
Memeriksa Kembali SPP dan SPM Draf SPP dan SPM LS |30 menit |Draf SPP dan SPM LS
Gaji. Jika setuju, paraf. Jika tidak Gaji Gaji
setuju dikembalikan untuk diperbaiki Tidak Ya
Mensahkan SPP dan SPM gaji Draf SPP dan SPM LS |15 menit |SPP dan SPM gaji
Gaiji
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Tanggal Pembuatan

Nomor SOP AP 138 Tahun 2010

:§ 11 September 2019

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT _ NS NI 196
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP AP |Penyuwnanl.aporan Keuangan
|Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah
Kaidah Pengelola Keuangan Yang Sehat dalam Pemerintahan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6 Peratura Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER 3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis
Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja serta Verifikasi

7 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

9 Surat Edaran Gubernur Nomor 940.KU.2936.AK/2014 Tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penerapan
Akuntansi Bebasis Akrual pada Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi NTT

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
Penyusunan Laporan Keuangan

2. Memiliki kemampuan dalam pelaporan Keuangan, menganalisa data
dan informasi laporan keuangan

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1 SOP AP Penerbitan SPM UP/GU/TU/LS
2 SOP AP Penerbitan SPP dan SPM Gaji Pegawai

1. ATK
2. Komputer/laptop dan printer
3. Dokumen Laporan LPJ, Laporan SPJ Fungsional

4,__BKU

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Laporan Keuangan tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat
pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi

Disimpan sebagai data elektronik dan manual pada Subag Keuangan
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Mugaskn Kasubag Keuangan
Untuk Membuat Laporan Keuangan

d a

110 Menit

Disosuﬂ

Menugaskan Bendahara Untuk Disposisi 10 Menit  |Disposisi

Membuat Laporan Keuangan

Mengumpulkan Data Pendukung dan Disposisi 5 hari Konsep Laporan

menyusun konsep Laporan Keuangan Keuangan, BKU,
SP2D

Menguiji kesesuaian laporan Tidak Konsep Laporan 1 Jam Draf Laporan

keuangan dengan dokumen Keuangan, BKU, Keuangan

pendukung. Jika setuju, paraf. Jika SP2D

tidak setuju, dikembalikan untuk

diperbaiki

Memeriksa draf laporan keuangan. Draf Laporan 30 menit  |Draf Laporan

Jika setuju, paraf. Jika tidak setuju, Keuangan Keuangan

dikembalikan untuk diperbaiki.

Menandatangani dan Mengesahkan Draf Laporan 20 menit |Laporan Keuangan

Laporan Keuangan

Keuangan

Dinas Kesehatan
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP AP 139 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan ;| 11 September2019

Tanggal Revisi J Al PN
Tanggal Efektif ¥, '

Disahkan oleh

i,

~ NIP_£8600731 198812 1 001

Judul SOP AP |Pengajtmrrspp LS dan SPM Barang dan Jasa

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintahan dan Kaidah Kaidah
Pengelola Keuangan Yang Sehat dalam Pemerintahan

3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun1877 Tentang Peraturan Gaji pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

5 Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

£

6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER 3/PB/2014 tentang petunjuk teknis Penatausahaan,
Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja serta Verifikasi Laporan Pertanggung
Jawaban Bendahara

& Peraturan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Sistemn Akutansi Pemerintah Daeyah

g Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

10 Surat Edaran Gubernur NTT No. 840.KU.2936.AK/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Penerapan
Akuntansi Bebasis Akrual pada Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi NTT

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dan Memahami

L pengadaan Barang dan Jasa

2 Memiliki kemampuan dalam pengelolaan Keuangan, menganalisa dan informasi
terkait Barang dan Jasa
3 Memiliki Kemampuan Untuk Membuat SPP LS Barang dan Jasa

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1 SOP AP Penerbitan SPM UP/GU/TUILS 1 ATK
2 Komputer/laptop dan printer
3 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), SPK
4 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

5 Faktur Pajak dan Biling PPN dan PPH

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pengajuan SPP LS Barang Jasa tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan
kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP dan SPM
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Menyiapkan dokumen pendukung Dokumen Kontrak / 3Hari |Draf SPP LS
SPP LS Barang dan Jasa dan SPK dan Berita Barang dan Jasa
menyampaikan ke bendahara untuk Acara

diverifikasi

Menverifikasi usulan draf SPP LS Draf SPP LS 30 Menit |Draf SPP LS
Barang Jasa beserta kelengkapan Barang dan Jasa Barang dan Jasa
Dokumen, kemudian di serahkan ke yang telah
Kasubag Keuangan diverifikasi
Memeriksa kelengkapan Dokumen Draf SPP LS 2Jam |Draf SPP LS dan
draf SPP LS Barang dan jasa, Barang dan Jasa SPM LS Barang
membuat SPM LS dan yang telah dan Jasa
menyampaikan kepada sekretaris. diverifikasi

Memeriksa kembali berkas SPP LS Draf SPP LS dan 1Jam |Draf SPP LS dan
barang dan jasa, SPM LS serta SPM LS Barang dan SPM LS Barang
mengusulkan untuk mendapat Jasa dan Jasa
pengesahan dari Pengguna

Anggaran untuk di ajukan ke Biro

Keuangan

Memeriksa kembali berkas SPP LS Draf SPP LS dan 30 menit |SPP dan SPM
barang dan jasa, SPM LS dan SPM LS Barang dan Pengadaan
melakukan pengesahan selaku Jasa Barang dan Jasa
pengguna anggaran.

Menerima dan menugaskan SPP dan SPM 5 menit |SPP dan SPM
kasubag keuangan untuk Pengadaan Barang Pengadaan
menindaklanjuti SPP LS dan SPM dan Jasa Barang dan Jasa
pengadaan barang dan jasa.

Menerima dan menugaskan SPP dan SPM Smenit |SPP dan SPM
bendahara untuk menindaklanjuti Pengadaan Barang Pengadaan

SPP LS dan SPM pengadaan dan Jasa Barang dan Jasa
barang dan jasa.

Mendistribusikan SPP LS dan SPM SPP dan SPM 1jam SPP dan SPM
pengadaan barang dan jasa ke BKD Pengadaan Barang Pengadaan

dan mendokumentasikan.

dan Jasa

Barang dan Jasa
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomolj_OP AP : | 40 Tahun 2019
Tangel Pembuatan ;

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP

T)asar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang Undang Nemor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintahan dan Kaidah
Kaidah Pengelola Keuangan Yang Sehat dalam Pemerintahan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER 3/PB/2014 fentang petunjuk teknis
Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja serta Verifikasi
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

7 Peraturan Gubsmur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

8 Peraturan Gubemur NTT Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Sistemn Akuntansi Pemerintah Daerah

9 Surat Edaran Gubemur Nomor 940.KU.2936.AK/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Penerapan
Akuntansi Bebasis Akrual pada Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi NTT

1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dan Memahami
Tentang Penerimaan Negara bukan Pajak

2 Memiliki kemampuan dalam pengelolaan Keuangan
3 Memiliki Kemampuan dalam Aplikasi

Keterkaltan :

Peralatan/periengkapan :

1 SOP AP penyusunan Laporan Keuangan

1 ATK
2 Komputer/laptop dan printer

Peringatan :

3 Bukti setoran penerimaan yang telah di setor ke Bank
Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penerimaan Retribusi tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan berdampak pada pendapatan

di Dinas Kesehatan Provinsi.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di bendahara
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Menerima pendapatan berupa bukti Slip Bukti Setoran Setiap Hari  |Draf Laporan

setoran penerimaan retribusi dari dari Bank penerimaan dan Bukti

UPTD latnakes, UPT Labkes dan UPT setoran

RSJ setiap bulan, melakukan

verifikasi bukti penerimaan dan

menyampaikan laporan penerimaan

ke kasubag

Memferivikasi hasil imput di Aplikasi Draf Laporan 2 Hari Draf Laporan

dengan slip setoran Bank dan - penerimaan dan penerimaan

menyampaikan laporan penerimaan Tidak Bukti setoran

ke sekretaris

Memeriksa dan mengajukan laporan Draf Laporan 1 Jam Draf laporan

penerimaan pendapatan/retribusi penerimaan penerimaan

daerah kepada kepala dinas

Menelaah dan mengesahkan laporan Draf laporan 30 Menit Laporan Penerimaan

penerimaan pendapatan/retribusi penerimaan

daerah di Dinas Kesehatan

Menugaskan kasubag keuangan untuk Laporan Penerimaan Laporan Penerimaan

menindaklanjuti laporan penerimaan

pendapatan/retribusi daerah di dinas

kesehatan

Menugaskan bendahara penerimaan Laporan Penerimaan Laporan Penerimaan

untuk menindaklanjuti laporan

penerimaan pendapatan/retribusi

daerah di dinas kesehatan

Melakukan rekonsiliasi dengan Laporan Penerimaan |2 Jam Laporan

bidang Akunlap pada BKD setiap penerimaan,Berita

bulan Acara Rekon
Penerimaan
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Nomor SOP AP :141 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan :| 11 September 2019
Tanggal Revisi I,
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN \
SEKRETARIAT 960¢
SUB BAGIAN KEUANGAN [JudulSOP AP Ipm@hm@h DAN SPM UP, GU, TU,dan LS
APBN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintahan dan Kaidah
Kaidah Pengelola Keuangan Yang Sehat dalam Pemerintahan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER 3/PB/2014 tentang petunjuk teknis
Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja serta Verifikasi
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

7 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Panyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provingi Nusa Tenggara Timur

8 Peraturan Gubernur NTT Nomer 22 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

8 Surat Edaran Gubemnur Nomor 940.KU.2936 AK/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Penerapan
Akuntansi Bebasis Akrual pada Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi NTT

1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait
Pertanggungjawaban Keuangan

2 Memiliki kemampuan dalam pengelolaan Keuangan
3 Memahami Aplikasi Keungan APBN

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1 SOP AP Penyusunan Laporan Keuangan 1 ATK
2 Komputerflaptop dan printer
3 DIPA. RKAL
4  Kwitansi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pengajuan SPP dan SPM tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan
kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP dan SPM
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Menerima SPJ dari pengelola program

Kwitansi, nota belanja,

Dokumen SPJ yang

dan melakukan verifikasi pajak, SPK, nota terverifikasi
pesanan
Melakukan input dokumen SPJ ke Dokumen SPJ yang 1Hari |BKU dan buku
aplikasi SAS (Sistim Aplikasi Satker) terverifikasi pembantu, Daftar rincian
permintaan pembayaran,
LPJ bendahara
Membuat dan menandatangani SPP BKU dan buku 1 Jam  |Surat Perintah
dan mengajukan ke Pejabat pembantu, Daftar rincian Pembayaran (SPP).
Penandatanganan Surat Perintah permintaan pembayaran,
Membayar (PPSPM)/kasubag LPJ bendahara
keuangan
Menguji kebenaran SPP beserta Surat Perintah 1Jam  [Surat Perintah
dokumen pendukung. Jika setuju, Pembayaran (SPP). Membayar (SPM) Uang
menerbitkan SPM dan Persediaan (UP),Gantu
menandatangani. Jika tidak setuju Tidak Uang Persediaan
dikembalikan ke PPK untuk diperbaiki. (GU), Tambahan Uang
Persediaan
(TU),Langsung {LS).
Ya
Mendistribusikan SPM UP/GU/TU/LS Surat Perintah 2jam  |Surat Perintah
dan mendokumentasikan. Membayar (SPM) Uang Membayar (SPM) Uang
Persediaan (UP),Gantu Persediaan (UP),Gantu
Uang Persediaan Uang Persediaan
(GU),Tambahan Uang (GU), Tambahan Uang
Persediaan Persediaan
(TU),Langsung (LS). (TU),Langsung (LS) dan

bukti dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP AP

: {1 42 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

 Tanggal Efektif

Disahkan oleh
& . Dg Minggu, M.K
WA T NIP, 19600731 198812 1 001

Judul SOP AP . |PenyustmanKerangka Acuan Kegiatan (TOR)

" |dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Sub Bagian
Keuangan

|Dasar Hukum

Kualifikasl pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomeor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal sarjana

2 Mampu mengoperasikan komputer

3 SOP AP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

4. Printer

3. Telephon/Faximile

Keterkaitan Peralatan/periengkapan ;
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tidak sesuai
Iprosedur akan berdampak pada kualitas penyusunan rencana kerja di Dinas Kesehatan Provinsi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




g kan Kas g k me y
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB)

.. -

Bulan januari
tahun berjalan
dari tahun
rencana.

Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi/petunjuk 10 menit |Disposisi/petunjuk
mengumpulkan bahan penyusunan TOR

dan RAB

Mengumpulkan/menghimpun bahan Disposisi/petunjuk 1 Hari |Bahan atau data

penyusunan TOR dan RAB dan dukung
menyampaikan kepada kepala Sub penyusunan TOR
Bagian Keuangan dan RAB
Menyusun konsep TOR dan RAB dan Bahan atau data 1 Minggu |Konsep TOR dan
menyampaikan kepada Sekretaris dukung penyusunan RAB

TOR dan RAB
Memeriksa konsep TOR dan RAB. Konsep TOR dan 2 Jam |Konsep TOR dan
Apabila setuju menyampaikan kepada RAB RAB
Kasubag dan Pejabat Pelaksana untuk
rapat. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kasubag untuk memperbaiki.
Rapat membahas TOR dan RAB yang Konsep TOR dan 2 jam |Notulen hasil rapat

dipimpin oleh Sekretaris Dinas

|RAB, daftar hadir.

dan Berita acara
rapat

Menugaskan kasubag untuk memperbaiki
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) program
sesuai hasil rapat.

Notulen hasil rapat
dan Berita acara
rapat

2 hari

Notulen hasil rapat,
Berita acara rapat,
disposisi/petunjuk




otulen hasil rapa

RAB sesuai notulen rapat, memaraf dan berita acara rapat, RAB
menyampaikan kepada Sekretaris disposisi/petunjuk

9 |Memeriksa konsep perbaikan TOR dan Draft TOR dan RAB 1Jam |TOR dan RAB
RAB. Apabila setuju, menandatangani
dan menyampaikan kepada Kasubag.
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Tidak
Kasubag untuk memperbaiki

10 |Menyerahkan dokumen TOR dan RAB TOR dan RAB 10 menit |TOR dan RAB
kepada pejabat pelaksana untuk
didistribusikan dan didokumentasikan.

11 |Mendistribusikan dan TOR dan RAB 30 menit |{TOR dan RAB,

mendokumentasikan

bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP AP :] 43 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan | 11 Septggggr 2019
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
A bkt
[Judul SOP AP : Peﬁm&ﬁp&an Hasil Pemeriksaan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintahan dan Kaidah
Kaidah Pengelola Keuangan Yang Sehat dalam Pemerintahan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER 3/PB/2014 tentang petunjuk teknis
Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja serta Verifikasi
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

7 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

8 Peraturan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

9 Surat Edaran Gubernur Nomor 940.KU.2936.AK/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Penerapan
Akuntansi Bebasis Akrual pada Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi NTT

1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait
Pertanggungjawaban Keuangan

2 Memiliki kemampuan dalam pengelolaan Keuangan
3 Memahami Aplikasi Keungan APBN

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1 SOP AP Penyusunan Laporan Keuangan

1 ATK
2 Komputer/laptop dan printer

3 Bukti setoran temuan
4 Dokumen LHP

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyelsaian LHP tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan
di Dinas Kesehatan Provinsi.

Disimpan sebagai data elekironik dan manual dokumen Penyelesaian LHP
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ma laporan hasil pemeriksaan, 1 Hari |Disposisi
BPK,BPKP,Irjen Kemenkes dan Inspektorat
serta memerintah Sekretaris Dinas untuk
menindaklanjuti LHP
Melakukan koordinasi dengan Program terkait Disposisi 3 Hari |Disposisi
untuk penyelesaian LHP
Membuat tabulasi data hasil pemeriksaan Dok LHP 2 Hari |Dok LHP
pemeriksaan
Membuat surat penagihan tindak lanjut LHP Draf Laporan 2 Hari |Surat
ke setiap objek pemeriksa Setoran LHP Panggilan/
Penagihan
Input/memvalidasi semua bukti2 setoran i Setoran LHP di 3 Jam |Dok temuan
tidaklanjuti yang sudah di
Menyampaikan Hasil tindak lanjut ke aparat i Setoran LHP 1Jam |Resume dan
pemeriksa ditindaklanjuti Bukti setoran
Mengarsipkan semua dokumen2 dan bukti2 Setoran LHP 1 Jam |Bukti Setoran
hasil tindak lanjut - |ditindaklanjuti tervalidasi di
T —— Sistem

116




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP AP :|1 44 Tahun 2012

Tanggal Pembuatan | 11 September 2019

Tanﬂal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP nen Surat Pertanggungjawaban
(Dokumen SPJ)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintahan dan Kaidah
Kaidah Pengelola Keuangan Yang Sehat dalam Pemerintahan

4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER 3/PB/2014 tentang petunjuk teknis
Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja serta Verifikasi
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

9 Peraturan Gubermnur NTT Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait
Pertanggungjawaban Keuangan

2 Memiliki kemampuan dalam Pembukuan

10 Surat Edaran Gubernur Nomor 940.KU.2936.AK/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penerapan
Akuntansi Bebasis Akrual pada Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi NTT
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1 SOP AP Penyusunan Laporan Keuangan 1 ATK

2 Komputer/laptop dan printer
3 DPA, Kwitansi, Nota, Pajak

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Surat pertanggungjawaban tidak diverifikasi sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan
kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP dan SPM




Menerima rincian

DPA, Kwitansi,

1 Jam

DPA, Kwitansi,

pertanggungjawaban Pajak, Nota Pajak, Nota Belanja
keuangan dari pengelola Belanja
program pada bidang dan
UPTD.dan mengecek
kelengkapannya. Apabila
tidak lengkap dikembalikan
ke bidang dan UPTD
Bersama bendahara DPA, Kwitansi, 3hari |Dokumen SPJ
melakukan verifikasi SPJ Pajak, Nota terverifikasi
Belanja (kwitansi dan bukti
belanja)
Menginput Kwitansi dalam Dokumen SPJ 1 minggu |BKU elektronik,
Aplikasi SIPKD dan terverifikasi LPJ, SPJ
melaporkan ke bendahara (kwitansi dan fungsional, BKU
bukti belanja) Pajak
Verifikasi ulang Buku Kas 4 Tidak BKU elektronik, 2 Jam |SPJrampung
Umum (BKU) SIPKD dalam LPJ, SPJ (terverifikasi)
bentuk hasil print out dari fungsional, BKU
aplikasi SIPKD dan Ya Pajak
melaporkan ke kasubag
Verifikasi SPJ rampung dan idak SPJ rampung 1Jam |SPJ rampung
melaporkan ke sekretaris Yal (terverifikasi) (terverifikasi)
Verifikasi SPJ rampung dan SPJ rampung 30 menit |SPJ rampung
melaporkan ke kepala (terverifikasi) (terverifikasi)
dinas
Tidak Ya
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7 |Memeriksa SPJ rampung SPJ rampung 15 menit |SPJ rampung yang

dan menandatangani (terverifikasi) disahkan
Tidak

8 [Menugaskan kasubag SPJ rampung 5 menit |SPJ rampung yang
keuangan untuk yang disahkan disahkan
menindaklanjuti SPJ
rampung yang disahkan

9 |Menugaskan bendahara SPJ rampung 5 menit |SPJ rampung yang
untuk menindakianjuti SPJ yang disahkan disahkan
rampung yang disahkan

10 |Mendistribusikan dan SPJ rampung 1Hari |SPJ rampung yang
mengarsipkan SPJ " yang disahkan disahkan dan bukti
rampung yang disahkan. dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINS] NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP AP .| 45 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP

Dasar Hukum

Kuyalifikasi pelaksana :

1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintahan

4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER 3/PB/2014 tentang petunjuk teknis
Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja
serta Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

9 Peraturan Gubemur NTT Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah

10 Surat Edaran Gubernur Nomor 840.KU.2936.AK/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang
Penerapan Akuntansi Bebasis Akrual pada Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi NTT

1 PNS, jujur, teliti, tanggung jawab
2 Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan keuangan
3 Memiliki kemampuan membuat SPP dan SPM

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1 SOP AP Verifikasi Dokumen SPJ
2 SOP AP Laporan Kehadiran Pegawai

1. ATK

2. Komputer/laptop dan printer

3. Daftar Gaji, Absensi Kehadiran

4. SK Kenaikan Pangkat, SK Berkala

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pengajuan SPP LS dan SPM Kesra tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan
menghambat pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP dan SPM
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Menerima Rekapan Absensi dari Rekapan Absensi|3 Hari Terhimpunnya
Sub Bagian Kepegawaian, dan ST, Surat data Absensi
mengimput data kehadiran dalam ljin, Surat Sakit untuk pengajuan
aplikasi excel, melakukan print out TPP
dan berkonsultasi ke Badan
Keuangan Daerah (BKD) untuk
pengurusan TPP
Menginput data rekapan TPP dinas Terhimpunnya |1 hari Print out Daftar
kesehatan yang telah terverifikasi : data Absensi TPP yang
di aplikasi excel. |untuk pengajuan ditandatangani
TPP kadis
Menginput daftar rekapan TPP ke Print out Daftar |1 jam SPP dan SPM
aplikasi SIPKD TPP yang TPP
ditandatangani
kadis
Tanda tangan SPP TPP dan SPPdan SPM |30 menit |SPP TPP yang
mengajukan SPP dan SPM TPP ke ‘i TPP telah
kasubag keuangan. A ditandatangani
bendahara, SPM
TPP
Memeriksa SPP dan SPM TPP, SPP TPPyang {30 menit {SPP TPP yang
memaraf SPM TPP dan telah telah
menyampaikan ke sekretaris. - ditandatangani ditandatangani
. bendahara, SPM bendahara, SPM
TPP TPP yang diparaf
kasubag
Memeriksa SPP dan SPM TPP, SPP TPPyang |15 menit |SPP TPP yang
memaraf SPM TPP dan telah telah
menyampaikan ke kadis.. ditandatangani ditandatangani
Tidak Ya bendahara, SPM bendahara, SPM
TPP yang diparaf TPP yang diparaf
kasubag sekretaris
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Memeriksa SPP dan SPM TPP, SPP TPP yang |10 Menit |SPP dan SPM
menandatangani SPM TPP dan telah TPP yang
dikembalikan ke sekretaris ditandatangani disahkan.
bendahara, SPM
TPP yang diparaf
8 Menugaskan kasubag keuangan SPPdan SPM |5 menit |SPP danSPM
untuk menindaklanjuti SPP dan TPP yang TPP yang
SPM TPP yang telah disahkan. disahkan. disahkan
9 Menugaskan bendahara untuk SPPdan SPM [5menit |SPP dan SPM
menindakianjuti SPP dan SPM TPP yang TPP yang
TPP yang telah disahkan. disahkan. disahkan
10  |Mendistribusikan dan SPPdan SPM {2 jam SPP dan SPM
mendokumentasikan SPP dan TPP yang TPP yang
SPM TPP yang telah disahkan. disahkan. disahkan, bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

[Nomor SOP AP

146 Tahun 2019

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

[2)]

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi NTT

DINAS KESEHATAN Q.
BIDANG SDM KESEHATAN _ 'Lr!E[T
SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN Judul SOP AP ; AtETE-SErat Penerimaan Tenaga
' Kesehatan Nusantara Sehat
[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 1 Minimal D3
2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN 2 Menguasai Windows dan Microsoft Office
3 Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Refermasi Birokrasi 2010-2025
5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

3 SOP AP Pengusulan Puskesmas Penempatan NS Team Base dan Individu
4 SOP AP Penerbitan Surat Pemberitahuan Meng ikuti Desk Ten naga a Kesehatan NS

Keterkaltan : Peralataanariengkapan
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer

3 Usulan Wahana

Perlngatan

f’encatatan dan Pendataan :

Program Nusantara Sehat berdampak pada Pemenuhan Tenaga Kesehatan pada Daerah yang terpencil ,sangat
Eerpencil dan Daerah Perbatasaan

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan dan
pendayagunaan SDM kesehatan
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erkas

e

konsep Surat pemberitahuan ke Penjemputan Penjemputan

Kabupaten untuk menjemput Tenaga Kesehatan Tenaga

Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Nusanatara Sehat Kesehatan

Individu/team based di Badan Individu dari Badan Nusantara Sehat

PPSDMK Kementerian Kesehatan PPSDMK Individu dan

RI Kementerian Disposisi
Kesehatan RI

Memerintahkan Pejabat Pelaksana Berkas S menit |Berkas

untuk membuat konsep Surat Penjemputan Penjemputan

pemberitahuan ke Kabupaten untuk Tenaga Kesehatan Tenaga

menjemput  Tenaga  Kesehatan Nusantara Sehat Kesehatan

Nusantara Sehat Individu/team Individu dan Nusantara Sehat

based di Badan PPSDMK Disposisi Individu dan

Kementerian Kesehatan RI Disposisi

Membuat Konsepkonsep  Surat Berkas 10 menit |Konsep Surat

pemberitahuan ke Kabupaten untuk Penjemputan

menjemput Tenaga Kesehatan
Nusantara Sehat Individu/team
based di Badan PPSDMK
Kementerian Kesehatan RI

Tenaga Kesehatan
Nusantara Sehat
Individu dan
Disposisi

Memeriksa konsep Surat
pemberitahuan ke Kabupaten untuk
menjemput Tenaga  Kesehatan
Nusantara Sehat Individu/team
based di Badan PPSDMK
Kementerian Kesehatan Rl . Jika
setuju memberi paraf  dan
menyerahkan kepada Kabid. Jika
tidak setuju mengembalikan kepada
Kasie untuk diperbaiki

Konsep Surat

S menit

Konsep Surat
yang diparaf
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Memeriksa konsep Surat Konsep Surat yang Konsep Surat

pemberitahuan ke Kabupaten untuk diparaf yang diparaf

menjemput Tenaga  Kesehatan Tidak

Nusantara Sehat Individu/team

based  di Badan PPSDMK Ya

Kementerian Kesehatan Rl . Jika

setuju  memberi paraf  dan

menyerahkan kepada Sekretaris.

Jika tidak setuju mengembalikan

kepada Kabid untuk diperbaiki

Memeriksa draft final Surat Konsep Surat yang |5 menit |Surat

pemberitahuan ke Kabupaten untuk diparaf Pemberitahuan

menjemput Tenaga Kesehatan Penjemputan

Nusantara Sehat Individufteam Tidak Tenaga

based. Jika setuju memaraf dan Kesehatan

menyerahkan kepada Kadis. jlka Nusantara Sehat

tidak setuju mengembalikan kepada Individu/team

Kabid untuk diperbaiki based

Memeriksa  draft final  surat Surat 5 menit |Surat

Pemberitahuan mengikuti DESK. Pemberitahuan Pemberitahuan

Jika setuju meenandatangani dan Tida Penjemputan Penjemputan

meneruskan ke kabid. jlka tidak Tenaga Kesehatan Tenaga

setuju  mengembalikan  kepada Nusantara Sehat Kesehatan

Sekretaris untuk diperbaiki Individu/team Nusantara Sehat
based Individu/team

based

Menyerahkan surat Pemberitahuan Surat 5 Menit |Surat

mengikuti DESK kepada Kasie untuk Pemberitahuan Pemberitahuan

di dokumentasikan Penjemputan Penjemputan
Tenaga Kesehatan Tenaga
Nusantara Sehat Kesehatan
Individufeam Nusantara Sehat
based Individu/team
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kota

Individu/team
based

9 |Memerintahkan pejabat pelaksana Surat Surat
untuk menindaklanjuti Surat Surat Pemberitahuan Pemberitahuan
pemberitahuan ke Kabupaten untuk Penjemputan Penjemputan
menjemput Tenaga  Kesehatan Tenaga Kesehatan Tenaga
Nusantara Sehat |Individu/team Nusantara Sehat Kesehatan
based Individu/team Nusantara Sehat
10 [Menggandakan, mengirimkan surat Surat S menit |Surat
Surat pemberitahuan ke Kabupaten Pemberitahuan Pemberitahuan
untuk menjemput Tenaga Penjemputan Penjemputan
Kesehatan Nusantara Sehat Tenaga Kesehatan Tenaga
Individu/team based ke Kabupaten / Nusantara Sehat Kesehatan

Nusantara Sehat
Individu/team
based
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SDM KESEHATAN
SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Nomor SOP AP 47 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi e

Tanggal Efektif AN P Py
Disahkan oleh A "> ép Kesehatan ,1’

Judul SOP AP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Kesehatan

2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN

3 Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomeor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Permenkes nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter
7  Spesialis - Sub Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis - Sub Spesialis
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
8 Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9  Perda Provinsi NTT nomor 13 Tahun 2016 tentang TUBEL, IBEL dan lkatan Belajar

10 Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT
11 Perda Provinsi NTT nomor 13 Tahun 2016 tentang TUBEL, IBEL dan lkatan Belajar

1. Minimal D3
2 Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1  SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2 SOP AP Pengusulan Pendayagunaan Dokter Spesialis 2 Komputer

3 Berkas Permohonan Rekomendasi Pendidikan Lanjut Tenaga Kesehatan

Feringatan 5

Pencatatan dan Pendataan :

Penempatan Dokter Spesialis selesai Pendidikan PPDS/PPDGS sangat
berepengaruh dan berdampak pada pemenuhan tenaga Dokter Spesialis di
Daerah.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Perencanaan dan
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Menugaskan Kasie untuk mempersiapkan
administrasi penempatan dokter spesialis.

surat  pengembalian
peserta PPDS/PPDGS vyang

|selesai pendidikan dari
BPPSDMK Kemenkes RI

Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi 5 menit Disposisi
membuat telaahan staf dan  surat
penempatan
Membuat  telashan staf dan surat Disposisi 30 Menit Konsep telaahan Staf, Surat
penempatan dokter spesialis yang telah penempatan
selesai mengikuti pendidikan PPDS/PPDGS
dan menyerahkan ke Kasie
Memeriksa konsep telaahan staf dan surat Konsep telaahan Staf, Surat 10 menit Konsep telashan Staf, Surat
penempatan dokter spesialis, memaraf dan penempatan penempatan
menyampaikan ke kabid
Memeriksa konsep telaahan staf dan surat Konsep telaahan Staf, Surat 10 menit telaahan Staf, Surat
penempatan dokter spesialis, memaraf dan penempatan penempatan yang telah diparaf
menyampaikan ke Sekretaris Tidak

Ya
Memeriksa konsep telaghan staf dan surat telaahan Staf, Surat penempatan |10 menit telaahan Staf, Surat
penempatan dokter spesialis, memaraf dan Ya yang telah diparaf penempatan yang telah diparaf
menyampaikan ke Kadis
Memeriksa konsep telaahan staf dan surat telaahan Staf, Surat penempatan |5 menit Surat penempatan
penempatan dokter spesialis, Tidak yang telah diparaf
menandatangani dan menyampaikan ke
Kabid

1
Menugaskan kasubag untuk menindaklanjuti Surat Penempatan 5 menit Surat Penempatan
Memerintahkan pejabat pelaksana untuk N Surat Penempatan 5 menit Surat Penempatan
menyampaikan kepada pemohon
Menggandakan, menyampaikan surat ke Surat Penempatan 30 Menit Surat penempatan,  Bukti

pemohon dan mendokumentasikan.

Dokumentasi
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|Nomor SOP AP 48 Tahun 2019
| Pembuatan 118 er2019
Tanggal Efektif k:
|Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN :
BIDANG SDM KESEHATAN ANIP. 19600?311988121001
SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN Judul SOP AP selak‘szhatan Tidak Tetap Daerah/PTT
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 1. Minimal D3
2  Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN 2  Menguasai Windows dan Microsoft Office
3  Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025
5  Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis
6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3§ Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7  Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8  Perda Provinsi NTT nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi NTT
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2 SOP AP Workshop Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan TK.Provinsi 2  Komputer
3  SOP AP Workshop Penyusunan Kebutuhan SDM Kesehatan TK.Provinsi 3  Berkas Lamaran
4  SKTim Seleksi dari Kadis Kesehatan
[Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
FF:engangkatan £1) Dascabh kereampi pRas Renenuhin Teoaga essisias o Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan dan pendayagunaan
asyankes 22 Kab/Kota SDM kesehatan
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Menugaskan Kasie untuk melaksanakan Berkas Permohonan 10 menit |Berkas
rekrutmen Tenaga Kesehatan Tidak Lamaran PTT, Permohonan
Tetap Daerah E—— disposisi Lamaran PTT,
Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Berkas Permohonan 10 menit |Berkas
menyiapkan bahan rekrutmen/seleksi, Lamaran PTT, Permohonan
membentuk tim seleksi dan membuat : ; disposisi Lamaran PTT,
konsep pedoman seleksi dan disposisi
L ey Ko B
Menyiapkan bahan seleksi, membentuk Berkas Permohonan 2 hari  |Bahan seleksi,
konsep tim seleksi, membuat konsep L 4 Lamaran PTT, konsep tim seleksi
pedoman seleksi dan menyampaikan - disposisi dan konsep
kepada kasie. pedoman seleksi
Memeriksa bahan, konsep tim seleksi Bahan seleksi, konsep| 2jam |Bahan seleksi,
dan konsep pedoman seleksi dan Ll tim seleksi dan konsep konsep tim seleksi
menyampaikan ke kabid. pedoman seleksi dan konsep

2 pedoman seleksi
Memeriksa bahan, konsep tim seleksi Bahan seleksi, konsep| 1jam |Pedoman seleksi
dan konsep pedoman seleksi, jika Tidak tim seleksi dan konsep dan tim seleksi
setuju, diusulkan kepada kepala dinas pedoman seleksi yang telah
kesehatan melalui sekretaris untuk ditetapkan kepala
ditetapkan dinas
Rapat persiapan bersama tim seleksi Pedoman seleksi dan 2jam |Pedoman seleksi
dan sesuai pedoman seleksi yang telah tim seleksi yang telah dan tim seleksi
ditetapkan kepala dinas. _)“ ditetapkan kepala yang telah

S 7 |dinas ditetapkan kepala
Melaksanakan seleksi bersama tim Pedoman seleksi dan | 1 minggu |Terlaksana seleksi
sesuai pedoman seleksi yang telah _-: tim seleksi yang telah
ditetapkan kepala dinas. i ditetapkan kepala
dinas

Menetapkan nama-nama yang masuk Terlaksana seleksi 2jam |Nama peserta
dalam kriteteria lulus dalam rapat yang lulus seleksi
bersama tim untuk selanjutnya : :
menugaskan kasie untuk [ e
mendokumentasikan.
Mendokumentasikan tenaga kesehatan Nama peseria yang 30 menit |Dokumentasi hasil

tidak tetap daerah yanng lulus seleksi.

lulus seleksi

seleksi.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KESEHATAN
BIDANG SDM KESEHATAN
SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

omor SOP AP 49 Tahun 2019
anggal Pembuatan | 11 Septe;:bet,zow
visi 3 = QLLAH £
foktif o] AT S DN ) Q
Disahkan oleh : Yf‘f‘“ / = i

W DfNAJ i’r ErATRT

o > NP 196007311988121001
priga Kesehatan Tidak Tetap Daerah/PTT untuk

Judul SOP AP

'Dasar Hukum : ualifikasi pelaksana :
1 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 1.  Minimal D3
2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN 2  Menguasai Windows dan Microsoft Office
3  Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010 - 2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
7  Perda Provinsi NTT nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Keterkaitan : - Peralatan/Periengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2  SOP AP Workshop Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan TK.Provinsi
3 SOP AP Workshop Penyusunan Kebutuhan SDM Kesehatan TK.Provinsi
4  SOP AP Penanganan Surat Keluar

2  Komputer
3 Berkas Lamaran
4  SK Tim Seleksi dari Kadis Kesehatan

Peringatan :

encatatan dan Pendataan :

Pengangkatan PTT Daerah berdampak pada Pemenuhan Tenaga Kesehatan di

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan dan pendayagunaan
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Menugaskan Kasie untuk menyusun usulan

Berkas Permohonan

Berkas

nama — nama tenaga kesehatan tidak tetap Lamaran PTT, disposisi Permohonan
daerah/PTT sesuai hasil seleksi untuk Lamaran PTT,
ditetapkan dengan SK Gubernur. disposisi
2 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Berkas Permohonan 10 menit |Berkas
membuat konsep usulan sesuai hasil seleksi Lamaran PTT, dispos‘rsii Permohonan
dan menyampaikan kepada kasie. Lamaran PTT,
. disposisi
3 |Membuat konsep usulan nama — nama tenaga Berkas Permohonan 2 hari Bahan seleksi,
kesehatan tidak tetap daerah/PTT sesuai hasil Lamaran PTT, disposisi konsep tim seleksi
seleksi dan menyampaikan kepada kasie. dan konsep
pedoman seieksi
4 |Memeriksa konsep usulan nama - nama Bahan seleksi, konsep 2 jam Bahan seleksi,
tenaga kesehatan tidak tetap daerah/PTT, tim seleksi dan konsep konsep tim seleksi
memaraf, dan menyampaikan kepada kabid. pedoman seleksi dan konsep
pedoman seleksi
5 |Memeriksa konsep usulan nama — nama Bahan seleksi, konsep 1 jam Pedoman seleksi
tenaga kesehatan tidak tetap daerah/PTT, Tidak tim seleksi dan konsep dan tim seleksi
memaraf, dan menyampaikan kepada Ya pedoman seleksi yang telah
sekretaris. ditetapkan kepala
; dinas
6 |Memeriksa konsep usulan nama — nama Pedoman seleksi dan 2 jam Pedoman seleksi
tenaga kesehatan tidak tetap daerah/PTT, Ya tim seleksi yang telah dan tim seleksi
memaraf, dan menyampaikan kepada kadis. Tidak ditetapkan kepala dinas yang telah
ditetapkan kepala
[
7 Memeriksa konsep usulan nama — nama ] Pedoman seleksi dan 1 minggu |Terlaksana seleksi
tenaga kesehatan tidak tetap daerah/PTT, fida tim seleksi yang telah
menandatangani, dan menyampaikan kepada 4 ditetapkan kepala dinas
kabid. a
8 |Menugaskan Kasie untuk mengusulkan nama Usulan nama peserta 2 jam Nama peserta
- nama tenaga kesehatan tidak tetap * yang lulus seleksi yang lulus seleksi
daerah/PTT yang telah disetujui kadis untuk e
diproses dan ditetapkan dengan SK Gubemur.
9 |Menyampaikan usulan SK pengangkatan ke Usulan nama peserta 2 jam Nama peserta
Gubernur u.p. Biro Hukum untuk yang lulus seleksi yang lulus seleksi
__|ditandatangani Gubemur.
10 [Mendistribusikan dan mengarsipkan Nama peserta yang 15 menit |Terlaksana
lulus seleksi seleksi,
dokumentasi,
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~[Nomor SOP AP : [50 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan : | 11 September 2019
Tanggal Revisi : e
Tanggal Efektif 1] Za\N DT AN 4
Disahkan oleh Y !nas Kesehatan ¥
i [/ Provi $'r‘— enggara Tim
" e 4 7
"
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR bz \
DINAS KESEHATAN o )
BIDANG SDM KESEHATAN AT N _.
SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN Judul SOP AP Pehﬂllﬁullﬂq
dan Individu

Dasar Hukum :

Kualifikasl pelaksana :

1 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 1 Minimal D3
2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN 2. Menguasai Windows dan Microsoft Office
3 Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025
5 Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis
6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7  Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan $tandar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8 Perda Provinsi NTT nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dagerah Provinsi NTT
Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer
3 SOP AP DESK Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat 3 Usulan Wahana
4 Printer

[Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika pengusulan puskesmas penempatan NS tidak sesuai prosedur akan berdampak
pada Pemenuhan Tenaga Kesehatan pada Daerah yang terpencil ,sangat terpencil dan
Daerah Perbatasaan

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan dan pendayagunaan
SDM kesehatan
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Menugaskan Kasie untuk mempersiapkan

Berkas pengusulan

Berkas pengusulan

Surat Pengusulan Puskesmas Penempatan Puskesmas Penempatan Puskesmas
NS Team based dan Individu NS Team base dan Individu Penempatan NS Team
dari Kab/Kota base dan Individu dan
disposisi
2 IMemerintahkan pejabat Pelaksana untuk |Berkas pengusulan Smenit |Berkas pengusulan
membuat konsep  surat Pengusulan \ Puskesmas Penempatan Puskesmas
Puskesmas Penempatan NS Team based dan — NS Team base dan Individu Penempatan NS Team
Individu dan disposisi base dan Individu dan
disposisi
3 /Membuat Konsep Surat Pengusulan)| 1 Berkas pengusulan 10 menit |Konsep Surat
|Puskesmas Penempatan NS Team based dan Puskesmas Penempatan
Individu dan menyampaikan ke kasie | NS Team base dan Individu
i dan disposisi
4 [Memeriksa konsep surat pengusulan| Konsep Surat S menit Konsep Surat yang
Puskesmas Penempatan NS Team based dan| Ya diparaf
Individu, memaraf dan menyerahkan kapada| A
Kabid. I
|
5 [Memeriksa konsep surat pengusulan| Konsep Surat yang diparaf |5 menit Konsep Surat yang
Puskesmas Penempatan NS Team based dan diparaf
Individu, memaraf dan menyerahkan kepada Tdak
Sekretaris. i !
| Ya
6 |Memeriksa konsep surat pengusulan Fr— e a— Konsep Surat yang diparaf |5 menit  |Surat Pengusulan
Puskesmas Penempatan NS Team based dan| Puskesmas
Individu, memaraf dan menyerahkan kepada Ya Penempatan NS Team
Kadis. Tidak base dan Individu
7 |Memeriksa konsep surat pengusulan| Surat Pengusulan{5 menit  [Surat Pengusulan
Puskesmas Penempatan NS Team based,dan| Puskesmas  Penempatan Puskesmas
individu, menandatangani dan menyerahkan| Tidak NS Team base dan Individu Penempatan NS Team
kepada Kabid. I Ya base dan Individu
8 |Menugaskan kepala seksi untuk Surat Pengusulan|5 menit Surat Pengusulan
menindaklanjuti Surat pengusulan Puskesmas Puskesmas  Penempatan Puskesmas
JPenempaian NS team based dan Individu NS Team base dan Individu Penempatan NS Team
|base dan Individu
9 [Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Surat Pengusulan|5 menit Surat Pengusulan
menindakianjuti Surat pengusulan Puskesmas| ﬁ Puskesmas  Penempatan Puskesmas
Penempatan NS team based dan Individu NS Team base dan Individu Penempatan NS Team
base dan Individu
10 |Menggandakan, mengirimkan surat Surat Pengusulan|5 menit Surat Pengusulan
pengusutan Puskesmas Penempatan NS Puskesmas  Penempatan Puskesmas

team based dan Individu ke Badan PPSDMK|
Kementerian Kesehatan Rl di Jakarta

NS Team base dan Individu

Penempatan NS Team
base dan Individu
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Nomor SOP AP : | 51 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan _ : 11September2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : : i\
Disahkan oleh : 74 7 i

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SDM KESEHATAN

SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN Judul SOP AP
{Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 1. Minimal D3

2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN 2 Menguasai Windows dan Microsoft Office

3  Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

4  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010 - 2025

Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis

6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

7  Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8 Perda Provinsi NTT nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi NTT

(4]

Keterkaitan : I?'eralatanfﬁerlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2  Komputer
3 SOP AP Penerimaan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat 3 Usulan Wahana
4  Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

.Program Nusantara Sehat berdampak pada Pemenuhan Tenaga Kesehatan pada Daerah

yang terpencil sangat terpencil dan Daerah Perbatasaan Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan dan

pendayagunaan SDM kesehatan




Menugaskan Kasie untuk membuat konsep Surat Berkas Pertemuan DESK Berkas Pertemuan
pemberitahuan ke Kabupaten vyang telah dari Badan PPSDMK DESK dan
mengusulkan untuk mengikuti Pertemuan DESK Kementerian Kesehatan RI Disposisi
Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individu dari
Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan RI

2 |Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk membuat Berkas Pertemuan DESK|S menit Berkas Pertemuan
konsep surat Pemberitahuan mengikuti DESK dan Disposisi DESK dan

Disposisi

3 {Membuat Konsep Surat Pemberitahuan Mengikuti Berkas Pertemuan DESK |10 menit Konsep Surat
DESK dan Disposisi

4 |Memeriksa konsep surat Pemberitahuan mengikuti Konsep Surat 5 menit Konsep Surat yang
DESK. Jika setuju memberi paraf dan Ya diparaf
menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Kasie untuk diperbaiki

5 [Memeriksa konsep surat Pemberitahuan mengikuti Konsep Surat yang diparaf |5 menit Konsep Surat yang
DESK. Jika setuju member paraf dan| diparaf
menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju Tidak
mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

6 |Memeriksa draft final surat Pemberitahuan Konsep Surat yang diparaf |5 menit Surat
mengikuti DESK. Jika setuju memaraf dan Pemberitahuan
menyerahkan kepada Kadis. jlka tidak setuju untuk DESK
mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki Tidak

7 |Memeriksa draft final surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan untuk |5 menit Surat
mengikuti DESK. Jika setuju meenandatangani dan DESK Pemberitahuan
meneruskan ke kabid. jlka tidak setuju Tidak untuk DESK
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

8 |Menyerahkan surat Pemberitahuan mengikuti Surat Pemberitahuan untuk|S Menit Surat
DESK kepada Kasie untuk di dokumentasikan DESK Pemberitahuan

untuk DESK

9 |Memerintahkan  pejabat  pelaksana  untuk Surat Pemberitahuan untuk|S menit Surat
menindaklanjuti Surat pemberitahuan mengikuti DESK Pemberitahuan
DESK untuk DESK

10 [Menggandakan, mengirimkan surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan untuk|5 menit TSurat
mengikuti DESK ke Kabupaten yang masuk dalam DESK Pemberitahuan
daftar pertemuan DESK di Badan PPSDMK untuk DESK, buldi
Kementerian Kesehatan Rl dokumentasi
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Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

7  Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

8 Perda Provinsi NTT nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi NTT

" [Nomor SOP AP -] 52 Tahun 2019
|Tanggal Pembuatan -} 11 September 2019
Tanggal Revisi : .
Tanggal Efektif LA B 7
Disahkan oleh o7 1 Djrfjy Kesehatan j,/
(@, Provinsi Ndsé Zenggara Tim
L’ DINAS KESEHATA P
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR \ 2z
DINAS KESEHATAN \&
BIDANG SDM KESEHATAN A S, AP
SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN Judul SOP AP : |Pembuatan surat usulan kebutuhan dokter
spesialis
IDasar Hukum : Kuaﬁﬁl(_asl pelaksana :
1 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 1. Minimal D3
2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN 2 Menguasai Windows dan Microsoft Office
3 Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
5 Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis
6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Af-’_Penanganan Surat Masuk

2 SOP AP Penanganan Surat Keluar

3 SOP AP Pengusulan Wahana Pendayagunaan Dokter Spesialis

4 SOP AP Visitasi Wahana Pendayagunaan Dokter Spesialis
Peringatan :

1. ATK

2 Komputer

3 Usulan Wahana

4 Usulan Dokter Spesialis
Pencatatan dan Pendataan :

Program Wajib Kerja Dokter Spesialis berdampak pada Pemenuhan Tenaga
Kesehatan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit di 22 Kab/Kota

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan
dan pendayagunaan SDM kesehatan
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Menugaskan kasie untuk mempersiapkan

Berkas Permohonan Dokter

Berkas Permohonan Dokter

konsep Surat Pengusulan kebutuhan Dokter Spesialis dari Spesialis dari
Spesialis Kabupaten/Kota, disposisi Kabupaten/Kota, disposisi

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Berkas Permohonan Dokter | 5 menit |Berkas Permohonan Dokter
membuat kensep surat pengusulan Spesialis dari Spesialis dari
kebutuhan Dokter Spesialis ke Badan Kabupaten/Kota, disposisi Kabupaten/Kota, disposisi
PPSDMK Kementerian Kesehatan RI di
Jakarta

3. |Membuat konsep surat usulan kebutuhan Berkas Permohonan Dokter | 10 menit [Konsep Surat Usulan
Dokier Spesialis ke Badan PPSDMK Spesialis dari Kebutuhan Dokter Spesialis
Kementerian Kesehatan Ri di Jakarta dan o Kabupaten/Kota, disposisi
menyampaikan kepada kasie.

4. |Memeriksa konsep surat usulan kebutuhan Konsep Surat Usulan S menit |Konsep Surat Usulan
Dokter Spesialis, jika setuju, memberi paraf Kebutuhan Dokter Spesialis Kebutuhan Dolder Spesialis
dan menyampaikan kepada kabid.

5. |Memeriksa konsep surat usulan kebutuhan Konsep Surat Usulan 5 menit |Konsep Surat Usulan
Dokter Spesialis, jika setuju, memberi paraf Kebutuhan Dokter Spesialis Kebutuhan Dokter Spesialis
dan menyampaikan kepada sekretaris.

6 |Memeriksa konsep surat usulan kebutuhan v Konsep Surat Usulan 5 menit |Konsep Surat Usulan
Dokter Spesialis, jika setuju, memberi paraf e Kebutuhan Dokter Spesialis Kebutuhan Dokter Spesialis
dan menyampaikan kepada kadis. Tidak

7 |Memeriksa konsep surat usulan kebutuhan Konsep Surat Usulan 5 menit |Surat Usulan Kebutuhan
Dokter Spesialis, jika setuju, menandatangani Tidak Kebutuhan Dokter Spesialis Dokter Spesialis
dan menyampaikan kepada kabid.

8 |Menugaskan Kasie untuk menindaklanjuti prm — Surat Usulan Kebutuhan S menit |Surat Usulan Kebutuhan
surat usulan kebutuhan Dokter Spesialis Dokter Spesialis Dokter Spesialis

9 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Y Surat Usulan Kebutuhan 5 menit [Surat Usulan Kebutuhan
menindakianjuti surat usulan kebutuhan Dokter Spesialis Dokter Spesialis
Dokter Spesialis L

10 |Menggandakan, mendistribusikan dan Surat Usuian Kebutuhan 30 menit |Surat Usulan Kebutuhan

mengarsipkan.

Dokter Spesialis

Dokter Spesialis, buldi
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SDM KESEHATAN
SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

T 53 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan

‘Nomorm

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

-} 11 September 2019

Judul SOP AP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 1. Minimal D3
2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN 2  Menguasai Windows dan Microsoft Office
3 Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4  Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2017 tentang Waijib Kerja Dokter Spesialis
5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010 - 2025
6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7  Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8 Perda Provinsi NTT nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

insi NTT —
Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2  Komputer
3 SOP AP Visitasi Wahana pendayagunaan Dokter Spesialis 3  Usulan Wahana
4  Usulan Dokter Spesialis

'5crlngatan F

Pencatatan dan Pendataan

Program Wajib Kerja Dokter Spesialis berdampak pada Pemenuhan Tenaga
Kesehatan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit di 22 Kab/Kota

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan dan
pendayagunaan SDM kesehatan
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Menugaskan ntuk mempersiapkan :

Berkas Permohonn

konsep Surat Pengusulan Wahana Pembukaan Wahana Permohonan
Pendayagunaan Dokter Spesialis PDS dari Pembukaan

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Berkas Permohonan 5 menit Berkas
membuat konsep Surat Pengusulan Wahana Pembukaan Wahana Permohonan
Pendayagunaan Dokter Spesialis ke Badan PDB dari Pembukaan
PPSDMK Kementerian Kesehatan Rl di Jakarta Kabupaten/Kota, Wahana PDS dari

disposisi Kabupaten/Kota,

3. |Membuat konsep Surat Pengusulan Wahana Berkas Permochonan 10 menit Konsep Surat
Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Pembukaan Wahana Pengusulan
menyampaikan kepada kasie. PDS dari Wahana PDS

4. |Memeriksa konsep Surat Pengusulan Wahana Konsep Surat 5 menit Konsep Surat
Pendayagunaan Dokter Spesialis , jika setuju, Pengusulan Wahana Pengusulan
memberi paraf dan menyampaikan kepada PDS Wahana PDS

|kabid.

5. |Memeriksa konsep Surat Pengusulan Wahana Tidak Konsep Surat 5 menit Konsep Surat
Pendayagunaan Dokter Spesialis , jika setuju, Pengusulan Wahana Pengusulan
memberi paraf dan menyampaikan kepada PDS Wahana PDS
sekretaris.

6 |Memeriksa konsep Surat Pengusulan Wahana Konsep Surat 5 menit Konsep Surat
Pendayagunaan Dokter Spesialis , jika setuju, Kebutuhan Dokter Kebutuhan Dokter
memberi paraf dan menyampaikan kepada Tidak Spesialis Spesialis
kadis.

7 |Memeriksa konsep Surat Pengusulan Wahana Konsep Surat 5 menit Surat Pengusulan
Pendayagunaan Dokter Spesialis , jika setuju, Pengusulan Wahana Wahana PDS
menandatangani dan menyampaikan kepada PDS
kabid.

8 [Menugaskan Kasie untuk menindaklanjuti Surat Surat Pengusulan 5 menit Surat Pengusulan
Pengusulan Wahana Pendayagunaan Dokter Wahana PDS Wahana PDS
Spesialis __

9 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Surat Pengusulan 5 menit Surat Pengusulan
menindaklanjuti Surat Pengusulan Wahana * Wahana PDS Wahana PDS
Pendayagunaan Dokter Spesialis

10 |Menggandakan, mendistribusikan dan Surat Pengusulan 30 menit  |Surat Pengusulan
mengarsipkan. * Wahana PDS Wahana PDS, bukti

dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SDM KESEHATAN
SEKS| PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Nomor SOP AP - | 54 Tahun 2019

Ta | Pembuatan o ok Septﬂgr gms
Ta I Revisi : et bl Py ;
Tanggal Efektif T 7

Disahkan oleh

Judul SOP AP

Pendayaguham ﬁakter puialls (PDS)

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 1 Minimal D3
2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN 2 Menguasai Windows dan Microsoft Office
3 Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010 - 2025

Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

o n

7  Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8 Perda Provinsi NTT nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi NTT

Keterkaitan : Peralamm_’eriﬂgl_@pan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer

3 SOP AP Pengusulan Pendayagunaan Dokter Spesialis

3 Usulan Wahana PDS
4  Usulan Dokfer Spesialis

'F’eringaun :

Pencatatan dan Pendataan :

Program Waijib Kerja Dokter Spesialis berdampak pada Pemenuhan Tenaga
Kesehatan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit di 22 Kab/Kota

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan dan pendayagunaan SDM
|kesehatan
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1. |Menugaskan kasie untuk mempersiapkan konsep Surat pemberitahun Smenit |Surat pemberitahun
surat pemberitahuan ke Kab/Kota yang ada dalam jadwal visitasi Wahana jadwal visitasi
jadwal visitasi Wahana PDS PDS dari Badan Wahana PDS dari

PPSDMk Kementerian Badan PPSDMk
Kesehatan RI, disposisi Kementerian
Kesehatan R,

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk membuat [ Surat pemberitahun 5 menit |Surat psmberitahun
konsep surat pemberitahuan ke Kab/Kota yang ada - jadwal visitasi Wahana jadwal visitasi
dalam jadwal visitasi Wahana PDS PDS dari Badan Wahana PDS dari

PPSDMk Kementerian Badan PPSDMk
Kesehatan RI, disposisi Kementerian
Kesehatan RI,

3. |Membuat konsep surat pemberitahuan ke Surat pemberitahun 10 menit  |Konsep Surat
Kab/Kota yang ada dalam jadwal visitasi Wahana \ jadwal visitasi Wahana Pemberitahuan
PDS dan menyampaikan kepada kasie. PDS dari Badan Visitasi Wahana PDS

e PPSDMk Kementerian
Kesehatan RI, disposisi

4. |Memeriksa konsep surat pemberitahuan ke W Konsep Surat 5 menit |Konsep Surat
Kab/Kota yang ada dalam jadwal visitasi Wahana Pemberitahuan Visitasi Pemberitahuan
PDS , jika setuju, memberi paraf dan Wahana PDS Visitasi Wahana PDS
menyampaikan kepada kabid.

5. |Memeriksa konsep surat pemberitahuan ke v Konsep Surat 5 menit |Konsep Surat
KabfKota yang ada dalam jadwal visitasi Wahana Tidak Pemberitahuan Visitasi Pemberitahuan
PDS, jika setuju, memberi paraf dan Wahana PDS Visitasi Wahana PDS
menyampaikan kepada sekretaris. Ya

6 |Memeriksa konsep surat pemberitahuan ke Konsep Surat 5 menit |Konsep Surat
Kab/Kota yang ada dalam jadwal visitasi Wahana Ya Pemberitahuan Visitasi Pemberitahuan
PDS, jika setuju, memberi paraf dan Tidak Wahana PDS Visitasi Wahana PDS
menyampaikan kepada kadis.

7 |Memeriksa konsep surat pemberitahuan ke Konsep Surat 5 menit |Konsep Surat
Kabi/Kota yang ada dalam jadwal visitasi Wahana Tidal Pemberitahuan Visitasi Pemberitahuan
PDS , jika setuju, menandatangani dan Wahana PDS Visitasi Wahana PDS
menyampaikan kepada kabid. e —

8 |Menugaskan Kasie untuk menindaklanjuti surat Surat Pemberitahuan 5 menit  |Surat Pemberitahuan
pemberitahuan ke Kab/Kota yang ada dalam jadwal Visitasi Wahana PDS Visitasi Wahana PDS
visitasi Wahana PDS

9 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk i Surat Pemberitahuan 5 menit |Surat Pemberitahuan
menindaklanjuti surat pemberitahuan ke Kab/Kota Visitasi Wahana PDS Visitasi Wahana PDS
yang ada dalam jadwal visitasi Wahana PDS -

10 |Menggandakan, mengirimkan surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan 30 menit |Surat Pemberitahuan

Visitasi Wahana PDS ke Kab/Kota yang telah
mengusulkan wahana dan masuk dalam jadwal
visitasi Wahana PDS dari Badan PPSDMK dan
mengarsipkan.

Visitasi Wahana PDS

Visitasi Wahana PDS,
bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SDM KESEHATAN
SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

[Nomor SOP AP 56 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisij

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP ' beritahuan Pemulangan dan Penerimaan

Peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PID1)

'Easar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;

Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Undang -undang nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-undang no.38 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Intersip

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
7 Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8 Perda Provinsi NTT nomor @ Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

D O AW N

1. Minimal D3

2 Menguasai Aplikasi SIM PIDI dan Website
3 Menguasai pengisian Borang

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP AP Penanganan Surat Masuk
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. SK Tim Sekretariat PIDI Provinsi

2 Komputer Unit

3 ATK

4 Aplikasi SIM PIDI, Aplikasi Borang dan jaringan internet
5 Usulan Wahana

[Peringatan ;

Pencatatan dan Pendataan :

Program Intemsip Dokter Indonesia berdampak pada Pemenuhan Tenaga Kesehatan Dokter
pada Fasyankes

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan dan pendayagunaan SDM
kesehatan
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Menugaskan kasie Surat

He Surat 5 menit
Pemberitahuan Pemulangan dan Penerimaan peserta PIDI Pemberitahuan dari Pemberitahuan dari
BPPSDM tentang kegiatan BPPSDM tentang
Pemulangan dan kegiatan Pemulangan dan
penempatan peserta PIDI, pengmpatan peserta
Disposisi PID}, Disposisi
Memerintahkan pejabat pelaksana untuk membuat konsep Berkas Surat 5 menit Berkas Surat
Surat Pemberitahuan Pemulangan dan Penerimaan pesarta Pemberitahuan dari Pemberitahuan dari
PIDI ke DinKes Kab/Kota dan RSUD BPPSDM tentang kegiatan BPPSDM tentang
Pemulangan dan kegiatan Pemulangan dan
penempatan peserta FIDI, penempatan peseria
Disposisi PIDI, Disposisi
Membuat konsep Surat Pemberitahuan Pemulangan dan Berkas Surat 10 menit Konsep Surat
Penerimaan peserta PIDI  dan menyampaikan kepada Pemberitahuan dari Pemberitahuan
kasie. Ya BPPSDM tentang kegiatan Pemuiangan dan
Pemulangan dan Penerimaan peserta PIDI
penempatan peserta PIDI,
Disposgisi
" [Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Pemulangan dan Konsep Surat 5 menit Konsep Surat
Penerimaan peserta PIDI, jika setuju, memberi paraf dan Pemberitahuan Pembesitahuan
menyampaikan kepada kabid. Tidak Pemulangan dan Pemulangan dan
Penarimaan peserta PID{ Penerimaan peserta PIDI
. |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Pemulangan dan Konsep Surat § menit Konsap Surat
Penerimaan pesarta PIDI, jika setuju, memberi paraf dan Pemberitahuan Pemberitatnsan
menyampaikan kepada sekretaris. |Pemulangan dan Pemulangan dan
Penerimaan pesarta PID! Panerimaan peserta PIDI
Memeriksa konsep Swat Pemberitahuan Pemulangan dan Konsep Surat § menit Konsep Surat
Penerimaan pesarta PID|, jika setuju, memberi paraf dan Ya Pemberitahuan Pemberitahuan
menyampaikan kepada kadis. |Pemulangan dan Pamulangan dan
Penerimaan paserta PIDI |Penerimaan peserta PIDI
|Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Pemulangan dan Konsep Surat 5 menit Surat Pemnberitahuan
Penerimaan peserta PiD1 , jika setyju, menandstangani dan Tida Pemberitahuan |Pemulangan dan
menyampaikan kepada kabid. e Pemulangan dan Penerimaan peserta PIDI
Penerimaan peserta PiDI
|Menugaskan Kasie untuk menindakianjuti Surat Surat Pemberitabuan 5§ menit Surat Pemberitahuan
Pemberitahuan Pemulangan dan Penerimaan peserta PiDI Pemulangan dan Pemulangan dan
Penarimaan peserta PIDI Penerimaan peserta PIDI
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pejabat pelaksana untuk menindaklanjuti Surat ; Surat Pemberitahuan
Pemberitashuan Pemulangan dan Penerimaan peserta PIDI ; Pemulangan dan Pemulangan dan
Penerimaan peserta PIDI Penerimaan peserta PIDI
10 |Menggandakan, mendistribusikan dan mengarsipkan. ' Surat Pemberitahuan 30 menit  [Surat Pemberitahuan
Pemutangan dan Pemulangarn dan
rPenorimaan peserta PiDI Penerimaan peserta PiDI,
[bulkti dokumentasi
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Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

omor SOP AP 56 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 smmgme
Tanggal Revisi AIAH B
Tanggal Efektif ' g R ki
|Disahkan oleh g8 Kesehatan
Tenggara Tim
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SDM KESEHATAN
SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN Judul SOP AP : ‘ian Pembukaan Wahana Program
il _ Intemélp Wndonema (PIDI)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Kesehatan 1 Minimal D3
2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN 2 Menguasai Aplikasi SIM PIDI dan Website
3 Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3 Menguasai pengisian Borang
4 Undang-undang no.39 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Intersip
5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

8 Perda Provinsi NTT nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi NTT
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. SK Tim Sekretariat PIDI Provinsi
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer Unit
3 ATK
4 Aplikasi SIM PIDI, Aplikasi Borang dan jaringan internet
5 Usulan Wahana
[Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Program Intemnsip Dokter Indonesia berdampak pada Pemenuhan Tenaga

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan dan




ug persiapkan
bahan kelengkapan wahana PIDI dan

(e

pembukaan wahana PIDI dari Permohonan pembukaan
membuat konsep surat usulan pembukaan Dinkes Kab/Kota dan RSUD, wahana PIDI dari Dinkes
wahana PIDI. Disposisi Kab/Kota dan RSUD

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Berkas Surat Permohonan Smenit |Berkas Surat
mempersiapkan bahan kelengkapan wahana pembukaan wahana PIDI dari Permohonan pembukaan
PIDI dan membuat konsep surat usulan Dinkes Kab/Kota dan RSUD wahana PIDI dari Dinkes
pembukaan wahana PIDI. Kab/Kota dan RSUD

3. |Mempersiapkan bahan kelengkapan wahana Berkas Surat Permohonan 10 menit |Konsep surat usulan
PIDI dan membuat konsep surat usulan pembukaan wahana PIDI dari pembukaan wahana PIDI
pembukaan wahana PIDI kemudian Dinkes Kab/Kota dan RSUD

4. |Memeriksa konsep Surat usulan pembukaan Konsep surat usulan Smenit |Konsep surat usulan
wahana PIDI, jika setuju, memberi paraf dan pembukaan wahana PIDI pembukaan wahana PIDI
menyampaikan kepada kabid.

5. |Memeriksa konsep Surat usulan pembukaan Konsep surat usulan Smenit |Konsep surat usulan
wahana PIDI, jika setuju, memberi paraf dan pembukaan wahana PIDI pembukaan wahana PIDI
menyampaikan kepada sekretaris.

6 |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Konsep surat usulan Smenit |Konsep surat usulan
Pemuiangan dan Penerimaan peserta PIDI, pembukaan wahana PIDI pembukaan wahana PIDI
jika setuju, memberi paraf dan

7 |Memeriksa konsep surat usulan pembukaan Konsep surat usulan Smenit |Surat usulan pembukaan
wahana PIDI, jika setuju, menandatangani pembukaan wahana PIDI wahana PIDI
dan menyampaikan kepada kabid.

8 |Menugaskan Kabid untuk menindakianjuti Surat usulan pembukaan Smenit |Surat usulan pembukaan
surat usulan pembukaan wahana PIDI wahana PIDI wahana PIDI

9 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Surat usulan pembukaan Smenit |Surat usulan pembukaan
menindaklanjuti surat usulan pembukaan wahana PIDI wahana PIDI
wahana PIDI

10 |Menggandakan, mendistribusikan dan Surat usulan pembukaan 30 menit |Surat usulan pembukaan
mengarsipkan. wahana PIDI wahana PIDI, bukti

dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Nomor SOP AP 57 Tahun 2019

11 Septemper2049..

AL

B

|Disahkan oleh

'19600

Judul SOP AP “ysdlan nama pendamping PIDI yang akan

mengikuti pelatihan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

W -

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN

Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-undang no.39 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Intersip

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

1. Minimal D3
2  Menguasai Aplikasi SIM PIDI dan Website
3  Menguasai pengisian Borang

6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,
7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8 Perda Provinsi NTT nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi NTT
{Keterkaitan : 5eralatanﬁ§erleggkagan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. SK Tim Sekretariat PIDI Provinsi
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2  Komputer Unit
3 SOP AP Usulan Pembukaan Wahana PIDI 3 ATK
4  Aplikasi SIM PIDI, Aplikasi Borang dan jaringan internet
5  Usulan Wahana
[Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Program Internsip Dokter Indonesia berdampak pada Pemenuhan Tenaga
Kesehatan Dokter pada Fasyankes

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan dan pendayagunaan
SDM kesehatan
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Mes untuk mbekan Kaben

"[Berkas Surat dari

Berkas Surat dari

tentang jadwal pelatihan pendamping PIDI dan BPPSDMK tentang BPPSDMK tentang jadwal
membuat konsep surat usulan nama yang mengikuti jadwal pelatihan pelatihan pendamping
pelatihan pendamping PIDI, PIDI, Disposisi

Disposisi

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Barkas Surat dari S5menit |Berkas Surat dari
memberitahukan Kab/Kota tentang jadwal pelatihan BPPSDMK tentang BPPSDMK tentang jadwal
pendamping PIDI dan membuat konsep surat jadwal pelatihan pelatihan pendamping
usulan nama yang mengikuti pelatihan pendamping PIDI, PIDI, Disposisi

Disposisi

3. |Membuat konsep Surat ke Dinkes Kab/Kota dan Berkas Surat dari 10 menit  |Konsep Surat ke Dinkes
RSUD untuk mengusulkan nama-nama pendamping BPPSDMK tentang Kab/Kota dan RSUD
PiDI yang akan mengikuti pelatihan jadwal pelatihan

PIDL

4. |Memeriksa konsep Surat ke Dinkes Kab/Kota dan Ya Konsep Surat ke Dinkes 5 menit |Konsep Surat ke Dinkes
RSUD, memberi paraf dan menyampaikan kepada Kab/Kota dan RSUD Kab/Kota dan RSUD
kabid.

5. |Memeriksa konsep Surat ke Dinkes Kab/Kota dan Tidak Konsep surat usulan 5 menit |Konsep surat usulan
RSUD, memberi paraf dan menyampalkan kepada pembukaan wahana pembukaan wahana PIDI
sekretaris. Xa . PIDI

6 |Memeriksa konsep Surat ke Dinkes Kab/Kota dan Ya Konsep Surat ke Dinkes 5 menit Konsep Surat ke Dinkes
RSUD, memberi paraf dan menyampaikan kepada Kab/Kota dan RSUD Kab/Kota dan RSUD
kadis.

7 |Memeriksa konsep Surat ke Dinkes Kab/Kota dan " Tidak Konsep Surat ke Dinkes 5menit  |Surat ke Dinkes Kab/Kota
RSUD, menandatangani dan menyampaikan Kab/Kota dan RSUD dan RSUD
kepada kabid.

8 |Menugaskan Kabid untuk menindaklanjuti surat ke Surat ke Dinkes Smenit |Surat ke Dinkes Kab/Kota
Dinkes Kab/Kota dan RSUD terkait usulan nama- ﬁ— Kab/Kota dan RSUD dan RSUD
nama pendamping PIDI yang akan mengikuti
peiatihan

9 |Menugaskan psjabat pelaksana untuk Surat ke Dinkes 5menit |Surat ke Dinkes Kab/Kota
menindaklanjuti surat ke Dinkes Kab/Kota dan Kab/Kota dan RSUD dan RSUD
RSUD terkait usulan nama-nama pendamping PIDI

| ikudi nalai

10 |Menggandakan, mendistribusikan dan Surat ke Dinkes 30 menit [Surat ke Dinkes Kab/Kota

mengarsipkan. Kab/Kota dan RSUD dan RSUD terkait usutan

nama-nama pendamping
PIDI yang mengikuti
pelatinan, bukdti
dokumentasi

149




[Nomor SOP AP - ] 58 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan : -
Tanggal Revis|
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG SDM KESEHATAN _

SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN Judul SOP AP : Pemmebeﬂtahuan visitasi wahana
| — program internsip dokter indonesia
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Kesehatan 1 Minimal D3
2 Undang-Undang noemor 5 tahun 2014 tentang ASN 2 Anggota Sekretariat Tim KIDI Provinsi
3 Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3 Anggota Sekretariat PIDI Provinsi
4 Undang-undang no.39 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Intersip 4 Menguasai Aplikasi SIM PIDI dan Website
5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birgkrasi 2010 - 2025 5 Menguasai pengisian Borang
6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8 Perda Provinsi NTT nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi NTT
[Keterkaitan : Peralataaneriengkapan
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 SK Tim Sekrefariat PIDI Provinsi
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer Unit
3 ATK
4 Aplikasi SIM PIDI, Aplikasi Borang dan jaringan infernet
5 Usulan Wahana
Lﬁeﬂng{atan : Pencatatan dan Pendataan :
Program Internsip Dokter Indonesia berdampak pada Pemenuhan Tenaga Kesehatan Dokter pada Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan dan
Fasyankes pendayagunaan SDM kesehatan
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Menugaskan Kasie untuk mempersiapkan

Berkas Surat dari

Berkas Surat dari

administrasi untuk visitasi wahana PIDI BPPSDMK tentang BPPSDMK tentang
visitasi wahana PIDI, visitasi wahana PIDI,
disposisi disposisi
2. |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Berkas Surat dari S menit Berkas Surat dari
mempersiapkan administrasi untuk visitasi wahana BPPSDMK tentang BPPSDMK tentang
PIDI visitasi wahana PI1DI, visitasi wahana PIDI,
disposisi disposisi
3. |Membuat konsep surat ke dinkes kab/kota tentang Berkas Surat dari 10 menit Konsep Surat
jadwal visitasi wahana PIDI dan menyampaikan ke Ya BPPSDMK tentang pemberitahuan ke Dinkes
kasie visitasi wahana PIDI, Kab/Kota tentang jadwal
disposisi visitasi wahana PIDI
4. |Memeriksa konsep surat ke kab/kota tentang jadwal Konsep Surat 5 menit Konsep Surat
visitasi wahana PIDI, memaraf dan menyampaikan Ya Tidak pemberitahuan ke Dinkes pemberitahuan ke Dinkes
ke kabid. Kab/Kota tentang jadwal Kab/Kota tentang jadwal
visitasi wahana PID! visitasi wahana PIDI
5. |Memeriksa konsep surat ke kab/kota tentang jadwal Konsep Surat 5 menit Konsep Surat
visitasi wahana PIDI, memaraf dan menyampaikan Tidak pemberitahuan ke Dinkes pemberitahuan ke Dinkes
ke Sekretaris. Kab/Kota tentang jadwal Kab/Kota tentang jadwal
visitasi wahana PIDI visitasi wahana PIDI
6 |Memeriksa konsep surat ke kab/kota tentang jadwal - — Konsep Surat 5 menit Konsep Surat
visitasi wahana PIDI, memaraf dan menyampaikan Tidak Ya pemberitahuan ke Dinkes pemberitahuan ke Dinkes
ke kadis. Kab/Kota tentang jadwal Kab/Kota tentang jadwal
visitasi wahana PIDI visitasi wahana PIDI
7 |Memeriksa konsep surat ke kab/kota tentang jadwal Konsep Surat S5 menit Surat pemberitahuan ke
visitasi wahana PIDI, menandatangani dan Tidak pemberitahuan ke Dinkes Dinkes Kab/Kota tentang
menyampaikan ke kabid. Kab/Kota tentang jadwal jadwal visitasi wahana
visitasi wahana PIDI PIDI
8 |Menugaskan Kabid untuk menindaklanjuti surat ke Surat pemberitahuan ke 5 menit Surat pemberitahuan ke
kab/kota tentang jadwal visitasi wahana PIDI Dinkes Kab/Kota tentang Dinkes Kab/Kota tentang
jadwal visitasi wahana jadwal visitasi wahana
PIDI PiDI
9 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Surat pamberitahuan ke 5 menit Surat pemberitahuan ke
menindaklanjuti surat ke kab/kota tentang jadwal Dinkes Kab/Kota tentang Dinkes Kab/Kota tentang
visitasi wahana PIDI jadwal visitasi wahana jadwal visitasi wahana
PIDI PIDI
10 |Menggandakan, mendistribusikan dan Surat pemberitahuan ke 30 menit Surat pemberitahuan ke

mengarsipkan.

Dinkes Kab/Kota tentang
jadwal visitasi wahana
PIDI

Dinkes Kab/Kota tentang
jadwal visitasi wahana
PIDI
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Nomor SOP AP - ] 59 Tahun 2019
: | 11 September 2019
1 Zatan =,

{Disahkan oleh L ala Di esahatan‘%
si nggara Tim

PEMERINTAH PROVINS|I NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN \ Minggu, M.Kes
BIDANG SDM KESEHATAN : ~ & MIP.196007311988121001
SEKS| PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN Judul SOP AP : IKW: peserta program interensip dokter
indon

[Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan; 1. Minimal D3
2  Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 Anggota Sekretariat Tim KIDI Provinsi
3  Undang -undang nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan 3 Anggota Sekretariat PIDI Provinsi
4  Undang-undang no.39 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Intersip 4 Menguasai Aplikasi SIM PIDI dan Website
5  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 5 Menguasai pengisian Borang
2010 - 2025
6  Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8 Perda Provinsi NTT nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT
Keterkaitan : I?'eralata_nfT'-‘?rieggkapan ¢
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. SK Tim Sekretariat PIDI Provinsi
2  SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer Unit
3 ATK
4 Aplikasi SIM PIDI, Aplikasi Borang dan jaringan internet
5 Usulan Wahana
[Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1 Program Internsip Dokter Indonesia berdampak pada Pemenuhan Tenaga Kesehatan

Dokter pada Fasyankes

1. Data Tenaga Kesehatan Dokter Umum di RS dan Puskesmas
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Menugaskan Kasie untuk mempersiapkan acara serah
terima, evaluasi dan pembekalan peserta PIDI

Berkas Surat Pemberitahuan
dari BPPSDM tentang
kegiatan Pemulangan dan
Pembekalan peserta PIDI,

disposisi

Berkas Surat Pemberitahuan
dari BPPSDM tentang
kegiatan Pemulangan dan
Pembekalan peserta PIDI,
disposisi

2. |Menugaskan Kasie mempersiapkan acara serah Berkas Surat Pemberitahuan S menit Berkas Surat Pemberitahuan
terima, evaluasi dan pembekalan peserta PIDI dari BPPSDM tentang dari BPPSDM tentang
kegiatan Pemulangan dan kegiatan Pemulangan dan
Pembekalan peserta PiDI, Pembekalan peserta PIDI,
disposisi disposisi
3. |Menyiapkan nota dinas dengan lampiran berita acara Berkas Surat Pemberitahuan 10 menit Nota dinas dengan lampiran
serah terima, jadwal pembekalan, data jumiah peserta 4 dari BPPSDM tentang berita acara serah terima,
PIDI yang pulang dan datang dan menyerahkan ke kegiatan Pemulangan dan jadwal pembaekalan tentative,
Kasie o Pembekalan peserta PIDI, data peserta PIDI
disposisi
4. |Menyampaikan nota dinas dengan lampiran berita f Nota dinas dengan lampiran 5 menit Nota dinas dengan lampiran
acara serah terima, jadwal pembekalan, data jumiah - berita acara serah terima, berita acara serah terima,
peserta PIDI yang pulang dan datang ke kasie. S jadwal pembekalan tentative, jadwal pembekalan tentative,
data peserta PIDI data peserta PIDI
5. |Menyampailkan nota dinas dengan lampiran berita \ Nota dinas dengan lampiran 5 menit Nota dinas dengan lampiran
acara serah terima, jadwal pembekalan, data jumiah berita acara serah terima, berita acara serah terima,
peserta PIDi yang pulang dan datang ke kabid. ‘ jadwal pembekalan tentative, jadwal pembekalan tentative,
- data peserta PIDI data peserta PIDI
6 |Menyampaikan nota dinas dengan lampiran berita Nota dinas dengan lampiran 5 menit Nota dinas dengan lampiran
acara serah terima, jadwal pembekalan, data jumlah berita acara serah terima, berita acara serah terima,
peserta PIDI yang pulang dan datang ke sekretaris. jadwal pembekalan tentative, jadwal pembelalan tentative,
data peserta PIDI data peserta PIDI
7 |Menyampaikan nota dinas dengan lampiran berita Nota dinas dengan lampiran 5 menit Terlaksana serah terima dan
acara serah terima, jadwal pembekalan, data jumlah berita acara serah terima, berita acara serah terima
peserta PIDI yang pulang dan datang serta meminta jadwal pembekalan tentative,
kesediaan kadis melaksanakan serah terima peserta data peserta PIDI
PIDI yang telah selesai dan yang akan ditempatkan.
8 |Menugaskan kasie untuk mengantar peserta PIDI ke b 4 Terlaksana serah terima dan 5 menit Berita acara serah
wahana PIDI. m berita acara serah terima terima,surat tugas
9 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk mendampingi \ Berita acara serah 5 menit Berita acara serah
peserta pidi ke wahana dan mendokumentasikan data — terima,surat tugas terima, surat tugas
berita acara serah terima dan peserta PIDI -
10 |Mendampingi peserta PIDI| melapor diri ke wahan Berita acara serah 30 menit Berita acara serah SOP penerbitan
PIDI dan mendokumentasikan Berita Acara dan data terima,surat tugas terima,surat tugas surat tugas

pesarta PiDI

153




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SDM KESEHATAN
SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Nomor SOP AP 60 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi e
Tanggal Efektif AL a
Disahkan oleh pals Kesehatan T
: Provinsi4 ara Tim
I [OMMAS KESEHATANI
| &4
N drg. ikus Mingqu, M.Kes
TN S186007311988121001
Judul SOP AP Penyais en profil SDM kesehatan Provinsi
NTT -

[Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

Undang- Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara

Undang - Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Permenkes nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan

SDM Kesehatan

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8 Perda Provinsi NTT nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

B WhN =

o))

1. Minimal D3
2 Menguasai Windows dan Microsoft Office
3  Menguasai Aplikasi SI-SDMK SDMK dan Website

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Keluar
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk

1. Form A1-A5 SDM Kesehatan 22 Kab/Kota
2  Aplikasi SI-SDMK dan jaringan internet
3 Komputer Unit

-Feringatan ¥

Pencatatan dan Pendataan :

1. Penyusunan Dokumen Profil SDM Kesehatan berdampak pada Penyusunan Rencana Kebutuhan
SDM Kesehatan Tk.Provinsi

1. Data Form A1-A5 SDM Kesehatan dari 22 Kab/Kota
2  Aplikasi SI-SDMK dan jaringan internet
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penyusunan dokumen Profil SDMK Provinsi NTT

Kab/Kota, Data apiikasi,
disposisi

ari
Kab/Kota, Data aplikasi,
disposisi

2. |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Data SDMK dari 22 S5menit |Data SDMK dari 22
melaksanakan penyusunan dokumen profil SDMK Kab/Kota, Data aplikasi, Kab/Kota, Data aplikasi,
Provinsi NTT disposisi disposisi

3. |Melaksankan pengoelahan data dan finalisasi data Data SDMK dari 22 1 hari Bahan profil SDMK
dari 22 Kab/Kota dan menyerahkan ke Kasie Kab{Kota, Data aplikasi,

disposisi

4. |Menyusun Dokumen Profil SDMK Pravinsi NTT Bahan profil SDMK 3 hari Konsep dokumen profil
dan menyerahkan ke Kabid SDMK

5. |Memeriksa konsep Dokumen Profil SDMK Konsep dokumen profil 1jam  |Konsep dokumen profil
Provinsi NTT , jika setuju memberi paraf dan SDMK SDMK
menyerahkan ke sekretaris, jika tidak setuju
mengembalikan kepada Kasie untuk diperbaiki

6 |Memeriksa konsep Dokumen Profil SDMK Konsep dokumen profil | 30 menit |Konsep dokumen profil
Provinsi NTT , jika setuju memberi paraf dan Tidak SDMK SDMK
menyerahkan ke kadis, jika tidak setuju T
mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

7 |Memeriksa konsep Dokumen Profil SDMK Konsep dokumen profil 15 menit |Dokumen profil SDMK
Provinsi NTT , jika setuju menandatangani dan SDMK
menyerahkan ke kabid, jika tidak setuju
mengembalikan kepada sekdis untuk diperbaiki I

8 |Menyerahkan dokumen profil SDMK Provinsi Dokumen profil SDMK Smenit |Dokumen profil SDMK
NTT ke Kasle untuk didokumentasikan

9 |Menyerahkan dokumen profil SDMK Provinsi \ Dokumen profil SDMK Smenit |Dokumen profil SDMK
NTT ke pejabat pelaksana untuk
didokumentasikan o _

10 |Menggandakan, mendistribusikan dan Dokumen profil SDMK 30 menit {Dokumen profil
mengarsipkan. SDMK bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

-J61 Tahun 2019

Nomor SOP AP
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

11 1?3&%@ 2019
] IPZRTNSN

7.6 o

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

f

-
\\\gf‘\‘ 3G

Judul SOP AP :ernemrﬁ't Rekomendasi Pendidikan Lanjut

Tenaga Kesehatan

|Dasar Hukum :

Kualifikas| pelaksana :

1 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Kesehatan

Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN

Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perda Provinsi NTT nomor 13 Tahun 2016 tentang TUBEL, IBEL dan lkatan Belajar

Permenkes nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis -
Sub Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis - Sub Spesialis

2
3
4

w0~

1. Minimal D3
2 Menguasai Windows dan Microscft Office

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP AP Penanganan Surat Masuk

1. ATK
2 Komputer
3 Berkas Permohonan Rekomendasi Pendidikan Lanjut Tenaga Kesehatan

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika penerbitan surat rekomendasi pendidikan lanjut tenaga kesehatan tidak sesuai prosedur maka
akan mempengaruhi kelancaran pengurusan administrasi tenaga kesehatan

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan dan
pendayagunaan SDM kesehatan
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Menugaskan Kasie untuk membuat rekomendasi
untuk mengikuti pendidikan.

Berkas Permohonan
rekomendasi mengikuti
pendidikan, disposisi

s Permohonan
rekomendasi mengikuti
pendidikan, disposisi

2 |menugaskan pejabat pelaksana untuk membuat Berkas Permohonan|5 menit Berkas Permohonan

surat rekomendasi rekomendasi mengikuti rekomendasi mengikuti
pendidikan, disposisii pendidikan, disposisi

3 |membuat konsep surat rekomendasi pendid-i'kan Berkas Permohonan 10 menit Konsep Surat

lanjut tenaga kesehatan rekomendasi mengikuti rekomendasi
pendidikan, disposisi

4 [Memeriksa konsep surat rekomendasi pendidikan Konsep Surat rekomendasi S menit Konsep Surat
lanjut tenaga kesehatan, memberi paraf dan rekomendasi yang
menyerahkan ke kabid. diparaf

5 |Memeriksa konsep surat rekomendasi pendidikan Konsep Surat rekomendasii5 menit Konsep Surat
lanjut tenaga kesehatan, memberi paraf dan yang diparaf rekomendasi yang
menyerahkan ke sekretaris. Tidak diparaf

|

6 |Memeriksa konsep surat rekomendasi pendidikan Konsep Surat rekomendasi |5 menit Konsep Surat
lanjut tenaga kesehatan, memberi paraf dan Ya ‘ Ya yang diparaf rekomendasi yang
menyerahkan ke Kadis. Tidak ;3 diparaf

7 |Memeriksa konsep surat rekomendasi pendidikan Konsep Surat rekomendasi |5 menit Surat rekomendasi
lanjut tenaga kesehatan, menandatangani dan yang diparaf
menyampaikan ke kabid. Tidak ?

8 |Menyerahkan surat rekomendasi ke Kasie untuk Surat rekomendasi 5 Menit Surat rekomendasi
diserahkan ke pemohon dan didokumentasikan *

8 [Menyerahkan surat rekomendasi ke pejabat Surat rekomendasi 5 menit Surat rekomendasi
pelaksana untuk diserahkan ke pemohon dan “
didokumentasikan

10 |Menggandakan, menyampaikan surat ke \ Surat rekomendasi 10 menit  |Surat rekomendasi
pemohon dan mendokumentasikan. — pendidikan lanjut

tenaga kesehatan, bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SDM KESEHATAN
SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Dasar Hukum :

Nomor SOP AP - |62 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi
ITanggil Efektif
|Disahkan oleh

N (P 1660073119881
Judul SOP AP : |Workshap Pertitingsn Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan
Tingkat Provinsl~

Kualifikasl pelaksana :

1 Undang- Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara

2 Undang - Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

SDM Kesehatan

7 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8 Perda Provinsi NTT nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

6 Peraturan Mentri Kesehatan nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan

1. Minimal D3

2 Menguasai Windows dan Microsoft Office
3 Menguasai Aplikasi Renbut SDMK dan Website

rKeterkai-tan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan surat Masuk
2 SOP AP Penaganan Surat Keluar
3 SOP AP Penyusunan Dokumen Renbut SDM Kesehatan

1. Data Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan 22 Kab/Kota
2 Aplikasi Renbut dan jaringan internet
3 Komputer Unit

Eerlngatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika workshop perhitungan kebutuhan SDM kesehatan tingkat provinsi tidak dilaksanakan sesuai
prosedur, akan berdampak pada rencana penyusunan kebutuhan SDM kesehatan

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan dan pendayagunaan SDM
kesehatan
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Menugaskan Kasie untuk melaksanakan workshop perhitungan
kebutuhan SDMK tk. Provinsi

|kegiatan dan mengarsipkan.

workshop perhitungan

dokumentasi

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk menyiapkan bahan Disposisi 10 menit Disposisi
pelaksanaan workshop dan menyampaikan kepada kasie
3. |Menyizpkan bahan pelaksanaan workshop dan menyampaikan kepada Disposisi 1 jam Bahan pelaksanaan
kasie. |kegiatan workshop
4. |Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan workshop dan A Bahan pelaksanaan kegiatan 2 jam Konsep kerangka acuan
menyampaikan kepada kabid Ya workshop pelaksanaan kegiatan
L waorkshop
5. |Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan workshop. dan v Konsep kerangka acuan 30 menit  |Draf kerangka acuan
menugaskan kepada kasie untuk melaksanakan rapat persiapan Tidak pelaksanaan kegiatan pelaksanaan workshop
penyelenggaraan workshop. workshop
Ya
7. |Rapat persiapan penyelenggaraan workshop Draf kerangka acuan 2 jam Draf Kerangka acuan
pelaksanaan workshop pelaksanaan workshop,
8. |Menyempurnakan draf kerangka acuan pelaksanaan workshop dan Draf Kerangka acuan 2 jam Draf Kerangka acuan
menyampaikan kepada Kabid Ya {pelaksanaan workshop, pelaksanaan workshop,
notulen rapat notulen rapat
9. |Memeriksa hasil penyempurnaan draf kerangka acuan penyelenggaraan Draf Kerangka acuan 1 jam Kerangka acuan
workshop. Apabila setuju menyampaikan kepada kasie untuk b 4 Tidak pelaksanaan bimtek, notulen pelaksanaan kegiatan
melaksanakan kegiatan workshop. Apabila tidak setuju dikembalikan Q rapat workshop, persiapan
kepada kasie untuk memperbaiki Ya administrasi dan tempat
pertemuan workshop
10 [Melaksanakan kegiatan workshop perhitungan kebutuhan SDMK tk. Kerangka acuan pelaksanaan 3 Hari Terselenggaranya kegiatan
Provinsi yang dibuka oleh kadis/sekretaris. |kegiatan warkshop, persiapan workshop perhitungan
_: ::.::m:)- |administrasi dan tempat kebutuhan SDMK tk
__ 3 o : " |perternuan workshop Provinsi
11 |Menindaldanjuti hasil kegiatan workshop, menyusun laporan hasil | Terselenggaranya kegiatan 2 Hari Daokumen laporan, bukti

|kebutuhan SDMK tk. Provinsi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SUMBER SAYA MANUSIA KESEHATAN

SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN

INomor SOP AP

: 163 Tahun 2019

|Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

|Disahkan oleh

Manajemen |Data dan Informasi Program Perencanaan dan

Judul SOP AP " |Pendayagunaan SDM Kesehatan

|Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2
2010 - 2025
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Integrasi

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3

1 Pendidikan minimal 81
2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan
3 Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi NTT
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

1 Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2 Laporan bulanan program

3 Data indikator program
4 Perangkat Komputer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika managamen data dan informasi kesehatan tidak sesuai prosedur maka akan
berdampak pada kualitas informasi kesehatan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan.
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enugaskan kn -

enda kerja

10 menit

Disposisi

pengumpulan/menghimpun data

kesehatan

Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit |Disposisi

melakukan pengumpulan data

kesehatan

Mengumpulkan data kesehatan sesuai Disposisi 3 Hari |Data kesehatan

tupoksi seksi dan menyampaikan ke yang terkait dengan

kasie. tupoksi

Melakukan verifikasi dan analisa data Data kesehatan 3 hari |Draf informasi

kesehatan dengan membandingkan v yang terkait dengan kesehatan dari seksi

dengan standar atau target, mengolah = tupoksi

menjadi informasi kesehatan dan Tidak

menyampaikan kepada kabid.

Menelaah informasi kesehatan dari Draf informasi 2 Jam |informasi kesehatan

seksi, jika setuju menandatangani dan kesehatan dari seksi bidang Sumber

menugaskan pejabat pelaksana Daya Manusia

menindaklanjuti. Tidak Kesehatan

Mendistribusikan dan mengarsipkan Informasi kesehatan| 30 menit |Informasi kesehatan

informasi kesehatan sesuai kebutuhan bidang Sumber bidang Sumber
Daya Manusia Daya Manusia
Kesehatan Kesehatan
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SUMBER SAYA MANUSIA KESEHATAN

SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA
' KESEHATAN

Nomor SOP AP :| 64 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 Se SF2049

Tanggal Revisi AN B

Tanggal Efektif ,55(@‘7’ N "

Disahkan oleh

* (Dt K FEOVITS T

“““ e ——

Judui SOP AP

|

Penyusunaf Kérangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

1.

Pendidikan minimal sarjana

2. Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 2. Memahami proses penyusunan TOR dan RAB
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar 2.  Komputer/Printer
3. Telephon/Faximile

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program di Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
tidak sesuai prosedur akan berdampak pada kualitas penyusunan rencana kerja di Dinas
Kesehatan Provinsi NTT.

Pendayagunaan Sumber Da

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Perencanaan dan

ya Manusia Kesehatan.
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Menugaskan kepala seksi untuk menyusun

Bulan jauan‘

Disposisi / petunjuk
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan tahun berjalan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) program di dari tahun
Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan rencana.
Sumber Daya Manusia Kesehatan !
Menugaskan pejabat pelaksana untuk i Disposisi/ petunjuk | 10 meni |Disposisi / petunjuk
mengumpulkan bahan penyusunan TOR
dan RAB program.
Mengumpulkan/menghimpun bahan Disposisi /petunjuk 1 Hari |Bahan atau data
penyusunan TOR dan RAB dan dukung
menyampaikan kepada kepala seksi. penyusunan TOR

dan RAB
Menyusun konsep TOR dan RAB program Bahan atau data 1 Minggu |Konsep TOR dan
dan menyampaikan kepada kepala bidang. dukung RAB

penyusunan TOR
dan RAB

Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila Konsep TOR dan 2Jam |Konsep TOR dan
setuju menyampaikan kepada kepala seksi Tidak RAB RAB
dan staf untuk rapat. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kepala seksi untuk
diperbaiki. Ya
Rapat membahas TOR dan RAB program Konsep TOR dan 2jam  |Notulen hasil rapat
Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan RAB, daftar hadir. dan Berita acara
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang rapat
dipimpin oleh kepala seksi
Menugaskan kepala seksi untuk Notulen hasil rapat 2hari  |Notulen hasil rapat,

memperbaiki Kerangka Acuan Kegiatan
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
program di Seksi Perencanaan dan
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

K i

dan Berita acara
rapat

Berita acara rapat,
disposisi / petunjuk
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Menyusun konsep perbaikan TOR dan
RAB program sesuai notulen rapat,
memaraf dan menyampaikan kepada
kepala bidang.

Notulen hasil rapat,
berita acara rapat,
disposisi / petunjuk

RAB

Memeriksa konsep perbaikan TOR dan
RAB program. Apabila setuju,
menandatangani dan menyampaikan
kepada para kepala seksi. Apabila tidak
setuju dikembalikan kepada kepala seksi
untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Draft TOR dan
RAB

1 Jam

TOR dan RAB

10

Menyerahkan dokumen TOR dan RAB
kepada pejabat pelaksana untuk
didistribusikan dan didokumentasikan.

TOR dan RAB

10 menit

TOR dan RAB

11

Mendistribusikan dan mendokumentasikan

TOR dan RAB

30 menit

TOR dan RAB,
bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SDM KESEHATAN
SEKS| PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Nomor SOP AP - |65 tahun 2019

Tanggal Pembuatan : 111 Se 2919

Tanggal Revisi | AR iAH o

Tanggal Efektif s et “\u *v} i N
Disahkan oleh L M‘ -

Judul SOP AP 3 shop.Panyus
_Kobutuhan SDII Kaehatan T'ngkat Provinsi

2025

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6 Permenkes nomar 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
SDM Kesehatan

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8 Perda Provinsi NTT nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

[Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1 Undang- Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara 1. Minimal D3
2 Undang - Undang nemor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2 Menguasai Windows dan Microsoft Office
3 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3 Menguasai Aplikasi Renbut SDMK dan Website
4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -

[Keterkaitan :

Peralatan!Peﬂengkapan

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar
3 SOP AP Workshop Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan TK. Provinsi
4 SOP AP Workshop Penyusunan Kebutuhan SDM Kesehatan TK.Provinsi

1. Data Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan 22 Kab/Kota
2 Aplikasi Renbut dan jaringan internet
3 Komputer Unit

[Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan berdampak pada Penyusunan
Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tk.Provinsi

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan dan
pendayagunaan SDM kesehatan
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1. |Menugaskan Kasie untuk melaksanakan Agenda Kerja 10 menit |Disposisi
workshop penyusunan dokumen rencana
kebutuhan SDMK tk. Provinsi
2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Disposisi 10 menit |Disposisi
menyiapkan bahan pelaksanaan workshop
dan menyampaikan kepada kasie
3. |Menyiapkan bahan pelaksanaan workshop Disposisi 1 jam Bahan pelaksanaan
dan menyampaikan kepada kasie. kegiatan workshop
4. |Menyusun konsep kerangka acauan Ya Bahan pelaksanaan 2jam Konsep kerangka acuan
pelaksanaan workshop dan menyampaikan kegiatan workshop pelaksanaan kegiatan
ke i i workshop
5. |Memeriksa konsep kerangka acuan Konsep kerangka 30 menit  |Draf kerangka acuan
pelaksanaan workshop. dan menugaskan acuan pelaksanaan pelaksanaan workshop
kepada kasie untuk melaksanakan rapat kegiatan workshop
persiapan penyelenggaraan workshop. Ya
7. |Rapat persiapan penyelenggaraan workshop Draf kerangka acuan 2jam Draf Kerangka acuan
* pelaksanaan workshop pelaksanaan workshop,
8. |Menyempurnakan draf kerangka acuan Ya Draf Kerangka acuan 2jam IDraf Kerangka acuan
pelaksanaan workshop dan menyampaikan pelaksanaan pelaksanaan workshop,
kepada Kabid workshop, notulen notulen rapat
rapat
9. |Memeriksa hasil penyempurnaan draf Draf Kerangka acuan 1jam Kerangka acuan
kerangka acuan penyelenggaraan workshop. X Tidak pelaksanaan bimtek, pelaksanaan kegiatan
Apabila setuju menyampaikan kepada kasie ’ notulen rapat workshop, persiapan
untuk melaksanakan kegiatan workshop. administrasi dan tempat
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada pertemuan workshop
kasie untuk memperbaiki Ya
10 |Melaksanakan kegiatan workshop Kerangka acuan 3 Hari Terselenggaranya
penyusunan dokumen rencana kebutuhan pelaksanaan kegiatan kegiatan workshop
SDMK k. Provinsiyang dibuka oleh -;——:“:::-:j-: workshop, persiapan penyusunan dokumen
kadis/sekretaris. S . RO - administrasi dan rencana kebutuhan
tempat pertemuan SDMK tk. Provinsi
workshop
11 |Menindaklanjuti hasil kegiatan workshop, \ Terselenggaranya 2 Hari Dokumen laporan, bukti
menyusun laporan hasil kegiatan dan - kegiatan workshop dokumentasi
mengarsipkan. penyusunan dokumen

rencana kebutuhan
SDMK tk. Provinsi




Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Permenkes nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
SDM Kesehatan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perda Provinsi NTT nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

[Nomor SOP AP 66 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 smibeg,zmg
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
IDisahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SDM KESEHATAN e
SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN Judul SOP AP Penyusunan Kebutuhan SDM Kesehatan Tk. Provinsi
Dasar Hukum : Kualifikas| pelaksana :
1 Undang- Undang nomor 5 tahyun 2014 tentang Apratur Sipil Negara 1. Minimal D3
2 Undang - Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2 Menguasai Windows dan Microsoft Office
3 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3 Menguasai Aplikasi Renbut SDMK dan Website
4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

|Keterkaitan :

Poralatanfl':'erlen_gkapan 2

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar
3 SOP AP Workshop Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan TK.Provinsi
4 SOP AP Workshop Penyusunan Kebutuhan SDM Kesehatan TK.Provinsi

1. Data Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan 22 Kab/Kota
2 Aplikasi Renbut dan jaringan internet
3 Komputer Unit

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan berdampak pada Penyusunan
Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tk.Provinsi

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi perencanaan dan
pendayagunaan SDM kesehatan
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Menugakan Kale tuk lksankan
penyusunan dokumen rencana kebutuhan
SDMK tk. Provinsi

Data Aplikasi Rebut (ABK
dan Standar Minimal),
agenda kerja

10 menit

Data Aplikasi Rebut (ABK

dan Standar Minimal),
agenda kerja, disposisi

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Data Aplikasi Rebut (ABK 10 menit |Data Aplikasi Rebut (ABK
menyiapkan bahan penyusunan dokumen dan Standar Minimal), dan Standar Minimal),
rencana kebutuhan SDM kesehatan termasuk agenda kerja, disposisi agenda kerja, disposisi
memvalidasi data entry dari 22 Kab/Kota dan
menyampaikan kepada kasie

3. |Menyiapkan bahan penyusunan dokumen Data Aplikasi Rebut (ABK 1)jam Bahan penyusunan dokumen
rencana kebutuhan SDM kesehatan termasuk dan Standar Minimal), rencana kebutuhan SDM
memvalidasi data entry dari 22 Kab/Kota dan agenda kerja, disposisi kesehatan termasuk
menyampaikan kepada kasie. memvalidasi data entry dari

22 Kab/Kota

4 Menyi;sun konsep dokumen renbut SDMK Bahan penyusunan 1 jam Konsep dokumen renbut

Provinsi NTT dan menyampaikan kepada kabid Ya dokumen rencana SDMK Provinsi NTT
kebutuhan SDM kesehatan
termasuk memvalidasi data
entry dari 22 Kab/Kota

5. |Memeriksa konsep dokumen renbut SDMK Tidak Konsep dokumen renbut 30 menit |Konsep dokumen renbut
Provinsi NTT, jika setuju, memberi paraf dan SDMK Provinsi NTT SDMK Provinsi NTT
menyampaikan kepada sekretaris.

6 |Memeriksa konsep dokumen renbut SDMK _ Konsep dokumen renbut 20 menit |Konsep dokumen renbut
Provinsi NTT, jika setuju, memberi paraf dan Tidak Ya SDMK Provinsi NTT SDMK Provinsi NTT
menyampaikan kepada kadis.

7 |Memeriksa konsep dokumen renbut SDMK Konsep dokumen renbut 10 menit |Dokumen renbut SDMK
Provinsi NTT, jika setuju, menandatangani dan Tidak SDMK Provinsi NTT Provinsi NTT
menyampaikan kepada kabid.

Ya

8 |Menugaskan Kasie untuk menindaklanjuti Dokumen renbut SDMK 5menit {Dokumen renbut SDMK
dokumen rencana kebutuhan SDMK tk. Provinsi Provinsi NTT Provinsi NTT

9 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk - Dokumen renbut SDMK 5menit |Dokumen renbut SDMK
menindaklanjuti dokumen rencana kebutuhan - Provinsi NTT Provinsi NTT
SDMK tk. Provinsi

10 |Menggandakan, mendistribusikan dan Dokumen renbut SDMK 1jam Dokumen renbut SDMK

mengarsipkan.

Provinsi NTT

Provinsi NTT, bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG SDM KESEHATAN
SEKSI LEGALITAS TENAGA KESEHATAN DAN INSTITUSI DIKLAT SDM KESEHATAN

Nomor SOP AP |67 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan > 111 September 2019

Tang_gal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP : |Surat ﬁ’éﬁ“&ﬁéﬂdﬁs‘ll.oios Butuh Apoteker

Dasar Hukum ;
1 Undang - Undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

2 Undang - Undang no. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3 Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :
1. Menguasai Windows dan Microsoft Office

= Memiliki pemahaman tentang proses pembuatan rekomendasi lolos butuh Apoteker

Keterkaitan :
1 SOP AP Penerbitan Surat Bukti Lapor Apoteker
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :
1 ATK

2 Komputer
3 Printer

o

Peringatan :
Keterlambatan penerbitan surat loles butuh Apoteker akan berdampak pada keterlambatan pengurusan ljin
Prakiek Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan

Pencatatan dan Pendataan :
Database bidang SDM Kesehatan
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Menugaskan kepala seksi untuk

Surat permohonan, Berkas

Surat Pernyataan Pindah

dan Provinsi sebelumnya.

menindaklanjuti surat permohonan dan Portiblic. Bibptais 10 menit |Disposisi. Penugasan STRA / SERKOM yang
berkas usulan pemohon v masih berdaku, Pas Foto
4X6 latar merah
Menugaskan pejabat pelaksana untuk Surat permohonan, Berkas, ; i i
memverifikasi berkas usulan Disposisi el {Depesisy Fenugesan
Melakukan verifikasi berkas usulan, bila ]
lengkap dibuat konsep surat lolos butuh — &.”;a;:gm“ho"a“' Berkas. | 30 menit ::‘l’::zf_’l;:;‘ ';:E::e"das'
Apoteker selanjutnya diserahkan ke kasie i B
b ¢
Memenksa kqnsep SIRIE D pengr Konsep surat rekomendasi .. |Konsep surat rekomendasi
diparaf dan diserahkan ke kabid, jika Ya 6los buluk apotekar 10 menit tolos butuh apoteker
salah dikembalikan ke pejabat pelaksana ) { Tidak p P
Memeriksa konsep surat rekomendasi, ) .
memberikan paraf untuk diserahkan ke Tk :;?on:zzli:rgt J;I::g:endaa 10 menit :g?;ﬁsiﬁti:rzt :)e;i;:;endasa
Sekretaris ida p p
Ya
Memeriksa dan memberi paraf untuk Ya Konsep surat rekomendasi 10 menit Konsep surat rekomendasi
selanjutnya diserahkan ke Kadis Tidak lolos butuh apoteker Holos butuh apoteker
A
Menelaah, mengoreksi dan Tidak : i
menandatangani konsep surat :J?;‘;Ep tz:r:t ::l;:gendasn 10 menit bSU: art‘ fk;r:: : rdas' \olos
rekomendasi lolos butuh apoteker v P HE2R
Menugaskan kepala seksi untuk _ '
menindaklanjuti surat rekomendasi lolos g’;ﬁ; :ak;r:f;dasr Mokt 5 menit ﬁutrj: ?kotr::;daw lolog
butuh apoteker P et
; 4
Menugaskan pejabat pelaksana ; _
menindaklanjuti surat rekomendasi lolos - s:tr:; ;ek;:lf::jam wlos 5 menit E:'{:; r:k:g: ;dasn s
butuh apoteker p p
Membubuhkan nomor surat, Mengirimkan T e Surat rekomendasi lolos
dan mengarsipkan Surat Rekomendasi - 30 menit  |butuh apoteker, bukti

Lolos Butuh Apoteker

butuh apoteker

dokumentasi

170




[Nomor SOP AP : | 68 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan : :1 1 September 2019

Taﬂgal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG $DM KESEHATAN
SEKSIIEGALITAS TENAGA KESEHATAN AN
DAN INSTITUSI DIKLAT SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  Judul SOP AP : |pener|:ﬂ{“a‘ﬁ"§ﬁmt Penugasan Dokter Spesialis

|Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang ijin praktek dan pelaksanaan
praktek kedokteran

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal Diploma Il
2. Menguasai Windows dan Microsoft Office

3. Memahami proses penerbitan surat penugasan dokter spesialis

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer
3 Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika Penerbitan Surat Penugasan Dokter Spesialis tidak dilakukan maka Dokter Spesialis tidak
memiliki dasar hukum untuk memberikan pelayanan kesehatan di tempat tugas (untuk tempat
praktek ke - 4)

Database bidang SDM Kesehatan
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Menugaskan kepala seksi untul Surat permohonan, Disposisi, Penugasan  |SIP dokter di 3 tempat, STR
menindaklanjuti surat pengantar Berkas Pemohon, yang masih berlaku, KTP, Pas
permohonan penugasan dokter spesialis Disposisi foto 4X8 latar merah, surat
oleh Dinkes Kota'kab dan berkas usulan rekomendasi dari tempat kerja
pemohon asal, surat kerja sama dengan

tempat kerja yg akan dituju,

surat rekomendasi dari

organisasi profesi (IDI)

" |Menugaskan pejabat peiaksana untuk Surat permohonan, |10 menit Disposisi, Penugasan
memverifikasi berkas usulan Berkas, Disposisi
Melakukan verifikasi berkas usulan, bila Surat permohonan, |30 menit Konsep surat
lengkap dibuat konsep surat yang Ya Berkas, Disposisi |penugasan
selanjutnya diserahkan ke kasie
Memeriksa dan memberi parafuntuk Ya Konsep surat 10 menit  |Draft surat yang sudah
selanjutnya diserahkan ke Kabid Tidak penugasan di paraf
Memeriksa dan memberi paraf untuk Draft surat yang 10 menit Draft surat yang sudah
selanjutnya diserahkan ke Sekretaris - sudah di paraf di paraf
a
Memeriksa dan memberi paraf untuk Tidak Rt Ya Draft surat yang 10menit | Draft surat yang sudah
selanjutnya diserahkan ke Kadis sudah di paraf di paraf
Mengoreksi dan menandatangani draft Tidak Draft surat yang 10 menit Surat penugasan dokter
surat penugasan selanjutnya diserakan sudah di paraf spesialis yang sudah
ke kabid ditandatangani
Menugaskan kepala seksi untuk surat penugasan 5 menit surat penugasan dokter
menindaklanjuti dokter spesialis yang spesialis yang sudah
sudah ditandatangani ditandatangani
Menugaskan pejabat pelaksana untuk surat penugasan 5 menit surat penugasan dokter
menindaklanjuti dokter spesialis yang spesialis yang sudah
sudah ditandatangani ditandatangani
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10

Membubuhkan nomor surat,
Menyerahkan surat penugasan dokter
spesialis kepada pemohon dan
mengarsipkan

surat penugasan
dokter spesialis yang
sudah di
tandatangani dan

30 menit

surat penugasan dokter
spesialis dan bukti arsip
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SEKSI LEGALITAS TENAGA KESEHATAN

DAN INSTITUS! DIKLAT SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Dasar Hukum :

Nomor SOP AP

169 Tahun 2019

T

11 September 2019

Fanen T

/)

Judul SOP AP

3 . Kesehatan
s Tenggdra Timu

X

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/ MENKES/PER/VIII/ 2011 Tentang Registrasi Tenaga
Kesehatan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomeor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

2
3
4

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 . Pendidikan minimal Diploma il
2 . Menguasai Windows dan Microsoft Office

[Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 . Komputer/laptop
3 . Printer

[Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika penerbitan STR tenaga kefarmasian tidak sesuai prosedur akan berdampak pada legal tidaknya
tenaga kefarmasian melaksakan fungsinya di fasilitas pelayanan kesehatan
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Menerima disposisi surat Surat permohonan 5 menit |Surat permohonan

permohonan penerbitan Surat beserta berkas beserta berkas

Tanda Registrasi Tenaga Teknis kelengkapan administrasi, kelengkapan administrasi,

Kefarmasian ( STRTTK) dari disposisi disposisi

Kadinkes/Sekretaris dan

menugaskan kasie untuk

menindaklanjuti.

Menugaskan pejabat pelaksana Surat permohonan 5 menit |Surat permohonan

untuk memferivikasi berkas beserta berkas beserta berkas

usulan kelengkapan administrasi, kelengkapan administrasi,
disposisi disposisi

Melalakukan ferivikasi berkas Surat permohonan 10 menit |Berkas permohonan

usulan, jika lengkap STRTTK beserta berkas terverifikasi lengkap

diproses. Jika tidak lengkap kelengkapan administrasi,

dikembalikan kepada pemohon disposisi

untuk dilengkapi.

Membuat STRTTK dan Berkas permohonan 30 menit |Konsep STRTTK

menyampaikan ke kasie terverifikasi lengkap

Mengoreksi dan memaraf Konsep STRTTK 10 menit |Konsep STRTTK

STRTTK dan menyampaikan ke

kabid. Ya 3

Mengoreksi dan memaraf Konsep STRTTK 10 menit |Konsep STRTTK

STRTTK dan menyampaikan ke

sekretaris. Tidak

Mengoreksi dan memaraf Y Konsep STRTTK 10 menit [Konsep STRTTK

STRTTK dan menyampaikan ke

kepala dinas. Tidak

Mengoreksi dan menandatangani Konsep STRTTK 10 menit |{Surat Tanda Registrasi

STRTTK dan menyerahkan Tenaga Teknis

kembali ke kabid Kefarmasian (STRTTK)

Menugaskan kasie untuk ‘T Surat Tanda Registrasi 5 menit |Surat Tanda Registrasi

menindaklanjuti Surat Tanda Tenaga Teknis Tenaga Teknis

Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) Kefarmasian (STRTTK)

Kefarmasian { STRTTK) l
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10

Menugaskan pejabat pelaksana
untuk menyampaikan STRTTK ke

Surat Tanda Registrasi
Tenaga Teknis

5 menit

Surat Tanda Registrasi
Tenaga Teknis

pemohon Kefarmasian (STRTTK) Kefarmasian (STRTTK)

11 |Menyerahkan STRTTK kepada Surat Tanda Registrasi 10 menit |Surat Tanda Registrasi
pemohon dan Tenaga Teknis Tenaga Teknis
mendokumentasikan Kefarmasian (STRTTK)

Kefarmasian (STRTTK),
Jbukti tanda terima
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SDM KESEHATAN
SEKSI LEGALITAS TENAGA KESEHATAN DAN INSTITUSI DIKLAT SDM KESEHATAN

Nomor SOP AP 70 Tahun 2019 _
11 September 2019
B R
: ff S/ 3%

Disahkan oleh

* [oinas KE >Prbv1

e

Judul SOP AP

IPenorbltan Surat Bukti Lapor Apoteker

[Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - Undang no. 36 tahun 20089 tentang Kesehatan

2 Undang - Undang no. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6 Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Menguasai Windows dan Microsoft Office
2. Memiliki pemahaman tentang proses pembuatan rekomendasi bukti lapor Apoteker

[Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP AP Penerbitan Surat Lolos Butuh Apoteker 1 ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk 2 Komputer
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar 3 Printer
F’erlngatan : Pencatatan dan Pendataan :

Keterlambatan penerbitan surat Bukti Lapor Apoteker akan berdampak pada keterlambatan pengurusan
ljin Praktek Kefarmasian di Fagsilitas Kesehatan

Database Bidang SDM Kesehatan




Surat Lolos Butuh dari

Menugaskan kepala seksi untuk Surat permohonan, i bl
1. |menindakianjuti surat permohonan dan Berkas Pemohon, 10 menit |Disposisi, Penugasan Pronineed umnya, STRA /
berkas usulan pemohon Disposisi SERKCM yang sl borak,
pe Pas Foto 4X6 latar merah
2 Menugaskan pejabat pelaksana untuk Sural permohonan, 10 menit Surat permohonan, Berkas,
memverifikasi berkas usulan Berkas, Disposisi Disposisi
Melakukan verifikasi berkas usulan, bila Tidak .
3 |lengkap dibust konsep surat bukti lapor >- g:::;”"g?’“hc'?;"' 30 menit :"pg:&f”‘“‘ Ry e
Apoteker selanjutnya diserahkan ke kasie B, IBpes L
Memeriksa konsep surat bila benar " Tidak] Ya
i diparaf dan diserahkan ke kabid untuk - - Konsep surat bukti lapor 10 menit Konsep surat bukti lapor
paraf, bila salah dikembalikan ke pejabat - - Apoteker Apoteker
pelaksana
; ; Ya
Memeriksa draft surat selanjutnya P i
5 |memberikan paraf untuk diserahkan ke € :ggmf""” buldilapor | 44 menit [Draft surat yang sudah diparaf
Sekrelaris Ya
Memeriksa dan memberi paraf untuk Ya Draft surat yang sudah ; :
6 selanjutnya diserahkan ke Kadis T diparaf 10 menit |Draft surat yang sudah diparaf
Menelaah, mengoreksi dan
7 |menandatangani draf surat buldi lapor D_raﬁ S ng sadah 10 menit |Surat bukti lapor apoteker
Tidak diparaf
Apoteker _Ya
8 mM::liJr?;:I:: :Jmp:u?at bukltiulr: ::r apoteker Surat bukli lapor apoteker | 5 menit |Surat bukti lapor apoteker
9 m“;:;'f:::;:ﬁ‘::ﬂf&;‘ﬁ:’;: :’:;';w Surat bukti lapor apoteker | 5 menit  [Surat bukti lapor apoteker
Membubuhkan Nomor Surat,cap, h :
10 [Mengirimkan dan mengarsipkan Surat - Surat bukdi lapor apoteker | 5menit | Urat bukdi lapor apoteker

Bukti Lapor Apoteker

,bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SDM KESEHATAN

SEKSI LEGALITAS TENAGA KESEHATAN DAN INSTITUSI DIKLAT SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

Nomor SOP AP : §71 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan S I Septgmber 20-‘}9_‘

Tanggal Revisi ;

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP Peﬂerbrlan SK Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat

Provinsi Dan Nasional

1

Dasar Hukum :

Undang - Undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Kualifikasi pelaksana :
1 Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterlambatan penetapan SK Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan berdampak pada
keterlambatan pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan dan penerbitan SK Nakes teladan
tingkat Provinsi dan Nasional.

2 Undang - Undang no. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2 Memiliki pemahaman tentang kualifikasi tenaga kesehatan teladan berdasarkan
3 Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian profesi Nakes teladan.
4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 3 Memiliki pemahaman tentang pedoman pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan
2025 teladan.
5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Nakes Teladan belum pernah terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Puskesmas tingkat Nasional
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan
& Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/ Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan
# Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan.
8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan :
1 SOP AP Pelaksanaan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan 1 ATK
2 SOP AP Penerbitan SK Tim Penilai Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi 2 Komputer
3 Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Database Bidang SDM Kesehatan
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 Kepala Seksi untuk membuat

1 l;onsijp SK h:akes Teladan Tk. Provinsi Disposisi 5 menit Disposisi, penugasan
an Nasiona
Menugaskan staf pelaksana untuk
2 ?em:m:m:n‘; lNakes Teladan Tk. Disposisi 5 menit Disposisi, penugasan
Membuat konsep surat keputusan Nakes Berkas hasil rekapan {60 menit Disposisi, Konsep SK
Teladan Tk. Provinsi dan Nasional, 1panilaian. ,disposisi Nakes teladan Tk.
3 |selanjutnya diserahkan ke Ka. Seksi. Provinsi dan Nasional
Memeriksa dan memberi paraf konsep SK 12 Berkas hasil rekapan |10 menit [Konsep SK Nakes
Nakes Teladan Tk. Provinsi dan Nasional penilaian disposisi teladan Tk. Provinsi dan
4 |untuk diserahkan ke Sekretaris o Nasional
Berkas hasil rekapan |10 menit  |Konsep SK Nakes
Memeriksa dan memberi paraf konsep SK penilaian disposisi te&ac_lan Tk. Provinsi dan
5 |Nakes Teladan Tk. Provinsi dan Nasional Nasional
untuk diserahkan ke Ka. Dinkes. Tidak Va
Berkas hasil rekapan 30 menit Konsep SK Nakes
6 Memeriksa dan memberi paraf untuk a penilaian ,disposisi teladan Tk. Provinsi dan
selanjutnya diserahkan ke Kadis Tidak Nasional
»
Menelaah, mengoreksi konsep SK Nakes Berkas hasil rekapan menit Draf SK Nakes teladan
7 |Teladan Tk. Provinsi dan Nasional, penilaian ,disposisi Tk. Provinsi dan
memberi paraf Tidak Nasional
. Draf SK Nakes teladan |5 Menit Draf SK Nakes teladan
8 Menygaskan_ kgzala s?(ka untuk Tk. Provinsi dan Tk. Provinsi dan
menindaklanjuti draf SK Nakes Teladan Masicnal Nasional
. - Draf SK Nakes teladan |5 Menit Draf SK Nakes teladan
g [Menugaskan tim dpﬂr"gj; :"‘t”" Tk. Provinsi dan Tk. Provinsi dan
menindaklanjuti dra akes Teladan Nasional Nasional
Draf SK Nak n Nakes teladan Tk. "
Melanjutkan pengurusan draf SK Nakes Tk P?ov‘::i ::ntelania g:f,v;nsi dan Nai?onal Terkait dengan
10 teladan Tk. Provinsi dan Nasional untuk Naéi el 1 hari SOP AP
ditandatangani Gubernur kemudian SK Penanganan
diterbitkan Surat Keluar
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SUMBER SAYA MANUSIA KESEHATAN

SEKSI LEGALITAS TENAGA KESEHATAN DAN INSTITUSI DIKLAT SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

[Nomor SOP AP 72 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 w
Tanggal Revisi P A SR 0%
Tanggal Efektif /A g R
|Disahkan oleh " L*.mwwWepala Di hatan *
4 [DinAs KE5¢ - Provinsi N Timu
Judul SOP AP Manajemen Data dan Informasi Program Legalitas Tenaga

Kesehatan dan Institusi Dikiat SDM Kesehatan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2
2010 - 2025
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Integrasi

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S1
2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan
3 Menguasai windows dan microsoft Office

|Keterkaitan :

Peralatan/Periengkapan :

1 SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi NTT
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

1 Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2 Laporan bulanan program

3 Data indikator program

4 Perangkat Komputer

|Permgatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika managamen data dan informasi kesehatan tidak sesuai prosedur maka akan
berdampak pada kualitas informasi kesehatan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Legalitas Tenaga Kesehatan dan
Institusi Diklat Sumber Daya Manusia Kesehatan.
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Meugaskan kasie melakukan

pengumpulan/menghimpun data
kesehatan

Agda kerja

10 menit i

lspost5|

Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit |Disposisi
melakukan pengumpulan data
kesehatan
Mengumpulkan data kesehatan sesuai Disposisi 3 Hari |Data kesehatan
tupoksi seksi dan menyampaikan ke yang terkait dengan
kasie. tupoksi
Melakukan verifikasi dan analisa data Data kesehatan 3hari |Draf informasi
kesehatan dengan membandingkan - yang terkait dengan kesehatan dari seksi
dengan standar atau target, mengolah tupoksi
menjadi informasi kesehatan dan Tidak
menyampaikan kepada kabid.
Menelaah informasi kesehatan dari Draf informasi 2Jam |Informasi kesehatan
seksi, jika setuju menandatangani dan kesehatan dari seksi bidang Sumber
menugaskan pejabat pelaksana Daya Manusia
menindaklanjuti. Tidak Kesehatan

Ya
Mendistribusikan dan mengarsipkan Informasi kesehatan| 30 menit |Informasi kesehatan

informasi kesehatan sesuai kebutuhan

bidang Sumber
Daya Manusia
Kesehatan

bidang Sumber
Daya Manusia
Kesehatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SUMBER SAYA MANUSIA KESEHATAN

SEKSI LEGALITAS TENAGA KESEHATAN DAN INSTITUSI DIKLAT SUMBER DAYA

INomor SOP AP :T73 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan
Tan | Revisi
Tanggal Efektif

|Disahkan ojeh

Judul SOP AP :
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Program Legalitas Tenaga Kesehatan dan

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusynan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MANUSIA KESEHATAN h
[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 1. Pendidikan minimal sarjana
Nasional
2. Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 2. Memahami proses penyusunan TOR dan RAB

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer/Printer
3. Telephon/Faximile

[Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program di Seksi Legalitas Tenaga Kesehatan dan Institusi Diklat SDM Kesehatan tidak
sesuai prosedur akan berdampak pada kualitas penyusunan rencana kerja di Dinas
Kesehatan Provinsi NTT.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Legalitas
Tenaga Kesehatan dan Institusi Diklat SDM Kesehatan.
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Menugaskan kepala seksi untuk menyusun
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) program di
Seksi Legalitas Tenaga Kesehatan dan
Institusi Diklat SDM Kesehatan

Agenda Kerja

10 menit

Disposisi / petunjuk

Bulan januari
tahun berjalan
dari tahun
rencana.

Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi / petunjuk | 10 menit |Disposisi/ petunjuk
mengumpulkan bahan penyusunan TOR
dan RAB program.
Mengumpulkan/menghimpun bahan Disposisi /petunjuk 1 Hari |Bahan atau data
penyusunan TOR dan RAB dan dukung
menyampaikan kepada kepala seksi. penyusunan TOR
dan RAB

Menyusun konsep TOR dan RAB program Bahan atau data 1 Minggu |Konsep TOR dan
dan menyampaikan kepada kepala bidang. dukung RAB

penyusunan TOR

dan RAB
Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila Konsep TOR dan 2 Jam |Konsep TOR dan
setuju menyampaikan kepada kepala seksi RAB RAB
dan staf untuk rapat. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kepala seksi untuk
diperbaiki.
Rapat membahas TOR dan RAB program Konsep TOR dan 2jam  |Notulen hasil rapat
Seksi Legalitas Tenaga Kesehatan dan RAB, daftar hadir. dan Berita acara

Institusi Diklat SDM Kesehatan yang
dipimpin oleh kepala seksi

rapat
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am

7 |Menugaskan kepala seksi untuk Notulen hasil rapat 2 hari  |Notulen hasil rapat,
memperbaiki Kerangka Acuan Kegiatan dan Berita acara Berita acara rapat,
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) rapat disposisi / petunjuk
program di Seksi Legalitas Tenaga
Kesehatan dan Institusi Diklat SDM

8 [Menyusun konsep perbaikan TOR dan RAB Notulen hasil rapat, 2 Jam |Draft TOR dan
program sesuai notulen rapat, memaraf berita acara rapat, RAB
dan menyampaikan kepada kepala bidang. disposisi / petunjuk

9 |Memeriksa konsep perbaikan TOR dan Draft TORdan RAB|] 1Jam |[TOR dan RAB
RAB program. Apabila setuju,
menandatangani dan menyampaikan
kepada para kepala seksi. Apabila tidak Tidak
setuju dikembalikan kepada kepala seksi Ya
untuk diperbaiki

10 |Menyerahkan dokumen TOR dan RAB \ TOR dan RAB 10 menit [TOR dan RAB
kepada pejabat pelaksana untuk
didistribusikan dan didokumentasikan. —

11 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan TOR dan RAB 30 menit [TOR dan RAB,

bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SUMBER SAYA MANUSIA KESEHATAN
SEKSI LEGALITAS TENAGA KESEHATAN DAN INSTITUSI DIKLAT SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN

74 Tahun 2019

11 pm‘lg

: (;,/-"“‘\\

: //ia/ ' \ A Q

: /OAR_Kepala DI hatan \{
* DWA; KE ch—;%ﬂﬂd N Timu

Judul SOP AP

E)asar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang - Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang - Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang- Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS

Keputusan Presiden nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS
PERMENPAN tentang Jabatan Fungsional dan angka kredit

Peraturan bersama Mentri Kesehatan dan Kepala BKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan
fungsional dan angka kreditnya

Keputusan Mentri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan fungsional dan angka kredit

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor; DINKES.SDK Kes.10/446/111/2017 tentang Tim
Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Dinas
Kesehatan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur

OO h N

1

12

1. Minimal satu tahun bekerja di bidang SDM Kesehatan
2. Menguasai Windows dan Microsoft Office
3. Memahami proses penilaian angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan

[Keferkaitan -

'F'amlatanﬁ'eﬂengkapan :

1 SOP AP Penanganan Surat Masuk
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar
3 SOP AP Penetapan Angka Kredit

1. ATK
2. Komputer/laptop
3. Printer

F’erlngamn :

[Pencatatan dan Pendataan :

Pengurusan akan berdampak pada kenaikan pangkat Tenaga Fungsional

Database bagian SDM Kesehatan khususnya jabatan fungsional Kesehatan
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Menyerahkan daftar usulan angka kredit

yang telah diverifikasi ke tim penilai angka Tanda terima , perkas 30 menit berkas yang
kredit sesuai SK yang di tetapkan oleh pemohon dan disposisi akan dinilai
Kepala Dinas

Melakukan penilaian daftar usulan

penetapan angka kredir (DUPAK) sesuai

profesi masing - masing, bila sudah selesai - Hasil penilaian 3 hari [|Hasil penilaian
tim penilai menyerahkan kembali ke

sekretariat tim penilai

Menerima hasil penilaian dan membuat Penetapan
konsep PAK sesuai aturan dan format yang Hasil penilaian 2 Jam |Angka Kredit

ada untuk ditetapkan.

(PAK)
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor S{_)F AP 75 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 Se -

Tanggal Revisi A Yoy

Tanggal Efektif /O N2 20 0

Disahkan oleh ' p"Digigs T
96007311988121001

Judul SOP AP

)

meusﬁiin Peserta Rekognisi Pembelajaran Lampau

-{5asar Hukum :

Kualifikasi pelaksana

1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010 - 2025

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Program Peningkatan

Kompetensi dan Kaulifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dari JPM dan JPTD-1 ke JPTD-

3

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6 Keputusan Menteri Ristekdikti Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Perguruan Tinggi
Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi
Pembelajaran Lampau

7 Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02/1V/00693/2017 Tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan

8 Keputusan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek
Dikti Nomor: 123/B/SK/2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi
Pembelajaran Lampau

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

E- w N

1 Minimal satu tahun bekerja di bidang SDM Kesehatan
2 Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan : Peralmnﬁerlengkapan 5

1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 ATK

2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer/ laptop
= " 3 Printer _
Peringatan ; Pencatatan dan Pendataan :

Jika Pengusulan Peserta Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tidak dilakukan maka tenaga
kesehatan tidak dapat meningkatkan pendidikannya ke D3

Data Bidang SDM Kesehatan fentang Peserta RPL

188




Menugaskan kepala seksi untuk
menindaklanjuti surat permohonan dan
berkas pemochonan peserta Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL)

Berkas permohonan dan
disposisi

10 menit

Berkas Pemohon, Disposisi

{Menugaskan pejabat pelaksana untuk
menverifikasi berkas permohonan dan
|membuat surat usulan Peserta RPL ke
Badan PPSDM Kemenkes RI

Berkas permohonan dan
disposisi

10 menit

Berkas permohonan dan
disposisi

Memverifikasi berkas fisik dan on line ,
|membuat konsep surat usulan Peserta
RPL ke Badan PPSDM Kemenkes RI
serta menyampaikannya kepada Kepala
Seksi

Ya

Berkas permohonan dan
disposisi

30 menit

Konsep Surat Usulan

Memeriksa dan mengoreksi konsep
surat usulan, bila setuju memberi paraf
dan menyerahkan ke Kepala Bidang, bila
tidak setuju mengembalikan ke pejabat
pelaksana untuk diperbaiki

Ya

Tidak®

Konsep Surat Usulan

10 menit

Konsep Surat Usulan

Memeriksa dan mengoreksi surat
usulan, bila setuju memberi paraf dan
menyerahkan ke Sekretaris, bila tidak
setuju dikembalikan ke Kepala Seksi

Tidak

Konsep Surat Usulan

10 menit

Draft Surat Usulan

Memeriksa dan memberi paraf untuk
selanjutnya diserahkan ke Kepala Dinas

Tidak

Draft Surat Usulan

10 menit

Draft Surat Usulan

Memeriksa dan menandatangani Surat
usulan Peserta RPL

Draft Surat Usulan

10 menit

SBurat Usulan Peserta RPL

Menugaskan kepala seksi untuk
menindaklanjuti surat usulan Pesarta
RPL

Surat Usulan Peserta
RPL

5 menit

Surat Usulan Peserta RPL

Menugaskan pejabat pslaksana untuk
menindaklanjuti surat usulan Peserta
RPL

Surat Usulan Peserta
RPL

5 menit

Surat Usulan Peserta RPL




Membubuhkan cap, mengirimkan surat
10 |usulan Peserta RPL ke Badan PPSDM
Kemenkes Rl kemudian mengarsipkan

Surat Usulan Peserta
RPL

30 menit

Surat Usulan Peserta
Rekognisi Pembelajaran
Lampau (RPL)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SEKS| PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

|Nomor SOP AP : | 76 Tahun 2019

Tan@ai Pembuatan

Tang_gal Revisi

Tanggal Efektif

FDtsahkan oleh

Judul SOP AP

|Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5 Keputusan Ketua LAN Nomor 304 Tahun 1995 Tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Diklat Pegawai Negeri Sipil

6 Keputusan Ketua LAN Nomor 1587 Tahun1987 Tentang Pedoman Akreditasi Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil

7 Keputusan Menkes Rl Nomor 725 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelatihan di Bidang Kesehatan

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Momor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Minimal satu tahun bekerja di bidang SDM Kesehatan
2. Menguasai Windows dan Microsoft Office

|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 ATK
2 SOP AP Peanganan Surat Keluar 2 Komputer/iaptop
3 Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika rekomendasi akreditasi pelatihan tidak dikeluarkan maka kegiatan pelatihan tersebut tidak
dapat dilaksanakan

Data Bidang SDM Kesehatan tentang akreditasi pelatihan
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Menugaskan kepala seksi untuk

1. |menindaklanjuti surat permohonan dan g;"‘“;spei rmohonan dan | 445 janit mize"“’m"’
berkas pamohonan akreditasi pelatihan =
Menugaskan pejabat pelaksana untuk
2 menverifikasi berkas permohonan dan Berkas permohonan dan 10 menit Berkas permohonan dan
membuat konsep surat rekomendasi disposisi disposisi
akreditasi pelatihan
3 Memverifikasi berkas permohonan dan Berkas permohonan dan 30 menit |<OnSeP Surat
membuat konsep surat rekomendasi disposisi " Rekomendasi
* |Memeriksa dan mengoreksi konsep Ya Tidak .
surat rekomendasi, bila setuju memberi
. K t
4 |paraf dan menyerahkan ke Kepala g:::;‘;ﬁ;‘;‘i 10 menit Rg:zen:’eﬁd_"fii
Bidang, bila tidak sefuju mengembalikan
ke pejabat pelaksana
Memeriksa dan mengoreksi surat Tidak
rekomendasi, bila setuju memberi paraf Konsep Surat ; K "
5 |dan menyerahkan ke Sekretaris, bila tidak Rekomendasi e el
setuju dikembalikan ke Kepala Seksi
Memeriksa dan memberi paraf untuk Tidak Ya il o1 R Adasi
& selanjutnya diserahkan ke Kepala Dinas Draft Suraf Rekomendasi 0 menit |Draft Sural Rekomendasi
7 |Memeriksa dan menandatangani Surat Tidak Draft Surat Rekomendasi | 10 menit Surat Rekomendasi
rekomendasi akreditasi pelatihan ) Akreditasi Pelatihan
—— e — e
Menugaskan kepala seksi untuk :
i ki Surat Rekomendasi Surat Rekomendasi
8 |menindaklanjuti surat rekomendasi 5 menit h
akreditasi pelatihan Akreditasi Pelatihan Akreditasi Pelatihan
Menugaskan pejabat pelaksana untuk \ ;
9 |mengirimkan surat rekomendasi akreditasi e ::‘;s';‘;,";f;f’s; 5 menit ﬁ:&gﬁ,ﬁ;ﬁ&‘;
pelatihan ke pemohon Akred
Membubuyhkan cap, mengirimkan surat 4 ; Surat Rekomendasi
10 {rekomendasi akreditasi pelatihan ke Gurpt Relnmendesi 30 menit |Akreditasi Pelatihan, bukti

pemohon kemudian mengarsipkan

Akreditasi Pelatihan

dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor SOP AP t 177 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan : | 11 September 2019
Tanggal Revisi :

P |

Tanggal Efektif

|Disahkan oleh f

Pengusuian Bantuan Biaya Pendidlkan Bagi Mahasiswa
Kedokteran dan Dokter Muda

Judul SOP AP

Dasar Huklim :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 jo. Permendagri Nomor 39
Tahun 2012 jo. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian
Hibah' dan Bantuan Sesial Yang Bersumber dari APBD

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Qperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1 Minimal satu tahun bekerja di bidang SDM kesehatan
2 Mengyasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer/laptop
3 Printer _
[Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Pengusulan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kedokteran dan dokier muda
ldilakukan untuk mengikat calon dokter mengabdi kembali di NTT

Database Seksi Pengembangan SDM Kesehatan
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Menugaskan kepala seksl untuk

1. |menindaklanjuti surat permohonan dan g:ﬁohp:hmg?sm' iaemas 10 menit |Disposisi, Penugasan
berkas usulan bantuan blaya pendidikan , Disposis
Menugaskan pejabat pelaksana untuk A
memverifikasi berkas usulan dan membuat Surat permohonan, S

2 konsep surat usulan bantuan biaya - Berkas, Disposisi 10mentt [Disposisl, Penugasen
pendidikan

: N

Melakukan verifikasi berkas usuian, bila

3 llengkap dibuat konsep surat yang L - I8urat P’g}“’““‘.".“- 30 menit |Konsep surat usulan
selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi 5 Borkas, Disposial

v

Memeriksa konsep surat usulan dan Ya Tidak ]

4 |memberi paraf untuk selanjutnya IKonsep surat usulan 10 menit Im'“mm sudah gl
diserahkan ke Kepala Bidang ) ¢
Memeriksa konsep surat usulan dan Tidak ;

5 |memberi paraf untuk selanjutnya IDr::fwal Yo o o8 10 menit ]Dr:tfsum yang sudah di
diserankan ke Sexretaris 4 i e

g [Memeriksa dan memberi paraf untuk Tidak Ya [Draft suratyang sudahdi | o . |Draft suratyang sudah di
selanjutnya diserahkan ke Kepala Dinas paraf {paraf

A

|Mengoreksi dan menandatangani draft udak ,

7 |surat usulan sefanjutnya diserakan ke Drar:fsurat e 10 menit g:g:;m':ﬂ Bantuan Sy
Kepala Bidang P

8 Menugaskan kepala seksi untuk * Surat usulan Bantuan 5 menit Surat usulan Bantuan Biaya
menindaklanjuti |Biaya Pendidikan Pendidikan :

k

o Menugaskan pejabat pelaksana untuk - Surat usulan Bantuan 5 menit Surat usulan Bantuan Biaya
menindakianjuti Biaya Pendidikan Pendidikan
Membubuhkan nomor surat, mengiimkan 4

10 surat usulan Bantuan Biaya Pendidikan - Surat usulan Bantuan 30 menit g:ﬁ:x‘:"bi::man Blays
kepada Gubernur NTT kemudian | Biaya Pendidikan doii tasi
diarsipkan umen
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Eomorm -] 78 Tahun 2019
anggal Pembuatan __:|'11 September 2019
Tanggal Revisi d AAiAN e
|inng_gal Efektif i WO N
[Disahkan oleh ;/*’f n Kepala 2 t'
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR \\ ]
DINAS KESEHATAN \\v g nikus Minggu, M.Kes
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN \f’\’ AR NP 19600731 198812 1 001
SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Judul SOP AP :IPengesahan [Jasah dan Transkrip Nilai Tenaga Kesehatan
{D0-D3)

[Dasar Hukum :

Kualifikas| pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Kesehatan

2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tentang
Kewenangan Pengesahan ljazah

8 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal DHI

[Keterkaitan : — Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 Stempel

2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Bantal Stempel
5erlnga13n : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengesahan ijasah tidak dilakukan maka fotocopy ijasah tenaga kesehatan tidak
diakui keabsahannya

Data Bidang SDM Kesehatan tentang jumiah ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir
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akan dilegalisir, memverifkasi berkas,
membubuhkan stempel pengesahan
dan menyerahkan kepada Kepala Seksi

liazah da

(Asli dan Fotocopy)

ranskrip Nilai |

" [Fotocopy ijasah dan

transkrip nilai yang
telah distempel
pengesahan

Memeriksa Fotocopy ijasah dan Fotocopy ijasah dan 10 menit |Stempel Pengesahan
transkrip nilai yang telah distempel Ya transkrip nilai yang telah pada Fotocopy ijasah
pengesahan, jika setuju memberi paraf. Tidak distempel pengesahan dan transkrip nilai yang
Jika tidak setuju mengembalikan telah diparaf oleh
kepada Pejabat Pelaksana untuk Kepala Seksi
diperbaiki
Memeriksa Fotocopy ijasah dan Stempel Pengesahan 10 menit |Fotocopy ijasah dan
transkrip nilai yang telah distempel Tidak pada Fotocopy ijasah dan transkrip nilai yang
pengesahan dan memberi tanda tangan transkrip nilai yang telah telah disahkan
atas nama kepala dinas. diparaf oleh Kepala Seksi
Menyerahkan fotocopy ijasah dan . Fotocopy ijasah dan 5 menit |Fotocopy ijasah dan
transkrip nilai yang telah disahkan transkrip nilai yang telah transkrip nilai yang
disahkan telah disahkan
Mengagendakan dan menyerahkan Fotocopy ijasah dan 15 menit |Fotocopy ijasah dan

fotocopy ijasah dan tranksrip nilai yang
telah disahkan kepada pemohon

transkrip nilai yang telah
disahkan

transkrip nilai yang
telah disahkan
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SUMBER SAYA MANUSIA KESEHATAN

SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor SOP AP 79 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP : [IManajemen Data dan Informasi Kesehatan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan integrasi
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3

1 Pendidikan minimal S1
2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan

3 Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi NTT
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

1 Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2 Laporan bulanan program

3 Data indikator program

4 Perangkat Komputer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika managamen data dan informasi kesehatan tidak sesuai prosedur maka akan
berdampak pada kuglitas informasi kesehatan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kesehatan.
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Menuaka kasie melakukan

Agend kerja

Disposisi

pengumpulan/menghimpun data

kesehatan

Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit |Disposisi

melakukan pengumpulan data

kesehatan

Mengumpulkan data kesehatan sesuai Disposisi 3 Hari |Data kesehatan

tupoksi seksi dan menyampaikan ke Ya yang terkait dengan

kasie. tupoksi

Melakukan verifikasi dan analisa data Data kesehatan 3hari  |Draf informasi

kesehatan dengan membandingkan v yang terkait dengan kesehatan dari

dengan standar atau target, mengolah a | Tidak tupoksi seksi

menjadi informasi kesehatan dan

menyampaikan kepada kabid.

Menelaah informasi kesehatan dari Draf informasi 2 Jam [linformasi kesehatan

seksi, jika setuju menandatangani dan Tidak kesehatan dari bidang Sumber

menugaskan pejabat pelaksana seksi Daya Manusia

menindaklanjuti. Kesehatan

Mendistribusikan dan mengarsipkan Informasi kesehatan| 30 menit |Informasi kesehatan

informasi kesehatan sesuai kebutuhan bidang Sumber bidang Sumber
Daya Manusia Daya Manusia
Kesehatan Kesehatan
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG SUMBER SAYA MANUSIA KESEHATAN

SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor SOP AP : | 80 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 Septombef2019
Tanggal Revisi 3 I
Tanggal Efektif A V£
Disahkan oleh 3 'ﬁ_“{_/‘ AA_Kepala

\ Y —

ﬂ,«a"ﬂ;ﬁ;‘ 19500731 198812 1 001

Judul SOP AP ;'Pewuwﬁ'ﬁ'-kﬁangka Acuan Kegiatan (TOR)

dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program
IPengombangan SDM Kesehatan

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional '

Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana

2. Memahami proses penyusunan TOR dan RAB

|Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer/Printer

3. Telephon/Faximile

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program di Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan tidak sesuai prosedur

akan berdampak pada kualitas penyusunan rencana kerja di Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kesehatan.
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Megan kepalseksi untuk

Agnd Kerja o

enit

Disposisi /

Bulan januari

menyusun Kerangka Acuan Kegiatan petunjuk tahun berjalan
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dari tahun
program di Seksi Pengembangan Sumber rencana.
Daya Manusia Kesehatan
Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi / petunjuk| 10 menit |Disposisi/
mengumpulkan bahan penyusunan TOR petunjuk
dan RAB program.
Mengumpulkan/menghimpun bahan Disposisi /petunjuk 1 Hari |Bahan atau data
penyusunan TOR dan RAB dan dukung
menyampaikan kepada kepala seksi. penyusunan TOR
dan RAB

Menyusun konsep TOR dan RAB program Ya Bahan atau data 1 Minggu |Konsep TOR dan
dan menyampaikan kepada kepala dukung RAB
bidang. penyusunan TOR

dan RAB
Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila Konsep TOR dan 2Jam |Konsep TOR dan
setuju menyampaikan kepada kepala Tidak RAB RAB
seksi dan staf untuk rapat. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kepala seksi
untuk diperbaiki.
Rapat membahas TOR dan RAB program Konsep TOR dan 2jam |Notulen hasil rapat
Seksi Pengembangan Sumber Daya RAB, daftar hadir. dan Berita acara
Manusia Kesehatan yang dipimpin oleh rapat
kepala seksi
Menugaskan kepala seksi untuk Notulen hasil rapat 2hari  |[Notulen hasil

memperbaiki Kerangka Acuan Kegiatan
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
program di Seksi Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kesehatan sesuai hasil
rapat

dan Berita acara
rapat

rapat, Berita acara
rapat, disposisi /
petunjuk
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8 IMenyusun konsep perbaikan TOR dan Notulen hasil rapat,] 2Jam |Draft TOR dan
RAB program sesuai notulen rapat, berita acara rapat, RAB
memaraf dan menyampaikan kepada Ya disposisi / petunjuk
kepala bidang.
9 IMemeriksa konsep perbaikan TOR dan Draft TOR dan 1Jam |TORdan RAB
RAB program. Apabila setuju, — RAB
menandatangani dan menyampaikan -
kepada para kepala seksi. Apabila tidak
setuju dikembalikan kepada kepala seksi
untuk diperbaiki
10 |Menyerahkan dokumen TOR dan RAB TOR dan RAB 10 menit |TOR dan RAB
kepada pejabat pelaksana untuk
didistribusikan dan didokumentasikan.
11 [Mendistribusikan dan mendokumentasikan TOR dan RAB 30 menit |TOR dan RAB,
bukti dokumentasi

201




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SEKS| PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor SOP AP 81 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi o

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

\EANIP; 69600731 198812 1 001

Judul SOP AP

Pengﬁ?;ﬁa"ﬁﬁeseﬂa Program Pendidikan
Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
(PPDS/PPDGS)

Basar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Program
Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan
Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Spesialistik

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

1 Minimal satu tahun bekerja di bidang SDM Kesehatan
2 Menguasai Windows dan Microsoft Office

3 Pendidikan minimal DIil

2 SOP AP Penanganan Surat Keluar

Timur. _ _
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 ATK

2 Komputer/ laptop
3 Printer

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika pengusulan peserta PPDS-PPDGS tidak sesuai prosedur akan berdampak pada
ketersediaan tenaga dokter/dokter gigi spesialis untuk peningkatan akses dan mutu
pelayanan spesialistik

Database Bidang SDM Kesehatan tentang usulan peserta PPDS-PPDGS




Menugaskan kepala seksi untuk

Berkas permohonan

Berkas Pemohon,

menindaklanjuti surat permohonan dan o i 10 menit Disposisi
berkas pemohonan peserta PPDS/PPDGS P e
Menugaskan pejabat pelaksana untuk
menverifikasi berkas permohonan dan Bl narvisiivnan Berkas
membuat surat usulan Peserta Ve P isi 10 menit  |permohonan dan
PPDS/PPDGS ke Badan PPSDM e disposisi
Kemenkes RI
Merverifikasi berkas fisik dan on line -
membuat konsep surat usulan Peserta
PPDS/PPDGS ke Badan PPSDM S:;kj; per.“s"fh""a" 30 menit UK::?:: i
Kemenkes RI| serta menyampaikannya post
kepada Kepala Seksi
Memeriksa dan mengoreksi konsep surat Ya _—
usutan, bila setuju memberi paraf dan ida
menyerahkan ke Kepala Bidang, bila tidak E::T;p St 10 menit SZ:T:: Surmt
setuju mengembalikan ke pejabat
pelaksana untuk diperbaiki
Memeriksa dan mengoreksi surat usulan, Tidak
bila setuju memberi paraf dan Konsep Surat .
menyerahkan ke Sekretaris, bila tidak Usulan Yoo \Ersft Gunat Usiian
setuju dikembalikan ke Kepala Seksi

i i Tidak
S P . Draft Surat Usulan | 10menit |Draft Surat Usulan

selanjutnya diserahkan ke Kepala Dinas
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5 Surat Usulan
Memeriksa dan menandatangani Surat :
| Tidak Draft Surat Usulan 10 menit |Peserta
usulan Peserta PPDS/PPDGS PPDS/PPDGS
8
Menugaskan kepala seksi untuk Surat Usulan Surat Usulan
menindaklanjuti surat usulan Peserta Peserta Smenit |Peserta
PPDS/PPDGS PPDS/PPDGS PPDS/PPDGS
9 .
Menugaskan pejabat pelaksana untuk X Surat Usulan Surat Usulan
menindaklanjuti surat usulan Peserta - Peserta S menit |Peserta
PPDS/PPDGS PPDS/PPDGS PPDS/PPDGS
® Surat Usulan
Membubuhkan cap, mengirimkan surat T Peserta Program
usulan Peserta PPDS/PPDGS ke Badan —— 30 menit Pendidikan Dokter
PPSDM Kemenkes Rl kemudian PPDS/PPDGS Spesialis/Dokter
mengarsipkan Gigi Spesialis
(PPDS/PPDGS)
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

Nomor SOP AP : 182 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan : | 11 September 2019

Tanggal Revisi : pi—

Tanggal Efektif : | & %‘ﬁ‘xmrg

Disahkan pleh - {i@ 15 }4
a

NG 1
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN \}‘:‘I{E‘ N GNP 196
SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Judul SOP AP . Penguﬂ;;";;m rtalProgram Pendidikan Tugas
Belajar (Tubel) SDM Kesehatan

IDasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

4 Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan

6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

1 Minimal satu tahun bekerja di bidang SDM Kesehatan

2 Menguasai Windows dan Microsoft Office
3 Pendidikan minimal D 11|

Timur.
|Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer/ laptop
'3 Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan dari
Kemenkes RI

Jika Pengusulan peserta Tubel SDM Kesehatan tidak dilakukan maka SDM Kesehatan [Data Bidang SDM Kesehatan Tentang peserta Tubel SDM Kesehatan
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"[Menugaskan kepala seksi untuk

z orkas peoonan '

d(as il

menindaklanjuti surat permohonan dan dan disposisi Pemohon,
berkas pemohonan peserta Program Disposisi
Pendidikan Tugas Belajar (Tubel)
Menugaskan pejabat pelaksana untuk Berkas permohonan | 10 menit |Berkas
menverifikasi berkas permohonan dan dan disposisi permohonan dan
|membuat surat usylan Peserta Program disposisi
Pendidikan Tubel ke Badan PPSDM
Kemenkes RI
Memverifikasi berkas fisik dan on line, Berkas permohonan | 30 menit [Konsep Surat  [Hasil Verifikasi
membuat konsep surat usulan Peserta dan disposisi Usulan flangsung
Program Pendidikan Tubel ke Badan 1A diketatahui oleh
PPSDM Kemenkes RI serta lyang bersangkutan
menyampaikannya kepada Kepala Seksi idan BPPSDRM
[Kemenkes RI
Memeriksa dan mengoreksi konsep Konsep Surat 10 menit |Konsep Surat
surat usulan, bila setuju memberi paraf Ya Tidak Usulan Usulan
dan menyerahkan ke Kepala Bidang, bila
tidak setuju mengembalikan ke pejabat
pelaksana untuk diperbaiki
Memeriksa dan mengoreksi surat Tidak Konsep Surat 10 menit |Draft Surat
usulan, bila setuju memberi paraf dan Usulan Usulan
menyerahkan ke Sgkretaris, bila tidak
setuju dikembalikan ke Kepala Seksi Ya
Memeriksa dan memberi paraf untuk v Draft Surat Usulan 10 menit |Draft Surat
selanjutnya diserahkan ke Kepala Dinas ;-I Usulan
Memeriksa dan menandatangani Surat Tigax ; Draft Surat Usulan | 10 menit |Surat Usulan
usulan Peserta Program Pendidikan Tubel Peserta Program
Pendidikan
Tubel
Menugaskan kepala seksi untuk Surat Usulan 5 menit |Surat Usulan
menindaklanjuti surat usulan Peserta Peserta Pregram Peserta Program
Program Pendidikan Tubsl ﬁ Pendidikan Tubel Pendidikan
Tubel
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9 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Surat Usulan 5 menit |[Surat Usulan
menindaklanjuti surat usulan Peserta Peserta Program Peserta Program
Program Pendidikan Tubel Pendidikan Tubel Pendidikan

Tubel

10 |Membubuhkan cap, mengirimkan surat Surat Usulan 30 menit |Surat Usulan
usulan Peserta Program Pendidikan Tubel Peserta Program Peserta
ke Badan PPSDM Kemenkes RI Pendidikan Tubel Program
kemudian mengarsipkan Pendidikan

Tugas Belajar
(Tubel)
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL

Nomor SOP AP 83 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh las Kesehatan

Ten gara Timur

" e kug Mmqqu M.Kes
\ NIP. 19&6@ 1198812 1 001

Penétbfta\ﬂokom{

Judul SOP AP "Registrasi Fasilitas Kesehatan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang No. 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025,
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen
Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

6. Permenkes Nomor 24 tahun 2015 tentang Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Berprestasi;

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomeor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Memahami struktur organisasi dan tatakerja Dinas Kesehatan

2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

3. Menguasai windows dan Microsoft Office

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer dan printer

3. Telephon/Faximile/internet

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Rekomendasi Registrasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tidak dibuat maka
akan menghambat proses untuk mendapatkan nomor registrasi puskesmas.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di bidang Pelayanan Kesehatan
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Menugaskan kepala seksi untuk menindaklanjuti Surat dan Berkas Surat Berkas

1. |permohonan surat rekomendasi registrasi FKTP permohonan dan 10 menit - ’I n. Di i
dan berkas usulan permohonannya disposisi i
Menugaskan pejabat pelaksana Surat, Berkas Surat, Berkas

2 |Memeriksa/memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan dan 10 menit |permohonan dan
permohonan rekomendasi registrasi FKTP disposisi disposisi
Memeriksa/memverifikasi kelengkapan dokumen i
permochonan rekomend_asl FKTP. Jika lengkap, Sursk, Buikag permohonan

3 melaporkan kepada kasie untuk melakukan Seran i RTINS
pemeriksaan lapangan bersama tim. Jika tidak 2,; isi : o visitna’;i P.
lengkap dikembalikan kepada pemohen untuk pos 'al ' dwaslll I visitasi i
dilengkapi. X

4 |Melakukan pengecekan/visitasi lapangan Dokoumen permohonan 3 Hari |Laporan hasil visitasi
bersama tim |terverifikasi lengkap, lapangan,berita acara

instrumen visitasi, jadwal hasil visitasi
visitasi
Membuat dan memaraf draf rekomendasi :;:F;‘I’_":: hs:::;is“a‘r; ———
. , N n, aca

5 Eagl;s:ast FKTP dan menyampaikan kepada Al vialiaai 1 Jam Registrasi FKTP

6 Memeriksa dan memberi paraf untuk selanjutnya Draft Rekomendasi 10 menit Draft Rekomendasi
diserahkan ke Sekretaris. Registrasi FKTP Registrasi FKTP

7 Memeriksa dan memberi paraf untuk selanjutnya Draft Rekomendasi 10 menit Draft Rekomendasi
diserahkan ke Kadis. Registrasi FKTP Registrasi FKTP

8 Memeriksa dan menandatangani Rekomendasi Draft Rekomendasi 10 menit Rekomendasi
Registrasi FKTP Registrasi FKTP Registrasi FKTP

8 Menugaskan kabid untuk menindaklanjuti Rekomendasi Registrasi 5 menit Rekomendasi
Rekomendasi Registrasi FKTP FKTP Registrasi FKTP

9 Menugaskan pejabat pelaksana menindaklanjuti Rekomendasi Registrasi 5 it Rekomendasi
Rekomendasi Registrasi FKTP FKTP ment | Registrasi FKTP
Menggandakan, membubuhkan cap dan P i Rekomendasi

10 |mengirimkan Rekomendasi Registrasi FKTP ke ?;’.I‘.‘;me""as‘ Registrasi | 33 menit |Registrasi Penilaian
pemohon kemudian mengarsipkan FKTP dan arsip




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL

Nomor SOP AP 184 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2049

L LI

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP/ 19600731 198812 1 001

= Moo s@ | T

Judul SOP AP Manajemen Data dan informasi Kesehatan

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
" Birokrasi 2010 - 2025;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang
3. Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Integrasi;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :
1. Pendidikan minimal S1

2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan

3. Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :

1. SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan
2. SOP AP Penanganan Surat Masuk

3. SOP AP Penanganan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :
1 Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2 Laporan bulanan program
3 Data indikator program
4 Perangkat Komputer

Peringatan :

Jika managament data dan informasi kesehatan tidak sesuai prosedur maka akan
berdampak pada kualitas informasi kesehatan.

Pencatatan dan Pendataan :
Database Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
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Menugaskan kasubag melakukan Agenda kerja Disposisi
pengumpulan/menghimpun data
kesehatan
Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit Disposisi
melakukan pengumpulan data
kesehatan
Mengumpulkan data kesehatan " Disposisi 3 Hari Data kesehatan dari
dari tiap bidang dan UPTD dan — tiap bidang dan
menyampaikan ke kasubag. x UPTD
Melakukan analisa data kesehatan Data kesehatan |2 hari Data kesehatan
dengan membandingkan dengan dari tiap bidang yang telah dianalisa
standar atau target, memaraf dan 3 _ dan UPTD
menyampaikan kepada sekretaris. Tidak
Ya
Memeriksa hasil analisa data, Data kesehatan |2 Jam Data kesehatan
memaraf dan menyampaikan yang telah yang telah dianalisa
kepada kepala dinas. : dianalisa
BRI Tidak Ya
Menelaah dan menandatangani Data kesehatan 130 menit Informasi kesehatan
hasil analisa data kesehatan yang telah
Tidak dianalisa
| Ya
Mengarsipkan dan Informasi 1 Jam Informasi kesehatan
mendistribusikan informasi |kesehatan

kesehatan sesuai kebutuhan
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL

Nomor SOP AP

85 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan

11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

u, M.Kes
NiP.19600731 198812 1 001

dr Dbmlnikus Min

Judul SOP AP

Rekomendasi-Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama. 1EKTP,}§€|’prestasn

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Repubik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen
Puskesmas;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Repubik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Repubik Indonesia Nomor 46 TAHUN 2015 tentang Akreditasi
Puskesmas, Klinik Pratama dan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi,

6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Menteri Kesehatan Repubik Indonesia Nomor 24 tahun 2015 tentang Penilaian Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi,

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Memahami struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan

2. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

3. Menguasai administrasi perkantoran

|Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer dan printer

3. Telephon/Faximile/internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Rekomendasi Penilaian FTKP Berprestasi tidak dibuat maka akan menghambat proses akreditasi
Fasilitas Tingkat Pertama oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di bidang Pelayanan Kesehatan
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Menugaskan kepala seksi untuk menindaklanjuti
permohonan dan berkas usulan pemohon

Berkas permohonan
dan disposisi

10 menit

Berkas Pemohon,
Disposisi

Menugaskan tim penilai untuk menverifikasi berkas

Berkas permohonan

Berkas

2 usulan dan menilai rekomendasi FKTP Berprestasi dan disposisi oenit pgrmohqnan da
disposisi
Memverifikasi berkas permohonan. Jika tidak lengkap,

3 dikembailkan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika Berkas permohonan 30 menit Konsep FKTP
lengkap, dilakukan penilaian dan membuat konsep FKTP dan disposisi Berprestasi
Berprestasi
Memeriksa dan mengoreksi konsep FKTP Berprestasi.

4 bila setuju memberi paraf dan menyerahkan ke Kepala Ya Konsep FKTP fiianit Konsep FKTP
Bidang. bila tidak setuju mengembalikan ke Tim Penilai i Berprestasi Berprestasi

Tidak
FKTP
Memeriksa dan mengoreksi konsep FKTP Berprestasi. . Konsep FKTP  |oraft FKTP

5 |bila setuju memberi paraf dan menyerahkan ke Sekretaris, Tidak Barnmsiazl 10 menit Berprestasi
bila tidak setuju dikembalikan ke Kepala Seksi P I

¥a

6 Memeriksa dan memberi paraf untuk selanjutnya Ya Draft FKTP 10 menit Draft FKTP
diserahkan ke Kadis Tidak Berprestasi Berprestasi

L ]
Memeriksa dan menandatangani Rekomendasi FKTP Draft FKTP . |Rekomendasi

7 . . 10 menit ;
Berprestasi Tidak Berprestasi FKTP Berprestasi

8 Menugaskan kepala seksi untuk menindaklanjuti Rekomendasi FKTP 5 menit Rekomendasi
Rekomendasi FKTP Berprestasi Berprestasi FKTP Berprestasi

9 Menugaskan tim penilai untuk mengirimkan Rekomendasi Rekomendasi FKTP & manit Rekomendasi
FKTP Berprestasike pemohon Berprestasi FKTP Berprestasi
Menggandakan, membubuhkan cap dan mengirimkan Bk D)

10 |Rekomendasi FKTP Berprestasi ke pemohon dan b L 30 menit Paniaian I8

mengarsipkan

Berprestasi

Berprestasi dan
arsip
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL

Nomor SOP AP 186 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP Pelaksanaéwmswasu Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama (FKTP)u

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :
1. Minimal S1 Kesehatan
2. Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penerbitan Surat Tugas

Peralatan/Perlengkapan :
1. ATK
2. Komputer/laptop

3. Telepon
4. Printer

Peringatan :

Jika Visitasi Puskesmas Baru tidak dilaksanakan maka surat rekomendasi registrasi
Puskesmas baru tidak dapat dikeluarkan.

Pencatatan dan Pendataan :
Database seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
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és

Menugaskan kepala seksi untuk Berkas kelengkapan 5 menit |Berkas pelaksanaan
melaksanakan visitasi dalam rangka pelaksanaan visitasi visitasi dari kab/kota,
registrasi FKTP baru dari kab/kota, disposisi disposisi
Menugaskan pejabat pelaksana Berkas pelaksanaan 5 menit |Berkas pelaksanaan
Memeriksa/memverifikasi kelengkapan visitasi dari kab/kota, visitasi dari kab/kota,
berkas pelaksanaan visitasi disposisi disposisi
puskesmas.
Memeriksa/memverifikasi kelengkapan Berkas pelaksanaan 1 Hari  |Dokoumen
berkas pelaksanaan visitasi visitasi dari kab/kota, pelaksanaan
puskesmas. Jika lengkap. melaporkan disposisi terverifikasi lengkap,
kepada kasie untuk melakukan instrumen visitasi,
pemeriksaan lapangan bersama tim. jadwal visitasi
Jika tidak lengkap dikembalikan kepada
pemaohon untuk dilengkapi.
Melakukan pengecekan/visitasi Dokumen pelaksanaan | 3 Hari  |Dokumen instrumen
lapangan bersama tim terverifikasi lengkap, visitasi terisi lengkap
instrumen visitasi,
jadwal visitasi
Membuat dan memaraf draf laporan Dokumen instrumen 1jam |Draf laporan visitasi
visitasi puskesmas dan menyampaikan visitasi terisi lengkap puskesmas
kepada Kepala Bidang
Memeriksa dan memaraf draf laporan Draf laporan visitasi 20 menit |Draf laporan visitasi
visitasi rumah sakit T puskesmas puskesmas
Ya
Memeriksa dan memaraf draf laporan Draf laparan visitasi 10 menit |Draf laporan visitasi
visitasi rumah sakit Ya puskesmas puskesmas
Tidak
Memeriksa dan menandatangani draf Trdak Draf laporan visitasi 5 menit |Laporan visitasi
laporan visitasi rumah sakit Ya puskesmas puskesmas
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Menugaskan kepala seksi untuk

Laporan visitasi

5 menit

Laporan visitasi

menindaklanjuti puskesmas puskesmas
10 Menugaskan pejabat pelaksana untuk Laporan visitasi Laporan visitasi
menindaklanjuti puskesmas puskesmas
Mendistribusikan dan Laporan visitasi Teriaksananya. \'TES"?S'
11 1 Jam |dan Laporan visitasi

mendokumentasikan.

puskesmas

puskesmas baru
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL

Nomor SOP AP

: |87 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan

: |11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

e NIP.

Judul SOP AP

: Penyusunan"Kera‘ngkq-'Aéuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Pelayanan
Kesehatan Primer dan Tradisional

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

2. Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana

2. Memahami proses penyusunan TOR dan RAB

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2.  Komputer/Printer

3. Telephon/Faximile

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program di Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional tidak sesuai prosedur
akan berdampak pada kualitas penyusunan rencana kerja di Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Kesehatan Tradisional.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
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Menugaskan kepala seksi untuk menyusun
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR}) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB) program di Seksi
Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan
Tradisional

Agnda Kej

10 menit '

Disposisi / petunjuk

Bulan januari
tahun berjalan
dari tahun
rencana.

Menugaskan pejabat pelaksana untuk
mengumpulkan bahan penyusunan TOR dan RAB
program.

Disposisi / petunjuk

10 menit

Disposisi / petunjuk

Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB) program di Seksi
Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan
Tradisional sesuai hasil rapat.

dan Berita acara
rapat

Berita acara rapat,
disposisi / petunjuk

Mengumpulkan/menghimpun bahan penyusunan Disposisi /petunjuk 1Hari |Bahan atau data
TOR dan RAB dan menyampaikan kepada kepala dukung
seksi. penyusunan TOR
dan RAB
Menyusun konsep TOR dan RAB program dan v Bahan atau data 1 Minggu |Konsep TOR dan
menyampaikan kepada kepala bidang. dukung RAB
- penyusunan TOR
N dan RAB
Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila setuju v Konsep TOR dan 2Jam |Konsep TOR dan
menyampaikan kepada kepala seksi dan staf Tidak RAB RAB
untuk rapat. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada kepala seksi untuk diperbaiki.
Ya
Rapat membahas TOR dan RAB program Seksi Konsep TOR dan 2 jam Notulen hasil rapat
Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan RAB, daftar hadir. dan Berita acara
Tradisional yang dipimpin oleh kepala seksi t—-_—)- rapat
Menugaskan kepala seksi untuk memperbaiki ‘ Notulen hasil rapat 2 hari  |Notulen hasil rapat,
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Menyusun konsep perbaikan TOR dan RAB
program sesuai notulen rapat, memaraf dan
menyampaikan kepada kepala bidang.

Notulen hasil rapat,
berita acara rapat,
disposisi / petunjuk

2 Jam

Draft TOR dan
RAB

Memeriksa konsep perbaikan TOR dan RAB
program. Apabila setuju, menandatangani dan
menyampaikan kepada para kepala seksi. Apabila
tidak setuju dikembalikan kepada kepala seksi
untuk memperbaiki

Ya

Tidak

Draft TOR dan RAB

1 Jam

TOR dan RAB

10

Menyerahkan dokumen TOR dan RAB kepada
pejabat pelaksana untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.

TOR dan RAB

10 menit

TOR dan RAB

11

Mendistribusikan dan mendokumentasikan

i" TOR dan RAB

30 menit

TOR dan RAB,
bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Nomor SOP AP 88 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif N

Disahkan oleh

DINAS KE! »s—"‘ ;

Judul SOP AP

Penbrb&aWn

Kelas

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit;

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana

2. Memiliki pemahaman yang baik tentang pengklasifikasian dan perijinan rumah

sakit berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar
3. SOP AP Visitasi Rumah Sakit Kelas C dan D

1. ATK
2. Komputer

3. Telephon/Faximile/internet
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila penerbitan rekomendasi mendirikan Rumah Sakit Kelas B tidak diterbitkan maka akan
menghambat penerbitan izin operasional Rumah Sakit Kelas B

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di bidang pelayanan kesehatan
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Surat peohonan,

5 menit

Surat peohnan,

Ya

enerima disposisi sura masuk dari
Kadis/Sekretaris terkait permohonan penerbitan disposisi disposisi
rekomendasi mendirikan rumah sakit kelas B dan
menugaskan kepala seksi untuk menindaklanjuti
Menugaskan pejabat pelaksana Surat permohonan, 5 menit {Surat permohonan,
Memeriksa/memverifikasi kelengkapan dokumen disposisi disposisi
permohonan rekomendasi mendirikan rumah
sakit kelas B
Memeriksa/memverifikasi kelengkapan dokumen Surat permohonan, 1 Hari |Dokoumen
permohonan rekomendasi mendirikan rumah disposisi permohonan
sakit kelas B. Jika lengkap, melaporkan kepada A 4 terverifikasi lengkap,
kasie untuk melakukan pemeriksaan lapangan - instrumen visitasi,
bersama tim. Jika tidak lengkap dikembalikan jadwal visitasi
kepada pemohon untuk dilengkapi.
Melakukan pengecekan/visitasi lapangan Dokoumen permohonan | 1 Hari |Laporan hasil SOP visitasi
bersama tim 4 terverifikasi lengkap, visitasi rumah sakit

' i instrumen visitasi, lapangan berita kelas C dan

jadwal visitasi acara hasil visitasi  |D
Membuat dan memaraf draf rekomendasi Laporan hasil visitasi 1 jam |Draf rekomendasi
mendirikan rumah sakit kelas B dan {apangan berita acara
menyampaikan kepada Kabid. hasil visitasi
Memeriksa dan memaraf draf rekomendasi Draf rekomendasi 20 menit |Draf rekomendasi
mendirikan rumah sakit kelas B
Ya
Memeriksa dan memaraf draf rekomendasi va Draf rekomendasi 10 menit | Draf rekomendasi
mendirikan rumah sakit kelas B
Tidak
A
Memeriksa dan menandatangani draf Draf rekomendasi 5 menit |Rekomendasi
rekomendasi mendirikan rumah sakit kelas B e
1
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Menugaskan pejabat pelaksana untuk memberi
nomor rekomendasi mendirikan rumah sakit kelas
B dari subag kepegawaian dan umum,
mendistribusikan dan mendokumentasikan.

ekomendasi

menit

Rekomendasi

Memberi nomor rekomendasi mendirikan rumah
sakit kelas B, mendistribusikan dan
mendokumentasikan.

Rekomendasi

1 Jam

Rekomendasi ijin
mendirikan rumah
sakit tipe B yang
telah diberi nomor,
bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Nomor SOP AP

89 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan

11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif T A
Disahkan oleh s gﬂ'LKe 79 _|__nas Kesehatan *,
% f ‘Provingphilse-Tagggara Timu
- Wy e

minikus Minggu, M.Kes
“_ _ NIP.196Q0731 198812 1 001

Judul SOP AP

Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit
KE|35 B:‘«i - « , ’

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi
dan Perizinan Rumah Sakit

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 10 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana

2. Memiliki pemahaman yang baik tentang pengklasifikasian dan perijinan rumah
sakit berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar
3. SOP AP Visitasi Rumah Sakit Kelas C dan D

1. ATK
2.  Komputer

4.  Printer

3. Telephon/Faximilefinternet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Bila tidak ada Rekomendasi ljin Operasional RS Kelas B, RS tersebut tidak memenuhi syarat untuk
mengurus Penetapan Kelas RS Kelas B.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di bidang Pelayanan Kesehatan
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Surat permohonan,

Menerima disposisi surat masuk dari Surat permohonan,
Kadis/Sekretaris terkait permohonan penerbitan disposisi disposisi
rekomendasi izin operasional rumah sakit kelas B
dan menugaskan kepala seksi untuk
menindaklanjuti
Menugaskan pejabat pelaksana Surat permohonan, 5 menit |Surat permohonan,
Memeriksa/memverifikasi kelengkapan dokumen disposisi disposisi
permohonan rekomendasi izin operasional rumah
sakit kelas B
Memeriksa/memverifikasi kelengkapan dokumen Surat permohonan, 1 Hari |Dokoumen
permohonan rekomendasi izin operasional n rumah disposisi permohonan
sakit kelas B. Jika lengkap, melaparkan kepada terverifikasi lengkap,
kasie untuk melakukan permneriksaan lapangan instrumen visitasi,
bersama tim. Jika tidak lengkap dikembalikan jadwal visitasi
kepada pemohon untuk dilengkapi.
Melakukan pengecekan/visitasi lapangan bersama Dokourmnen 1 Hari |Laporan hasil visitasi |SOP visitasi
tim permohonan lapangan,berita acara |rumah sakit
terverifikasi lengkap, hasil visitasi kefas C dan
instrumen visitasi, D
jadwal visitasi
Membuat dan memaraf draf rekomendasi izin Laporan hasil visitasi 1 jam |Draf rekomendasi
operasional rumah sakit kelas B dan lapangan,berita acara
menyampaikan kepada Kabid. hasil visitasi
Memeriksa dan memaraf draf rekomendasi izin Draf rekomendasi 20 menit | Draf rekomendasi
operasional rumah sakit kelas B
Memeriksa dan memaraf draf rekomendasi izin Ya Draf rekomendasi 10 menit | Draf rekomendasi
operasional rumah sakit kelas B
Tidak
Memeriksa dan menandatangani draf rekomendasi Draf rekomendasi 5 menit |Rekomendasi

izin operasional rumah sakit kelas B

Ya

Tidak
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Menugaskan pejabat pelaksana untuk memberi
nomor rekomendasi izin operasional rumah sakit
kelas B dari subag kepegawaian dan urnum,
mendistribusikan dan mendokumentasikan.

Rekomendasi

Rekomendasi

10

Memberi nomor rekomendasi izin operasional
rumah sakit kelas B, mendistribusikan dan
mendokumentasikan.

Rekomendasi

1 Jam

Rekomendasi ijin izin
operasional rumah
sakit tipe B yang telah
diberi nomor, bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Nomor SOP AP 190 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 4}

2N

isahkan oleh // hald DY Ii esehatan
Disahkan ole 3 : /’;r 2\ S .
fla (gFempgara Timu
G

Judul SOP AP

Sakit Kelas B

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 10 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana

2. Memiliki pemahaman yang baik tentang pengklasifikasian dan perijinan
rumah sakit berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar
3. SOP AP Visitasi Rumah Sakit Kelas C dan D

1. ATK

2. Komputer

3. Telephon/Faximilef/internet
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Bila tidak ada Rekomendasi penetapan kelas rumah sakit kelas B, RS tersebut tidak
memenuhi syarat untuk mengurus izin operasional

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di bidang pelayanan kesehatan
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a disisi rat masuk dari

Surat permohonan,

Surat permohonan,
Kadis/Sekretaris terkait permohonan penerbitan disposisi disposisi
rekomendasi penetapan kelas rumah sakit kelas B
dan menugaskan kepala seksi untuk
menindakianjuti
2 |Menugaskan pejabat pelaksana y Surat permohonan, 5 menit [Surat permohonan,
Memeriksa/memverifikasi kelengkapan dokumen disposisi disposisi
permohonan rekomendasi penetapan kelas rumah
| Isakitkelas B
3 |Memeriksa/memverifikasi kelengkapan dokumen Surat permohonan, 1 Hari |Dokoumen
permohonan rekomendasi penetapan kelas rumah disposisi permohonan
sakit kelas B. Jika lengkap, melaporkan kepada ‘ terverifikasi
kasie untuk melakukan pemeriksaan lapangan lengkap, instrumen
bersama tim. Jika tidak lengkap dikembalikan ' : visitasi, jadwal
kepada pemohon untuk dilengkapi. visitasi
4 |Melakukan pengecekan/visitasi lapangan bersama Dokoumen 1 Hari |Laporan hasil SOP visitasi
tim permohonan visitasi rumah sakit
' * terverifikasi lengkap, lapangan,berita  |kelas C dan D
i instrumen visitasi, acara hasil visitasi
jadwal visitasi
5 |Membuat dan memaraf draf rekomendasi Laporan hasll visitasi 1 jam  |Draf rekomendasi
penetapan kelas rumah sakit kelas B dan lapangan,berita acara
menyampaikan kepada Kabid. hasil visitasi
6 |Memeriksa dan memaraf draf rekomendasi Draf rekomendasi 20 menit |Draf rekomendasi
penetapan kelas rumah sakit kelas B Ya
7 |Memeriksa dan memaraf draf rekomendasi Va Draf rekomendasi 10 menit |Draf rekomendasi
penetapan kelas rumah sakit kelas B
Tidak
n
8 |Memeriksa dan menandatangani draf rekomendasi Draf rekomendasi 5 menit |Rekomendasi
penetapan kelas rumah sakit kelas B Tidak
Ya
‘_
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Megaskan pejabat plaksana untuk memberi

nomor rekomendasi penetapan kelas rumah sakit
kelas B dari subag kepegawaian dan umum,
mendistribusikan dan mendokumentasikan.

Rekomendasi

5 menit

Rekomendasi

10

Memberi nomor rekomendasi penetapan kelas
rumah sakit kelas B, mendistribusikan dan
mendokumentasikan.

Rekomendasi

1 Jam

Rekomendasi
penetapan kelas
rumah sakit kelas
B yang telah diberi
nomor, bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Nomor SOP AP 91 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif X

Disahkan oleh

Judul SOP AP Visitasi Rumé’h sa‘gf{‘mﬁs't’ danD

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.1 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi
dan Perizinan Rumah Sakit;

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 10 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1. Pendidikan minimal sarjana

2. Memiliki pemahaman yang baik tentang pengklasifikasian dan penetapan Rumah
Sakit berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1 SOP AP Penanganan Surat Masuk
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

2. Komputer

3. Telephon/Faximilefinternet
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila visitasi rumah sakit Kelas C dan D tidak sesuai prosedur akan menghambat penerbitan ijin

operasional rumah sakit.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di bidang Pelayanan Kesehatan
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Menerima disposisi surat masuk dari
Kadis/Sekretaris terkait permohonan visitasi rumah
sakit kelas C dan D serta menugaskan kepala seksi
untuk menindaklanjuti dokumen permohonan
visitasi.

Surat permohonan,
disposisi

Surat perohonan.
disposisi

2. |Menugaskan pejabat pelaksana Surat permohonan, 5 menit |Surat permohonan,
Memeriksa/memverifikasi kelengkapan bahan disposisi disposisi
Penetapan Kelas Rumah sakit Kelas C dan D

3. |Memeriksa/memverifikasi kelengkapan bahan Surat permohonan, 1 Hari |Dokoumen permohonan
Penetapan Kelas Rumah sakit Kelas C dan D . Jika disposisi terverifikasi lengkap,
lengkap. melaporkan kepada kasie untuk h 4 instrumen visitasi,
melakukan pemeriksaan lapangan bersama tim jadwal visitasi
Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
untuk dilengkapi.

4. |Melakukan pengecekan/visitasi lapangan bersama Dokournen permohonan 3 Hari |Dokumen instrumen
tim terverifikasi lengkap, visitasi terisi lengkap

instrumen visitasi, jadwal
visitasi

5. |Membuat dan memaraf draf laporan visitasi rumah Dokumen instrumen visitasi 1 jam |Draf laporan visitasi
sakit dan menyampaikan kepada Kabid. terisi lengkap

6. |Memeriksa dan memaraf draf laporan visitasi Draf laporan visitasi 20 menit |Draf laporan visitasi
rumah sakit

Tidak
Ya

7. |Memeriksa dan memaraf draf laporan visitasi Draf laporan visitasi 10 menit |Draf laporan visitasi

rumah sakit Ya
Tidak

8. |Memeriksa dan menandatangani draf laporan Draf laporan visitasi 5 menit [Laporan visitasi
visitasi rumah sakit Tidak

9. |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Laporan visitasi 5 menit |Laporan visitasi
menindaklanjuti

10. |Mendistribusikan dan mendokumentasikan. Laporan visitasi 1 Jam |Laporan visitasi rumah

sakit kelas C dan D,
bukti dokumentasi.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Nomor SOP AP : 192 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan

. |11 September 2019
Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

7§1/198812 1 001

Manajemen Data.dan Infefntasi Program Pelayanan

Kesehatan Rujukan:« :\Y‘F/f} '

Judul SOP AP

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
" Birokrasi 2010 - 2025
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Integrasi
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.

Kualifikasi pelaksana :
1. Pendidikan minimal S$1

2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan

3. Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :

1. SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi NTT
2. SOP AP Penanganan Surat Masuk

3. SOP AP Penanganan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :

1. Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2. Laporan bulanan program

3. Data indikator program

4. Perangkat Komputer

Peringatan :

Jika manajemen data dan informasi kesehatan tidak sesuai prosedur maka akan
berdampak pada kualitas informasi kesehatan.

Pencatatan dan Pendataan :
Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di bidang Pelayanan Kesehatan.
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enugaskan kasie Iakukan
pengumpulan/menghimpun data
kesehatan

Aendkrja

10 menit

Dispm

Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit |Disposisi
melakukan pengumpulan data
kesehatan
Mengumpulkan data kesehatan sesuai Disposisi 3 Hari |Data kesehatan
tupoksi seksi dan menyampaikan ke yang terkait dengan
kasie. tupoksi
Melakukan verifikasi dan analisa data Data kesehatan 3 hari  |Draf informasi
kesehatan dengan membandingkan yang terkait dengan kesehatan dari
dengan standar atau target, mengolah i tupoksi seksi
menjadi informasi kesehatan dan Tidak
menyampaikan kepada kabid.
Menelaah informasi kesehatan dari Draf informasi 2 Jam |Informasi kesehatan
seksi, jika setuju menandatangani dan kesehatan dari bidang Pelayanan
menugaskan pejabat pelaksana seksi Kesehatan
menindaklanjuti. dak
Ya
Informasi kesehatan| 30 menit |Informasi kesehatan

Mendistribusikan dan mengarsipkan
informasi kesehatan sesuai kebutuhan

bidang Pelayanan
Kesehatan

bidang Pelayanan
Kesehatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Nomor SOP AP © |93 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan . [11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif - n

Disahkan oleh -. 7N Kepal Oigf Kesehatan
' ara Timur

Provinsi
drg. Dominikus Minggu, M.Kes
NIP.19600731 198812 1 001

Judul SOP AP : Penyusdnah_ﬁ_grg\q_gka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Pelayanan
Kesehatan Rujukan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional,

2. Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1. Pendidikan minimal sarjana

2.  Memahami proses penyusunan TOR dan RAB

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer/Printer

3. Telephon/Faximile

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program
Pelayanan Kesehatan Rujukan tidak sesuai prosedur akan berdampak pada kualitas penyusunan
rencana kerja di Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
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Menugaskan kepala seksi untuk menyusun
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB) program Pelayanan
Kesehatan Rujukan

Aena r|a

Disposisi / petunjuk

Bulan januari

tahun berjalan
dari tahun
rencana.

Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi / petunjuk | 10 menit |Disposisi / petunjuk
mengumpulkan bahan penyusunan TOR dan
RAB program.
Mengumpulkan/menghimpun bahan Disposisi /petunjuk 1 Hari  |Bahan atau data
penyusunan TOR dan RAB dan menyampaikan dukung penyusunan
kepada kepala seksi. TOR dan RAB
Menyusun konsep TOR dan RAB program dan Bahan atau data 1 Minggu |Konsep TOR dan
menyampaikan kepada kepala bidang. dukung RAB

penyusunan TOR

dan RAB
Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila Konsep TOR dan 2Jam |Konsep TOR dan
setuju menyampaikan kepada kepala seksi dan Tidak RAB RAB
staf untuk rapat. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kepala seksi untuk
diperbaiki.
Rapat membahas TOR dan RAB program Seksi Konsep TOR dan 2jam  |Notulen hasil rapat
Seksi Surveilens dan Imunisasi yang dipimpin RAB, daftar hadir. dan Berita acara
oleh kepala seksi rapat
Menugaskan kepala seksi untuk memperbaiki Notulen hasil rapat 2 hari  [Notulen hasil rapat,

Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB) program sesuai hasil
rapat.

dan Berita acara
rapat

Berita acara rapat,
disposisi / petunjuk
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Musun nep perbkan dan RAB

Ntulen hasil rapat,

Draft TOR dan RAB

8 2 Jam
program sesuai notulen rapat, memaraf dan berita acara rapat,
menyampaikan kepada kepala bidang. disposisi / petunjuk
9 |Memeriksa konsep perbaikan TOR dan RAB Draft TOR dan RAB 1Jam |TOR dan RAB
program. Apabila setuju, menandatangani dan
menyampaikan kepada para kepala seksi.
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Tidak
kepala seksi untuk memperbaiki o
10 |Menyerahkan dokumen TOR dan RAB kepada TOR dan RAB 10 menit [TOR dan RAB
pejabat pelaksana untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.
11 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan TOR dan RAB 30 menit |TOR dan RAB, bukti

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Nomor SOP AP - |94 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif n

Disahkan oleh

Dinzy Kesehatan *
Aenggara Timur

'\:-.
\%
Judul SOP AP . |validasi Bal 4rana, Prasarana dan Alat

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 1.  Pendidikan minimal sarjana
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- | 2. Memiliki pemahaman yang baik tentang pengklasifikasian dan penetapan rumah
2025; sakit berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi
dan Perizinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 10 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

2. Komputer
3. Telephon/Faximile/internet
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Validasi Data Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) RS Kelas B tidak
sesuai prosedur akan berdampak pada status kelas rumah sakit.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di bidang pelayanan kesehatan
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Menerima disposisi surat masuk dari
Kadis/Sekretaris terkait Permohonan
Validasi Data ASPAK rumah sakit Kelas B
dan menugaskan kepala seksi untuk
menindaklanjuti.

Surat permohonan,

disposisi

5 menit

Surat permohona.
disposisi

2 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Surat permohonan, 5 menit |Surat permohonan,
mempersiapakan bahan dan instrumen disposisi disposisi
visitasi rumah sakit Kelas B dan melapor
kepada kepala seksi.

3 |Mempersiapakan bahan dan instrumen Surat permohonan, 1 Hari |Bahan, instrumen
visitasi RS Kelas B dan melapor kepada disposisi visitasi, jadwal visitasi
kepala seksi.

4 |Melakukan pengecekan/visitasi lapangan Bahan, instrumen 3 Han {Dokumen instrumen
bersama tim visitasi, jadwal visitasi visitasi terisi lengkap

5 |Melakukan Validasi Data ASPAK rumah Dokumen instrumen 3 Hari |Draf laporan Validasi
sakit Kelas B berdasarkan hasil visitasi visitasi terisi lengkap Data ASPAK rumah
yang dilakukan sakit Kelas B

6 |Memeriksa dan memaraf draft laporan Draf laporan Validasi 20 menit |Draf laporan Validasi
validasi data ASPAK rumah sakit Kelas B Data ASPAK rurmah Data ASPAK rumah

sakit Kelas B sakit Kelas B

7 |Memeriksa dan memaraf draf laporan Ya Draf laporan Validasi 10 menit |Draf laporan Validasi

validasi data ASPAK rumah sakit Kelas B Data ASPAK rumah Data ASPAK rumah
Tidak ; sakit Kelas B sakit Kelas B
M

& |Memeriksa dan menandatangani draf Draf laporan Validasi 5menit |Laporan Validasi Data
laporan validasi data ASPAK rumah sakit e Data ASPAK rumah ASPAK rumah sakit
Kelas B ica sakit Kelas B Kelas B

8 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Laporan Validasi Data 5 menit |Laporan Validasi Data
menindaklanjuti Ya ASPAK rumah sakit ASPAK rumah sakit

Kelas B Kelas B
10 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan. Laporan Validasi Data 1 Jam |Terlaksana validasi dan

ASPAK rumah sakit
Kelas B

Laporan Validasi Data
ASPAK rumah sakit
Kelas B, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Nomor SOP AP 1195 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan : |11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

.. NIP_19600731 198812 1 001

Judul SOP AP : |Pelayanan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pelayanan
Kesehatan Rujukan ke RSUD Kabupaten Non Rujukan

Regional

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tk. | Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-undang No. 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 10 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan program microsoft excel dan microsoft word

2. Memiliki kemampuan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak lain

Keterkaitan :

Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP AP Penetapan Kelas RS Kelas B
2. SOP AP Rekomendasi ljin Operasional RS Kelas B

1. DPA
2. Komputer/ printer
3. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila laporan SPJ kegiatan tahap | terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan tahap
selanjutnya ikut terlambat

Dipakai dan disimpan sebagai dokumen evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan acuan
pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
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oy

ngskan pejabt pelaksna untuk rnnrikn surat
permintaan kebutuhan dokter spesialis ke RSUD

1 |kabupaten Non Rujukan Regional Agenda Kerja 5 menit |Disposisi
1
Merekap kebutuhan dokter spesialis sesuai permintaan
2 |RSUD kabupaten Non Rujukan Regional Disposisi, surat masuk 30 menit S::;gﬁ: kebutuhan dokter
Mengadakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan yang I )
membahas pelayanan dokter spesialis ke kabupaten dan DPA, daftar permintaan _ Jadwal pelayanan dan
& T pelayanan dokter spesialis 1jam  |kebutuhan obat-obatan dokter
kebutuhan obat spesialistik S
dari RSUD Kab. spesialis
Menyampaikan surat pemberitahuan pelayanan dokter
spesialis ke RSUD kabupaten dan Komite Medik sesuai
4 [|1adwal yang telah ditetapkan serta mengonfirmasi s Notulen rapat 30 menit |Surat keluar
kesediaan dokter spesialis yang akan melaksanakan
pelayanan ke RSUD Kabupaten
Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan dokter spesialis ke
5 RSUD Katupaten Non Bujukan Reginal Jadwal Pelayanan 1 minggu |Kegiatan terlaksana
Menyiapkan SPJ, mengumpulkan SPJ, merekap SPJ dan o
& |realisasi dana DPA, SPJ 2 minggu Rekapan SPJ dan realisasi
dana
Mengadakan rapat evaluasi terkait kegiatan yang telah . .
v |cialesneien Rekapan SPJ dan realisasi R Rekapan SPJ _dan realisasi
anggaran anggaran, hasil rapat
Membuat laporan kegiatan B
8 = o o s 15 menit |Draft Laporan Hasil Kegiatan
anggaran, hasil rapat
Mengoreksi dan Finalisasi Laporan Hasil Kegiatan
9 Draft Laporan Hasil Kegiatan | 10 menit |Draft Laporan Hasil Kegiatan
Memeriksa dan menandatangani Laporan Hasil Kegiatan
10 - Laporan Hasil Kegiatan 10 Menit |Laporan Hasil Kegiatan
Menugaskan kepala seksi untuk menindaklanjuti
11 '_)- Laporan Hasil Kegiatan 5 Menit |Laporan Hasil Kegiatan
12 Mesibubublan ceg pada Lapoeim Hasy Keglatan; ‘;- Laporan Hasil Kegiatan 10 Menit |Laporan Hasil Kegiatan, Arsip

menggandakan dan Mengarsipkan
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Nomor SOP AP 96 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

— I'-_-"""\.._ e,
Tanggal Efektif . : > 0

Disahkan oleh

Judul SOP AP Validasi D\‘Apllkam Rumah Sakit Online

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 10 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana

2. Memiliki pemahaman yang baik tentang pengklasifikasian dan penetapan rumah sakit
berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar
3. SOP AP Pembuatan Laporan

1. ATK

2. Komputer

3. Telephon/Faximile/internet
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Validasi Data Rumah Sakit Online maka akan berakibat pada penurunan kelas
Rumah Sakit.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di bidang pelayanan kesehatan
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Menerima disposisi surat masuk dari Surat permohonan, | 5 menit |Surat permohonan,
Kadis/Sekretaris terkait Permohonan disposisi disposisi
Validasi data Aplikasi RS Online dan
menugaskan kepala seksi untuk
menindaklanjuti.
Menugaskan pejabat pelaksana untuk Surat permohonan, | 5 menit |Surat permohonan,
mempersiapkan bahan dan instrumen disposisi disposisi
visitasi Validasi data Aplikasi RS
Online dan melapor kepada kepala
seksi.
Mempersiapkan bahan dan instrumen Surat permohonan, 1 Hari |Bahan, instrumen
visitasi Validasi data Aplikasi RS disposisi visitasi, jadwal
Online dan melapor kepada kepala visitasi
seksi.
Melakukan pengecekan/visitasi Bahan, instrumen 3 Hari |Dokumen
lapangan bersama tim visitasi, jadwal instrumen visitasi
visitasi terisi lengkap
Melakukan Validasi data Aplikasi RS Dokumen 1 Hari |Validasi data SOP pembuatan
Online berdasarkan hasil visitasi yang instrumen visitasi Aplikasi RS Cnline, |laporan
dilakukan kemudian membuat laporan. terisi lengkap Laporan Validasi

data Aplikasi RS
Online
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Nomor SOP AP 97 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi &
Tanggal Efektif ; Zart N Y] -
Disahkan oleh : sy, Jiffas Kesehatan
A b2k 1/ imu
i 2 “aY o
;W
-8
!" *
‘& J _
2% ' s
AT e—duPoR00731 198812 1 001
e
Judul SOP AP Penerbitan Rekomenadasi ljin Pedagang Besar Farmasi
Cabang

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang
Pedagang Besar Farmasi;

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 10 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.  Minimal Diploma 3 Farmasi

2. Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

2. Komputer

3. Telephon/Faximile/internet
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila penerbitan rekomendasi ijin pedagang besar farmasi cabang tidak sesuai prosedur
akan menghambat penerbitan ijin dan menjadi PBF cabang ilegal.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di bidang Pelayanan Kesehatan
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Menerima disposisi surat masuk dari
Kadis/Sekretaris terkait permohonan rekomendasi
ijin pedagang besar farmasi dan menugaskan
kepala seksi untuk memeriksa dokumen
permohonan.

Surat permohnan. disposisi

Surat permohonan,
disposisi

Memeriksa/memverifikasi kelengkapan dokumen
permohonan rekomendasi ijin pedagang besar
farmasi. Jika lengkap, melakukan pemeriksaan
lapangan bersama tim. Jika tidak lengkap
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Surat permohonan, disposisi

1 Hari |Dokoumen permohonan
terverifikasi lengkap

Melakukan pengecekan/visitasi lapangan
bersama tim

Dokoumen permohonan
terverifikasi lengkap, instrumen
visitasi, jJadwal visitasi

1 Hari |Laporan hasil visitasi
lapangan, Berita acara hasil
pemeriksaan lapangan

Membuat dan memaraf draf rekomendasi ijin
pedagang besar farmasi dan menyampaikan
kepada Kepala Bidang

Laporan hasil visitasi lapangan,
Berita acara hasil pemeriksaan
lapangan

1jam |Draf rekomendasi

Memeriksa dan memaraf draf rekomendasi ijin
pedagang besar farmasi

Ya

Draf rekomendasi

20 menit | Draf rekomendasi

|Memeriksa dan memaraf draf rekomendasi ijin
pedagang besar farmasi

Ya

Tidak

Draf rekomendasi

10 menit |Draf rekomendasi

Memeriksa dan menandatangani draf
rekomendasi ijin pedagang besar farmasi

Draf rekomendasi

5 menit |Rekomendasi

Memberi nomor rekomendasi ijin pedagang besar
farmasi

Ya

Rekomendasi

10 menit |Rekomendasi yang telah
diberi nomor

Memberi nomor rekomendasi ijin pedagang besar
farmasi, mendistriusikan dan mendokumentasikan

Rekomendasi yang telah diberi
nomor

10 menit |Rekomendasi ijin
pedagang besar farmasi
(cabang), bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Nomor SOP AP 98 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif e

Disahkan oleh
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Penerbitai Rekdriieridasi ljin Pedagang Besar Farmasi

Pusat ~—~ =7

Judul SOP AP

Dasar Hukum:

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang
Pedagang Besar Farmasi

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 10 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Minimal Diploma 3 Farmasi

2. Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer

3. Telephon/Faximile/internet
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila penerbitan rekomendasi ijin pedagang besar farmasi tidak sesuai prosedur akan
menghambat penerbitan ijin dan menjadi PBF ilegal

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di bidang pelayanan kesehatan
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il

5 menit

i

Menerima disposisi surat masuk dari Surat permohonan, disposisi Surat permohonan,
Kadis/Sekretaris terkait permohonan rekomendasi disposisi
ijin pedagang besar farmasi dan menugaskan
kepala seksi untuk memeriksa dokumen
permohonan.
Memeriksa/memverifikasi kelengkapan dokumen Surat permohonan, disposisi 1 Hari |Dokoumen permohonan
permohonan rekomendasi ijin pedagang besar terverifikasi lengkap
farmasi. Jika lengkap, melakukan pemeriksaan
lapangan bersama tim. Jika tidak lengkap
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Melakukan pengecekan/visitasi lapangan bersama Dokoumen permohonan 1 Hari |Laporan hasil visitasi
tim terverifikasi lengkap, lapangan, Berita acara
instrumen visitasi, jadwal hasil pemeriksaan
visitasi
Membuat dan memaraf draf rekomendasi ijin Laporan hasil visitasi 1jam |Draf rekomendasi
pedagang besar farmasi dan menyampaikan lapangan, Berita acara hasil
kepada Kabid. pemeriksaan
Memeriksa dan memaraf draf rekomendasi ijin Draf rekomendasi 20 menit |Draf rekomendasi
pedagang besar farmasi
Tidak
Ya
Memeriksa dan memaraf draf rekomendasi ijin Draf rekomendasi 10 menit |Draf rekomendasi
pedagang besar farmasi Ya
Tidak
Memeriksa dan menandatangani draf rekomendasi ) Draf rekomendasi 5 menit |Rekomendasi
ijin pedagang besar farmasi Tidak
Ya
Membern nomor rekomendasi ijin pedagang besar Rekomendasi 10 menit |Rekomendasi yang telah
farmasi diberi nomor
Mendistribusikan dan mendokumentasikan Rekomendasi yang telah 1Jam |Rekomendasi ijin

diberi nomor

pedagang besar farmasi
(pusat), bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Nomor SOP AP 1199 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan :111 September 2019

Tanggal Revisi

|Tanggal Efektif

Fal

Disahkan oleh

N NIP.19608731 198812 1 001

Judul SOP AP

Dasar Hukum

:|Pene rgh Rekmetﬁdam ljin Penyalur Alat Kesehatan
(Alkes) Cabang=—— "~
Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VII2010
tentang Penyalur Alat Kesehatan;,

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Minimal Diploma 3 Farmasi

2. Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

2. Komputer

3. Telephon/Faximilefinternet
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila penerbitan rekomendasi ijin penyalur alkes cabang tidak sesuai prosedur akan
menghambat penerbitan ijin dan menjadi penyalur alkes ilegal

Disimpan dalam bentuk Softicopy dan Hardcopy di bidang Pelayanan Kesehatan
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Menerima disposisi surat masuk dari
Kadis/Sekretaris terkait permohonan rekomendasi
ijin penyalur alkes cabang dan menugaskan
kepala seksi untuk memeriksa dokumen
permohonan.

Surat permohaonan, disposisi

Surat permohonan,
disposisi

Memeriksa/memverifikasi kelengkapan dokumen Surat permohonan, disposisi 1 Hari {Dokoumen permohonan
permohonan rekomendasi jjin penyalur alkes terverifikasi lengkap
cabang. Jika lengkap. melakukan pemeriksaan
lapangan bersama tim. Jika tidak lengkap
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Melakukan pengecekan/visitasi lapangan Dokoumen permchonan 1 Hari [Laporan hasil visitasi
bersama tim terverifikasi lengkap, instrumen lapangan, Berita acara

visitasi, jadwal visitasi hasil pemeriksaan
Membuat dan memaraf draf rekomendasi ijin Laporan hasil visitasi lapangan, 1jam |Draf rekomendasi
penyalur alkes cabang dan menyampaikan Berita acara hasil pemeriksaan
kepada Kabid.
Memeriksa dan memaraf draf rekomendasi ijin Draf rekomendasi 20 menit |Draf rekomendasi
penyalur alkes cabang.
Memeriksa dan memaraf draf rekomendasi ijin Draf rekomendasi 10 menit |Draf rekomendasi
penyalur alkes cabang. Ya

Tidak
Memeriksa dan menandatangani draf Draf rekomendasi 5 menit {Rekomendasi
rekomendasi ijin penyalur alkes cabang.
Tidak

Memberi nomor rekomendasi ijin penyalur alkes Rekomendasi 10 menit |Rekomendasi yang telah
cabang diberi nomor
Mendistribusikan dan mendokumentasikan Rekomendasi yang telah diberi 1Jam |Rekomendasi ijin

nomor

penyalur alkes cabang,
bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Nomor SOP AP : {100 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP : |Penerbitan Rekoméndasi ljin Penyalur Alat Kesehatan

(Alkes) Pusat

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1181/MENKES/PER/VIII/2010

tentang Penyalur Alat Kesehatan

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 10 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Minimal Diploma 3 Farmasi

2. Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

2. Komputer

3. Telephon/Faximile/internet
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila penerbitan rekomendasi ijin penyalur alkes pusat tidak sesuai prosedur akan
menghambat penerbitan ijin dan menjadi penyalur alkes ilegal

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di bidang pelayanan kesehatan
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e

Menerima disposisi surat masuk dari

rmhan, il

ent '

Surat

mendokumentasikan

telah diberi nomaor

Kadis/Sekretaris terkait permohonan disposisi permohonan,
rekomendasi ijin penyalur alkes pusat disposisi
dan menugaskan kepala seksi untuk
memeriksa dokumen permohonan.
Memeriksa/memverifikasi kelengkapan Surat permohonan, 1 Han {Dokoumen
dokumen permohonan rekomendasi ijin disposisi permohonan
penyalur alkes pusat. Jika lengkap, terverifikasi
melakukan pemeriksaan lapangan lengkap
bersama tim. Jika tidak lengkap
dikembalikan kepada pemohon untuk
dilengkapi.
Melakukan pengecekan/visitasi lapangan Dokoumen 1 Hari |Laporan hasil
bersama tim permohonan visitasi lapangan,

terverifikasi lengkap, Berita acara hasil

instrumen visitasi |pemeriksaan
Membuat dan memaraf draf rekomendasi Laporan hasil visitasi 1jam |Draf rekomendasi
ijin penyalur alkes pusat dan lapangan, Berita acara
menyampaikan kepada Kabid. hasil pemeriksaan
Memeriksa dan memaraf draf Draf rekomendasi 20 menit |Draf rekomendasi
rekomendasi ijin penyalur alkes pusat. Tidak
Memeriksa dan memaraf draf Draf rekomendasi 10 menit |Draf rekomendasi
rekomendasi ijin penyalur alkes pusat. Tidak]
Memeriksa dan menandatangani draf Draf rekomendasi 5 menit |Rekomendasi
rekomendasi ijin penyalur alkes pusat. Tidak

. ¥a
Memberi nomor rekomendasi ijin Rekomendasi 10 menit |Rekomendasi
penyalur alkes pusat. yang telah diberi
nomor

Mendistribusikan dan Rekomendasi yang 1Jam |Rekomendasi jjin

penyalur alkes
pusat, bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Nomor SOP AP 2 101 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan

: |11 September 2019

Tanggal Revisi o T—

"-.‘-.t

Tanggal Efektif

|Disahkan oleh

Judul SOP AP

Dasar Hukum :

.“ -_,_ < ad ' i
: S N
Mana;em@kﬂma& Kesehatan
Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

" Birokrasi 2010 - 2025

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Integrasi
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.

1. Pendidikan minimal S1
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan

3. Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi NTT
2. SOP AP Penanganan Surat Masuk
3. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2. Laporan bulanan program

3. Data indikator program
4. Perangkat Komputer

Peringatan :

Jika manajemen data dan informasi kesehatan tidak sesuai prosedur maka akan
berdampak pada kualitas informasi kesehatan.

Pencatatan dan Pendataan :
Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
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Menugaska kasie melakukan
pengumpulan/menghimpun data
kesehatan

Agenda kerja

DISOSISI

Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit |Disposisi
melakukan pengumpulan data

kesehatan

Mengumpulkan data kesehatan sesuai Disposisi 3 Hari  |Data kesehatan

tupoksi seksi dan menyampaikan ke
kasie.

yang terkait dengan
tupoksi

Melakukan verifikasi dan analisa data Data kesehatan 3 hari Draf informasi
kesehatan dengan membandingkan yang terkait dengan kesehatan dari seksi
dengan standar atau target, mengolah i tupoksi

menjadi informasi kesehatan dan Tidak

menyampaikan kepada kabid.

Menelaah informasi kesehatan dari Draf informasi 2 Jam |Informasi kesehatan
seksi, jika setuju menandatangani dan kesehatan dari seksi bidang Pelayanan
menugaskan pejabat pelaksana Kesehatan
menindaklanjuti. Tjdak

Mendistribusikan dan mengarsipkan Informasi kesehatan| 30 menit |Informasi kesehatan

informasi kesehatan sesuai kebutuhan

bidang Pelayanan
Kesehatan

bidang Pelayanan
Kesehatan
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI| KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Nomor SOP AP - 1102 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan _ [11 September 2019
Tanggal Revisi : PR

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

drg. Dominikus Minggqu, M.Kes
A Nlpzzc%oﬁ 731 198812 1 001

s Kesehatan
ra Timu

Judul SOP AP

“[Penyusun

larrHera ka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian-Anggas iaya (RAB) Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana

2. Memahami proses penyusunan TOR dan RAB

|Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer/Printer

3. Telephon/Faximile

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program di Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan tidak sesuai prosedur akan berdampak pada
lkualitas penyusunan rencana kerja di Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Kesehatan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Kefarmasian dan Alat
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enugaska pI ksi untumyusn '

Bulan januari tahun

10 menit |Disposisi / petunjuk
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan berjalan dari tahun
Rincian Anggaran Biaya (RAB) program di rencana.
Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Menugaskan pejabat pelaksana untuk ) 4 Disposisi / petunjuk | 10 menit |Disposisi / petunjuk
mengumpulkan bahan penyusunan TOR _
dan RAB program.
Mengumpulkan/menghimpun bahan k4 Disposisi /petunjuk 1 Hari  |Bahan atau data
penyusunan TOR dan RAB dan - dukung
menyampaikan kepada kepala seksi. penyusunan TOR

dan RAB
Menyusun konsep TOR dan RAB program Bahan atau data 1 Minggu |Konsep TOR dan
dan menyampaikan kepada kepala bidang. dukung RAB
penyusunan TOR
dan RAB

Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila Konsep TOR dan 2Jam |Konsep TOR dan
setuju menyampaikan kepada kepala seksi Tidak RAB RAB
dan staf untuk rapat. Jika tidak setuju ’
mengembalikan kepada kepala seksi untuk
diperbaiki. Ya
Rapat membahas TOR dan RAB program Konsep TOR dan 2 jam  |Notulen hasil rapat
Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan RAB, daftar hadir. dan Berita acara
yang dipimpin oleh kepala seksi 2_:.——)- rapat
Menugaskan kepala seksi untuk Notulen hasil rapat 2 hari  |Notulen hasil rapat,

memperbaiki Kerangka Acuan Kegiatan
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
program di Seksi Kefarmasian dan Alat
Kesehatan sesuai hasil rapat.

dan Berita acara
rapat

Berita acara rapat,
disposisi / petunjuk
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program sesuai notulen rapat, memaraf
dan menyampaikan kepada kepala bidang.

TOR dan RAB|

[Notule

sil
berita acara rapat,
disposisi / petunjuk

pt. '

2Jam |Draft TOR dan
RAB

Memeriksa konsep perbaikan TOR dan
RAB program. Apabila setuju,
menandatangani dan menyampaikan
kepada para kepala seksi. Apabila tidak
setuju dikembalikan kepada kepala seksi
untuk memperbaiki

Ya

Tidak

Draft TOR dan RAB

1Jam |TOR dan RAB

10

Menyerahkan dokumen TOR dan RAB
kepada pejabat pelaksana untuk
didistribusikan dan didokumentasikan.

TOR dan RAB

10 menit |TOR dan RAB

11

Mendistribusikan dan mendokumentasikan

_|TOR dan RAB

30 menit |TOR dan RAB,
bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Nomor SOP AP

103 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan

11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

A

Disahkan oleh

- . e !
’k&_ Kepala Dinas '/;ra‘ﬁ'Hovinsi NTF*
& o

drg. Dominikus Minggu, M.kes
NIP. 19600731 198812 1 001

Judul SOP AP

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

L=l

2025;

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Rl Nomor 1148 Tahun 2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan,
Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;

8. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012, Tentang

Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 1

Kualifikasi pelaksana :

UM

Distribusi Obat Buffer

Minimal satu tahun bekerja di seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
Menguasai Windows dan Microsoft Office;
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;

Memahami Kebijakan Peraturan Tentang Pengelolaan Obat;

Mampu Bekerjasama dan Berkomunikasi dengan Baik;

Keterkaitan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk

Peralatan/Perlengkapan :
1. Daftar Permintaan Obat
2. Hand Forklift

3. Kartu Stok

4. Trolley
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksanaan Penyiapan Distribusi Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan harus dilaksanakan | 1. Kariu Stok
sesuai prosedur guna menjaga mutu serta kualitas Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan. 2. SBBK
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Mendisposisi permintaan obat buffer dari
Dinas Kesehatan Kab/Kota dan
Organisasi masyarakat lainnya ke Kasie.

Disposisi permintaan obat
buffer dari dinas kesehatan
kabupaten/kota dan
organisasi masyarakat

10 Menit

Disposisi permintaan obat
buffer dari dinas kesehatan
kabupaten/kota dan
organisasi masyarakat

Terkait SOP
Penanganan
Surat Masuk

Mendisposisikan permintaan obat buffer
dari Dinas Kesehatan Kab/Kota dan
Organisasi masyarakat lainnya kepada
pejabat pelaksana

Disposisi permintaan obat
buffer dari dinas kesehatan
kabupaten/kota dan
organisasi masyarakat

10 Menit

Disposisi permintaan obat
buffer dari dinas kesehatan
kabupaten/kota dan
organisasi masyarakat

Mengecek obat buffer dengan
ketersediaan stok

Disposisi permintaan obat
buffer dari dinas kesehatan
kabupaten/kota dan
organisasi masyarakat

20 menit

Ketersesdiaan stok obat
buffer

Membuat draf Surat Bukti Barang Keluar
(SBBK), memaraf dan menyerakan
kepada kepala seksi.

B

Ketersesdiaan stok obat
buffer

30 menit

Draf Surat Bukti Barang
Keluar (SBBK)

Memeriksa SBBK jika setuju memaraf
dan menyampaikan ke kabid, jika tidak
setuju mengembalikan ke pejabat
Pelaksana untuk diperbaiki.

Ya

Tidak

Draf Surat Bukti Barang
Keluar {SBBK)

10 menit

Draf Surat Bukti Barang
Keluar (SBBK)

Memeriksa SBBK jika setuju
menandatangani dan menyampaikan ke
kasie, jika tidak setuju mengembalikan
ke kasie untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

Draf Surat Bukti Barang
Keluar (SBBK)

10 Menit

Surat Bukti Barang Keluar
(SBBK)

Menugaskan pejabat pelaksana untuk
melakukan pengepakan dan
mendistribusikan obat buffer.

Surat Bukti Barang Keluar
(SBBK)

10 Menit

Pengepakan obat buffer

Melakukan pengepakan dan
mendistribusikan obat program, vaksin
dan perbekalan kesehatan ke
kabupaten/kota

Pengepakan obat buffer

2 Jam

Distribusi obat buffer, bukti
pengiriman
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

Nomor SOP AP 104 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan - |11 September 2019
Tanggal Revisi :

>

Tanggal Efektif Q

Disahkan oleh

0; S

; 7 ﬁag\Provinsi NTT%/
o —
i " ‘{}iNAS KESTHATAN

Mingqu, M.Kes

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN \ 2\ NIP. 19600731 198812 1001
SEKS| KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Judul SOP AP |Penersita gadasi Usaha Kecil Obat Tradisional
(UKOT) V888 7

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.

1. Minimal S1 Kesehatan
2. Menguasai Windows dan Microsoft Office

3. Memahami peraturan terkait dengan izin usaha kecil tradisional (UKOT)

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

2. Komputer/laptop
3. Telepon

4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika penerbitan rekomendasi usaha kecil obat tradisional tidak sesuai prosedur maka
berdampak pada status usaha kecil yang ilegal.

Database seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
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terkait permohonan rekomendasi usaha kecil obat
tradisional dan menugaskan kasie untuk
menindaklanjuti.

Menerima disposisi surat masuk dari Kadis/Sekretaris

Surat permohonan dari
pemohon, disposisi

Surat ohonan dari .
pemohon, disposisi

2 |Memerintahkan pejabat pelaksana Surat permohonan dari 5 menit Surat permohonan dari
memeriksa/memverifikasi berkas permohonan. pemohon, disposisi pemohon, disposisi

2. |Memeriksa/memverifikasi kelengkapanberkas Surat permohonan dari 1 Hari Dokoumen permohonan
permohonan. Jika lengkap, melaporkan kepada kasie pemohon, disposisi terverifikasi lengkap,
untuk melakukan pemeriksaan lapangan bersama tim. instrumen pemeriksaan
Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk lapangan, jadwal
dilengkapi. pemeriksaan lapangan

3. |Melakukan pengecekan lapangan bersama tim terkait Dokoumen permohonan 3 Hari Laporan hasil pemeriksaan
usaha kecil obat tradisional. terverifikasi lengkap, instrumen lapangan dan berita acara

pemeriksaan lapangan, jadwal hasil pemeriksaan
pemeriksaan lapangan

4. |Membuat dan memaraf draf surat rekomendasi izin Laporan hasil pemeriksaan 1 jam Draf surat rekomendasi
usaha kecil obat tradisional dan menyerakan kepada lapangan dan berita acara hasil izin usaha kecil obat
kabid. pemeriksaan tradisional

5. |Memeriksa draf surat rekomendasi izin usaha kecil obat Draf surat rekomendasi izin 20 menit | Draf surat rekomendasi
tradisional. Jika setuju, memberi paraf dan menyerakan Ya usaha kecil obat tradisional lizin usaha kecil obat
kepada sekretaris. Jika tidak setuju, mengembalikan Tidak tradisional
|kepada kasie untuk memperbaiki..

6. |Memeriksa draf surat rekomendasi izin usaha kecil obat Bt e — Draf surat rekomendasi izin 10 menit | Draf surat rekomendasi
tradisional. Jika setuju, memberi paraf dan menyerakan Ya usaha kecil obat tradisional izin usaha kecil obat
kepada kadis. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Tidak tradisional
kabid untuk memperbaiki.. y 4

7 |Memeriksa draf surat rekomendasi izin usaha kecil obat Draf surat rekomendasi izin 5 menit Surat rekomendasi izin
tradisional. Jika setuju, menandatangani dan usaha kecil obat tradisional usaha kecil obat tradisional
\menyerakan kepada kabid. Jika tidak sstuju, Tidak

8 [Menugaskan kepala seksi untuk menindaklanjuti Surat rekomendasi izin usaha 5 menit Surat rekomendasi izin

Ya kecil obat tradisional usaha kecil obat tradisional

9 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk menindakianjuti Surat rekomendasi izin usaha 5 menit Surat rekomendasi izin

kecil obat tradisional usaha kecil obat tradisional

10 [Mendistribusikan atau menyerakan kepada pemohon Surat rekomendasi izin usaha 1 Jam Surat rekomendasi izin
dan mendokumentasikan. kecil obat tradisional usaha kecil obat

tradisional, bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Nomor SOP AP

105 Tahun 2018

Tanggal Pembuatan

11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

usﬁ‘lm u, M.Kes
NIP. 19600731,198812 1 001

Judul SOP AP

Distribusi.Obat Program, Vaksin dan Perbekalan

|Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:;

Kualifikasi pelaksana :

1.

Kesehatan :- ../ .

T

Minimal satu tahun bekerja di seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Menguasai Windows dan Microsoft Office; |
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pekerjaan Kefarmasian; 3. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara: |
4 z'oe;ast.uran Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 4 Memahami Kebijakan Peraturan tentang Pengelolaan Obat; :
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan 5. Mampu Bekerjasama dan Berkomunikasi dengan Baik;
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; }
6. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Rl Nomor 1148 Tahun 2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi,
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan,
Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, |
8. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012, Tentang Pedoman |
Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 189/Menkes/SK/I11/2006 tentang Kebijakan Obat
Nasional,
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis |
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. SPMB
2. Hand Forklift
3. Kartu Stok
4. Trolley
5. Cool Box
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan ;
Pelaksanaan Penyiapan Distribusi Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan harus dilaksanakan sesuai | 1. Kartu Stok
prosedur guna menjaga mutu serta kualitas Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan 2. SBBK
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ey 2
Mendisposisi Surat Perintah Mengeluarkan
Barang (SPMB) obat program, vaksin dan
perbekalan kesehatan dari Pengelola
Program Dinas Kesehatan Provinsi

dan perbekalan kesehatan

SPMB obathrogram. vaksin

10 Menit

SPMB obat program, vaksin
dan perbekalan kesehatan
dan disposisi

Terkait SOP
Penanganan
Surat Masuk

Mendisposisikan SPMB kepada pejabat
pelaksana untuk menindaklanjuti.

SPMB obat program, vaksin
dan perbekalan kesehatan
dan disposisi

10 Menit

SPMB obat program, vaksin
dan perbekalan kesehatan
dan disposisi

Menerima SPMB, Mengecek aobat program, SPMB obat program, vaksin| 20 menit |SPMB obat program, vaksin
vaksin dan perbekalan kesehatan sesuai dan perbekalan kesehatan dan perbekalan kesehatan
dengan SPMB dan ketersediaan stok dan disposisi dan Ketersediaan stok obat
Membuat draf Surat Bukti Barang Keluar SPMB obat program, vaksin| 30 menit |Draf Surat Bukti Barang
(SBBK), memaraf dan menyerakan kepada dan perbekalan kesehatan Keluar (SBBK)

kepala seksi. dan Ketersediaan stok obat

Memeriksa SBBK jika setuju memaraf dan Draf Surat Bukti Barang 10 menit |Draf Surat Bukti Barang
menyampaikan ke kabid, jika tidak setuju Keluar (SBBK) Keluar (SBBK)
mengembalikan ke pejabat Pelaksana untuk Tidak

diperbaiki.

Memeriksa SBBK jika setuju menandatangani Draf Surat Bukti Barang 10 menit |Surat Bukti Barang Keluar
dan menyampaikan ke kasie, jika tidak setuju Keluar (SBBK) (SBBK)

mengembalikan ke kasie untuk diperbaiki. Tidak

Menugaskan pejabat pelaksana untuk Surat Bukti Barang Keluar 10 menit |Surat Bukti Barang Keluar
melakukan pengepakan dan Ya (SBBK) (SBBK)

mendistribusikan obat program, vaksin dan

perbekalan kesehatan ke kabupaten/kota

Melakukan pengepakan dan mendistribusikan Surat Bukti Barang Keluar 3jam |Pengepakan dan distribusi

obat program, vaksin dan perbekalan
kesehatan ke kabupaten/kota

(SBBK)

obat program, vaksin,
perbekalan kesehatan ;
bukti pengiriman
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (P2P)
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

Nomor SOP AP 106 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif "
Disahkan oleh ehalan Provinsi Sr
N
Judul SOP AP PenerblwwSuthrﬁ’ﬁnﬁ?hh Mengeluarkan Barang (SPMB)
obat, vaksin dan perbekalan kesehatan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal Diploma
2 Pengelola Program
3 Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 ATK
2 SOP AP Distribusi Obat Program, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan 2 Komputer
3 Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila penerbitan SPMB tidak dipatuhi maka akan berdampak pada keterlambatan
pengiriman obat, vaksin dan perbekalan kesehatan ke kabupaten/kota

Dicatat dalam buku kontrol penerbitan SPMB dan selanjutnya didokumentasikan.
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terkait surat permintaan obat,vaksin dan
perbekalan kesehatan dari
kabupaten/kota dan menugaskan kepala
seksi untuk menindaklanjuti.

' M dispi ri kaiekr:r

Disposisi Kepala
Dinas/Sekretaris, surat
permintaan dan
laporan penggunaan
obat, vaksin dan
perbekalan kesehatan.

Disposisi Kepala Bidag,

surat permintaan dan
laporan penggunaan
obat, vaksin dan
perbekalan kesehatan.

Menugaskan pejabat pelaksana

Dispesisi Kepala

5 menit

Disposisi Kepala Seksi,

membuat konsep SPMB. Bidag, surat surat permintaan dan
permintaan dan laporan penggunaan
laporan penggunaan obat, vaksin dan
obat, vaksin dan perbekalan kesehatan.
perbekalan kesehatan.
Membuat konsep SPMB dan Disposisi Kepala Seksi,| 30 menit |Konsep SPMB
menyampaikan ke kepala seksi. surat permintaan dan
laporan penggunaan
obat, vaksin dan
perbekalan kesehatan.
Memeriksa konsep SPMB. Jika setuju, Konsep SPMB 5 menit |Konsep SPMB
memaraf SPMB. Jika tidak setuju,
dikembalikan untuk diperbaiki. : sl
Memeriksa konsep SPMB. Jika setuju, Konsep SPMB 5 menit | SPMB Kepala seksi
menandatangani dan menyampaikan menandatanga
kepada kepala seksi. Jika tidak setuju ni SPMB jika
mengembalikan kepada kepala seksi kabid
untuk diperbaiki berhalangan,
Jika
Kabid/kepala
seksi
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Menugaskan pejabat pelaksana
mengambil nomor SPMB pada Subag
Kepegawaian dan Umum serta
mengirimkam SPMB ke Bidang
Pelayanan.

"SPMB

"5 menit

SPMB

Mengambil nomor SPMB di Subag.
Kepegawaian dan umum

SPMB

5 menit

SPMB yang telah diberi
nomor

Menyerahkan SPMB ke bidang
pelayanan dengan membawa buku
kontrol untuk ditandatangani oleh yang
menerima dan mendokumentasikan.

SPMB yang telah
diberi nomor

10 menit

dokumen SPMB, bukti
dokumentasi/arsip.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

Nomor SOP AP 107 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

', "drg. Dominikiis Minggu, M.Kes
N’ NIP-19600734 198812 1 001

Judul SOP AP Penyuéunan Rencana Kebutuhan Logistik
Program Pencegahan & Pengendalian
Penyakit Menular

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Penanggulangan Penyakit Menular

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana
2. Fungsional Perencana

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3. Telephon/Faximile
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila penyusunan rencana kebutuhan logistik program tidak sesuai prosedur, maka akan

berdampak pada jumlah dan kualitas ketersediaan logistik program pada dinas kesehatan provinsi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit
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menyusun kebutuhan logistik

Bulan januari
tahun berjalan

program. dari tahun
rencana.

Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit |Disposisi/petunjuk
untuk mengumpulkan bahan
penyusunan kebutuhan logistik
program.
Mengumpulkan/menghimpun Disposisi/fpetunju| 1 hari [Bahan atau data
bahan penyusunan kebutuhan k dukung penyusunan
logistik program dan kebutuhan logistik
menyampaikan kepada kepala program
seksi.
Menyusun konsep rencana Bahan atau data | 3 Jam |Konsep rencana
kebutuhan logistik program, dukung kebutuhan logistik
memaraf dan menyampaikan penyusunan program.
kepada kepala bidang. kebutuhan
Memeriksa konsep rencana Konsep rencana | 1Jam |Draf rencana
kebutuhan logistik program. kebutuhan kebutuhan logistik
Apabila setuju, memaraf dan Tidak logistik program. program.
menyampaikan kepada
sekretaris. Jika tidak setuju, v4
mengembalikan kepada kepala

i ' iki,
Memeriksa konsep rencana Draf rencana 30 menit |Draf rencana
kebutuhan logistik program. kebutuhan kebutuhan logistik
Apabila setuju, memaraf dan logistik program. program.

menyampaikan kepada kepala
dinas. Jika tidak setuju,
mengembalikan kepada kepala
bidang untuk diperbaiki.

Tidak




Memeriksa draf rencana

Draf rencana

20 menit

Rencana kebutuha

kebutuhan logistik program. kebutuhan logistik program.
Apabila setuju menandatangani logistik program.

dan menyampaikan kepada

sekretaris. Jika tidak setuju,

mengembalikan kepada

sekretaris untuk diperbaiki. Ya

8 |Menyerahkan dokumen rencana Rencana 5 menit |Rencana kebutuhan
kebutuhan logistik program kebutuhan logistik program.
kepada kepala bidang untuk logistik program.
didistribusikan dan
didokumentasikan.

9 |Menyerahkan dokumen rencana Rencana 5 menit |Rencana kebutuhan
kebutuhan logistik program kebutuhan logistik program.
kepada kepala seksi untuk logistik program.
didistribusikan dan
didokumentasikan.

10 |Menyerahkan dokumen rencana Rencana 5 menit |Rencana kebutuhan
kebutuhan logistik program kebutuhan logistik program.
kepada pejabat pelaksana untuk logistik program.
didistribusikan dan
didokumentasikan.

11 |Mendistribusikan dan Rencana 1 jam [Rencana kebutuhan
mendokumentasikan kebutuhan logistik program,

logistik program. bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKSI| PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

Nomor SOP AP 108 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11September 2019
[ Tanggal Revisi
Tanggal Efektif e N iz
Disahkan oleh /Otg. Kepala Dinas tan Provinsi %
...y Nusa Te iquur
drg. Domirfikus Minggu, M.Kes
NIP. 19600731 198812 1 001

Manajemen Data dan Informasi Program Pencegahan &

Judul SOP AP Pengendalian Penyakit Menular

Dasar Hukum :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang
3 Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Integrasi

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :
1 Pendidikan minimal S1

2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan

3 Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :
1 SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi NTT
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :
1 Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2 Laporan bulanan program
3 Data indikator program
4 Perangkat Komputer

Peringatan :

Jika manajemen data dan informasi tidak sesuai prosedur maka akan berdampak pada
kualitas informasi kesehatan.

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular,
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Menugaskan kasie melakukan Agenda kerja 10 menit |Disposisi

pengumpulan/menghimpun data

kesehatan

Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit |Disposisi

melakukan pengumpulan data

kesehatan

Mengumpulkan data kesehatan Disposisi 3 Hari |Data kesehatan

sesuai tupoksi seksi dan yang terkait

menyampaikan ke kasie. dengan tupoksi

Melakukan verifikasi dan analisa v Data kesehatan 3 hari  |Draf informasi

data kesehatan dengan § yang terkait kesehatan dari

membandingkan dengan standar 2 dengan tupoksi seksi

atau target, mengolah menjadi Tidak

informasi kesehatan dan

menyampaikan kepada kabid.

Menelaah informasi kesehatan dari 7 Draf informasi 2Jam |[Informasi

seksi, jika setuju menandatangani kesehatan dari kesehatan bidang

dan menugaskan pejabat seksi Pencegahan dan

pelaksana menindaklanjuti. Tidak Pengendalian

Ya Penyakit

Mendistribusikan dan Informasi 30 menit |Informasi

mengarsipkan informasi kesehatan kesehatan kesehatan bidang

sesuai kebutuhan bidang Pencegahan dan
Pencegahan dan Pengendalian
Pengendalian Penyakit
Penyakit
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

Nomor SOP AP

109 Tahun 2019

[ Tanggal Pembuatan

11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP

Penyusunan’Kerangka Actian Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program
P . :

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

2. Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana

2. Memahami proses penyusunan TOR dan RAB

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer/Printer

3. Telephon/Faximile

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular tidak sesuai prosedur
akan berdampak pada kualitas penyusunan rencana kerja di Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular.
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kepala seksi untuk menyusun

spoisi .

Menugaskan Agenda Kerja 10 menit Bulan januari tahun
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan petunjuk berjalan dari tahun
Rincian Anggaran Biaya (RAB) program di rencana.
Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular
Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi / 10 menit |Disposisi /
mengumpulkan bahan penyusunan TOR petunjuk petunjuk
dan RAB program.
Mengumpulkan/menghimpun bahan Disposisi 1 Hari |Bahan atau data
penyusunan TOR dan RAB dan /petunjuk dukung
menyampaikan kepada kepala seksi. penyusunan
TOR dan RAB
Menyusun konsep TOR dan RAB program Bahan atau data | 1 Minggu |Konsep TOR
dan menyampaikan kepada kepala bidang. dukung dan RAB
penyusunan TOR
dan RAB
Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila Konsep TORdan | 2Jam |Konsep TOR
setuju menyampaikan kepada kepala seksi RAB dan RAB
dan staf untuk rapat. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kepala seksi untuk
diperbaiki.
Rapat membahas TOR dan RAB program Konsep TOR dan 2 jam |Notulen hasil
Seksi Pencegahan dan Pengendalian RAB, daftar hadir. rapat dan Berita
Penyakit Menular yang dipimpin oleh acara rapat
kepala seksi
Menugaskan kepala seksi untuk Notulen hasil 2 hari  |Notulen hasil
memperbaiki Kerangka Acuan Kegiatan rapat dan Berita rapat, Berita
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) acara rapat acara rapat,
program di Seksi Pencegahan dan disposisi /
Pengendalian Penyakit Menular sesuai petunjuk
hasil rapat.




Menyusun konsep perbaikan TOR dan

Notlen hal |

2Jam |Draft TORdan |

8
RAB program sesuai notulen rapat, rapat, berita RAB
memaraf dan menyampaikan kepada acara rapat,
kepala bidang. disposisi /
petunjuk
9 |Memeriksa konsep perbaikan TOR dan Draft TOR dan 1Jam |TOR dan RAB
RAB program. Apabila setuju, RAB
menandatangani dan menyampaikan
kepada para kepala seksi. Apabila tidak Tidak
setuju dikembalikan kepada kepala seksi Ya
untuk memperbaiki
10 |Menyerahkan dokumen TOR dan RAB TOR dan RAB 10 menit |TOR dan RAB
kepada pejabat pelaksana untuk :
didistribusikan dan didokumentasikan. Sl
11 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan TOR dan RAB 30 menit |TOR dan RAB,

bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

Nomor SOP AP - 1110 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan . |11 September 2019
Tanggal Revisi :

TaaneMif

Disahkan oleh

¥

“s_NIP¥

Judul SOP AP : |[Penetapan 'Elir_h_ifl_"iﬁki.f..Penularan Penyakit Menular

Dasar Hukum :
1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang
Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Cara
Penanggulangannya

6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Penanggulangan Penyakit Menular

7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :
1. Menguasai Windows dan Microsoft Office
2. Memahami Prosedur Penetapan Eliminasi Penyakit Menular

Keterkaitan : Peralatarn‘T’eﬂengkapan :
1 SOP AP Manajemen Data dan Informasi Program Pencegahan dan Pengendalian 1 ATK
Penyakit Menular 2 Komputer
3 Printer

Peringatan :

Penetapan eliminasi penularan penyakit menular akan berdampak pada keberlangsungan
eliminasi penyakit menular dalam pencapaian indikator dan target program pencegahan
dan pengendalian penyakit di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ kota.

Pencatatan dan Pendataan :
Database di masing-masing program pada seksi P2PM

272




Menugaskan kepala seksi untuk Disposisi, surat dan Disposisi, surat dan
menindaklanjuti disposisi Kepala sertifkat dari _ |sertifikat dari
Dinas/sekretaris terkait surat dan AR 10menit | menterian
sertifikat dari Kementerian Kesehatan kesehatan kesehatan
Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi, surat dan Disposisi, surat dan
membuat konsep surat penetapan sertifikat dari _ |sertifikat dari
eliminasi penularan penyakit menular ———— 10menit | o enterian
kesehatan kesehatan
M_enjbugt konsep surat peqetapan Disposisi, su!rat dan Konsep surat,
eliminasi penularan penyakit menular sertifikat dari o v |sartifkatdin Bae
serta melampirkan kelengkapan berkas kementerian 99 icliikiify
kesehatan e 9
Memeriksa konsep surat, sertifikat dan
berkas pendukung bila benar diparaf Keérisap Sirit, Draft surat yang
dan diserahkan ke kabid untuk paraf, sertifikat dan berkas 1jam sudah di paraf,
jika belum lengkap dikembalikan ke pendukung sertifikat dan berkas
pejabat pelaksana untuk diperbaiki pendukung
Memeriksa draft surat, sertifikat dan Draft surat yang Draft surat yang
berkas pendukung selanjutnya Tidak sudah diparaf, ek sudah diparaf,
memberikan paraf untuk diserahkan ke Ya sertifikat dan berkas sertifikat dan berkas
Sekretaris pendukung pendukung
Memeriksa dan memberi paraf untuk Draft surat yang Draft surat yang
selanjutnya diserahkan ke Kepala Dinas sudah diparaf, . |sudah diparaf,
Tidak sertifikat dan berkas ek sertifikat dan berkas
pendukung pendukung
Menelaah, mengoreksi dan Surat penetapan
menandatangani draft surat penetapan Draft surat yang eliminasi penularan
eliminasi penularan penyakit menular, | sudah diparaf, | penyakit menular yang
ettt dan berkas pandulung Ya i sertfikat dan berkas | 10 ™™ |sudah ditandatangani,
pendukung sertifikat dan berkas
pendukung
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Menugaskan kepala seksi untuk
meneruskan surat penetapan eliminasi :W?t pgnetapan Surat penetapan
; ; iminasi penularan A
penularan penyakit menular, sertifikat penyakit menular eliminasi penularan
8 dan berkas pendukung yatig siidieh Sttt penyak'rt_ menular yang
ditandatangani sud_ah ditandatangani,
serifikatdan bérk - sertifikat dan berkas
pendukung pendukung
Meneruskan surat penetapan eliminasi Surat penetapan
penularan penyakit menular, sertifikat eﬁmin:; pen Elaran Surat penetapan
dan berkas pendukung untuk dicap penyakit menular eliminasi penularan
g |kemudian dikiimkan dan yang sudah 5 menit penyakl'g menuar yang
didokumentasikan ditandatangani sudgh ditandatangani,
sertifikat dan berkas wertlcat can batkes
pendukung pendukung
Membubuhkan nomor Surat, Surat penetapan
Mengirimkan surat penetapan eliminasi eliminasi penularan Surat Penetapan
beserta sertifikat dan berkas pendukung penyakit menular eliminasi penularan
10 |kemudian mengarsipkan yang sudah 15 menit |penyakit menular,
ditandatangani, sertifikat dan berkas
sertifikat dan berkas pendukung dan arsip
pendukung
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T

Nomor SOP AP 111 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan |11 September 2019

Tanggal Revisi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

SEKSI| SURVEILANS DAN IMUNISASI

Tanggal Efektif 270 PR A

Disahkan oleh 4R _Aepate iﬁhﬁ\&gsehatan Provinsi
7 Nenggara Timur

Judul SOP AP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

1 Memiliki kemampuan Investigasi/Penyelidikan Epidemiologi KLB Penyakit Menular,
2 Memiliki kemampuan Analisis Data Surveilans Epidemiologi Penyakit Potensial

3 Memiliki kemampuan Mikro Soft Office (Word, Excel dan Power Point)

4 Memiliki kemampuan menyusun Perencanaan dan Penanggulangan KLB dan

Bencana
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat
Menimbulkan Wabah
6 Permenkes Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan
7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Surveilans Kesehatan
8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomeor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans
Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu
11 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 948 Tahun 2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
12 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :

1 SOP AP Penanganan Surat Masuk

2 SOP AP Penanganan Surat Keluar

3 SOP AP Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Pelaksana

4 SOP AP Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Eselon 2, 3 dan 4
5 SOP AP Penerbitan Nota Dinas

1 Logistik Penanggulangan KLB dan Bencana
Pedoman Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi Penyakit-Penyakit Potensial
Wabah dan Keracunan Pangan

3 Pedoman Rencana Kontingensi Bencana

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP AP Penyelidikan Epidemiologi (PE)skala besar tidak dapat dilaksankan 1 x 24 Jam, maka KLB akan

Dicatat dan di arsipkan pada seksi surveilens dan imunisasi sebagai Dasar
Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi Lapangan untuk Verifikasi.

menjadi wabah.
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Menerima surat peyataan KB N

Surat pemtaan

5 menit

| Srat yataan

dari Bupati/ Walikota dan KLB, lembar KLB, disposisi

mendisposisi surat kepada sekdis disposisi

untuk ditindaklanjuti.

Mendisposisi surat pernyataan Surat pernyataan |5 menit Surat pernyataan

KLB ke Kabid P2 untk KLB, disposisi KLB, disposisi

ditindaklanjuti

Memerintahkan kasie surveilans Surat pernyataan |10 menit Surat pernyataan

dan imunisasi untuk mengadakan KLB, disposisi KLB, disposisi

rapat teknis dengan Tim Gerak

Cepat (TGC).

Mengadakan rapat teknis Nota dinas, 2 Jam Langkah Terkait dengan

bersama TGC untuk menentukan Bahan Rapat Penanganan KLB |SOP

langkah penanganan KLB Pelaksanaan
rapat, SOP
penerbitan
nota dinas

Menugaskan TGC untuk Langkah 10 menit Langkah Terkait dengan

melaksanakan penyelidikan Penanganan KLB Penanganan KLB, |SOP

epidemiologi (PE). surat tugas penerbitan
surat tugas

Melaksanakan penyelidikan Langkah 6 Hari Terlaksana Terkait dengan

epidemiologi (PE) di lokasi KLB Penanganan penyelidikan SOP

dan membuat laporan hasil PE. KLB,surat tugas epidemiologi, penyusunan

laporan hasil PE |laporan
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Nomor SOP AP 112 Tahun 2019
Tang_gal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif T
Disahkan oleh A Kej inagKesehatan Provinsi
s7/ By a Timur
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | mm—— ! i o g
DINAS KESEHATAN " _\ dra. Doffinikus Mingqu, M.Kes
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT NP 196,00?31' 198812 1 001
SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI Judul SOP AP Res’pqﬁ":TeﬁndéhjSinyal Kewaspadaan
Dini Penyakit Berpotensi KLB
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 1 Memiliki kemampuan operasikan program microsoft excel dan
2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular microsoft word
3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 2 Tenaga yang sudah terlatih tentang sistem Kewaspadaan Dini dan
4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 -
5 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501 tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat
menimbulkan Wabah
6 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan
7 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Surveilans Kesehatan

8 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

9 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004 Tentang Sistem Kewaspadaan Dini KLB

11 Peraturan Gubernur nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan SOP AP
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1 SOP AP Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Pelaksana 1. Komputer 5. pedoman pelaksanaan SKDR penyakit
2 SOP AP Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Eselon 2, 3 dan 4 2. HandPhone berpotensi KLB/wabah
3 SOP AP Penerbitan Nota Dinas 3. Internet 6. Website SKDR

4  Alat Tulis Kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila respon sinyal kewaspadaan dini tidak dilakukan sesuai prosedur 1 x 24 jam maka bisa terjadi KLB

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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Menerima laporan sinyal penyakit Lapotop, Internet, 2 menit |[Laporan Alert/sinyal
berpotensi wabah dari website SKDR penyakit berpotensi
Kabupaten/Kota. wabah

Melakukan analisa berdasarkan Laporan Alert/sinyal 5 menit |Laporan terkait hasil
alert/sinyal penyakit berpotensi penyakit berpotensi analisa alert/sinyal
wabah yang muncul disetiap wabah penyakit berpotensi
kabupaten. wabah
Menghubungi kabupaten/kota Laporan terkait hasil 15 menit |Laporan terkait hasil
yang terdapat sinyal (alert) untuk analisa alert/sinyal analisa alert/sinyal
memastikan apakah kasus penyakit berpotensi penyakit berpotensi
tersebut benar dan apakah sudah wabah, Handpone, wabah yang
dilakukan verifikasi ke puskesmas internet,komputer terverifikasi

dan melaporkan kepada kasie.

Menelaah laporan investigasi dari Laporan terkait hasil 15 menit |Laporan investigasi

kabupaten/kota dan melaporkan
ke kabid

analisa alert/sinyal
penyakit berpotensi

wabah yang terverifikasi

terverifikasi

Menelaah laporan investigasi dari
kabupaten/kota, melaporkan ke
kadis dan menugaskan tim
melakukan investigasi penyakit
menular yang berpotensi KLB.

Laporan investigasi
terverifikasi

15 menit

Laporan investigasi
terverifikasi

Melakukan investigasi penyakit
menular yang berpotensi KLB di
lokasi kejadian dan menugaskan
pejabat pelaksana membuat
laporan investigasi.

Laporan investigasi
terverifikasi

4 hari

Investigasi sinyal
kewaspadaan dini
penyakit menular dan
laporan hasil
investigasi sinyal
kewaspadaan dini
penyakit.

Terkait
dengan SOP
Pelaksanaan
rapat
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Melaksanakan dan membua

laporan investigasi.

Investigasi sinyal
kewaspadaan dini
penyakit menular dan
laporan hasil investigasi
sinyal kewaspadaan dini
penyakit.

" InveS| ia

kewaspadaan dini
penyakit menular dan
laporan hasil
investigasi sinyal
kewaspadaan dini
penyakit.

Terkait
dengan SOP
penyusunan
laporan
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Nomor SOP AP 113 Tahun 20198

Tanggal Pembuatan |11 September 2019

Tanggal Revisi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKSI| SURVEILANS DAN IMUNISASI

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

VBN >
Judul SOP AP |nuestigasf’|( “;nﬂnumn Pasca Imunisasi (KIPI)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

o g A wWN =

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular

Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem

" Surveilans Kesehatan

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

Peraturan Gubernur nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

" Pelaksanaan SOP AP Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

Memiliki kemampuan Investigasi/ Penyelidikan Epidemiologi Kasus KIPI
Memiliki kemampuan mengolah, menganalisa dan interpretasi kasus KIPI

Memiliki kemampuan mengoperasikan Web KIPI dan jaringan internet

Memiliki kemampuan menyusun surat menyurat dan mengolah data menjadi
informasi kepada Kabupaten/Kota

>0 N =

Memiliki keterampilan komunikasi efektif dalam berkoordinasi dengan
Kabupaten/Kota

6. Memiliki keterampilan komunikasi efektif dalam berkoordinasi dehgan Komda
KIPI

Keterkaitan :

Peralatan/ Perlengkapan :

1.

SOP AP Penanganan Surat Masuk

2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. Logistik Vaksin
2. Pedoman Pelaksanaan Imunisasi
3. Pedoman Penanganan KIPI

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika penanganan kejadian ikutan paska imunisasi tidak dilakukan sesuai prosedur (kurang dari 24
jam) maka akan berdampak pada persepsi masyarakat yang negatif terhadap imunisasi dan
berdampak pada cakupan imunisasi.

Dokumen Kasus KIPI Serius di catat dan di arsipkan sebagai Dasar Pelaksanaan
Investigasi Lapangan untuk Verifikasi Medis.
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Menerima surat laporan KIPI serius Surat Laporan 5 menit Disposisi Terkait dengan
dari Kadis Kesehatan Kab/ Kota dan KIP! Serius SOP
mendisposisi surat kepada sekdis Penanganan
untuk ditindaklanjuti. Surat masuk
Mendistribusikan surat laporan ke Disposisi 3 menit Disposisi
Kabid P2P untuk ditindaklanjuti
Memerintahkan kasie surveilans dan Disposisi 10 menit Undangan Rapat |Terkait dengan
imunisasi untuk mengadakan rapat SOP
teknis dengan tim Sekretariat KIPI Penanganan
(Komda KIP) Surat Keluar
Mengadakan rapat teknis bersama Undangan rapat, |2 Jam Langkah Terkait dengan
Komda KIPI untuk menentukan Bahan Rapat Penanganan KIP| |[SOP
langkah penanganan KIPI. Pelaksanaan
Rapat

Menugaskan tim Komda KIPI untuk Langkah 10 menit Langkah
melaksanakan investigasi kasus KIPI Penanganan KIPI Penanganan KIPI
di lokasi kejadian. dan konsep ST

Investigasi
Melaksanakan investigasi kasus KIPI Langkah 4 hari Investigasi KIPI

di lokasi kejadian.

Penanganan KIPI
dan konsep ST
Investigasi

dan laporan hasil
investigasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKS| SURVEILENS DAN IMUNISASI

Nomor SOP AP 114 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

A
Bﬁas Kesehatan Provms;*

ikus Mingqu, M.Kes
o NIPq19600731 198812 1 001

Penyhsunan Ke;angka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Surveilens
dan Imunisasi

Judul SOP AP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana
2. Memahami proses penyusunan TOR dan RAB

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer/Printer

3. Telephon/Faximile

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program
Surveilens dan Imunisasi tidak sesuai prosedur akan berdampak pada kualitas penyusunan rencana
kerja di Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Surveilens dan Imunisasi.
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Menugaskan ;kela seksi untuk menyusun

g Agea Kerja

Bulan janua tahun

10 menit |Disposisi /
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan petunjuk berjalan dari tahun
Rincian Anggaran Biaya (RAB) program di rencana.
Seksi Surveilens dan Imunisasi
Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi / petunjuk| 10 menit |Disposisi/
mengumpulkan bahan penyusunan TOR petunjuk
dan RAB program.
Mengumpulkan/menghimpun bahan Disposisi /petunjuk 1 Hari |Bahan atau data
penyusunan TOR dan RAB dan dukung
menyampaikan kepada kepala seksi. penyusunan TOR
dan RAB
Menyusun konsep TOR dan RAB program Bahan atau data 1 Minggu |Konsep TOR dan
dan menyampaikan kepada kepala bidang. dukung RAB
penyusunan TOR
dan RAB
Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila Konsep TOR dan 2 Jam |Konsep TOR dan
setuju menyampaikan kepada kepala seksi Tidak RAB RAB
dan staf untuk rapat. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kepala seksi untuk
diperbaiki.
Rapat membahas TOR dan RAB program Konsep TOR dan 2jam |Notulen hasil rapat
Seksi Surveilens dan Imunisasi yang RAB, daftar hadir. dan Berita acara
dipimpin oleh kepala seksi rapat
Menugaskan kepala seksi untuk Notulen hasil rapat 2 hari  |Notulen hasil

memperbaiki Kerangka Acuan Kegiatan
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
program di Seksi Surveilens dan Imunisasi
sesuai hasil rapat.

|dan Berita acara

rapat

rapat, Berita acara
rapat, disposisi /
petunjuk
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enu p

n

Notulen hasil rapat,|

" |Draft TOR dan

RAB program sesuai notulen rapat, berita acara rapat, RAB
memaraf dan menyampaikan kepada disposisi / petunjuk
kepala bidang.
9 |Memeriksa konsep perbaikan TOR dan Draft TOR dan 1Jam |TOR dan RAB
RAB program. Apabila setuju, RAB
menandatangani dan menyampaikan
kepada para kepala seksi. Apabila tidak Tidak
setuju dikembalikan kepada kepala seksi
untuk memperbaiki
10 |Menyerahkan dokumen TCR dan RAB TOR dan RAB 10 menit |TOR dan RAB
kepada pejabat pelaksana untuk
didistribusikan dan didokumentasikan.
11 [Mendistribusikan dan mendokumentasikan = | TOR dan RAB 30 menit |TOR dan RAB,
- bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI

Nomor SOP AP 115 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

IP. 1960073798812 1 001

Manajemen Dawmsﬁmmm Surveilens dan

Imunisasi

Judul SOP AP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

> Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Integrasi
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S1

2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan

3 Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi NTT
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

1 Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2 Laporan bulanan program

3 Data indikator program

4 Perangkat Komputer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika managamen data dan informasi kesehatan tidak sesuai prosedur maka akan
berdampak pada kualitas informasi kesehatan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Surveilens dan Imunisasi.
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Menugaskan kasie melakukan
pengumpulan/menghimpun data
kesehatan

Agenda kerja

10 menit

Disposisi

Menugaskan pejabat pelaksana
melakukan pengumpulan data
kesehatan

ii Disposisi

10 menit

Disposisi

Mengumpulkan data kesehatan sesuai
tupoksi seksi dan menyampaikan ke
kasie.

i Disposisi
\

3 Hari

Data kesehatan
yang terkait dengan
tupoksi

Melakukan verifikasi dan analisa data Data kesehatan 3 hari  |Draf informasi
kesehatan dengan membandingkan . yang terkait dengan kesehatan dari seksi
dengan standar atau target, mengolah 2 3 tupoksi
menjadi informasi kesehatan dan Tidak
menyampaikan kepada kabid.
Menelaah informasi kesehatan dari Draf informasi 2 Jam |Informasi kesehatan
seksi, jika setuju menandatangani dan kesehatan dari seksi bidang Pencegahan
menugaskan pejabat pelaksana dan Pengendalian
menindaklanjuti. Tidak Penyakit

¥
Mendistribusikan dan mengarsipkan ? Informasi kesehatan| 30 menit |Informasi kesehatan

informasi kesehatan sesuai kebutuhan

bidang Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit

bidang Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKSI PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA

Nomor SOP AP 116 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif e )

Disahkan oleh

¥

! d".”Domini n u, M.Kes
* "NIP.19600731/198812 1 001

Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik
Program Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa

Judul SOP AP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa,

Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6 Peraturan Menteri Kesehatan Rl No.2415/MENKES/PER/XI1/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,
Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

7 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.421/Menkes/SK/III/2011 tentang Standar Pelayanan Terapi dan
Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA,

8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

o bW N

1. Pendidikan minimal sarjana
2. Fungsional Perencana
3  Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3 SOP AP Penerbitan Nota Dinas 3. TelephoniFaximile
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila penyusunan rencana kebutuhan logistik program tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada
jumlah dan kualitas ketersediaan logistik program pada dinas kesehatan provinsi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di bidang pencegahan dan peng
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enuga pala seksi
untuk menyusun kebutuhan
logistik program.

enda Ker]a

0 n|

Disposisi!pet;u

Bulan januari
tahun berjalan
dari tahun
rencana.

Menugaskan pejabat
pelaksana untuk
mengumpulkan bahan
penyusunan kebutuhan
logistik program.

Disposisi

10 menit

Disposisi/petunjuk

Mengumpulkan/menghimpun
bahan penyusunan kebutuhan
logistik program dan
menyampaikan kepada
kepala seksi.

Disposisi/petunjuk

1 hari

Bahan atau data
dukung penyusunan
kebutuhan logistik
program

Menyusun konsep rencana Bahan atau data 3 Jam |Konsep rencana
kebutuhan logistik program, dukung penyusunan kebutuhan logistik
memaraf dan menyampaikan kebutuhan logistik program.

kepada kepala bidang. program

Memeriksa konsep rencana Konsep rencana 1 Jam |Draf rencana

kebutuhan logistik program.
Apabila setuju, memaraf dan
menyampaikan kepada
sekretaris. Jika tidak setuju,
mengembalikan kepada
kepala seksi untuk diperbaiki.

kebutuhan logistik
program,

kebutuhan logistik
program.




Memeriksa konsep rencana

Draf rencana 30 menit |Draf rencana
kebutuhan logistik program. kebutuhan logistik kebutuhan logistik
Apabila setuju, memaraf dan program. program.
menyampaikan kepada kepala Tidak Ya
dinas. Jika tidak setuju,
mengembalikan kepada
kepala bidang untuk
diperbaiki.

7 |Memeriksa draf rencana Draf rencana 20 menit |[Rencana
kebutuhan logistik program. Tida kebutuhan logistik kebutuhan logistik
Apabila setuju program. program.
menandatangani dan
menyampaikan kepada
sekretaris. Jika tidak setuju, Ya
mengembalikan kepada
sekretaris untuk diperbaiki.

8 |Menyerahkan dokumen Rencana kebutuhan 5 menit [Rencana
rencana kebutuhan logistik logistik program. kebutuhan logistik
program kepada kepala program.
bidang untuk didistribusikan
dan didokumentasikan.

9 |Menyerahkan dokumen Rencana kebutuhan 5 menit [Rencana
rencana kebutuhan logistik logistik program. kebutuhan logistik
program kepada kepala seksi program.
untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.

10 |Menyerahkan dokumen Rencana kebutuhan 5 menit |Rencana
rencana kebutuhan logistik logistik program. kebutuhan logistik
program kepada pejabat program.
pelaksana untuk
didistribusikan dan
didokumentasikan.

11 |Mendistribusikan dan Rencana kebutuhan 1jam |Rencana
mendokumentasikan logistik program. kebutuhan logistik
program penyakit
tidak menular dan
kesehatan jiwa,
bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN
KESEHATAN JIWA

Nomor SOP AP 117 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : -

Disahkan oleh /g Kepala Dinay hatan Provinsi %
+#Nusa ,ﬁl Timur

drg. Dominikus Minggqu, M.Kes
NIP. 19600731 198812 1 001

Manajemen Data dan Infdn'nasi Program Pencegahan dan

R Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang
3 Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Integrasi

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S1
2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan

3 Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi NTT
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

1 Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2 Laporan bulanan program

3 Data indikator program

4 Perangkat Komputer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika managamen data dan informasi kesehatan tidak sesuai prosedur maka akan
berdampak pada kualitas informasi kesehatan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
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Menugaskan kasie melakukan
pengumpulan/menghimpun data
kesehatan

Agenda kerja

Disposisi

Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit |Disposisi

melakukan pengumpulan data

kesehatan

Mengumpulkan data kesehatan sesuai Disposisi 3 Hari |Data kesehatan

tupoksi seksi dan menyampaikan ke yang terkait

kasie. dengan tupoksi

Melakukan verifikasi dan analisa data Data kesehatan yang 3 hari |Draf informasi

kesehatan dengan membandingkan ¥ terkait dengan tupoksi kesehatan dari

dengan standar atau target, mengolah : seksi

menjadi informasi kesehatan dan Tidak

menyampaikan kepada kabid.

Menelaah informasi kesehatan dari Draf informasi 2 Jam |Informasi

seksi, jika setuju menandatangani dan kesehatan dari seksi kesehatan bidang

menugaskan pejabat pelaksana Pencegahan dan

menindaklanjuti. Tidak Pengendalian
Penyakit

Mendistribusikan dan mengarsipkan Informasi kesehatan 30 menit |Informasi

informasi kesehatan sesuai kebutuhan

bidang Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit

kesehatan bidang
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

SEKS| PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN
KESEHATAN JIWA

Nomor SOP AP 118 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tang_gai Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

X

Judul SOP AP Penyqsunan’ Kwrarrgka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

2. Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

3. Peraturan Presiden Nemor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1. Pendidikan minimal sarjana

2. Memahami proses penyusunan TOR dan RAB

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer/Printer

3. Telephon/Faximile

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa tidak sesuai prosedur akan berdampak pada kualitas penyusunan rencana kerja di
Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular.dan Kesehatan Jiwa
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Menugaskan kepala seksi untuk menyusun

Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB) program Pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa

en Kerja |

10 menit

Dispasisi / petunjuk

Bulan januari
tahun
berjalan dari
tahun
rencana.

Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi / petunjuk 10 menit | Disposisi / petunjuk
mengumpulkan bahan penyusunan TOR dan
RAB program.
Mengumpulkan/menghimpun bahan Disposisi /petunjuk 1 Hari |Bahan atau data
penyusunan TOR dan RAB dan menyampaikan dukung penyusunan
kepada kepala seksi. TOR dan RAB
Menyusun konsep TOR dan RAB program dan Bahan atau data 1 Minggu |Konsep TOR dan
menyampaikan kepada kepala bidang. dukung penyusunan RAB

TOR dan RAB
Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila Konsep TOR dan RAB | 2 Jam |Konsep TOR dan
setuju menyampaikan kepada kepala seksi dan RAB
staf untuk rapat. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kepala seksi untuk
diperbaiki.
Rapat membahas TOR dan RAB program Seksi Konsep TOR dan RAB, | 2jam |Notulen hasil rapat
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak daftar hadir. dan Berita acara
menular dan kesehatan jiwa yang dipimpin oleh : rapat
Menugaskan kepala seksi untuk memperbaiki Notulen hasil rapat dan | 2 hari [Notulen hasil rapat,

Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB) program di Seksi
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa sesuai hasil rapat.

Berita acara rapat

Berita acara rapat,
disposisi / petunjuk
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| Menyusun koeppm

n TOR dan RAB
program sesuai notulen rapat, memaraf dan
menyampaikan kepada kepala bidang.

Nolulen hail rapat,
berita acara rapat,
disposisi / petunjuk

Draft O dan RAB

Memeriksa konsep perbaikan TOR dan RAB
program. Apabila setuju, menandatangani dan
menyampaikan kepada para kepala seksi.
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada
kepala seksi untuk memperbaiki

Ya

Draft TOR dan RAB

1Jam

TOR dan RAB

10

Menyerahkan dokumen TOR dan RAB kepada
pejabat pelaksana untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.

TOR dan RAB

10 menit

TOR dan RAB

11

Mendistribusikan dan mendokumentasikan

h TOR dan RAB

30 menit

TOR dan RAB, bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKSI PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA

Nomor SOP AP : ]119 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan  : |11 September 2019
Tanggal Revisi _
Tanggal Efektif AN PEN M
Disahkan oleh Y
“ ., dra. Dominikus Minggu, M.Kes
 UNIR-19600731 198812 1 001
Penerbitan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB)
Judul SOP AP Obat Program Kesehatan Jiwa

Dasar Hukum :

1 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Undang - Undang no. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Undang Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa,
Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025
Peraturan Menteri Kesehatan Rl No.2415/MENKES/PER/XI11/2011 tentang Rehabilitasi
Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan Rl No.421/Menkes/SK/111/2011 tentang Standar
Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Db WwWwN

10

Kualifikasi pelaksana :
1 Menguasai Windows dan Microsoft Office
2 Pendidikan minimal D Il

Keterkaitan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :
1 ATK

2 Komputer

3 Printer

Peringatan :
Penerbitan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) Obat Kesehatan Jiwa

Pencatatan dan Pendataan :
Dicatat dalam buku kontrol penerbitan SPMB dan selanjutnya didokumentasikan.
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Menerima disposisi dari kadis/sekretaris
terkait surat permohonan permintaan obat
kesehatan jiwa beserta laporan akhir
keadaan stock obat di Kabupaten/Kota dan
menugaskan kepala seksi untuk
menindaklanjuti.

Disposisi Kepala
Dinas/Sekretaris, surat
permohonan permintaan
obat kesehatan jiwa beserta
laporan akhir keadaan
stock obat di

5 menit

Disposisi Kepala
Dinas/Sekretaris, surat
permohonan permintaan obat
kesehatan jiwa beserta
laporan akhir keadaan stock
obat di Kabupaten/Kota

Menugaskan pejabat pelaksana membuat Disposisi Kepala 5 menit Disposisi Kepala
konsep SPMB. Dinas/Sekretaris, surat Dinas/Sekretaris, surat
permohonan permintaan permohonan permintaan obat
obat kesehatan jiwa beserta kesehatan jiwa beserta
laporan akhir keadaan laporan akhir keadaan stock
stock obat di obat di Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Membuat konsep SPMB dan Disposisi Kepala 10 menit Konsep SPMB
menyampaikan ke kepala seksi. Dinas/Sekretaris, surat
permohonan permintaan
obat kesehatan jiwa beserta
laporan akhir keadaan
stock obat di
Kabupaten/Kota
Memeriksa konsep SPMB. Jika setuju, Konsep SPMB 5 menit Konsep SPMB
memaraf SPMB. Jika tidak setuju,
dikembalikan untuk diperbaiki.
Memeriksa konsep SPMB. Jika setuju, Konsep SPMB 5 menit SPMB
menandatangani atas nama kepala dinas
dan menyampaikan kepada kepala seksi.
Jika tidak setuju mengembalikan kepada
kepala seksi untuk diperbaiki
Menugaskan pejabat pelaksana mengambil SPMB 5 menit SPMB

nomor SPMB pada Subag Kepegawaian
dan Umum serta mengirimkam SPMB ke
Bidang Pelayanan.
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Mengambil nomor SPMB di Subag.
Kepegawaian dan umum

SPMB

5 menit

SPMB yang telah diberi nomor

Menyerahkan SPMB ke bidang pelayanan
dengan membawa buku kontrol untuk
ditandatangani oleh yang menerima dan
mendokumentasikan.

SPMB yang telah diberi
nomor

10 menit

SPMB obat kesehatan jiwa,
bukti dokumentasi/arsip.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKSI PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA

Nomor SOP AP 120 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

2
n
Disahkan oleh Zusn_Kepala Dinas faﬂn&ovmsi NTT*

drg. Domipi inggu, M.Kes
NIP. 19600731 198812 1 001

Judul SOP AP Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

1

O vk WN

9
10

Dasar Hukum :

Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Narkotika

Undang - Undang no. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

Peraturan Menteri Kesehatan Rl No.2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis
Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

8 Peraturan Menteri Kesehatan Rl No.421/Menkes/SK/IlI/2011 tentang Standar Pelayanan Terapi dan

Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :
1 Pendidikan minimal $1
2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis
3 Menguasai windows dan microsoft Office

1
2

Keterkaitan :

SOP AP Penanganan Surat Masuk
SOP AP Penanganan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :

1 Laporan bulanan program
2 Data indikator program

3 Perangkat Komputer

Peringatan :

Jika Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan tidak dapat dipantau perkembangan serta kemajuan
program kegiatan di seksi PTM dan Keswa

Pencatatan dan Pendataan :

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Seksi PTM dan Keswa ‘



Kasie PTM dan Keswa untuk memerintah
pejabat pelaksanan menyiapkan
instrument monitoring evaluasi kegiatan

program

Data dan berkas
program kegiatan
yang akan
dimonitoring dan
evaluasi

Membahas dan menyusun draf instrumen Ya Data dan berkas program |1 hari Draf Instrumen
monitoring evaluasi kegiatan program dan kegiatan yang akan Monitoring dan
menyampaikan ke Kepala Seksi dimonitoring dan evaluasi Evaluasi
Memeriksa draf instrumen monitoring Draf Instrumen Monitoring |15 menit  |Instrumen
evaluasi. Jika setuju memparaf istrumen dan Evaluasi Monitoring dan
monitoring evaluasi dan memerintah Evaluasi yang
mengeluarkan surat perjalanan dinas. Jika Tidak sudah diparaf dan
tidak setuju mengembalikan ke Pejabat surat tugas
Pelaksana untuk diperbaiki. perjalanan dinas
Melakukan pertemuan atau rapat tingkat Instrumen Monitoring dan |1 jam Surat Tugas dan
seksi PTM dan Keswa membahas Evaluasi yang sudah Instrumen
Instrumen monitoring evaluasi selanjutnya diparaf dan surat tugas Monitoring Evaluasi
turun ke Kabupaten/Kota yang akan di perjalanan dinas

monev

Turun ke Kabupaten/Kota yang akan Surat Tugas dan Instrumen |3 hari Draf Dokumen

dimonev. Selanjutnya menganalisis data
yang diperoleh dari Instrumen monitoring
evaluasi dan membuatnya dalam bentuk
Draf Dokumen Monitoring evaluasi

Ya

Monitoring Evaluasi

Monitoring Evaluasi
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Memeriksa draf Dokumen monitoring Draf Dokumen Monitoring |15 menit  |Draf Dokumen
evaluasi. Jika setuju memparaf dan dan Evaluasi Program Monitoring dan
meneruskan ke Kepala Bidang P2P. Jika Tidak Kegiatan Seksi PTM dan Evaluasi Program
tidak setuju mengembalikan ke Pejabat ! Keswa Kegiatan Seksi
Pelaksana untuk diperbaiki. PTM dan Keswa
Memeriksa draf Dokumen Monitoring dan Draf Dokumen Monitoring {15 menit |Dokumen
Evaluasi Program Kegiatan Seksi PTM dan Evaluasi Program Monitoring dan
dan Keswa. Jika setuju menandatangi Kegiatan Seksi PTM dan Evaluasi Program
Dokumen Monitoring Evaluasi. Jika tidak Tidak Keswa Kegiatan Seksi
setuju mengembalikan ke Kepala Seksi PTM dan Keswa
PTM dan Keswa untuk diperbaiki.

Mengarsipkan Dokumen Monitoring dan Draf Dokumen Monitoring [10 menit |Dokumen

Evaluasi Program Kegiatan Seksi PTM
dan Keswa. Jika setuju menandatangi
Dokumen Monitoring Evaluasi. Jika tidak
setuju mengembalikan ke Kepala Seksi
PTM dan Keswa untuk diperbaiki.

dan Evaluasi Program
Kegiatan Seksi PTM dan
Keswa

Monitoring dan
Evaluasi Program
Kegiatan Seksi
PTM dan Keswa
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI KESEHATAN KELUARGA, GIZ| DAN KB

Nomor SOP AP 121 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisl : -

Tanggal Efektif T 2l Prohe. A .
Disahkan oleh o RePala Dips

3 Dinay Kepahatan Provinsi
da'] / Timur,
/|

T . JabuUy
Judul SOP AP Dist gﬁb Darah (TTD) Pada Ibu Hamil dan
Remaja Putri.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
3 Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

4 Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia
Subur dan lbu Hamil

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan lbu dan Anak
Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

1 Memiliki pengetahuan tentang Tablet Tambah Darah

2 Memiliki kemampuan Microsoft Office (power point )

3 Telah mengikuti pelatihan teknis TTD di kementerian kesehatan

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. Tablet tambah darah
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar 2. Air minum
3 Laptop
4 Leaflet
5 Daftar hadir
6 Tanda terima
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP AP Distribusi tablet tambah darah pada remaja putri di sekolah dan perguruan tinggi tidak dilaksanakan, Pencatatan perlu dilakukan sebagai dasar untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah
maka akan menghambat pelayanan program dan rendahnya cakupan indikator program berjalan
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Mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan
kegiatan dan permintaan jadwal dari sekolah dan
perguruan tinggi

Surat Pemberitahuan

15 menit

Surat Pemberitahuan

Menerima pemberitahuan jumlah remaja putr dan Surat Pemberitahuan | 3 Hari Surat
ibu hamil baik lewat surat/sms/telepon/whatsapp Pemberitahuan/sms/tel
dan melaporkan ke kasie epon/whatsapp
Melaporkan kegiatan distribusi tablet tambah Surat 15 menit Surat
darah ke kabid. Pemberitahuan/smsfiele | Pemberitahuan/sms/tel
pon/whatsapp epon/whatsapp
Menugaskan kasie untuk melaksanakan kegiatan Surat 15 menit Surat
distribusi tablet tambah darah Pemberitahuan/smsftele | Pemberitahuan/sms/tel
pon/whatsapp, disposisi | epon/whatsapp,
I disposisi
Melaksanakan kegiatan distribusi tablet tambah Surat 2 Jam Distribusi tablet

dan melaporkan hasil kegiatan distribusi tablet
tambah darah.

Pemberitahuan/sms/tele .
pon/whatsapp, disposisi

tambah darah, Daftar
hadir
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI KESEHATAN KELUARGA, GIZI DAN KB

Nomor SOP AP 122 Tahun 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tang_gal Efektif

Disahkan oleh Kesehatan %
Tenggara Timur

nikus Minggu, M.Kes
NJP 19600731 198812 1 001

Judul SOP AP Penemftan Sural perintah Mengeluarkan Barang
(SPMB) oﬁaﬂbahanfperbekalan kesehatan program

kesga, gizi dan KB.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan |bu dan Anak

2

5 Peraturan Gubernur nomor 42 tahun 2019 tentang Revolusi KIA di Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
6 Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Memiliki kkmampuan Microsoft Cffice (Word dan Excel )

2 Memiliki kemampuan dalam pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
program kesga, gizi dan KB

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 Komputer
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 ATK

3 Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP AP Pemenuhan permintaan obat/bahan/perbekalan kesehatan program Kesga, Gizi dan
KB tidak dilaksanakan, maka akan menghambat pelayanan program dan rendahnya cakupan
indikator program

Dicatat dalam buku kontrol penerbitan SPMB dan selanjutnya
didokumentasikan.
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enerima disposisi dari kadis/sekretaris isposisi, sura posisi,
terkait surat permintaan permintaan dan laporan permintaan dan laporan
obat/bahan/perbekalan kesehatan penggunaan penggunaan
program kesga, gizi dan KB dari obat/bahan/perbekalan obat/bahan/perbekalan
kabupaten/kota dan menugaskan kesehatan program kesehatan program
kenala seksi untuk menindaklaniuti kesaa qizi dan KB kesna gizi dan KB
Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi, surat 5 menit |Disposisi, surat
membuat konsep SPMB. permintaan dan laporan permintaan dan laporan
penggunaan penggunaan
obat/bahan/perbekalan obat/bahan/perbekalan
kesehatan program kesehatan program
kesaa. gizi dan KB kesaa. gizi dan KB
Membuat konsep SPMB dan Disposisi, surat 10 menit |Konsep SPMB
menyampaikan ke kepala seksi. permintaan dan laporan
penggunaan
obat/bahan/perbekalan
kesehatan program
kesga. gizi dan KB
Memeriksa konsep SPMB. Jika setuju, Konsep SPMB 5 menit |Konsep SPMB
memaraf SPMB. Jika tidak setuju,
dikembalikan untuk diperbaiki. Tidak
Memeriksa konsep SPMB. Jika setuju, Konsep SPMB 5 menit | SPMB
menandatangani dan menyampaikan
kepada kepala seksi. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kepala seksi
untuk diperbaiki
Menugaskan pejabat pelaksana SPMB 5 menit | SPMB
mengambil nomor SPMB pada Subag
Kepegawaian dan Umum serta
mengirimkam SPMB ke Bidang
Pelayanan.




Mengambil nomor SPMB di Subag.

SPMB

SPMB yang telah diberi

Kepegawaian dan umum nomor
Menyerahkan SPMB ke bidang SPMB yang telah diberi | 10 menit |SPMB, bukti
pelayanan dengan membawa buku ~ |nomor dokumentasi/arsip.

kontrol untuk ditandatangani oleh yang
menerima dan mendokumentasikan.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI| PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA, GIZI DAN KB

Nomor SOP AP 123 Tahun 2019

11 September 2019

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif P 5

Disahkan oleh >’

'Manajem?ﬁﬁa’;ﬁ%%masi Program Kesehatan Keluarga,

Judul SOP AP Gizi dan KB

Dasar Hukum :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang
3 Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Integrasi

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :
1 Pendidikan minimal S1

2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan

3 Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :
1 SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi NTT
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

Peralatan/Periengkapan :
1 Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2 Laporan bulanan program

3 Data indikator program
4 Perangkat Komputer

Peringatan :

Jika manajemen data dan informasi kesehatan tidak sesuai prosedur maka akan
berdampak pada kualitas informasi kesehatan.

Pencatatan dan Pendataan :
Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB.
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Menugaskan kasie melakukan
pengumpulan/menghimpun data kesehatan

Agenda kerja

Disposisi

Menugaskan pejabat pelaksana melakukan Disposisi 10 menit Disposisi
pengumpulan data kesehatan
Mengumpulkan data kesehatan sesuai tupoksi Disposisi 3 Hari Data kesehatan yang
seksi dan menyampaikan ke kasie. terkait dengan tupoksi
Melakukan verifikasi dan analisa data Data kesehatan 3 hari Draf informasi
kesehatan dengan membandingkan dengan y yang terkait dengan kesehatan dari seksi
standar atau target, mengolah menjadi . tupoksi
informasi kesehatan dan menyampaikan Tidak
kepada kabid.
Menelaah informasi kesehatan dari seksi, jika Draf informasi 2 Jam Informasi kesehatan
setuju menandatangani dan menugaskan kesehatan dari seksi bidang Kesehatan
pejabat pelaksana menindaklanjuti. - Masyarakat

Tidak
Mendistribusikan dan mengarsipkan informasi Informasi kesehatan | 30 menit  |Informasi kesehatan

kesehatan sesuai kebutuhan

bidang Kesehatan
Masyarakat

bidang Kesehatan
Masyarakat
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SEKS| KESEHATAN KELUARGA, GIZI DAN KB

Nomor SOP AP 124 Tahun 2019

| Tanggal Pembuatan

11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

N NIPL19600731 198812 1 001

Peny@hﬁ@ﬁ }(ecangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Ahggaran Biaya (RAB) program Kesehatan
Keluarga, Gizi dan KB

Judul SOP AP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana

2. Memahami proses penyusunan TOR dan RAB

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer/Printer
3. Telephon/Faximile

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program
di Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB tidak sesuai prosedur akan berdampak pada kualitas
penyusunan rencana kerja di Dinas Kesehatan Provinsi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi,
dan KB
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Muaskan kepala seksi untuk menyuun Kerana

309

Agend Kr]'a

Bln januarithun

10 menit |Disposisi /
Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya petunjuk berjalan dari tahun
(RAB) program di Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi - rencana.
dan KB
R
Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi/petunjuk 10 menit |Disposisi /
mengumpulkan bahan penyusunan TOR dan RAB *— petunjuk
program.
Mengumpulkan/menghimpun bahan penyusunan Disposisi/petunjuk 1 Hari |Bahan atau data
TOR dan RAB dan menyampaikan kepada kepala dukung
seksi. penyusunan TOR
Menyusun konsep TOR dan RAB program dan Bahan atau data 1 Minggu [Konsep TOR dan
menyampaikan kepada kepala bidang. dukung penyusunan RAB
TOR dan RAB
Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila setuju Konsep TOR dan 2 Jam |Konsep TOR dan
menyampaikan kepada kepala seksi dan staf untuk RAB RAB
rapat. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
kepala seksi untuk memperbaiki.
Rapat membahas TOR dan RAB program Seksi Konsep TOR dan 2 jam |Notulen hasil rapat
Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB yang dipimpin oleh RAB, daftar hadir. dan Berita acara
kepala seksi rapat
Menugaskan kepala seksi untuk memperbaiki Notulen hasil rapat 2 hari |Notulen hasil
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian dan Berita acara rapat, Berita acara
Anggaran Biaya (RAB) program di Seksi Kesehatan rapat rapat, disposisi /
Keluarga, Gizi dan KB sesuai hasil rapat. petunjuk
Menyusun konsep perbaikan TOR dan RAB program Notulen hasil rapat, 2Jam |Draft TOR dan
sesuai notulen rapat, memaraf dan menyampaikan berita acara rapat, RAB

kepada kepala bidang.

disposisi / petunjuk
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310

9 |Memeriksa konsep perbaikan TOR dan RAB Draft TOR dan RAB TOR dan RAB

program. Apabila setuju, menandatangani dan |
menyampaikan kepada para kepala seksi. Apabila \
tidak setuju dikembalikan kepada kepala seksi untuk Tidak

memperbaiki Ya

10 |Menyerahkan dokumen TOR dan RAB kepada TOR dan RAB 10 menit |TOR dan RAB
pejabat pelaksana untuk didistribusikan dan

didokumentasikan.

TOR dan RAB 30 menit [TOR dan RAB,
bukti dokumentasi

11 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI KESEHATAN KELUARGA, GIZI DAN KB

Nomor SOP AP 125 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tamal Efektif

atan Provinsi

Disahkan oleh

}/

M Kepala Dinas

NusaT n

drg. Dominmr’ qgu, M.Kes
NIP. 19600731 198812 1 001

Judul SOP AP

Dasar Hukum :

Perencanaan Kebutuhan Obat KIA dan Gizi
Kualifikasi pelaksana : e

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 Penyelenggaraan Kesehatan lbu dan Anak

Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2019 tentang Revolusi KIA di Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2

3

4
5

6

1 Memiliki kemampuan Microsoft Office (Word dan Excel )

2 Memiliki kemampuan dalam pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
program kesga, gizi dan KB

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer -
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar 2. ATK

3 Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila penyusunan rencana kebutuhan obat KIA dan Gizi tidak sesuai prosedur, maka akan
berdampak pada jumiah dan kualitas ketersediaan obat KIA dan Gizi pada dinas kesehatan
provinsi.

Pengarsipan perlu dilakukan sebagai dasar untuk memantau stok dan
pengeluaran obat/bahan/perbekalan
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enugaskan Kep:
kebutuhan obat KIA dan Gizi.

Agenda Kerja

isposisi

Ipetunjuk Bulan januari tahun
berjalan dari tahun
rencana.

2. |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi 10 menit |Disposisi
mengumpulkan bahan penyusunan kebutuhan obat Ipetunjuk
KIA dan Gizi dari kabupaten/kota,

3. |Mengumpulkan/menghimpun bahan penyusunan Disposisi/petunjuk 1 hari  |Bahan atau
kebutuhan obat KIA dan Gizi dari kabupaten/kota. data dukung
dan menyampaikan kepada kepala seksi. penyusunan

kebutuhan obat

KIA dan Gizi

4. |Menyusun konsep rencana kebutuhan obat KIA dan Bahan atau data 2Jam |Konsep
Gizi, memaraf dan menyampaikan kepada kepala dukung rencana
bidang. penyusunan kebutuhan obat

kebutuhan obat KIA dan Gizi
KIA dan Gizi

5. |[Memeriksa konsep rencana kebutuhan obat KIA dan Konsep rencana 1Jam |Drafrencana
Gizi. Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan kebutuhan obat kebutuhan obat
kepada sekretaris. Jika tidak setuju, KIA dan Gizi KIA dan Gizi

mengembalikan kepada kepala seksi untuk
diperbaiki.
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1. [Menugaskan kepala seksi untuk Agenda Kerja 10 menit |Disposisi Bulan januari
menyusun kebutuhan obat KIA /petunjuk tahun berjalan
dan Gizi. dari tahun

rencana.

2. |Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit |Disposisi
untuk mengumpulkan bahan /petunjuk
penyusunan kebutuhan obat KIA
dan Gizi dari kabupaten/kota.

3. |Mengumpulkan/menghimpun Disposisi/petunjuk| 1 hari |Bahan atau
bahan penyusunan kebutuhan data dukung
obat KIA dan Gizi dari penyusunan
kabupaten/kota. dan kebutuhan obat
menyampaikan kepada kepala KIA dan Gizi
seksi.

4. |Menyusun konsep rencana Bahan atau data 2 Jam |Konsep
kebutuhan obat KIA dan Gizi, dukung rencana
memaraf dan menyampaikan penyusunan kebutuhan obat
kepada kepala bidang. kebutuhan obat KIA dan Gizi

KIA dan Gizi

5. |Memeriksa konsep rencana Konsep rencana 1 Jam |Draf rencana
kebutuhan obat KIA dan Gizi. kebutuhan obat kebutuhan obat
Apabila setuju, memaraf dan KIA dan Gizi KIA dan Gizi

menyampaikan kepada
sekretaris. Jika tidak setuju,
mengembalikan kepada kepala
seksi untuk diperbaiki.
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emeriksa konsep rencana
kebutuhan obat KIA dan Gizi.

Draf rencana
kebutuhan obat

Draf rencana
kebutuhan obat

Apabila setuju, memaraf dan KIA dan Gizi KIA dan Gizi
menyampaikan kepada kepala Tidalq Ya

dinas. Jika tidak setuju,

mengembalikan kepada kepala

bidang untuk diperbaiki.

7 |Memeriksa draf rencana Draf rencana 10 menit |Rencana
kebutuhan obat KIA dan Gizi. kebutuhan obat kebutuhan obat
Apabila setuju menandatangani KIA dan Gizi KIA dan Gizi
dan menyampaikan kepada Tidah
sekretaris. Jika tidak setuju,
mengembalikan kepada
sekretaris untuk diperbaiki.

8 |Menyerahkan dokumen rencana Rencana 5 menit |Rencana
kebutuhan obat KIA dan Gizi kebutuhan obat kebutuhan obat
kepada kepala bidang untuk KIA dan Gizi KIA dan Gizi
didistribusikan dan
didokumentasikan.

9 |Menyerahkan dokumen rencana Rencana 5 menit |Rencana
kebutuhan obat KIA dan Gizi kebutuhan obat kebutuhan obat
kepada kepala seksi untuk KIA dan Gizi KIA dan Gizi
didistribusikan dan
didokumentasikan.

10 |Menyerahkan dokumen rencana Rencana 5 menit |Rencana
kebutuhan obat KIA dan Gizi kebutuhan logistik kebutuhan
kepada pejabat pelaksana untuk program. logistik
didistribusikan dan program.
didokumentasikan.

11 |Mendistribusikan dan Rencana 1jam |Rencana
mendokumentasikan kebutuhan obat kebutuhan obat

KIA dan Gizi KIA dan Gizi,
bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
SEKS| KESEHATAN KELUARGA,GIZI DAN KB

Nomor SOP AP 126 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP

Maternal Perinatal (AMP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem kesehatan Nasional

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
SOP AP-AP
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak

Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
SOP AP-AP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur nomor 42 tahun 2019 tentang Revolusi KIA di Provinsi NTT

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
8 Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tengqara Timur.

~J D U A W N

1. Memiliki kemampuan Microsoft Office (Word dan Excel )

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar 2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP AP Pemenuhan permintaan pengkaji eksternal Audit Maternal Perinatal (AMP) tidak dapat
dilaksankan, maka pelaksanaan AMP di kabupaten menjadi tidak obyektif

Pengarsipan perlu dilakukan sebagai dasar melakukan pemetaan
kabupaten/kota yang sudah melakukan AMP
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Menerima surat permintaan pengkaiji Surat permintaan Disposisi
eksternal (Audit Maternal Perinatal/AMP) pengkaiji
dari dinkes kabupaten/kota dan eksternal dari
mendisposisi surat kepada sekdis untuk dinkes kab/kota
ditindaklanjuti.
2 |Mendistribusikan surat ke Kabid Kesmas Disposisi 3 menit Disposisi
untuk ditindaklanjuti
3 |Mendisposisikan surat kepada kasie Disposisi 3 menit Disposisi
Kesga, Gizi dan KB
4 |Menentukan pengkaiji eksternal dan SK Tim Pembina |30 menit [Nama pengkaji
menunjuk pejabat pelaksana untuk AMP Provinsi eksternal
berkoordinasi dengan pengkaji yang NTT
ditentukan
§ |Membuat surat permintaan pengkaiji Nama pengkaji |1 jam surat permintaan
eksternal eksternal pengkaji eksternal
6 |Mengoreksi surat kemudian memaraf dan surat permintaan |5 menit surat permintaan
meneruskan ke kabid kesmas pengkaiji pengkaiji eksternal
eksternal
7 |Mengoreksi , memaraf dan meneruskan surat permintaan |5 menit surat permintaan
ke sekretaris pengkaiji pengkaji eksternal
eksternal
8 |Mengoreksi , memaraf dan meneruskan surat permintaan |5 menit surat permintaan
ke kadis pengkaiji pengkaji eksternal
eksternal
9 |Mengoreksi surat, menandatangani dan surat permintaan |5 menit surat permintaan
menyerahkan ke pejabat pelaksana untuk pengkaji pengkaji ekstemal
diteruskan ke pengkaiji eksternal eksternal
| 10 |Mengirim dan mengarsipkan surat surat permintaan {2 jam surat permintaan
= | PENGKA]i pengkaji eksternal
| eksteral
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYRAKAT
SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

Nomor SOP AP

: 1127 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

: |11 September 2019

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP

dan Kesjao

Dasar Hukum :

1
2

3

Kualifikasi pelaksana :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -

2025
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5 Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan

Kerja Terintegrasi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Perkantoran

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1. Pengelola Program yang bersangkutan
2. Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1

SOP AP Penanganan Surat Masuk

1 ATK

2 Komputerflaptop
3 Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

ApabiEl penerbitan SPMB tidak dipatuhi maka akan berdampak pada keterlambatan pengiriman
buku, reagen dan peralatan kesling, kesker dan kesjaor ke kabupaten/kota

Dicatat dalam database seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga
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Menerima disposisi dari kadis/sekretaris
terkait surat permintaan obat,vaksin dan
perbekalan kesehatan dari kabupaten/kota
dan menugaskan kepala seksi untuk
menindaklanjuti.

Disposisi , surat
permintaan dan
laporan penggunaan
buku, reagen dan
peralatan kesling,
kesker dan kesjaor

Disposisi , surat
permintaan dan laporan
penggunaan buku,
reagen dan peralatan
kesling, kesker dan
kesjaor

Menugaskan pejabat pelaksana membuat Disposisi , surat 5 menit |Disposisi , surat
konsep SPMB. permintaan dan permintaan dan laporan .
laporan penggunaan penggunaan buku,
buku, reagen dan reagen dan peralatan
peralatan kesling, kesling, kesker dan
kesker dan kesjaor kesjaor
Membuat konsep SPMB dan Disposisi , surat 10 menit |Konsep SPMB
menyampaikan ke kepala seksi. permintaan dan
laporan penggunaan
buku, reagen dan
peralatan kesling,
kesker dan kesjaor
Memeriksa konsep SPMB. Jika setuju, Konsep SPMB 5 menit |Konsep SPMB
memaraf SPMB. Jika tidak setuju,
dikembalikan untuk diperbaiki.
Memeriksa konsep SPMB. Jika setuju, Konsep SPMB 5 menit | SPMB
menandatangani dan menyampaikan
kepada kepala seksi. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kepala seksi untuk
diperbaiki
Menugaskan pejabat pelaksana mengambil SPMB 5 menit | SPMB

nomor SPMB pada Subag Kepegawaian
dan Umum serta mengirimkam SPMB ke
Bidang Pelayanan.




Mengambil nomor SPMB di
Subag.Kepegawaian dan umum

SPMB

5 menit

SPMB yang telah diberi
nomor

Menyerahkan SPMB ke bidang pelayanan
dengan membawa buku kontrol untuk
ditandatangani oleh yang menerima dan
mendokumentasikan.

SPMB yang telah
diberi nomor

10 menit

SPMB Buku, Reagen
dan Peralatan Kesling,
Kesker dan Kesjaor bukti
dokumentasi/arsip.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

Nomor SOP AP 128 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif P A
Disahkan oleh s . RE pala Dipg
B e Pl‘bi}if‘lSlN Lo IPE
“ A ——"d mif . Ke
R 0N NIP:19600731 198812 1 001
Judul SOP AP Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana
2. Memahami proses penyusunan TOR dan RAB

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer/Printer

3. Telephon/Faximile

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program
di Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga tidak sesuai prosedur akan
berdampak pada kualitas penyusunan rencana kerja di Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olahraga

320




| ngsa kepala seksi untuk menyusu '

Agenda Kerja

10 menit

Disposisi /

Bulan januari un

Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan petunjuk berjalan dari tahun

Rincian Anggaran Biaya (RAB) program di rencana.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan

Kerja dan Olahraga

Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi / 10 menit |Disposisi /

mengumpulkan bahan penyusunan TOR petunjuk petunjuk

dan RAB program.

Mengumpulkan/menghimpun bahan Disposisi 1 Hari |Bahan atau

penyusunan TOR dan RAB dan /petunjuk data dukung

menyampaikan kepada kepala seksi. penyusunan

TOR dan RAB

Menyusun konsep TOR dan RAB program Bahan atau data | 1 Minggu |Konsep TOR

dan menyampaikan kepada kepala bidang. dukung dan RAB
penyusunan TOR

Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila Konsep TORdan | 2Jam |Konsep TOR

setuju menyampaikan kepada kepala seksi RAB dan RAB

dan staf untuk rapat. Jika tidak setuju

mengembalikan kepada kepala seksi untuk

memperbaiki.

Rapat membahas TOR dan RAB program Konsep TOR dan 2 jam |Notulen hasil

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan RAB, daftar hadir. rapat dan

Kerja dan Olahraga yang dipimpin oleh Berita acara

kepala seksi rapat

Menugaskan kepala seksi untuk Notulen hasil 2 hari  |Notulen hasil

memperbaiki Kerangka Acuan Kegiatan rapat dan Berita rapat, Berita

(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) acara rapat acara rapat,

program di Seksi Kesehatan Lingkungan, disposisi /

Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai hasil petunjuk

rapat.

321




Menyusun konsep perbaikan TOR dan

Notulen hasil

Draft TOR
RAB program sesuai notulen rapat, rapat, berita dan RAB
memaraf dan menyampaikan kepada acara rapat,
kepala bidang. disposisi /
petunjuk
9 |Memeriksa konsep perbaikan TOR dan Draft TOR dan 1Jam |TOR dan RAB
RAB program. Apabila setuju, RAB
menandatangani dan menyampaikan
kepada para kepala seksi. Apabila tidak Tidak
setuju dikembalikan kepada kepala seksi Ya
untuk memperbaiki
10 |Menyerahkan dokumen TOR dan RAB TOR dan RAB 10 menit [TOR dan RAB
kepada pejabat pelaksana untuk
didistribusikan dan didokumentasikan. L= - =
11 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan TOR dan RAB 30 menit |TOR dan
RAB, bukti

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

Nomor SOP AP 129 Tahun 20019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tang_gal Efektif

Disahkan oleh

6606731 1988

Manajemen {faﬁ‘g&_ijmmasi Program Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Judul SOP AP

Dasar Hukum :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Integrasi

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3

Kualifikasi pelaksana :
1 Pendidikan minimal $1

2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan

3 Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :
1 SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi NTT
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :
1 Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2 Laporan bulanan program
3 Data indikator program
4 Perangkat Komputer

Peringatan :

Jika managamen data dan informasi kesehatan tidak sesuai prosedur maka akan
berdampak pada kualitas informasi kesehatan.

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga.
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ugaskan kasie melakukan " kerja 10 menit Disposisi
pengumpulan/menghimpun data
kesehatan
Menugaskan pejabat pelaksana melakukan Disposisi 10 menit  |Disposisi
pengumpulan data kesehatan
Mengumpulkan data kesehatan sesuai Disposisi 3 Hari Data kesehatan
tupoksi seksi dan menyampaikan ke kasie. yang terkait dengan

tupoksi
Melakukan verifikasi dan analisa data Data kesehatan |3 hari Draf informasi
kesehatan dengan membandingkan vi yang terkait kesehatan dari
dengan standar atau target, mengolah 2 dengan tupoksi seksi
menjadi informasi kesehatan dan Tidak
menyampaikan kepada kabid.
Menelaah informasi kesehatan dari seksi, \ Draf informasi 2 Jam Informasi
jika setuju menandatangani dan kesehatan dari kesehatan bidang
menugaskan pejabat pelaksana seksi Kesehatan
menindaklanjuti. Tidak Masyarakat
Ya
Mendistribusikan dan mengarsipkan Informasi 30 menit  |Informasi
informasi kesehatan sesuai kebutuhan kesehatan bidang kesehatan bidang
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat Masyarakat




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

Nomor SOP AP

: {130 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan _ : |11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

a

Disahkan oleh

LS

inggu, M.Kes
198812 1 001

1

Judul SOP AP NI
Pendistribusiaf

--Bﬁku Kesling Kesjaor

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
4

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

[4,]

6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja

Terintegrasi

7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan

Kerja Perkantoran

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Minimal satu tahun bekerja di seksi Kesl

ing, Kesker dan Kesjaor

Keterkaitan :

Peralatan/Periengkapan :

1 SOP AP Penerbitan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) Buku, Reagen dan

Peralatan Kesling,kesker dan kesjaor

1 Komputer/flaptop
2 Printer
3 ATK

Peringatan .

Pencatatan dan Pendataan :

Bila Buku Kesling kesjaor tidak didistribusikan maka akan menghambat pelayanan kesehatan dan

penyebaran informasi kesehatan di masyarakat

Dicatat dalam database seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Qlahraga
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Menyusun draft
perencanaan distribusi
buku kesling kesjaor dan
menyampaikan kepada
Kepala Seksi

Daftar loka
pendistribusian distribusi
buku kesehatan
lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga

Draft rencana distribusi
buku kesehatan
lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga

Memeriksa Draft rencana Draft rencana distribusi 1 jam |Draft rencana distribusi
distribusi buku kesehatan buku kesehatan buku kesehatan
lingkungan, Kesehatan g lingkungan, Kesehatan lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga, jika Tidak Kerja dan Olahraga Kerja dan Olahraga yang
setuju memberi paraf dan telah diparaf oleh Kepala
menyerahkan kepada Seksi

Kepala Bidang. Jika tidak

setuju mengembalikan

kepada Pejabat Pelaksana

untuk diperbaiki

Memeriksa draft rencana Draft Rencana distribusi 30 menit|Draft Rencana distribusi

distribusi buku kesehatan
lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga yang
telah diparaf oleh Kepala
Seksi, jika setuju memberi
paraf dan menyerahkan
Sekretaris. Jika tidak
setuju mengembalikan
kepada Kasie untuk
diperbaiki

Tidal*

buku kesehatan
lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga yang
telah diparaf oleh Kepala
Seksi

buku kesehatan
lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga yang
telah diparaf oleh Kepala
Bidang




Memeriksa draft rencana

Draft Rencana distribusi

' 30 menit

Draft Rencana distribusi |

distribusi buku kesehatan buku kesehatan buku kesehatan
lingkungan, Kesehatan lingkungan, Kesehatan lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga yang a Kerja dan Olahraga yang Kerja dan Olahraga yang
telah diparaf oleh Kepala telah diparaf oleh Kepala telah diparaf oleh
Bidang, jika setuju Bidang Sekretaris.

memberi paraf. Jika tidak

setuju mengembalikan

kepada Kepala Bidang

untuk diperbaiki

Memeriksa draft rencana Draft Rencana distribusi |20 menit|Dokumen distribusi buku

distribusi buku kesehatan
lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga yang
telah diparaf oleh
Sekretaris, jika setuju
memberi tanda tangan.
Jika tidak setuju
mengembalikan kepada
Kepala sekretaris untuk
diperbaiki

Ya

\
Tidak ‘

bukukesehatan lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
Olahraga yang telah
diparaf oleh Sekretaris.

kesehatan lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
Qlahraga yang telah
ditandatangani kepala
dinas.

Mendistribusikan buku
kesehatan lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
Olahraga ke tempat-
tempat yang telah disetujui

Dokumen distribusi buku
kesehatan lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
Olahraga yang telah
ditandatangani kepala
dinas.

3-5 hari

Terdistribusinya buku
kesehatan lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
Olahraga
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

Nomor SOP AP : 1131 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan __ : [11 September 2019
Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif

=3

Disahkan oleh

sehatan Provinsi%y

fory

Wy drg. Dominikus Minggu, M.Kes
2« NIP. 19600731 198812 1 001
Judul SOP AP Pen&?sftriﬁﬁ;éigﬁ'.fﬁéében dan Peralatan

Kesling, Kesker dan Kesjaor

Dasar Hukum :
1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

2
3 Instruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
4

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja
Terintegrasi

7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Perkantoran

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(6]

Kualifikasi pelaksana :
1. Minimal satu tahun bekerja di seksi Kesling, Kesker dan Kesjaor

Keterkaitan :
1 SOP AP Penerbitan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) Buku, Reagen dan
Peralatan Kesling,kesker dan kesjaor

Peralatan/Perlengkapan :
1 Komputer/laptop

2 Printer

3 ATK

Peringatan :
Bila reagen dan peralatan Kesling tidak didistribusikan maka akan menghambat pelayanan kesehatan dan
penyebaran informasi kesehatan di masyarakat

Pencatatan dan Pendataan :

Dicatat dalam database seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olahraga
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Menyusun draft
perencanaan distribusi
reagen, peralatan
kesehatan lingkungan dan
menyampaikan kepada
Kepala Seksi

Daftar lokasi
pendistribusian distribusi
reagen, peralatan
kesehatan lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Draft rencana distribusi
reagen, peralatan
kesehatan lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Memeriksa Draft rencana
distribusi reagen, peralatan
kesehatan lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
Olahraga, jika setuju
memberi paraf dan
menyerahkan kepada
Kepala Bidang. Jika tidak
setuju mengembalikan
kepada Pejabat Pelaksana
untuk diperbaiki

Tidak

Draft rencana distribusi
reagen, peralatan
kesehatan lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

1 jam

Draft rencana distribusi
reagen, peralatan
kesehatan lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
Olahraga yang telah
diparaf oleh Kepala Seksi

Memeriksa draft rencana
distribusi reagen, peralatan
kesehatan lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
Olahraga yang telah
diparaf oleh Kepala Seksi,
jika setuju memberi paraf
dan menyerahkan
Sekretaris. Jika tidak
setuju mengembalikan
kepada Kasie untuk
diperbaiki

Tidal

Draft Rencana distribusi
reagen, peralatan
kesehatan lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
Olahraga yang telah
diparaf oleh Kepala Seksi

30 menit|Draft Rencana distribusi

reagen, peralatan
kesehatan lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
Olahraga yang telah
diparaf oleh Kepala Bidang
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emeriksa drft ncaa :

Dra nnadibusi

menit

Draft Rencana distribusi

distribusi reagen, peralatan 5’?’ reagen, peralatan reagen, peralatan
kesehatan lingkungan, kesehatan lingkungan, kesehatan lingkungan,
Kesehatan Kerja dan v Ya Kesehatan Kerja dan Kesehatan Kerja dan
Olahraga yang telah ] Olahraga yang telah Olahraga yang telah
diparaf oleh Kepala Tidal diparaf oleh Kepala Bidang diparaf oleh Sekretaris.
Bidang, jika setuju )

memberi paraf. Jika tidak

setuju mengembalikan

kepada Kepala Bidang

untuk diperbaiki

Memeriksa draft rencana Draft Rencana distribusi 20 menit|Dokumen distribusi
distribusi reagen, peralatan reagen, peralatan reagen, peralatan
kesehatan lingkungan, kesehatan lingkungan, kesehatan lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Tidak Kesehatan Kerja dan Kesehatan Kerja dan

Olahraga yang telah
diparaf oleh Sekretaris,
jika setuju memberi tanda
tangan. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada
Kepala sekretaris untuk
diperbaiki

Ya

Olahraga yang telah
diparaf oleh Sekretaris.

Olahraga yang telah
ditandatangani kepala
dinas.

Mendistribusikan reagen,
peralatan kesehatan
lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga ke
tempat-tempat yang telah
disetujui

Dokumen distribusi reagen
dan peralatan kesehatan
lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga yang
telah ditandatangani
kepala dinas.

3-5 hari

Terdistribusinya reagen,
peralatan kesehatan
lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga
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Nomor SOP AP 132 Tahun 2019

Tanggal Pengesahan |11 September 2019

Tanggal Revisi : F
Disahkan oleh ; BNa a5
i NUF g

. I F
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | (oinas keseatan]
DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT -..“.\\ drg. Domijhiky B
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT © e\ NIP,_1480a731 198812 1 001
SEKSI PROMOSI KESEHATAN Judul SOP AP Prom‘ds‘ijfa@ia!?j;ﬁelalaui Media Cetak
IDasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 1 Pendidikan Minimal S1
2025. 2 Memahami Tata Naskah Dinas
2 Instruksi Presiden NO 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 3 Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik

3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1193/MENKES/SK/2014 Tentang
Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 28 Tahun 2017 Tentang petunjuk Teknis
penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

|Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Keluar 1 ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk 2 Komputer
3 Printer
4 Audiovisual
|Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Promosi kesehatan adalah suatu cara yang dilakukan kepada masyarakat agar dapat melakukan Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi promosi kesehatan

pencegahan terhadap penyakit sehingga meningkatkan derajat kesehatan diri dan lingkungan.
Promosi kesehatan yang tidak sesuai prosedur akan berdampak pada kualitas informasi yang
diperoleh masyarakat dan dampak perubahan perilaku kurang optimal.
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Menugaskan | e
mempersiapkan materi promosi
melalui media cetak sesuai isu
prioritas dan kebutuhan lintas
program.

10 meni

t

Memerintahkan pejabat pelaksana
untuk mengumpulkan bahan untuk
materi promosi kesehatan melalui
media cetak dan menyampaikan
kepada kasie.

Disposisi

10 menit

Disposisi

Mengumpulkan bahan untuk
materi promosi kesehatan sesuai
isu prioritas dan sesuai kebutuhan
lintas program dan menyampaikan
kepada kasie,

Disposisi

1 hari

Bahan untuk materi
promosi kesehatan

Menyusun konsep materi promosi Bahan untuk materi | 3 Jam |Konsep materi
kesehatan yang akan disampaikan promosi kesehatan promosi kesehatan
melalui media cetak, memaraf dan

menyampaikan kepada kabid.

Memeriksa konsep materi promosi Konsep materi 1jam |Konsep materi
kesehatan. Jika setuju, memaraf promosi kesehatan promosi kesehatan
dan menyampaikan kepada

sekeretaris. Jika tidak setuju

menyerahkan kepada Kasie untuk

diperbaiki

Memeriksa konsep materi promosi Konsep materi 30 menit |Konsep materi

kesehatan. Jika setuju, memaraf
dan menyampaikan kepada kadis.
Jika tidak setuju menyerahkan
kepada kabid untuk diperbaiki

Tidak

promosi kesehatan

promosi kesehatan
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Mn'ksa konsep aten‘ promosi

onep materi

20 menit |Materi promosi

kesehatan. Jika setuju, promosi kesehatan kesehatan yang
menandatangani dan . disetujui kadis
menyampaikan kepada kabid. Jika Tidak
tidak setuju menyerahkan kepada
sekretaris untuk diperbaiki

8 |Menugaskan Kasie untuk Materi promosi 10 menit |Materi promosi
melaksanakan promosi kesehatan kesehatan kesehatan
melalui media cetak. S

9 [Melaksanakan promosi kesehatan Materi promosi 3 Hari |Melaksanakan
melalui media cetak bersama tim kesehatan promosi kesehatan
dan menugaskan pejabat melalui media
pelaksana untuk cetak
mendokumentasikan kegiatan
promosi.

10 |Mendokumentasikan kegiatan Melaksanakan 1 hari |Laporan, bukti

promosi kesehatan melalui media
cetak

promosi kesehatan
melalui media cetak

dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nomor SOP AP 133 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

W

Disahkan oleh spate-l

3

\\'4

~—Tp e
Manajemen Da@%asi Program Promosi Kesehatan

Judul SOP AP dan Pemberdayaan Masyarakat

Dasar Hukum :
1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010 - 2025

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Integrasi

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1193/MENKES/SK/2014
Tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :
1 Pendidikan minimal S1

2 Memiliki kermampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan

3 Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :
1 SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi NTT
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :
1 Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2 Laporan bulanan program
3 Data indikator program
4 Perangkat Komputer

Peringatan :

Jika managamen data dan informasi kesehatan tidak sesuai prosedur maka akan
berdampak pada kualitas informasi kesehatan.

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat.
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Menugaskan kasie melakukan
pengumpulan/menghimpun data
kesehatan

Agenda kerja

10 menit

Disposisi

Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit  |Disposisi
melakukan pengumpulan data kesehatan
Mengumpulkan data kesehatan sesuai Disposisi 3 Hari Data kesehatan
tupoksi seksi dan menyampaikan ke kasie. yang terkait dengan
tupoksi
Melakukan verifikasi dan analisa data Data kesehatan |3 hari Draf informasi
kesehatan dengan membandingkan ¥ yang terkait kesehatan dari
dengan standar atau target, mengolah = dengan tupoksi seksi
menjadi informasi kesehatan dan Tidak
menyampaikan kepada kabid.
Menelaah informasi kesehatan dari seksi, y Draf informasi 2 Jam Informasi
jika setuju menandatangani dan kesehatan dari kesehatan bidang
menugaskan pejabat pelaksana - seksi Kesehatan
menindaklanjuti. Tidak Masyarakat
Ya
Mendistribusikan dan mengarsipkan Informasi 30 menit  |Informasi
informasi kesehatan sesuai kebutuhan kesehatan bidang kesehatan bidang
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat Masyarakat
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PEMERINTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nomor SOP AP 134 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif | em— N

| DINAS KESERAT (A

A

Disahkan oleh ﬁt(
LY

4
L

Rencana Apljg'iﬁ‘ anrBiaya (RAB) Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2 Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
3 Peraturan Presiden Nomor §1 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
T 2025
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
7 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1193/MENKES/SK/2014 Tentang
Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan
8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana
2. Memahami proses penyusunan TOR dan RAB

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer/Printer

3. Telephon/Faximile

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan RAB Program di Seksi Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat tidak sesuai prosedur akan berdampak pada kualitas
penyusunan rencana kerja di Dinas Kesehatan Provinsi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
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Menugaskan kepala seksi untuk menyusun Kerangka Agenda Kerja 10 menit |Disposisi / Bulan januari
Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya petunjuk tahun berjalan
(RAB) program di Seksi Promosi Kesehatan dan dari tahun
Pemberdayaan Masyarakat rencana.
Menugaskan pejabat pelaksana untuk mengumpulkan Disposisi / 10 menit |Disposisi /
bahan penyusunan TOR dan Rincian Anggaran Biaya petunjuk petunjuk
(RAB) program.
Mengumpulkan/menghimpun bahan penyusunan TOR Disposisi 1 Hari |Bahan atau
dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) menyampaikan /petunjuk data dukung
kepada kepala seksi. penyusunan
Menyusun konsep TOR dan Rincian Anggaran Biaya Bahan atau data | 1 Minggu |Konsep TOR
(RAB) program dan menyampaikan kepada kepala dukung dan RAB
bidang. penyusunan TOR
dan RAB
Memeriksa konsep TOR dan Rincian Anggaran Biaya Konsep TOR dan | 2 Jam |[Konsep TOR
(RAB) Apabila setuju menyampaikan kepada kepala Tidak RAB dan RAB
seksi dan staf untuk rapat. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kepala seksi untuk
memperbaiki.
Rapat membahas TOR dan Rincian Anggaran Biaya Konsep TOR dan 2jam |Notulen hasil
(RAB) program Seksi Promosi Kesehatan dan RAB daftar hadir. rapat dan
Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh kepala Berita acara
seksi rapat
Menugaskan kepala seksi untuk memperbaiki Notulen hasil 2 hari  |Notulen hasil
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian rapat dan Berita rapat, Berita
Anggaran Biaya (RAB) program di Seksi Promosi acara rapat acara rapat,
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai disposisi /
hasil rapat. petunjuk

337




Menyusun konsep perbaikan TOR dan Rincian

Notulen hasil

2 Jam [Draft TOR
Anggaran Biaya (RAB) program sesuai notulen rapat, rapat, berita dan RAB
memaraf dan menyampaikan kepada kepala bidang. acara rapat,
disposisi /
petunjuk
9 |Memeriksa konsep perbaikan TOR program. Apabila Draft TOR dan 1 Jam |TOR dan RAB
setuju, menandatangani dan menyampaikan kepada RAB
para kepala seksi. Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada kepala seksi untuk memperbaiki
10 [Menyerahkan dokumen TOR dan Rincian Anggaran TOR dan RAB 10 menit |[TOR dan RAB
Biaya (RAB) kepada pejabat pelaksana untuk
didistribusikan dan didokumentasikan.
11 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan TOR dan RAB 30 menit |[TOR dan
RAB, bukti

dokumentasi




Nomor SOP AP 135 Tahun 2019
Tanggal Pengesahan |11 September 2019
Tanggal Revisi
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT 50073
SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Judul SOP AP PTONOSIWMEINUI Media
Elektronik —
|Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Pendidikan Minimal S1

2. Memahami Tata Naskah Dinas

2 Instruksi Presiden NO 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 3 Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik

3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1193/MENKES/SK/2014 Tentang Kebijakan
Nasional Promosi Kesehatan

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 28 Tahun 2017 Tentang petunjuk Teknis penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer
3 Printer
4 Audiovisual
|Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Promosi kesehatan adalah suatu cara yang dilakukan kepada masyarakat agar dapat melakukan pencegahan [Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di seksi promosi
erhadap penyakit sehingga meningkatkan derajat kesehatan diri dan lingkungan. Promosi kesehatan yang tidak
sesuai prosedur akan berdampak pada kualitas informasi yang diperoleh masyarakat dan dampak perubahan
Iperilaku kurang optimal.
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Menugaskan Kasie
mempersiapkan materi
promosi melalui media
elektronik sesuai isu prioritas
dan kebutuhan lintas program.

Agenda Kerja

Memerintahkan pejabat
pelaksana untuk
mengumpulkan bahan untuk
materi promosi kesehatan
melalui media elektronik dan
menyampaikan kepada kasie.

Disposisi 10 menit

Disposisi

Mengumpulkan bahan untuk
materi promosi kesehatan
sesuai isu prioritas dan sesuai
kebutuhan lintas program dan
menyampaikan kepada kasie.

Disposisi 1 hari

Bahan untuk materi
promosi kesehatan

Menyusun konsep materi
promosi kesehatan yang akan
disampaikan melalui media
elektronik, memaraf dan
menyampaikan kepada kabid.

Bahan untuk 3 Jam
materi promosi
kesehatan

Konsep materi
promosi kesehatan
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Memeriksa konsep materi
promosi kesehatan. Jika
setuju, memaraf dan
menyampaikan kepada
sekeretaris. Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Kasie
untuk diperbaiki

Konsep materi
promosi
kesehatan

Konsep materi
promosi kesehatan

Memeriksa konsep materi
promosi kesehatan. Jika
setuju, memaraf dan
menyampaikan kepada kadis.
Jika tidak setuju
menyerahkan kepada kabid
untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Konsep materi
promosi
kesehatan

30 menit

Konsep materi
promosi kesehatan

Memeriksa konsep materi
promosi kesehatan. Jika
setuju, menandatangani dan
menyampaikan kepada kabid.
Jika tidak setuju
menyerahkan kepada
sekretaris untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep materi
promosi
kesehatan

20 menit

Materi promosi
kesehatan

Menugaskan Kasie bersama
tim melaksanakan promosi
kesehatan melalui media
elektronik.

Materi promosi
kesehatan

10 menit

Materi promosi
kesehatan
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Melaksanakan promosi
kesehatan melalui media
elektronik bersama tim dan

Materi promosi
kesehatan

Melaksanakan
promosi kesehatan
melalui media

menugaskan pejabat elektronik
pelaksana untuk
mendokumentasikan kegiatan
promaosi.

10 |Mendokumentasikan kegiatan Melaksanakan 1 hari  |Laporan, bukti
promosi kesehatan promosi dokumentasi

kesehatan melalui
media elektronik
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Nomor SOP AP 136 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi sl
Tanggal Efektif Pt LN n
Disahkan oleh V.7 QigyKgsghatan Provinsi*
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT > 580
SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Judul SOP AP Penyusunan Laporan Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

%

Pendidikan minimal S1
2. Memahami tata naskah dinas

2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila prosedur penyusunan laporan tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy
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Menugaskan kasie untuk
mempersiapkan konsep laporan
program promosi dan pemberdayaan
masyarakat

Memerintahkan Pejabat Pelaksana
untuk mengumpulkan bahan dan
menyusun konsep laporan

Agenda Kerja

10menit

Disposii -

Mengumpulkan bahan dan
menyusun konsep laporan serta
menyampaikan kepada kasie

Disposisi

10 menit

Disposisi

Disposisi

1 minggu

Bahan laporan,
konsep laporan

Memeriksa konsep laporan. Jika
setuju, memaraf dan menyampaikan
kepada Kabid. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Pejabat
Pelaksana untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Bahan laporan,
konsep laporan

1 hari

Konsep laporan,
disposisi

Memeriksa konsep laporan . Jika
setuju, memaraf dan menyampaikan
kepada Sekdis. Jika tidak setuju
mengembalikan ke Kasie untuk
diperbaiki

Tidak

Ya

Konsep laporan,
disposisi

1 jam

Draf laporan

Memeriksa konsep laporan . Jika
setuju, memaraf dan menyampaikan
kepada Kadis. Jika tidak setuju
mengembalikan ke Kabid untuk
diperbaiki

Tidak

Memeriksa draft laporan . Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan
kepada kabid Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kabid untuk
diperbaiki.

Ya

Tidak

Draf laporan,
disposisi.

1 jam

laporan
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Menyerahkan Iaran kepada sie '

Laporan, Laporan, :55|5|
disposisi
9 |Menyerahkan laporan kepada Laporan, 10 menit |Laporan, disposisi
Pejabat Pelaksana disposisi
10 |Mendistribusikan, mengarsipkan dan Laporan, 1 Jam |laporan, bukti
Mendokumentasikan laporan . disposisi dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKSI FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Nomor SOP AP 137 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Penyusu ran Keﬂlhgké Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Fasilitasi
Pendaftaran Penduduk

Judul SOP AP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 1. Pendidikan minimal sarjana
Nasional

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Memahami proses penyusunan TOR dan RAB

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer/Printer

3. Telephon/Faximile

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program di Seksi Fasilitasi dan Pencatatan Sipil tidak sesuai prosedur akan berdampak
pada kualitas penyusunan rencana kerja di Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Fasilitasi dan Pencatatan
Sipil.
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Menugaska .epa!a eksi untuk enyu

nda Kerja

10 menit

] Isoi / u;u .

Bulan januari

Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian tahun berjalan
Anggaran Biaya (RAB) program di Seksi dari tahun
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk rencana.
Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi / petunjuk 10 menit |Disposisi / petunjuk
mengumpulkan bahan penyusunan TOR dan
RAB program.
Mengumpulkan/menghimpun bahan \ Disposisi /petunjuk 1 Hari |Bahan atau data
penyusunan TOR dan RAB dan - dukung penyusunan
menyampaikan kepada kepala seksi. TOR dan RAB
Menyusun konsep TOR dan RAB program dan Bahan atau data 1 Minggu |[Konsep TOR dan
menyampaikan kepada kepala bidang. dukung penyusunan RAB
TOR dan RAB
Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila Konsep TOR dan 2Jam |[Konsep TOR dan
setuju menyampaikan kepada kepala seksi RAB RAB
dan staf untuk rapat. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kepala seksi untuk
diperbaiki.
Rapat membahas TOR dan RAB program Konsep TOR dan 2jam |Notulen hasil rapat
Seksi Fasilitasi dan Pencatatan Sipil yang RAB, daftar hadir. dan Berita acara
dipimpin oleh kepala seksi rapat
Menugaskan kepala seksi untuk memperbaiki Notulen hasil rapat 2 hari  |Notulen hasil rapat,

Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB) program di Seksi
Fasilitasi dan Pencatatan Sipil sesuai hasil
rapat.

dan Berita acara
rapat

Berita acara rapat,
disposisi / petunjuk
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nsep pn TOR da B

E otule hasil rapt.

Draft TOR dan RAB

2 Jam
program sesuai notulen rapat, memaraf dan berita acara rapat,
menyampaikan kepada kepala bidang. disposisi / petunjuk
9 [Memeriksa konsep perbaikan TOR dan RAB Draft TOR dan RAB 1Jam |TOR dan RAB
program. Apabila setuju, menandatangani dan
menyampaikan kepada para kepala seksi.
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Tidak
kepala seksi untuk diperbaiki Ya
10 |Menyerahkan dokumen TOR dan RAB kepada " TOR dan RAB 10 menit |[TOR dan RAB
pejabat pelaksana untuk didistribusikan dan
didokumentasikan. : .
11 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan = | TOR dan RAB 30 menit |TOR dan RAB,

bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKSI FASILITAS| PENDAFTARAN PENDUDUK

Nomor SOP AP 138 Tahun 2018

| Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

JUDUL SOP AP

|Dasar Hukum

Kualifikasl pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Jo.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentag Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan

7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022

o

1. Pendidikan minimal D.IvV Hukum Pencatatan Sipil.

2. Manguasai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan Administrasi
Kependudukan,

3. Memahami Tata Naskah Dinas.

[Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

2. Komputer / Laptop / Printer

3. Rencana Kerja Tahunan Bidang Dukcapil
4. HP. Android

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk tidak dilaksanakan maka akan
berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di Bidang Pencatatan Sipil.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

349




Menugaskan Kasi.Fasilitasi Pendaftaran Penduduk untuk

Disposisi / Petunjuk

Disposisi / Petunjuk

1 |menyiapkan Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran 5 Menit
Penduduk sesuai Plan of Action yang ada - .
Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk menyiapkan ; oo
2 |administrasi kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran MD‘W“ i/ Petunjuk 10Menit  |Petunjuk Atasan
Penduduk L
Menyiapkan administrasi pendukung terkait Rencana Administrasi
3 |kegiatan Pendaftaran Penduduk Tingkat Provinsi dan Pstunjuk Atasan 30 Menit Pandilkiung Keaidian
menyampaikan kepada Kasi Fasilitasi Capil i
Membuat konsep Surat Dinas kepada Dirjen Dukcapil
Kemendagri dan kepada Bupati / Walikota untuk pom—"
4 |Permintaan Nara Sumber dan Peserta Kegiatan Bimbingan P It;ku g Kegiatan 1 Jam Konsep Surat Dinas
| Teknis Pendaftaran Penduduk dan menyerahkannya kepada "
Kabid. Dukcapil. Untuk dikoreksi
Memeriksa konsep Surat Dinas, jika setuju diparaf dan Tidak
meneruskan kepada Kadis Kesehatan, jika tidak setuju 8 ; .
5 |mengembalikannya kepada Kasi. Fastiitasi Pendaftaran osaep it i e I s
Penduduk untuk diperbaiki
Memeriksa draf Surat Dinas, jika setuju diparaf dan
8 menyampaikannya kepada Kabid. Dukcapil untuk Draf Konsep Surat 30 Menit Draft Surat Dinas,
ditandatangani Sekretaris Daerah, jika tidak setuju Dinas Disposisi
mengembalikannya kepada Kabid. Dukcapil untuk diperbaiki
Terkait SOP
Penanganan Surat
> Meneruskan draft Surat Dinas untuk ditantangani Sekretaris Draft Surat Dinas, 30 Menit Draft Surat Dinas, Keluar yang
Daerah Disposisi Disposisi ditandatanganis
Sekda
Melakukan Konsultasi Materi dan Narasumber dan |Materi Bimtek dan
8 |memerintahkan Kasi Fasilitasi Capil untuk melaksanakan Surat Dinas 3 Hari Rencana Pelaksanaan
rapat persiapan Bimtek
Materi Bimtek dan
9 |Melaksanakan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Capil Rencana Pelaksanaan 120 Menit :::nn:: zirr'n-:_ek ::"
Bimtek il
10 |Memerintahkan Kabid untuk melaksanakan Bimtek Fasilitasi Agenda Bimtek dan WO .. m‘“i:“;zk g
Capil Pembagian Tugas disposisi gas,
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Bimtek

Melaksanakan Bimtek Fasilitasi Capil dan memerintahkan Agenda Bimtek dan
11 |Kasi Fasilitasi Capil untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Pembagian Tugas, 3 Hari Pelaksanaan Bimtek
Kegiatan disposisi
Terkait SOP
Penyusunan Laporan
12 |Menyusun Laporan Pelaksanaan Bimtek Fasilitasi Capil Pelaksanaan Bimtek shMant  |Lowomn Pelisansn
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKSI FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Nomor SOP AP 130 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan |11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP. 19600

Pelak&éﬁa;ﬁ?gmﬁﬁtéﬁgﬁfdan Evaluasi Pendaftaran
Penduduk -7 _

JUDUL SOP AP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
Kependudukan

8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal S-1 lmu Sosial
2. Memahami teknis pengumpulan data Pendaftaran Penduduk
3. Memahami Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP AP Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Pelaksana 2. Komputer / Laptop

3. SOP AP Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Eselon 2, 3 dan 4 3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pendaftaran Penduduk tidak
dilaksanakan maka akan berdampak pada kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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Menugaskan Kasi. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk untuk

melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pendaftaran Penduduk Agenda Kerja 15 Moot Dispasint
Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk menyiapkan administrasi
pendukung pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pendaftaran Disposisi 15 Menit Disposisi
Penduduk
Menyiapkan administrasi pendukung dan menyerahkannya kepada Disposisi 1 Hari Himpunan Laporan Data
Kasi. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk o Pendaftaran Penduduk,
Membuat konsep Pertanyaan atau Kuisioner yang berkaitan dengan . -
Himpunan Laporan Data Konsep Pertanyaan atau Kuisioner
penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan menyerahkannya 1 Hari
kepada Kepala Bidang Dukcapil Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk
Memeriksa konsep Pertanyaan atau Kuisioner, jika setuju
meneruskannya kepada Kepala Dinas Kesehatan, jika tidak setuju Tidak '2:!"_;?:‘&';‘;;":;’“ \ Jam |Drof Pertanyaan atau Kuisioner
mengembalikannya kepada Kasi. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk = Pendaftaran Penduduk,
: G Penduduk
untuk diperbaiki
Memeriksa draf Pertanyaan atau Kuisioner, jika setuju Draf Pertanyaan atau Pertanyaan atau Kuisioner Terkait SOP
Memerintahkan Kabid. Dukcapil untuk ditindaklanjuti, jika tidak Tidak Kuisioner Pendaftaran 1 Jam Pendaftaran Penduduk, Surat Penerbitan
setuju mengembalikannya kepada Kabid. Dukecapil untuk diperbaiki Penduduk Tugas Surat Tugas
Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pendaftaran penduduk Pertanyaan atau Kuisioner - s
dan Menyerahkan Hasil Pengisian Kuisioner Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk, 3 Hari 23:;3::’:2:':n§”£$"“
kepada kepada Kasi Dukcapil untuk dibuatkan Laporan Surat Tugas
Terkait SOP
Penyusunan
Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pendaftaran Hasil Pengisian Kuisioner 2 Hari Laporan Pemantauan dan Laporan
Penduduk Pendaftaran penduduk Evaluasi Pendaftaran Penduduk Kegiatan
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKSI FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

[Nomor SOP AP 740 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan |11 September 2019
] anggal Revisi
anggal Efektif "
Disahkan oleh /UR_ Kepala Dinas atan Provinsi
Nusa ra Timur
drg. Dominikus Mingqu, M.Kes
~ NIP. 19600731 198812 1 001
JUDUL SOP AP  |Pelaksanaan 'Sup"er'\i'i'si. Pendaftaran Penduduk

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Jo.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentag Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan

7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kependudukan.

1. Pendidikan minimal S-1 llmu Hukum.
2. Menguasai Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaan Administrasi

3. Memahami Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Keluar
2. SOP AP Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Pelaksana
3. SOP AP Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Eselon 2, 3 dan 4

1. ATK

2. Komputer / Laptop / Printer
3. Rencana Kerja Tahunan Bidang Dukcapil

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Supervisi Pendaftaran Penduduk tidak
dilaksanakan maka hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dapat menimbulkan cacat Hukum di
kemudian hari.

1. Disimpan dalam bentuk soffcopy dan hardcopy .
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Menugaskan Kasi. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk untuk

Pelaksanaan Supervisi Pendaftaran Penduduk sesuai Plan Agenda Kerja 10 Menit Disposisi
of Action yang ada.
Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk mengumpulkan
administrasi pendukung Pelaksanaan Supervisi Pendaftaran Disposisi 10 Menit Disposisi
Penduduk.
Mengumpulkan dan menyerahkan administrasi pendukung . Administrasi
Pelaksanaan Supervisi Pendaftaran Penduduk. EWEoss Nl Pendukung
Terkait SOP
. Penanganan Surat
Membuat dan mendistribusikan Surat Dinas Kepada Bupati Administrasi Administrasi Keluar yang
/ Walikota tentang Pelaksanaan Supervisi Pendaftaran : 1 Hari Pendukung, Surat ditandal i
Pendukung ndatangan
Penduduk Dinas Sekda
. : s o . Administrasi
z'::;z:ﬁfpmn Rapat Persiapan Supervisi Pendaftaran Adm!:kxs:mﬂ 30 Menit Pendukung, Rencana
W ng Pelaksanaan Supervisi
. o, Administrasi Jadwal Pelaksanaan
MF alak;::akan Ral;:’ladtuzersmpan Palaksaner Supervis) Pendukung, Rencana 120 Menit  |Kegiatan dan
ran Pelaksanaan Supervisi Pembagian Tugas
; ; Jadwal Pelaksanaan Jadwal Pelaksanaan |Terkait SOP
::mms::::agﬁ g::::zi:mk melaksanakan Kegiatan dan 10 Menit Kegiatan dan Surat Penerbitan Surat
pe Pembagian Tugas Tugas Tugas
Melaksanakan Supervisi Pendaftaran Penduduk bersama Jadwal Pelaksanaan
tim di masing-masing Lokasi dan menugaskan Kasie Kegiatan dan Surat 3 Hari ;zr::ﬂmlaksanan
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk menyusun laporan. Tugas
Laporan Akhir Torion SO
1Mengkompilas& Laporan Supervisi dan Menyusun Laporan Laporan Pelaksanan 3 Hari Su:.;n.'isi Pendaftaran Penyusunan
Akhir Supervisi Pendaftaran Penduduk Supervisi Laporan

Penduduk




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEKSI FASILITAS|I PENDAFTARAN PENDUDUK

Nomor SOP AP 141 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif EEH PR

Disahkan oleh {;{2'3 i bR insi {/
ey
lew
[ie

ol N -1,
W ECY L Y >
VU o

Judul SOP AP Manajemen Data dan Informasi Pendaftaran Penduduk

Dasar Hukum :
1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
2 Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
3 Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :
1 Pendidikan minimal S1

2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kependudukan dan
pencatatan sipil

3 Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :
1 SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi NTT
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :
1 Laporan bulanan program
2 Data indikator program
3 Perangkat Komputer

Peringatan :

Managamen data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak sesuai
prosedur maka akan berdampak pada kualitas informasi kepada masyarakat.

Pencatatan dan Pendataan :
Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
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Menugaskan kasie melakukan
pengumpulan/menghimpun data
Pendaftaran Penduduk

Agenda kerja

10 menit

Disposisi

Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit |Disposisi
melakukan pengumpulan data

Pendaftaran Penduduk

Mengumpulkan data Pendaftaran Disposisi 3 Hari |Data yang terkait
Penduduksesuai tupoksi seksi dan dengan tupoksi
menyampaikan ke kasie.

Melakukan verifikasi dan analisa data Data Pendaftaran 3 hari Draf informasi
dengan membandingkan dengan v Pendudukyang Pendaftaran
standar atau target, mengolah menjadi s terkait dengan Penduduk dari seksi
informasi kependudukan dan tupoksi

pencatatan sipil dan menyampaikan

kepada kabid.

Menelaah informasi Pendaftaran Draf informasi 2 Jam |Informasi
Penduduk dari seksi, jika setuju Pendaftaran Pendaftaran
menandatangani dan menugaskan Penduduk dari seksi Penduduk
pejabat pelaksana menindaklanjuti. Tidak

Mendistribusikan dan mengarsipkan Informasi 30 menit |Informasi
informasi Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Pendaftaran
sesuai kebutuhan Penduduk Penduduk




Nomor SOP AP :  |142 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan : |11 September 2019
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : o a Paw 7172
Disahkan oleh 3 - SUR—Kepala DA sehatan &/
[l s rovinsi’ : ary Timur
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ’ e e A5 "\ 1
DINAS KESEHATAN _ i ~ drg: Pominikys Minggqu, M.Kes
NIP_196( \\?3}_;{;’198812 1001
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Judul SOP AP : |Penyusiman Kerangka A€uan Kegiatan (TOR) dan
Rinctan Anggaran'Biay4 (RAB)
SEKSI FASILITASI PENCATATAN SIPIL i

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

2025;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

4, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemernintahan,

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -

1. Pendidikan minimal sarjana

2. Memahami proses penyusunan TOR dan RAB

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer/Printer
3.  Telephon/Faximile

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program di
Seksi Fasilitasi dan Pencatatan Sipil tidak sesuai prosedur akan berdampak pada kualitas penyusunan
rencana kerja di Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Fasilitasi dan Pencatatan Sipil
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Menugaskan kepala ssn untuk menyusun

Agenda Kerj

10 menit

DiSOSI /

Bulan januari

Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB) program di Seksi
Fasilitasi dan Pencatatan Sipil sesuai hasil
rapat.

dan Berita acara
rapat

rapat, Berita acara
rapat, disposisi /
petunjuk

Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian petunjuk tahun berjalan dari
Anggaran Biaya (RAB) program di Seksi tahun rencana.
Fasilitasi dan Pencatatan Sipil
Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi / petunjuk| 10 menit [Disposisi/
mengumpulkan bahan penyusunan TOR dan petunjuk
RAB program.
Mengumpulkan/menghimpun bahan Disposisi /petunjuk 1 Hari |Bahan atau data
penyusunan TOR dan RAB dan menyampaikan dukung
kepada kepala seksi. penyusunan TOR
dan RAB

Menyusun konsep TOR dan RAB program dan Bahan atau data 1 Minggu [Konsep TOR dan
menyampaikan kepada kepala bidang. dukung RAB

penyusunan TOR

dan RAB
Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila Konsep TOR dan 2Jam |Konsep TOR dan
setuju menyampaikan kepada kepala seksi dan RAB RAB
staf untuk rapat. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kepala seksi untuk
diperbaiki.
Rapat membahas TOR dan RAB program Seksi Konsep TOR dan 2 jam [Notulen hasil rapat
Fasilitasi dan Pencatatan Sipil yang dipimpin RAB, daftar hadir. dan Berita acara
oleh kepala seksi rapat
Menugaskan kepala seksi untuk memperbaiki Notulen hasil rapat 2 hari  |Notulen hasil
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program sesuai notulen rapat, memaraf dan
menyampaikan kepada kepala bidang.

Menyusun konsep perbaikan TOR dan RAB |

Nolulen hasil raat,
berita acara rapat,
disposisi / petunjuk

ﬂ R dan .
RAB

Memeriksa konsep perbaikan TOR dan RAB
program. Apabila setuju, menandatangani dan
menyampaikan kepada para kepala seksi.
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada
kepala seksi untuk diperbaiki

Ya

Draft TOR dan
RAB

1 Jam

TOR dan RAB

10

Menyerahkan dokumen TOR dan RAB kepada
pejabat pelaksana untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.

TOR dan RAB

10 menit

TOR dan RAB

11

Mendistribusikan dan mendokumentasikan

TOR dan RAB

30 menit

TOR dan RAB,
bukti dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKSI FASILITASI PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP AP 143 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

| Tanggal Revisl

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

X

¥ 4\"‘:'"'/&?“ ; "/
Ma A
JUDUL SOP AP Bimblnugm@_l}, catatan Sipil

|Dasar Hukum -

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.

3. Peraturan Pemerintah Normor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Jo.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentag Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan

7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pensrapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

9. Peraturan Gubsernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022

o

1. Pendidikan minimal D.|V Hukum Pencatatan Sipil.

2. Menguasai peraturan perundang-undangan dan peraturan
pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

3. Memahami Tata Naskah Dinas.

[Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK _

2. Komputer / Laptop / Printer

3. Rencana Kerja Tahunan Bidang Dukcapil
4. HP. Android

|Peringatan :

r’:encatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prossdur Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil tidak dilaksanakan maka akan
berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di Bidang Pencatatan Sipil.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

—
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Menugaskan Kasi.Fasilitasi Pencatatan Sipil untuk

1 |menyiapkan Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil E Iap u:iﬂ. 1 Peturiuk 5 Menit Atalsanm f Pt
sesuai Plan of Action yang ada
Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk menyiapkan Disposisi / Petunjuk : 2o
. administrasi kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Atasan TR Bt Pelnpk n
Menyiapkan administrasi pendukung terkait Rencana Administrasi
3 |kegiatan Pencatatan Sipil Tingkat Provinsi dan Petunjuk Atasan 30 Menit Pantikung Kegistan
menyampaikan kepada Kasi Fasilitasi Capil "
|Membuat konsep Surat Dinas kepada Dirjen Dukcapil
Kemendagri dan kepada Bupati / Walikota untuk Administrasi
4 |Permintaan Nara Sumber dan Peserta Kegiatan Bimbingan Pendukung Kegiatan 1 Jam Konsep Surat Dinas
Teknis Pencatatan Sipil dan menyerahkannya kepada 9
Kabid. Dukcapil. Untuk dikoreksi
Memeriksa konsep Surat Dinas, jika setuju diparaf dan Tidak
meneruskan kepada Kadis Kesehatan, jika tidak setuju 9 .
3 |mengembaiikannya kepada Kasi. Fasiitssi Pencatatan Sipil Nisssep Stat. Dioves Mot {Komieg Sieat Dirnds
untuk diperbaiki
Memeriksa draf Surat Dinas, jika setuju diparaf dan
6 menyampaikannya kepada Kabid. Dukcapil untuk Draf Konsep Surat 30 Menit Draft Surat Dinas,
ditandatangani Sekretaris Daerah, jika tidak setuju Dinas Disposisi
mengembalikannya kepada Kabid. Dukcapil untuk diperbaiki
Terkait SOP
Penanganan Surat
7 Meneruskan draft Surat Dinas untuk ditantangani Sekretaris Draft Surat Dinas, 30 Menit Draft Surat Dinas, Keluar yang
Daerah Disposisi Disposisi ditandatanganis
Sekda
Melakukan Konsultasi Materi dan Narasumber dan Materi Bimtek dan
8 |memerintahkan Kasi Fasilitasi Capil untuk melaksanakan Surat Dinas 3 Hari Rencana Pelaksanaan
rapat persiapan Bimtek
Materi Bimtek dan
9 [Melaksanakan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Capil Rencana Pelaksanaan | 120 Menit g""d’ Bl e
Bi mbagian Tugas
10 Memerintahkan Kabid untuk melaksanakan Bimtek Fasilitasi Agenda Bimtek dan 10 Menit ;g:nn::g::im Tu ol
Capil Pembagian Tugas o o
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Bimtek

Melaksanakan Bimtek Fasilitasi Capil dan memerintahkan Agenda Bimtek dan
11 |Kasi Fasilitasi Capil untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Pesmbagian Tugas, 3 Hari Pelaksanaan Bimtek
Kegiatan disposisi
Terkait SOP
Penyusunan Laporan
12 |Menyusun Laporan Pelaksanaan Bimtek Fasilitasi Capil Pelaksanaan Bimtek Sikink  [Lopocen Pelaianesn
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKSI FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Nomor SOP AP 144 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

A4, Kepdla Dinas |

-

NIP. 49600731 198812 1 001

o

JUDUL SOP AP |Pelaksanaan Supervisi Pencatatan Sipil

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Jo.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentag Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
Kependudukan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal S-1 lImu Hukum.

2. Menguasai Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaan
Administrasi Kependudukan.

3. Memahami Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Keluar

2. SOP AP Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Eselon 2,3 dan 4

3. SOP AP Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Pelaksana
Peringatan

1. ATK

2. Komputer / Laptop / Printer
3. Rencana Kerja Tahunan Bidang Dukcapil

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Supervisi Pencatatan Sipil tidak dilaksanakan maka hasil
Pelayanan Pencatatan Sipil dapat menimbulkan cacat Hukum di kemudian hari.

1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy .
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Menugaskan Kasi, Fasilitasi Pendaftaran Penduduk untuk

1 |Pelaksanaan Supervisi Pencatatan Penduduk sesuai Plan Agenda Kerja 10 Menit Disposisi
of Action yang ada.
Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk mengumpulkan
2 |administrasi pendukung Pelaksanaan Supervisi Disposisi 10 Menit Disposisi
Pencatatan Penduduk.
Mengumpulkan dan menyerahkan administrasi . s 3 Administrasi
5 pendukung Pelaksanaan Supervisi Pencatatan Penduduk. i R Pendukung
Membuat dan mendistribusikan Surat Dinas Kepada Adiiastrase Administrasi
4 |Bupati / Walikota tentang Pelaksanaan Supervisi 1 Hari Pendukung, Surat
Pendukung .
Pencatatan Penduduk Dinas
Administrasi
5 Mempersiapkan Rapat Persiapan Supervisi Pencatatan Administrasi 30 Menit Pendukung, Rencana
Penduduk Pendukung Pelaksanaan
Supervisi
Administrasi
- - | | Pelaksanaan
Melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Supervisi Pendukung, Rencana ; Jad\fva =
6 Pencatatan Penduduk Pelaksanaan 12nshent | Reyialan de
£ =t Pembagian Tugas
Supervisi
; ; | Pelaksanaan
Memenntahkan Kabid Dukcapil untuk melaksanakan Jad\fval Rl g ) Jad\_ua SMIRSERnoS
7 3 Kegiatan dan 10 Menit Kegiatan dan Surat
Supervisi Pencatatan Penduduk ;
Pembagian Tugas Tugas
Melaksanakan Supervisi pencatatan penduduk bersama Jad\_wal Fokanuasn 5 Laporan Pelaksanan
8 | ; 5 - Kegiatan dan Surat 1 minggu e
tim di masing-masing Lokasi Supervisi
Tugas
Memerintahkan IKgs: Fasilitasi Capil untuk men_gkompllagl_ Laporan Pelaksanan ) Laporan Pelaksanan
9 |Laporan Supervisi dan Menyusun Laporan Akhir Supervisi ki 10 Menit Esaiviel dicpositi
Pencatatan Penduduk pe Re L OISR
Laporan Akhir
10 |Menyusun Laporan Supervisi Pencatatan Penduduk L aparsed Pelaksacon 3 Hari Supervisi Pencatatan

Supervisi, disposisi

Penduduk
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Nomor SOP AP

145 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan

11 September 2019

Tanggal Revisi

[Tanggal Efekiit 2,
Disahkan oleh alg'lanes Kesghajan Provinsi
', ;:- 4 Z < apé Ti P
Ny /
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR i ; I
DINAS KESEHATAN L Minggu, M.K
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL A 1198812 1 001
SEKSI FASI | PENCATAT IPIL N T e A
e AN'S JUDUL SOP AP PehkséhﬁWan Evaluasi Pencatatan Sipil
B
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 1. Pendidikan minimal S-1 limu Sosial

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
Kependudukan

8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

2. Memahami teknis pengumpulan data Pencatatan Sipil
3. Memahami Tata Naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Keluar
2. SOP AP Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Pelaksana
3. SOP AP Penerbitan Surat Tugas Bagi Pejabat Eselon 2, 3 dan 4

1. ATK
2. Komputer / Laptop
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pencatatan Sipil tidak dilaksanakan maka
akan berdampak pada kualitas pelayanan Pencatatan Sipil.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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Menugaskan Kasi. Fasilitasi Pencatatan Sipil untuk melaksanakan

Pemantauan dan Evaluasi Pencatatan Sipil Agenda Kerja LRERE Blaposial
Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk menyiapkan administrasi
pendukung pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pencatatan Disposisi 15 Menit Disposisi
Sipil
Menyiapkan administrasi pendukung dan menyerahkannya kepada Di isi 1 Hari Himpunan Laporan Data
Kasi. Fasilitasi Pencatatan Sipil pas Pencatatan Sipil
Membuat konsep Pertanyaan atau Kuisioner yang berkaitan dengan . i
penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan menyerahkannya kepada S'mp"t:: Lglrxflr By Pt 1 Hari gonsaf rertgfnlrlaan A Rssionr
Kepala Bidang Dukcapil ol e b dadbc
Memeriksa konsep Pertanyaan atau Kuisioner, jika setuju
meneruskannya kepada Kepala Dinas Kesehatan, jika tidak setuju Konsep Pertanyaan atau i Draf Pertanyaan atau Kuisioner
mengembalikannya kepada Kasi. Fasilitasi Pencatatan Sipil untuk Kuisioner Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
diperbaiki
Memeriksa draf Pertanyaan atau Kuisioner, jika setuju menyerahkan . L Terkait SOP
kembali kepada Kabid. Dukcapil untuk ditindaklianjuti, jika tidak Tidak E’#.P:““;“a“ s S T l'::“a“t“::: ;‘I‘"‘l Kg"f:;“:’ Penerbitan
setuju mengembalikannya kepada Kabid. Dukcapil untuk diperbaiki HislhsEFenealatan: i neala Pl SU e Surat Tugas
Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pencattan Sipil dan Pertanyaan atau Kuisioner ; o g
Menyerahkan Hasil Pengisian Kuisioner Pendaftaran Penduduk Pancatatan Sipil, Surat 3 Hari gasn F:etr; ils;n“Kulswner
kepada kepada Kasi Dukcapil untuk dibuatkan Laporan Tugas e i
Terkait SOP
: — i .| Penyusunan
Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pencatatan Sipil Hasil Perighvian Kusicner 2 Hari Laporen Pemiantace dan Evaluss Laporan

Pancatatan Sipil

Pencatatan Sipil
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKSI FASILITASI PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP AP 146 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan |11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif a

Disahkan oleh */
JUDUL SOP AP Pegang I(a‘tamPgmafca Agama Sebagai Pembantu

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1978 tentang Penunjukan Pemuka Agama
Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan

7. Peraturan Presiden Nemor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan

9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal S1/ D.IV Hukum Pencatatan Sipil

2. Menguasai Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan
Pelaksanaannya tentang Administrasi Kependudukan

3. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Keluar

|Peringatan

1. Komputer / Laptop / Printer

2. ATK

3. Petunjuk Teknis Pengangkatan P4
Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Pengangkatan Pemuka Agama Sebagai Pembantu Pegawai
Pencatatan Perkawinan tidak diproses maka akan berdampak pada lambatnya pelayanan pencatatan
perkawinan.

Data disimpan dalam bentuk Soficopy dan Hardcopy
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Menerima Surat Permohonan tentang Pengangkatan
Pemuka Agama Sebagai Pembantu Pegawai Pencatatan

Disposisi / Petunjuk

Perkawinan dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas P Farmononan » Wanit Pimpinan
Kesehatan melalui Tata Usaha Pimpinan
Menugaskan Kabid. Dukcapil untuk menindaklanjutinya Disposisi / Petunjuk ; i
sesuai ketentuan yang bertaku Pimpinan 10 Menit  |Petunjuk Pimpinan
Memerintahkan Kasi.Fasilitasi Pencatatan Sipil untuk
: i Draf Konsep Maskah
menyiapkan draf konsep naskah dinas Keputusan T | ;
Gubemnur tentang Pengangkatan Pemuka Agama Retinjok Fmpliad il g:i?:r::rp e
Sebagai Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan
Membuat draf konsep Naskah Dinas Keputusan Draf Konsep Naskah Draf Konsep Naskah
Gubemur tentang Pengangkatan Pemuka Agama Dinas Keputusan 1 Jam Dinas Keputusan
sebagai Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan dan Guﬁamurp Gubernur
menyerahkannya kepada Kepala Bidang Dukcapil
.Memeriksa_‘draf koqsap Naskah Dinas Keputusan Draf Konsep Naskah Draf Konsep Naskah
Gubemnur, jika setuju meneruskannya kepada Kepala Ya Di i i
: P : inas Keputusan 30 Menit |Dinas Keputusan
Dinas Kesehatan, jika tidak setuju mengembalikannya Gubernur Gubernur
kepada Kasi. Fasilitasi Pancatatan Sipil untuk diperbaiki
Memeriksa draf kensep Naskah Dinas Keputusan
Gubernur, jika setuju menugaskan Kabid. Dukcapil untuk ;
menyiapkan Surat Penganiar draf Naskah Dinas Tidak Dmf i g i dopmhElaeslst Emciex
i - Dinas Keputusan 30 Menit  |Keputusan Gubernur /
Keputusan Gubernur kepada Kepala Biro Hukum, jika Gubernur Disnosisi
tidak setuju mengembalikannya kepada Kepala Bidang G
Dukcapil untuk diperbaiki
Menugaskan Kasi. Fasilitasi Pencatatan Sipil untuk Draf Naskah Dinas Draf Naskah Dinas
menyiapkan Surat Pengantar draf Konsep Naskah Dinas Keputusan Gubernur / 30 Menit |Keputusan Gubernur /
Keputusan Gubernur kepada Kepala Biro Hukum Disposisi Disposisi
Terkait SOP
Menyiapkan Surat Pengantar draf Naskah Dinas Pen Surat
Kepulusan Gubernur tentang Pengangkatan Pemuka Draf Naskah Dinas St PRt o
i i . |Maskah Dinas Keluar
‘Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatatan Keputusan Gubernur / 30 Manit Keputusan Gubernur /
Perkawinan kepada Kepala Biro Hukum dan Disposisi Petunjuk Pimpinan
menugaskan Pejabat Pelaksana untuk mengantarnya .
Menyerahkan Keputusan Gubernur kepada Pejabat U Pengantar! Ee o !e_aﬂmaf
Tar e ; Naskah Dinas .. |Dokumentasi draf
Pelaksana Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil untuk 20 Menit ;
diteruskan kepada Bupati/Walkota selaku Pemoh P Ppiiiean ST e
P P 4 2 ctal Petunjuk Pimpinan Keputusan Gubernur
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKSI| FASILITASI PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP AP 147 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh M Kepala Dinas

elfatan Provinsi NW?
dra. Do mmss

NIP. 19600731 198812 1 001

Manajemen Data dan Informasi Kependudukan dan

Judul SOP AP Pencatatan Sipil

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
2 Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
3 Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal $1

2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kependudukan dan
pencatatan sipil

3 Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi NTT
2 SOP AP Penanganan Surat Mas S
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

1 Laporan bulanan program
2 Data indikator program
3 Perangkat Komputer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Managamen data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak sesuai
prosedur maka akan berdampak pada kualitas informasi kepada masyarakat.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Fasilitasi dan Pencatatan Sipil.
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Menugaskan kasie melakukan Agenda kerja 10 menit |[Disposisi
pengumpulan/menghimpun data kependudukan

dan pencatatan sipil

Menugaskan pejabat pelaksana melakukan Disposisi 10 menit |Disposisi
pengumpulan data kependudukan dan

pencatatan sipil

Mengumpulkan data kependudukan dan Disposisi 3 Hari |Data yang terkait
pencatatan sipil sesuai tupoksi seksi dan dengan tupoksi
menyampaikan ke kasie.

Melakukan verifikasi dan analisa data dengan Data kependudukan 3 hari |Draf informasi
membandingkan dengan standar atau target, v dan pencatatan sipil kependudukan dan
mengolah menjadi informasi kependudukan dan = yang terkait dengan pencatatan sipil dari
pencatatan sipil dan menyampaikan kepada Tidak tupoksi seksi

kabid.

Menelaah informasi kependudukan dan Draf informasi 2 Jam |Informasi bidang
pencatatan sipil dari seksi, jika setuju kependudukan dan Kependudukan dan
menandatangani dan menugaskan pejabat pencatatan sipil dari Pencatatan Sipil
pelaksana menindaklanjuti. dak seksi

Mendistribusikan dan mengarsipkan informasi Informasi bidang 30 menit |Informasi bidang

kependudukan dan pencatatan sipil sesuai
kebutuhan

Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN

BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Nomor SOP AP

148 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan

11 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

asghatan Provinsi F
arg Timur,

ingqu, M.Kes
198812 1 001

g

Judul SOP AP

Peny 3¥a Acuan Kegiatan (TOR)
dan Rio% Biaya (RAB) Program
Pengelolaan-Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana

2. Memahami proses penyusunan TOR dan RAB

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

2. Komputer/Printer
3. Telephon/Faximile

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program di
Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data tidak sesuai prosedur
akan berdampak pada kualitas penyusunan rencana kerja di Dinas Kesehatan Provinsi NTT,

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
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Menugaskan kepala seksi untuk menyusun
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB) program di Seksi
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Agenda erja

10 menit

Dsposisi / petunj

Bulan januari
tahun
berjalan dari
tahun
rencana.

RAB program.

diperbaiki.

Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi / petunjuk 10 menit |Disposisi / petunjuk
mengumpulkan bahan penyusunan TOR dan
Mengumpulkan/menghimpun bahan Disposisi /petunjuk 1 Hari |Bahan atau data
penyusunan TOR dan RAB dan dukung penyusunan
menyampaikan kepada kepala seksi. TOR dan RAB
Menyusun konsep TOR dan RAB program Bahan atau data 1 Minggu |Konsep TOR dan RAB
dan menyampaikan kepada kepala bidang. dukung penyusunan

TOR dan RAB
Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila Konsep TOR dan RAB| 2Jam |Konsep TOR dan RAB
setuju menyampaikan kepada kepala seksi
dan staf untuk rapat. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada kepala seksi untuk
Rapat membahas TOR dan RAB program Konsep TOR dan 2jam |Notulen hasil rapat dan
Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi : RAB, daftar hadir. Berita acara rapat
Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang :)-
dipimpin oleh kepala seksi N '

Notulen hasil rapat 2 hari  |Notulen hasil rapat,

Menugaskan kepala seksi untuk memperbaiki
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB) program di Seksi
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data sesuai
hasil rapat.

o *

dan Berita acara rapat

Berita acara rapat,
disposisi / petunjuk
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yusn konsep perbaikanOR da "

Notulen hasil rapat, |

2 Jam

|Draft TOR dan RAB

program sesuai notulen rapat, memaraf dan berita acara rapat,
menyampaikan kepada kepala bidang. disposisi / petunjuk
9 |Memeriksa konsep perbaikan TOR dan RAB Draft TOR dan RAB 1Jam |TOR dan RAB
program. Apabila setuju, menandatangani
dan menyampaikan kepada para kepala
seksi. Apabila tidak setuju dikembalikan Tidak
kepada kepala seksi untuk diperbaiki Ya
10 |Menyerahkan dokumen TOR dan RAB TOR dan RAB 10 menit |TOR dan RAB
kepada pejabat pelaksana untuk
didistribusikan dan didokumentasikan.
11 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan TOR dan RAB 30 menit |TOR dan RAB, bukti

dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Nomor SOP AP 149 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Minggu, M.Kes
198812 1 001

Rl P
~ENGGARP
JUDUL SOP AP Penyajian Data“informs

pendudukan dan Pencatataan Sipil

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20068 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

PermenPAN Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Secara Nasional

6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
7 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

g B WM

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1. Memahami persyaratan kelengkapan berkas permohonan
2. Mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan dengan baik
3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan administrasi kependudukan

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1 SOP AP Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur 1. Komputer
2 SOP AP 'Penanganan Surat Keluar 2. Aplikasi SIAK
3. Printer
4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyajian Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dijalankan dengan baik maka Pihak
berkepentingan tidak mengetahui data yang akurat terkait dengan informasi Kependudukan dan catatan sipil

Surat pemberian informasi
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Menerima surat permohonan permintaan data dari Pibak
yang berkepentingan dan menugaskan Kepala seksi untuk

Disposisi Kepala Dinas

30 menit

Disposisi Kepala Bidang

Lihat SOF Penanganan

menindaklanjuti Surat Masuk
Memerintah ADB untuk mengumpulkan dan mengolah
bahan informasi kependudukan dan pencatatan sipil serta
2 |membuat konsep surat pemberian informasi Disposisi Kepala Bidang 10 menit |Disposisi Kepala Seksi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Mengumpulkan dan mengclah bahan informasi Data dan konsep surat Lihat SOP Penanganan
kependudukan dan pencatatan sipil serta membuat pemberian informasi Surat Keluar
3 {konsep surat pemberian informasi Kependudukan dan Disposisi Kepala Seksi 3 Jam |Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Selanjutnya menyampaikan ke Kepala Pencatatan Sipil
|Seksi
Memeriksa bahan dan konsep surat pembenan informasi: Data dan konsep surat Data dan Konsep surat yang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil jika Ya memaraf dan pemberian informasi . |telah diparaf oleh Kepala Seksi
4 |menyerahkan ke Kabid, jika Tidak mengembalikan ke ADB Kependudulan dan | 30 menit
untuk dipertaiki Pencatatan Sipil |
Memeriksa bahan dan konsep surat pembenian informasi Data dan Konsep surat yang | Draft surat pemberian
Kependudukan dan Pencatatan Sipil jika Ya memaraf dan telah diparaf oleh Kepala Seksi linformasi Kependudukan dan
5 |menyerahkan ke Sekretaris Dinas, jika Tidak 15 menit |Pencatatan Sipil diparaf oleh
|Mengembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki Kabid
e P pe Informasi Kependudukan
- ipil t
Memeriksa bahan dan draft surat pemberian informasl Draft surat pamberian Surat pemberian informasi g.ozet::a dt:::r?}ielf’;s:pa
Kependudukan dan Pencatatan Sipi jika Ya memaraf dan informasi Kependudukan dan Kependudukan dan Parnflet Bosidiet. Brosur
6 |menyerahkan ke Kepala Dinas, jika Tidak Mengembalikan FPencatatan Sipil diparaf oleh 15 menit |Pencatatan Sipil Span dl.;k b ' :
ke Kepala Bidang untuk diperbaiki Tidak Kabid dimasukkan ke Media
7 - Informasi lainnya
Memeriksa bahan dan draft surat pemberian infarmasi Surat pemberian informasi Surat pembenan informasi
7 Kependudukan dan Pencatatan Sipil jika Ya Kependudukan dan Kependudukan dan
menandatangani dan menyearhkan ke Kabid Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
) ) o Surat pemberian informasi Surat pemberian informasi
8 MenL.sggsI-m_n Kepalal Seksi untuk menindalanjuti surat Kependudukan dan | 5 menit |Kependudukan dan
pemberian informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil | Pencatatan Sipil
_ _ Surat pemberian informasi Surat pernberian informasi
g |Menugaskan ADB untuk menindaianjuti surat pemberian Kependudukan dan 5 menit |Kependudukan dan
informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Pencatatan Sipit
Mengagendakan, menginmkan dan mengarsipkan surat Surat pemberian informasi Surat pembernian informasi
pemberian informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kependudukan dan Kependudukan dan
10 Pencatatan Sipil 30 menit |Pencatatan Sipil, bukti

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Nomor SOP AP 150 Tahun 2019

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif i

Disahkan oleh Uy~ Repala Dipas | 59PN Provnsi *,

™ drg- Dominikys Minagu, M.Kes
" NIP.1 " 198812 1 001

% Ny = .'.rr
Penyusunan Buku Pwﬂ?qﬁ/ﬁwan Kependudukan Provinsi Nusa
JUDUL SOP AP gkl i,
Tenggara Timur S

3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2010 tentang Penyusunan Profil Perkembangan
Kependudukan.

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Dasar Hukum Kualifikasl pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah 1. Memahami peraturan yang berlaku tentang Administrasi Kependudukan
dengan Undang-Undang Nomeor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2. Mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
2006 tentang Administrasi Kependudukan. 3. Mampu Mengoperasikan ApllkaSI Office
2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 4. Mampu Mengoperasikan Aplikasi TABLEU

Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1 SOP AP Penyajian Data dan Informasi Kependudukan 1. Meja 6. Aplikasi TABLEU
2. PC Komputer
3. Printer
4. Aplikasi SIAK
5. Kursi

[Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Jika Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Nusa Tanggera Timur tidak diselesaikan
dalam waktu 6 bulan, maka berdampak pada Target Kinerja yang tidak tercapai

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Nusa T‘enggara Timur
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Menugaskan Kasie PIAK & Pemanfaatan Data untuk

menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Agenda Kerja 10 menit |Disposisi
NTT
Menugaskan Administrator Database untuk mengumpulkan
bahan dan Mengerjakan data-data kependudukan yang SKTi 10 it | Dispesisi
diperiukan dalam Buku Profil Perkembangan Kependudukan Daganrs, i T s i
Provinsi Musa Tenggara Timur
Mengumpulkan bahan dan Mengerjakan data-data
kependudukan yang diperlukan dalam Buku Profil . 14 Hari |Data-data k duduka
Perkembangan Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Dipostl - B e
Timur
Menyusun data-data kependudukan dalam sebuah Buku Draft buku profil
Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Nusa Data-data Kependudukan 14 Hari kependudukan’
Tenggara Timur dan menyerahkan ke Kepala Bidang
Mengoreksi draft Buku Profil Perkembangan Kependudukan
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika sesuai memaraf dan 3 Hari Draft buku profil
menyerahkan ke Kepala Dinas. Jika tidak setuju Ceph Bl Profl Hapendodiion - |kependudukan
mengembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki

dokumen Profil
Memeriksa draft Profil Perkembangan Kependudukan 15 menit |Ferkembangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menandatangani Dok bul profil kependuduian e Kependudukan Provinsi Nusa

Tenggara Timur

dok Profil
Menyerahkan dokumen Profil Perkembangan dokumen Profil Perkembangan iy r:;“r:gangm
Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kependudukan Provinsi Nusa 10 menit Kependudukan Provinsi Nusa
Kepala Seksi untuk diproses lebih lanjut Tenggara Timur Tenggara Timur

doku Profil
Menyerahkan okumen Profil Perkembangan Kependudukan dokumen Profil Perkernbangan " “::;angan
Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Pejabat Pelaksana untuk Kependudukan Provinsi Nusa 10 menit Kependudukan Provinsi Nusa
diproses lebih lanjut Tenggara Timur Tenggara Timur

Profil

Menggandakan Buku Profil Perkembangan Kependudukan dokumen Profil Perkembangan :.;ml ma:mgan
Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendistribusikan dan Kependudukan Provinsi Nusa 2 Hari Kependudukan Provinsi Nusa
mendokumentasikan Tenggara Timur Tenggara Timur
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Perjanjian an]aaq\m‘rf' fa}ﬁn Data NIK, Data Kependudukan
JUDUL SOP AP dan KTP ElektronlKQleh. Lembaga Pengguna

Dasar Hukum

Kualifikasl pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

1. Kepala Dinas

tentang Administrasi Kependudukan 2. Kasi PIAK dan Pemanfaatan Data
2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 20189 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 | 3. Kabid Dukcapil
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 4. Pengadministrasian Umum
3 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 5 | embaga Pengguna
4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6 Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak
Akses serta pemanfaatan Nomor induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik
7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP AP Pemberian Hak Akses Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik oleh lembaga 1. Naskah Perjanjian Kerjasama
pengguna 2. Komputer / Laptop
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Harus disusun untuk menjadi acuan dalam melaksanakan kerjasama pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan
antara Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Lembaga Pengguna

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan untuk pemanfaatan pelayanan publik sesuai
Perundang-undangan yang berlaku
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Menugaskan Kepala Seksi untuk
mempersiapkan konsep perjanjian kerjasama
Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP Elektronik

Disposisi Kepala Dinas, Surat
ijin Gubernur Pemanfaatan NIK
dan Data Kependudukan

15 menit

Disposisi Kepala Bidang

Menyusun kensep perjanjian kerjasama Disposisi Kepala Bidang Konsep perjanjian kerjasama
9 Pemantaatan NIK, Data Kependudukan dan T Pemanfaatan NIK, Data
KTP Elektronik dan memerintah Pejabat Kependudukan dan KTP
Pelaksana untuk mengetik konsep Eleidronik
Mengetik konsep perjanjian kerjasama Konsep perjanjian kerjasama Konsep perjanjian kerjasama
4 Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan A Pemanfaatan NIK, Data 30 it Pemanfaatan NIK, Data
KTP Elektronik dan menyampaikan ke Kepala Kependudukan dan KTP meny Kependudukan dan KTP
Seksi [ Elektronik Elektronik
. . Konsep perjanjian kerjasama Konsep perjanjian kerjasama
Maljnegksa dan melakukan Konsultasi Naskz_ah Pemanfaatan NIK, Data Pemanfaatan NIK, Data
Perjanjian Kerjasama dengan Ditjen Dukcapil va Kependudukan dan KTP Kependudukan dan KTP
4 |Kemendagri terkait konsep perjanjian kerjasama Elektronik 14hari |Elektronik yang telah diparaf
Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan Tidak oleh Kepala Seksi
KTP Elektronik. Jika setuju memberi paraf dan
menyampaikan ke Kepala Bidang
Memeriksa konsep perjanjian kerjasama Konsep perjanjian kerjasama Draft perjanjian kerjasama
Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan Pemanfaatan NIK, Data Pemanfaatan NIK, Data
6 |KTP Elektronik. Jika setuju memberi paraf dan Kependudukan dan KTP 1hari |Kependudukan dan KTP
menyampaikan ke Kepala Dinas Elektronik yang telah diparaf Elektronik
oleh Kepala Seksi
Memeriksa draft perjanjian kerjasama Draft perjanjian kerjasama
Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan Pemanfaatan NIK, Data
7 |KTP Elektronik. Jika setuju melaksanakan Kependudukan dan KTP 1hari  |Naskah Perjanjian Kerjasama
penandatatangan perjanjian kerja sama dengan Elektronik
pemohon
Menugaskan Kepala Seksi untuk i ; i ;
8 menindakianjuti Naskah Perjanjian Kerjasama Naskah Perjanjian Kerjasama 15 menit |Naskah Perjanjian Kerjasama
Menugaskan Pejabat Pelaksana untuk
S |mengagendakan mengarsipkan Naskah Naskah Perjanjian Kerjasama 15 menit |Naskah Perjanjian Kerjasama
Perjanjian Kerja sama
10 Mengagendakan dan mengarsipkan Naskah Nasiah Perjanfan Kerjasama 30 menit Naskah Perjanjian Kerjasama,

Perjanjian Kerjasama

bukti dokumentasi
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Manajemen Data dan Ififormasi Kependudukan dan

Judul SOP AP Pencatatan Sipil

Dasar Hukum :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :
1 Pendidikan minimal $1

2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kependudukan dan
pencatatan sipil

3 Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :
1 SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi NTT
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :
1 Laporan bulanan program
2 Data indikator program
3 Perangkat Komputer

Peringatan :

Managamen data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak sesuai
prosedur maka akan berdampak pada kualitas informasi kepada masyarakat.

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
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g kas n genda kerja 10 menit |Disposisi
pengumpulan/menghimpun data
kependudukan dan pencatatan sipil
Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit |Disposisi
melakukan pengumpulan data
kependudukan dan pencatatan sipil
Mengumpulkan data kependudukan Disposisi 3 Hari |Data yang terkait
dan pencatatan sipil sesuai tupoksi dengan tupoksi
seksi dan menyampaikan ke kasie.
Melakukan verifikasi dan analisa data Data kependudukan 3 hari |Draf informasi
dengan membandingkan dengan dan pencatatan sipil kependudukan dan
standar atau target, mengolah menjadi yang terkait dengan pencatatan sipil dari
informasi kependudukan dan Tidak tupoksi seksi

pencatatan sipil dan menyampaikan

kepada kabid.

Menelaah informasi kependudukan Draf informasi 2 Jam |Informasi bidang
dan pencatatan sipil dari seksi, jika kependudukan dan Kependudukan dan
setuju menandatangani dan pencatatan sipil dari Pencatatan Sipil
menugaskan pejabat pelaksana Tidak seksi

menindaklanjuti.

Mendistribusikan dan mengarsipkan Informasi bidang 30 menit |Informasi bidang

informasi kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai kebutuhan

Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
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pengumpulan/menghimpun data
kependudukan dan pencatatan sipil

genda kétja

ispo!

Menugaskan pejabat pelaksana Disposisi 10 menit |Disposisi
melakukan pengumpulan data ‘

kependudukan dan pencatatan sipil

Mengumpulkan data kependudukan \ Disposisi 3 Hari |Data yang terkait
dan pencatatan sipil sesuai tupoksi dengan tupoksi
seksi dan menyampaikan ke kasie.

Melakukan verifikasi dan analisa data T Data kependudukan 3 hari  |Draf informasi

dengan membandingkan dengan
standar atau target, mengolah menjadi
informasi kependudukan dan
pencatatan sipil dan menyampaikan
kepada kabid.

Ya

Tidak

dan pencatatan sipil
yang terkait dengan
tupoksi

kependudukan dan
pencatatan sipil dari
seksi

Menelaah informasi kependudukan Draf informasi 2Jam |Informasi bidang

dan pencatatan sipil dari seksi, jika kependudukan dan Kependudukan dan

setuju menandatangani dan - pencatatan sipil dari Pencatatan Sipil

menugaskan pejabat pelaksana Tigak seksi

menindaklanjuti.

Mendistribusikan dan mengarsipkan Informasi bidang 30 menit |Informasi bidang

informasi kependudukan dan Kependudukan dan Kependudukan dan

pencatatan sipil sesuai kebutuhan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
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